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Komentar Tokoh

“Tidak mudah menelaah tema aktual perubahan UUD dalam sebuah
disertasi, utamanya ketika proses perubahan itu sendiri terus berge-
rak dinamis. Tapi Denny berhasil melakukannya dengan cerdas. Saya
turut berbahagia karena telah muncul lagi generasi baru ahli hukum
tata negara sekelas Denny di tengah beraneka persoalan ketatanega-
raan yang terjadi di tanah air kita yang memerlukan banyak ahli
yang bersedia untuk menekuninya dan mampu menawarkan ide-ide
segar yang menjanjikan solusi.”

—Jimly Asshiddiqie,

Ketua Mahkamah Konstitusi RI

“Inilah suatu penelitian yang mampu meletakkan arti pentingnya
konstitusi dalam mengawal proses transisi Indonesia menuju negara
yang lebih demokratis. Perjalanan bangsa ini masih teramat panjang,
di sana-sini bercokol batu gunung korupsi, ketamakan dan halangan-
halangan lain yang siap menerkam bangsa ini jika terlena dalam
kelengahan. Konstitusi tentu adalah salah satu alarm pengingat, agar
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bangsa ini tidak selalu lupa akan aturan main bernegara, yang me-
larang kekuasaan digunakan untuk mengabdi pada nafsu kekuasaan
semata. Semoga para intelektual muda Indonesia, dari berbagai disiplin
ilmu, bersemangat mengikuti jejak saudara Denny Indrayana, agar
khazanah pengetahuan di negara kita semakin subur dan kaya.”

—M. Amien Rais,

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI 1999-2004

“Pro-kontra itu pertanda bahwa amandemen belum selesai, karena-
nya hak konstitusional itu hendaknya dilakukan demi hadirnya kon-
stitusi yang menghadirkan demokrasi yang memperkuat kesejahteraan
rakyat dan harkat negara.”

—Hidayat Nur Wahid,

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI

“UUD 1945 bukan mitos, dan tidak boleh menjadi mitos. Ia harus
menjadi a living constitution sekaligus a working constitution. Bagai-
mana proses itu berjalan harus menjadi cermatan kita semua, warga
negara yang peduli. Buku Bung Denny Indrayana ini adalah bacaan
yang tepat untuk mengantar kita memahaminya.”

—Andi Mallarangeng,

Juru Bicara Presiden Republik Indonesia

“Salah satu tuntutan utama reformasi adalah amandemen UUD 1945.
Konstitusi yang sempat dimitoskan karena memberi nikmat kekuasaan
kepada penguasa. Ketika terlibat dalam proses amandemen, saya
sadar betul, bahwa kekuasaan eksekutif harus dibatasi, dan pembagian
kekuasaan antar-lembaga negara harus dikukuhkan untuk hadirnya
penyelenggaraan negara yang akuntabel. Meskipun hasil perubahan
masih belum sempurna, bangsa ini masih penat untuk didesak mela-
kukan perubahan lanjutan. Lebih pas konsolidasi aplikasi konstitusi
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yang diprioritaskan, dan melakukan penyempurnaan lanjutan pada
masa yang tepat, tenang dengan mengerahkan seluruh potensi keahlian
bangsa.”

—Hatta Radjasa,

Menteri Sekretaris Negara

“Perjalanan bangsa—lepas dari pro-kontra amandemen—telah meng-
hasilkan konstitusi yang lebih demokratis menuju cita-cita negara
demokrasi konstitusional. Memang hasil amandemen masih belum
sempurna, maka menjadi kewajiban kita semua anak bangsa yang
bertanggung jawab untuk selalu terus menyempurnakannya.”

—Adnan Buyung Nasution,

Anggota Dewan Pertimbangan Presiden

“Hakikat konstitusi adalah sebagai instrumen pembebasan menuju
humanisasi transendental. Suatu konstitusi yang tidak demikian,
sejatinya adalah penindasan atas fitrah kemanusiaan. Maka perubahan
konstitusi merupakan suatu yang fitri, sejalan dinamika zaman yang
terbingkai dalam etika Ilahi. Penulis buku ini telah menjalankan etika
ilmu keilahian itu. Semoga semakin tawadhu’ sebagai cendekia.”

—M. Busyro Muqoddas,

Ketua Komisi Yudisial RI

“Konstitusi perlu dikunci. Perubahan secara cepat dan terus-mene-
rus bisa menjurus pada destabilisasi sistem. Itu hanya pandangan
yang valid, solid, dan tepat apabila konstitusi itu sudah komplet,
berkarakter, serta berkongruen dengan sistem politik dan negara
modern. Apabila konstitusi masih jauh dari karakter itu, mengunci
konstitusi adalah resep untuk stagnasi. Denny dan bukunya ini adalah
sumber inspirasi bagi kita untuk memikirkan dan membangun fondasi
konstitusi dengan keterbukaan pikiran. Seharusnya dalam urusan
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konstitusi, kita semua lebih memikirkan masa depan bangsa dan
negara, bukan sekadar memikirkan dan memitoskan masa lalu. Di
sini kita semua adalah saksi bahwa Denny adalah contoh pemikir
masa depan, pejuang konstitusi yang artikulatif, ilmiah, cerdas, kon-
stitusional, dan konsisten.”

—Anies Baswedan,

Rektor Universitas Paramadina

“UUD bagi kita merupakan kompas, sumber nilai, pemandu, serta
fondasi untuk kehidupan berbangsa dan bernegara baik untuk me-
layani dan melindungi warganya maupun sebagai identitas bangsa
memasuki pergaulan dan persaingan dunia yang kian intens. Buku
ini tampil sangat tepat waktunya di saat bangsa ini tengah mengalami
krisis identitas dan kepercayaan diri, hiruk-pikuk retorika politik
namun sering kali terasa miskin substansi.”

—Komaruddin Hidayat,

Rektor Universitas Islam Negeri Jakarta

“Ada dua hal relevan dan signifikan di sini. Satu, Denny Indrayana
Ph.D. adalah nama besar yang kiprahnya jelas dalam memperbaiki
ketatanegaraan kita & peraturan perundangan yang melandasinya.
Dua, amandemen UUD yang merupakan pintu masuk sekaligus syarat
untuk melakukan semua perbaikan itu. Sebuah buku tentu saja ber-
bicara tentang keduanya: siapa yang membuat, dan bagaimana ia
mengevaluasi proses yang terjadi.”

—Effendi Gazali,

Koordinator Program Master Komunikasi Politik UI

“Kepatuhan pada konstitusi dan penegakan hukum sebagai pilar utama
demokrasi adalah mutlak. Meskipun demikian, konstitusi justru tidak
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boleh dimutlakkan, ia harus dinamis untuk mengikuti kebutuhan
penegakan hukum.”

—Erry Riyana Hardjapamekas,

Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi

“Perdebatan tentang boleh tidaknya UUD 1945 diubah lebih merupa-
kan isu politik tingkat tinggi. Kebutuhan rakyat lebih sederhana.
Laksanakan UUD 1945 dan beri rakyat perlindungan agar hidup
mereka lebih baik.”

—Mohamad Sobary,

Direktur Eksekutif Partnership

“Dinamika perubahan UUD 1945 terekam dengan perspektif kon-
stitusi, politik, dan sosial. Pisau analisis dipakai tidak semata-mata
akademis, tetapi juga social activism. Ketegangan konstitusional
tergambar dan menjadi rujukan sejarah konstitusi yang relevan.”

—Todung Mulya Lubis,

Koalisi untuk Konstitusi Baru

“Amandemen UUD 1945 memang diperlukan. Tanpa itu, konstitusi
tidak akan bisa menjadi benteng terakhir dari segala persoalan bangsa.
Tapi filosofi kekeluargaan dan gotong royong harus tetap dipertahan-
kan (final) dan perubahan-perubahan yang dilakukan dimasukkan
saja dalam adendum.”

—Sukardi Rinakit,

Direktur Eksekutif Soegeng Sarjadi Syndicate

“Perubahan UUD 1945 memang belum membuat konstitusi Indo-
nesia menjadi sempurna.Tetapi yang terpenting melalui perubahan
ini, benteng kukuh berupa sakralisasi konstitusi dapat dirobohkan.
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Dengan begitu, demokrasi, hak asasi manusia, dan prinsip cheks and
balances di antara lembaga-lembaga negara dapat diselenggarakan.
Pada dasarnya, konstituasionalisme harus diletakkan pada asas pen-
carian yang terus-menerus untuk menemukan yang terbaik dalam
kehidupan kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan kita. Itu
agar bangsa kita selalu melihat ke depan, bukan selalu memeluk
masa lampau, betapapun indahnya!”

—Slamet Effendy Yusuf,

Wakil Ketua Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR 1999-2002

“Wah pengamandemen benar-benar nekat. Wong kesepakatannya aden-
dum kok dirombak total, tentu saja jadinya amburadul nggak keru-
an. Dengan tidak adanya Lembaga Tertinggi Negara, masing-masing
Lembaga Negara membuat pedoman kerja sendiri-sendiri tanpa koor-
dinasi sehingga terjadi benturan antar-Lembaga Negara. Juga karena
semua Lembaga Negara setara, masing-masing tidak mau diawasi
oleh Lembaga Negara yang lain. Akibatnya, terjadi kekacauan karena
masing-masing Lembaga Negara ingin jadi superbody. Segera kem-
balikan ke UUD 1945 yang asli untuk kemudian diamandemen benar-
benar secara adendum oleh Tim hukum Ahli Tata Negara, baru kemu-
dian disahkan oleh MPR. Berani nggak?”

—Permadi,

Penyambung Lidah Bung Karno

“Amandemen konstitusi adalah keniscayaan. Ketidakmampuan me-
nangkap the whole aspiration of people, ketidakinginan untuk mewu-
judkannya secara utuh melalui Komisi Independen serta secara sub-
stantif tidak menegakkan daulat rakyat, supremasi hukum & akun-
tabilitas politik maka dapat dipastikan, konstitusi tidak akan durable
apalagi menimbukan kemaslahatan.”

—Bambang Widjojanto,

Pengamat Hukum
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“Amandemen UUD 1945 merupakan langkah konstitusional yang
membuat politik Indonesia sekarang demokratis, puncak peradaban
politik umat manusia. Buku ini sangat penting untuk memahami
kemajuan konstitusional bangsa kita tersebut.”

—Saiful Mujani,

Direktur Eksekutif Lembaga Survei Indonesia

“Di dunia ini tidak ada konstitusi yang tak bisa diubah sebab kon-
stitusi dibuat sesuai dengan kebutuhan situasi politik, sosial, eko-
nomi, budaya pada waktu tertentu. Maka janganlah bermimpi untuk
menyakralkan konstitusi, yang dulu maupun yang berlaku sekarang.
Meski begitu, prosedur perubahan konstitusi harus dipersulit agar
orang tak terlalu genit untuk selalu mengubah-ubah konstitusi. Namun,
sesulit apa pun cara perubahan konstitusi itu, jika rakyat menghendaki,
perubahan itu ‘niscaya’ akan terjadi. Aspirasi rakyat harus diagregasi
secara demokratis, sebab kalau suara rakyat dihalang-halangi melalui
politisasi yang tidak fair, demokrasi akan membuka jalannya sendiri;
kalau perlu melalui operasi caesar. Itulah yang selalu terjadi menurut
sejarah, dan itu pula yang ditunjukkan oleh Deny Indrayana di dalam
bukunya ini.”

—Moh. Mahfud MD,

Guru besar Hukum Tata Negara,

mengajar pada Program Pascasarjana

bidang hukum di berbagai universitas

“Sering kali kita menilai konstitusi dengan pendekatan benar-salah
dari kacamata teoretik-akademik. Padahal konstitusi di mana pun di
banyak negeri adalah produk politik berdasarkan situasi, kondisi,
dan kebutuhan negeri itu sendiri.”

—Lukman Hakim Saifuddin,

Ketua Fraksi PPP DPR-RI
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“Buku ini berhasil memaparkan prosesi di kitaran perubahan-perubah-
an UUD 1945. Topik yang cukup berat ini berhasil dipaparkan secara
ringan dan enak dibaca sehingga memudahkan kita untuk melacak
pusaran perdebatan dalam proses desakralisasi konstitusi hasil karya
pendiri bangsa ini.”

—Saldi Isra,

Direktur Pusat Studi Konstitusi (PUSaKO)

Fakultas Hukum Universitas Andalas, Padang

“Konstitusi tidak pernah sempurna. Untuk itu, setiap upaya untuk
menyempurnakan konstitusi patut ditopang oleh pengetahuan atas
proses perubahan sebelumnya dan kepentingan-kepentingan yang
terkait dengan susunan konstitusi baru itu. Mengingat kekuasaan
yang tidak berimbang yang dimiliki oleh masing-masing lembaga
negara, maka amandemen kelima atas UUD 1945 adalah bagian penting
dari upaya penyempurnaan konstitusi itu.”

—Indra Jaya Piliang,

Anggota Koalisi untuk Konstitusi Baru

“Denny Indrayana sudah mengingatkan kita akan suatu hal esensial
mengenai konstitusi: konstitusi jangan dimitoskan sebagai sesuatu
yang sakral karena ia adalah dokumen kesepakatan bangsa dalam
bernegara yang sesungguhnya kontekstual. Intinya ada pada konstitu-
sionalisme-gagasan pembatasan kekuasaan dan perlindungan warga
negara. Maka gagasan konstitusi baru yang koheren dan konsisten
yang dibuat secara partisipatif tetap relevan, dan kesetiaan membabi
buta pada masa lalu dan ‘UUD asli’ justru mengingkari sejarah bangsa
ini dan ide konstitusionalisme.”

—Bivitri Susanti,

Direktur Eksekutif Pusat Studi Hukum dan Kebijakan
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“Konstitusi mana pun jelas bukanlah untaian aksara sakral kitab
suci warisan para rasul yang haram untuk diubah. Ia hanyalah ga-
gasan manusia biasa, para Demos, tentang kerangka dasar penge-
lolaan kekuasaan publik dalam Republik. Seiring roda sejarah, bebe-
rapa bagiannya bisa saja sudah lapuk, tidak kontekstual lagi, sehingga
imperatif untuk segera diubah!”

—Tamrin Amal Tomagola,

Sosiolog

“Buku ini diulas secara lihai oleh pemikir muda HTN di Indonesia,
yang mewarnai perkembangan kehidupan masa depan konstitusio-
nalisme Indonesia. Berbagai pemikiran post-modern, menjadi pisau
guna membedah empat perubahan UUD 1945. Semakin waktu berja-
lan ke depan, maka pemikiran-pemikiran buku ini akan semakin
mahal untuk didapatkan, sehingga akan sangat berguna bagi siapa
pun yang ingin mengetahui atmosfer konstitusionalisme Indonesia.”

—A. Irman Putra Sidin,

Doktor Hukum Konstitusi, Koordinator Staf Ahli

Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia

“Amandemen kembali konstitusi merupakan suatu keniscayaan politik.
Walaupun demikian, perlu konsensus yang luas tentang apa yang
harus diamandemen agar tidak parsial dan tambal sulam. Selain itu
perlu partisipasi publik agar tidak terperangkap kepentingan jangka
pendek para elite politik.”

—Syamsuddin Haris,

Profesor Riset di Pusat Penelitian Politik LIPI

“Saya sangat menyambut torehan Dr. Denny Indrayana yang mem-
bahas amandemen atas UUD dalam konteksnya di Indonesia. Toreh-
an ini telah menyadarkan pada kita semua bahwa perubahan tidak
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berhenti pada perubahan kata-kata. Tantangan pada masa lampau,
sekarang, dan akan datang adalah membunyikan kalimat indah dan
ideal di tengah-tengah masyarakat.”

—Hikmahanto Juwana,

Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia

“Amandemen UUD 1945 cenderung diwarnai oleh semangat anti-
Soeharto yang sangat berlebihan. Sebaliknya, tindakan itu gagal meng-
apresiasi upaya para Bapak Pendiri Bangsa dalam mengoreksi struktur
ekonomi kolonial yang diwarisi Indonesia. Akibatnya, amandemen
Pasal 33 UUD 1945 justru ditunggangi oleh kaum kolonial untuk
melegitimasi kolonialisme di negeri ini.”

—Revrisond Baswir,

Kepala Pusat Studi Ekonomi Kerakyatan UGM



Ucapan Terima Kasih

Untuk memahami kerja MPR dalam mengamandemen UUD 1945,
selama tiga tahun saya mempelajari semua rapat dan pertemuan
yang dilakukan lembaga itu dalam rentang waktu 1999 hingga 2002.
Di masa kerja keras itu, dengan berbagai macam cara, banyak pihak
memberikan bantuan, saran-saran, dan dukungannya. Saya ingin men-
dedikasikan kesempatan ini untuk mengungkapkan terima kasih ke-
pada mereka, karena tanpa uluran tangan tersebut tidaklah mungkin
saya bisa menyelesaikan disertasi ini. Tentu tidak mungkin menye-
butkan semua nama mereka satu per satu, tetapi saya tidak boleh
tidak menyebutkan beberapa di antaranya.

Pertama-tama, saya berutang budi kepada dua orang yang telah
memberi dorongan, rangsangan intelektual, dan bimbingan. Mereka
adalah pembimbing disertasi saya: Profesor Cheryl Saunders dan Pro-
fesor Tim Lindsey. Koreksi, komentar kritis, dan saran yang mereka
berikan memungkinkan saya untuk menumbuhkembangkan ide dalam
mempersiapkan disertasi ini. Saya juga harus berterima kasih banyak
kepada Direktur Bahasa dan Pembelajaran di Fakultas Hukum Univer-
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sity of Melbourne, Cheryl Baker, yang bekerja amat keras mengoreksi
dan memperbaiki naskah bahasa Inggris disertasi ini; serta para asis-
ten peneliti di Asian Law Centre: Jeremy Kingsley, yang mengoreksi
bab satu dan bab dua disertasi ini; Helen Pausacker, yang memeriksa
daftar istilah; dan Kerstin Steiner, yang membantu saya memeriksa
catatan kaki dan kepustakaan.

Untuk bantuan finansial dan berbagai fasilitas selama di Mel-
bourne, yang memungkinkan saya menulis disertasi ini, terima kasih
wajib dihaturkan kepada program Beasiswa AusAID, juga kepada
Centre of Comparative Constitutional Law Studies serta Asian Law
Centre pada University of Melbourne yang telah menciptakan lingkungan
belajar yang menggairahkan. Pernyataan terima kasih yang mendalam
juga harus saya persembahkan kepada Lucia Wong dan Kathy
Menezes, Liaison Officer di AusAID, yang terus memberi bantuan
tak terhingga. Saya juga ingin berterima kasih kepada Kathryn Taylor
dari Asian Law Centre atas segala bantuan administratifnya.

Kala penelitian lapangan di Jakarta, pada tahun 2003, saya banyak
dibantu oleh Center for Electoral Reform (Cetro), Freedom Institute
dan Center for Strategic and International Studies (CSIS) yang meng-
izinkan saya menggunakan fasilitas, utamanya perpustakaan mereka
yang sangat bagus. Saya merasa terhormat dan sangat beruntung
menjadi visiting scholar di tiga lembaga yang prestisius tersebut.
Untuk itu, saya amat berterima kasih kepada Smita Notosusanto,
Hadar N. Gumay, Rizal Mallarangeng, Ulil Abshor Abdalla, Indra J.
Piliang, dan Muhammad Qodari.

Berkait penelitian lapangan tersebut, saya juga harus berterima
kasih kepada Peri Umar Farouk, Bambang Soetono, Refli Harun, Taufik
Rinaldi, Yanwar Malaming, Rikardo Simarmata, Wigati Partosedono,
dan Sri Wiyanti. Saya beruntung memiliki saudara seperti kalian.
Terima kasih atas persahabatan dan komentar berharga kalian atas
disertasi ini.

Penghargaan mendalam juga saya sampaikan kepada semua ang-
gota MPR yang telah menyisihkan waktu mereka yang sangat berharga
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untuk wawancara. Terima kasih pada Jakob Tobing, Slamet Effendy
Yusuf, Theo L. Sambuaga, Ali Masykur Musa, Zein Badjeber, Lukman
Hakim Saifuddin, Patrialis Akbar, Agun Gunandjar Sudarsa, Fuad
Bawazier, dan Permadi. Selain itu, kepada Profesor Jimly Asshiddiqie,
Profesor Sri Soemantri, Profesor Harun Alrasid, Profesor Mohammad
Mahfud MD, Todung Mulya Lubis, Bambang Widjojanto, Chusnul Mar-
’iyah, Mochtar Pabottingi, Denny J.A., dan Andrew Ellis, saya ber-
terima kasih atas wawancara dan dukungan yang mereka berikan.

Secara khusus, saya ingin berterima kasih kepada ‘Abang’ Adnan
Buyung Nasution, yang tidak hanya mendukung riset doktoral saya,
tetapi juga pendidikan saya untuk gelar master. Kepada Bivitri Susanti
dan Zainal M. Hussein, terima kasih telah mengirimi saya dokumen
dari Jakarta. Kepada Saldi Isra, kau tahu betul bahwa dorongan dan
bantuanmu adalah salah satu alasan mengapa akhirnya saya bisa me-
nyelesaikan disertasi ini.

Di Yogyakarta, saya harus berterima kasih kepada Dekan Fakultas
Hukum di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, Universitas Ga-
djah Mada, dan Universitas Islam Indonesia, terutama kepada Profesor
Ahmad Mursyidi, Istianah Z.A., Profesor Ichlasul Amal, Burhantsani,
serta Jawahir Tanthowi.

Terima kasih tak terhingga saya sampaikan kepada keluarga besar
di Indonesian Court Monitoring (ICM), Keluarga Muslim Fakultas
Hukum (KMFH), dan Lembaga Bina Kesadaran Hukum Indonesia
(LBKHI), utamanya Kamal Firdaus, Jeremias Lemek, Sahlan Said,
Totok Dwi Diantoro, Kusharyanto, Erina Cahyaningsih, Abdul Mukti,
Wasingatu Zakiyah, dan Nasrullah. Juga Pak Garda Utama Siswadi
dan semua stafnya di Garda Utama Siswadi and Partners, khususnya
Akhmad Jazuli dan Muhammad Arqom. Saya berutang budi kepada
kalian, tidak hanya secara moral, tetapi juga finansial. Masih di Yogya-
karta, saya berterima kasih kepada ‘saudara-saudaraku dalam Islam’,
Iwan Satriawan, Kang Mas Narno, dan Cak Hasrul Halili atas doa
dan dukungan mereka.
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Tentu saya wajib berterima kasih kepada Ayah dan Ibu, Acep
Hidayat dan Titien Sumarni, atas segala pengertian dan pengorbanan
mereka. Saya tidak akan pernah mencapai semua jenjang pendidikan
ini tanpa bimbingan dan kasih sayang mereka. Terima kasih juga
kepada Ayah dan Ibu mertua saya, Machmud Masjkur dan Fatriyah,
dan semua keluarga di Pekalongan, Yogyakarta dan Bandung atas
doa mereka demi keberhasilan saya. Rasa terima kasih juga teruntuk
kedua saudara saya Tedy Indrajaya dan Rudy Indra Kesuma; serta
kedua adik ipar saya, Murtafiqoh Hasanah dan Audah Masykuroh
atas perhatian dan dukungan mereka.

Sekali lagi, kepada semua individu dan lembaga tersebut di atas,
saya haturkan terima kasih yang setulus-tulusnya. Sudah barang
tentu, tak satu pun di antara mereka bertanggung jawab atas segala
kesalahan dan kekurangan dalam karya penelitian ini. Semua kesalah-
an dan kekeliruan adalah murni tanggung jawab saya.

Terakhir, untuk istriku, Ida Rosyidah, dan kedua ‘malaikat kecilku’,
Varis Haydar Rosyidin dan Varras Putri Haniva, yang tak henti-henti-
nya membantu, mendukung, mendoakan, dan ikut merasakan semua
masalah dan segala kegelisahanku, serta, tentu saja, yang paling ba-
nyak berkorban. Bunda, harus kukatakan tanpa kesabaran dan dorong-
anmu yang tak terbatas, tak sepenggal kata pun akan mampu kutulis.
Terima kasih karena selalu hadir untukku. Ingatlah, aku selalu merin-
dukanmu selama hari-hari dan malam-malam tak bertepi di perpus-
takaan dan gubuk derita-ku.

Akhirnya, yang paling utama, alhamdulillah, terima kasih Allah.

Melbourne, Februari 2005

Denny Indrayana
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Pengantar  Cetakan ke-2

Alhamdulillah, buku ini dicetak ulang. Saya terkejut ketika dihubungi untuk mem-
berikan masukan dan koreksi atas cetakan ke-2 ini, hanya dalam rentang 2 bulan
sejak cetakan pertama. Jika pencetakan ulang karena banyak pihak yang berminat
untuk memiliki buku ini, tentu saja saya harus bersyukur, dan berterima kasih.

Pada cetakan ke-2 ini saya, manusia yang tak lepas dari khilaf, ingin mela-
kukan pengakuan dosa karena belum berterima kasih kepada banyak pihak.
Tetapi, di antara yang banyak tersebut, yang sewajibnya tidak boleh saya lupakan
adalah Bapak Janedjri M. Gaffar (sekarang Sekretaris Jenderal Mahkamah Kon-
stitusi RI), yang banyak membantu pengumpulan bahan ketika penelitian disertasi.
Beliau memberikan semua bahan notulen rapat pembahasan MPR yang berkaitan
dengan perubahan UUD 1945. Tanpa bantuan bahan dari beliau, sulit memba-
yangkan saya bisa mengulas pembahasan 4 tahun amandemen dengan detail dan
menyeluruh.

Dalam upaya penerbitan ini, saya juga wajib berterima kasih kepada Nur
Hasanah yang membantu saya melakukan cek dan ricek catatan kaki dari buku
ini. Pekerjaan teknis yang memerlukan ketelitian luar biasa. Karena, beberapa
catatan kaki sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, dan karenanya harus
kembali dibahasa-Indonesiakan, sesuai dengan aslinya. Nur harus menyisir lagi
satu per satu catatan kaki yang jumlahnya lebih dari 1.700, suatu pekerjaan mele-
lahkan yang berhasil dilakukannya. Tanpa bantuan Nur, buku ini tidak akan lahir.

Pembetulan juga wajib saya lakukan dengan mencantumkan dua sobat karib,
sahabat dan Guru saya, Peri Umar Farouk dan Refly Harun sebagai editor. Ba-
nyak yang membantu saya membaca naskah awal terjemahan buku ini, namun di
antara yang banyak itu, mereka berdualah yang telah dengan tulus dan tekun
membantu membaca ulang seluruh draft awal naskah ini. Bahkan, pada cetakan
ke-2 ini, Peri Umar Farouk pun berkenan membuatkan narasi Tentang Penulis,
yang lebih terasa mengalir dibandingkan versi cetakan pertama.

Akhirnya, terima kasih kepada semua saja yang telah membaca buku ini.
Merekalah penyemangat saya bahwa buku ini insya Allâh ada manfaatnya. Mereka
juga yang terus mendorong saya untuk melahirkan buku-buku baru, semoga
utang akademik tersebut dapat segera saya lunasi.

Yogyakarta, 28 November 2007
Denny Indrayana



Alhamdulillah, buku ini akhirnya ada di tangan hadirin pembaca.
Saya memang terus bermimpi untuk menulis banyak buku. Iri rasa-
nya melihat beberapa orang sangat produktif menulis buku. Ratusan
artikel saya di banyak media massa belum berarti apa-apa tanpa
satu buku yang merupakan pikiran utuh. Akademisi tanpa karya
buku, batal demi hukum haknya untuk mengaku diri sebagai akade-
misi.

Berkait mimpi itulah buku ini akhirnya hadir. Walaupun, buku
ini pada awalnya adalah penelitian disertasi saya di University of
Melbourne, Australia. Judul aslinya adalah Indonesian Constitutional
Reform 1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition.
Tujuannya jelas menganalisis proses dan hasil Perubahan Pertama
hingga Keempat. Kesimpulannya, meskipun prosesnya banyak yang
mesti diperbaiki, hasilnya adalah konstitusi yang lebih baik daripada
naskah “asli” UUD 1945. Meski, tentu saja masih ada substansi
konstitusi yang masih perlu disempurnakan. Karenanya, ide untuk
terus melakukan penyempurnaan konstitusi sebaiknya didukung dan
diupayakan menjadi pintu masuk penyempurnaan lanjutan UUD 1945.

Pengantar  Penulis
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Beberapa substansi “ideologis romantis” konstitusi selalu me-
ngemuka ketika ada wacana perubahan UUD. Dasar negara Pancasila
yang ada di Pembukaan adalah jaminan Indonesia sebagai negara
bukan agama; sistem pemerintahan presidensial; negara kesatuan
adalah hal-hal yang sudah baku disepakati untuk tidak diubah, dan
menjadi syarat dasar bagi terlaksananya perubahan UUD 1945. Ka-
renanya, ide untuk membuat UUD baru, sudah tertolak sebelum
dilakukan. Substansi “ideologis romantis” itu pula yang mewarnai
pembahasan perubahan UUD 1945. Meski tidak sehangat perdebatan
di tahun 1945 dan 1956-1959, tetap saja masalah pencantuman Piagam
Jakarta ke dalam Pasal 29 membutuhkan energi ekstra sebelum
akhirnya ditarik dari hasil akhir Perubahan Keempat. Berangkat dari
kesadaran adanya mitos ideologis romantis itulah, di tengah-tengah
keterdesakan untuk memperbarui UUD 1945, maka hasil penelitian
ini kemudian diberi judul, Amandemen UUD 1945: Antara Mitos
dan Pembongkaran.

Mitos “ideologis romantis” menjadi modal dan syarat awal per-
ubahan UUD 1945 di masa 1999-2002. Sebagai mitos, tidak semuanya
berlandaskan pada logika yang argumentatif. Tentang bakunya relasi
agama dan negara lebih karena panggilan ideologis. Sedangkan masa-
lah negara kesatuan dan sistem pemerintahan presidensial lebih karena
alasan romantis anti “konsep ketatanegaraan barat” yang dianggap
pernah gagal diterapkan di era 1950-an. Faktanya, amat banyak konsep
ketatanegaraan yang sudah tak dapat dipisahkan secara tegas antara
“barat” dan “timur”. Empat perubahan UUD 1945 pun sebenarnya
masih banyak diwarnai konsep yang berarah “barat”. Akibatnya,
meskipun proses perubahan berjalan secara tertatih-tatih, di tengah
rambu-rambu mitos “ideologis romantis”, hasil perubahan sebenarnya
adalah konstitusi yang merombak secara signifikan naskah “asli”
UUD 1945. Inilah metamorfosis UUD 1945 menjadi konstitusi baru
yang lebih baik, dengan tetap berfondasi mitos “ideologis romantis”
yang lama.



Sebagai buku yang lahir dari penulisan disertasi, ada beberapa
catatan teknis yang perlu saya jelaskan. Pertama, beberapa istilah
yang sangat dasar bagi Indonesia, terpaksa tetap dijelaskan karena
pembaca disertasi ini pada awalnya tidak terbatas hanya orang Indone-
sia, tetapi juga akademisi luar negeri, khususnya akademisi di Univer-
sity of Melbourne, Australia. Maka, misalnya, sila-sila dari Pancasila
yang sudah dihafal kita semua, tetap harus dielaborasi. Kedua, masih
ada nama-nama yang disebutkan berdasarkan nama keluarganya (fa-
mily name) sebagai metode yang memang lazim dilakukan di dunia
“barat” sana.

Dalam proses membukukan hasil disertasi ini saya harus meng-
ucapkan terima kasih kepada semua pihak yang membantu. Lebih
khusus kepada Prof. Dr. M. Amien Rais dan Prof. Dr. Jimly Asshid-
diqie yang berkenan memberi kata pengantar. Saya merasa terhormat
Prof. Amien Rais (Ketua MPR 1999-2004), yang melakukan proses
perubahan UUD 1945, bersedia memberikan sambutan atas terbitnya
buku ini. Saya menduga, tanpa kepemimpinan tangan dingin seorang
Amien Rais, proses perubahan mungkin saja lebih sulit dilakukan.
Demikian pula saya merasa lega, Prof. Jimly Asshiddiqie berkenan
memberikan kata pengantarnya. Sebagai Ketua Mahkamah Konstitusi,
beliau tentu saja menjadi salah satu pintu utama pengawalan interpre-
tasi konstitusi. Dari produktivitas luar biasa Prof. Jimly dalam menulis
buka pula, saya terpacu untuk segera merampungkan penulisan buku
ini.

Selanjutnya, terima kasih tentu harus pula dihaturkan kepada
Penerbit Mizan yang berkenan menerbitkan penelitian disertasi ini;
kepada Refli Harun, Peri Umar Farouk, Hasrul Halili, Zainal Arifin
Muchtar, Eddy O.S. Hiariej yang telah turut membaca, mengedit, dan
mengoreksi kesalahan yang muncul dalam draft awal buku ini; juga
kepada masukan sobat-sobat seperjuangan Saldi Isra, Indra J. Piliang,
Irman Putra Sidin, dan Daeng Marwan Mas; akhirnya, tentu terima
kasih pula kepada E. Setiyawati A. yang dengan ketelitiannya telah
menerjemahkan disertasi ini ke dalam bahasa Indonesia.

Pengantar Penulis      29
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Hingga akhirnya, terima kasih wajib dihaturkan kepada semua
keluarga besar saya, khususnya Bunda Os, Varis, dan Varras yang
terus melapangkan dada untuk memberi ruang waktu kreasi bagi
saya. Banyak waktu kebersamaan kami yang didedikasikan untuk
terbitnya buku pertama saya ini. Kepada merekalah buku ini saya
persembahkan.

Semoga buku ini dapat menjadi pembuka jalan bagi lahirnya
buku karya saya selanjutnya. Tentu, dengan kewajiban untuk se-
nantiasa membuka ruang koreksi dan kritik dari seluruh sidang pem-
baca.

Selamat membaca.

Pekalongan, 2 Juni 2007

Denny Indrayana



Secara substansial, Undang-Undang Dasar 1945 telah mengalami
perubahan-perubahan mendasar sejak Perubahan Pertama pada tahun
1999 sampai ke Perubahan Keempat pada tahun 2002. Perubahan-
perubahan itu juga meliputi materi yang sangat banyak, sehingga
mencakup lebih dari 3 kali lipat jumlah materi muatan asli UUD
1945. Jika naskah asli UUD 1945 berisi 71 butir ketentuan, setelah
empat kali perubahan, kini jumlah materi muatan UUD 1945 seluruh-
nya mencakup 199 butir ketentuan. Dengan demikian, dapat dikatakan
bahwa meskipun namanya tetap merupakan UUD 1945, dari sudut
isinya UUD 1945 Pasca-Perubahan Keempat tahun 2002 sekarang
ini sudah dapat dikatakan merupakan konstitusi baru sama sekali
dengan nama resmi “Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia
Tahun 1945”.

Banyaknya perubahan tersebut semakin menunjukkan wajah Indo-
nesia yang lebih demokratis. Perubahan-perubahan itu juga meme-
ngaruhi struktur dan mekanisme struktural organ-organ negara Re-
publik Indonesia yang tidak dapat lagi dijelaskan menurut cara berpikir

Perihal  Amandemen
Konstitusi  Indonesia

Prof. Dr. Jimly Asshiddiqie, S.H.

Ketua Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia



lama. Banyak pokok pikiran baru yang diadopsikan ke dalam kerangka
UUD 1945 itu.

Beberapa hal penting untuk sekadar menyebut beberapa di antara-
nya adalah; Pertama, perihal cita demokrasi dan nomokrasi. Negara
Indonesia menganut paham kedaulatan rakyat atau democratie (demo-
cracy). Pemilik kekuasaan tertinggi dalam negara adalah rakyat. Ke-
kuasaan yang sesungguhnya adalah berasal dari rakyat, oleh rakyat,
dan untuk rakyat. Kekuasaan bahkan diidealkan diselenggarakan
bersama-sama dengan rakyat. Dalam sistem konstitusional Undang-
Undang Dasar, pelaksanaan kedaulatan rakyat itu disalurkan dan
diselenggarakan menurut prosedur konstitusional yang ditetapkan
dalam hukum dan konstitusi (constitutional democracy). Karena itu,
prinsip kedaulatan rakyat (democratie) dan kedaulatan hukum (nomo-
cratie) hendaklah diselenggarakan secara beriringan sebagai dua sisi
dari mata uang yang sama. Untuk itu, Undang-Undang Dasar negara
kita menganut pengertian bahwa Negara Republik Indonesia itu adalah
Negara Hukum yang demokratis (democratische rechtsstaat) dan seka-
ligus adalah Negara Demokrasi yang berdasar atas hukum (constitu-
tional democracy) yang tidak terpisahkan satu sama lain.

Penghargaan yang lebih terhadap kehendak rakyat dapat terlihat
melalui pemilihan langsung bagi Presiden dan Wakil Presiden. Peng-
hargaan kuat terhadap demokrasi dan nomokrasi ini juga ditunjukkan
dengan makin dipertegas dan diperkuatnya jaminan ketentuan menge-
nai hak-hak konstitusional warga negara (citizen’s constitutional rights)
dan bahkan hak-hak asasi manusia (human rights).

Kedua, pemisahan kekuasaan dan prinsip checks and balances.
Prinsip kedaulatan yang berasal dari rakyat itu selama ini hanya
diwujudkan dalam Majelis Permusyawaratan Rakyat yang merupakan
penjelmaan seluruh rakyat, pelaku sepenuhnya kedaulatan rakyat,
dan yang diakui sebagai lembaga tertinggi negara dengan kekuasaan
yang tidak terbatas. Dari majelis inilah, kekuasaan rakyat itu dibagi-
bagikan secara vertikal ke dalam lembaga-lembaga tinggi negara yang
berada di bawahnya. Karena itu, prinsip yang dianut disebut sebagai
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prinsip pembagian kekuasaan (distribution of power). Akan tetapi,
dalam Undang-Undang Dasar 1945 hasil perubahan, prinsip kedaulatan
rakyat tersebut dibagikan secara horizontal dengan cara memisahkan-
nya (separation of power) menjadi kekuasaan-kekuasaan yang dinis-
batkan sebagai fungsi lembaga-lembaga negara yang sederajat dan
saling mengendalikan satu sama lain berdasarkan prinsip checks
and balances. Cabang kekuasaan legislatif tetap berada di Majelis
Permusyawaratan Rakyat, tetapi Majelis ini terdiri dari dua lembaga
perwakilan yang sederajat dengan lembaga negara lainnya. Untuk
melengkapi pelaksanaan tugas-tugas pengawasan, di samping lembaga
legislatif, dibentuk pula Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Cabang
kekuasaan eksekutif berada di tangan Presiden dan Wakil Presiden.
Untuk memberikan nasihat dan saran kepada Presiden dan Wakil
Presiden, dibentuk dewan pertimbangan yang tidak lagi berkedudukan
sebagai ‘lembaga tinggi negara’ sebagaimana pengertian sebelumnya.
Sedangkan cabang kekuasaan kehakiman dipegang oleh Mahkamah
Agung (MA) dan Mahkamah Konstitusi (MK). Selain itu, pada bab
kekuasaan kehakiman juga dimasukkan lembaga baru, yaitu Komisi
Yudisial dan badan-badan lain yang fungsinya berkaitan dengan ke-
kuasaan kehakiman yang selanjutnya akan diatur dengan undang-
undang, serta lembaga-lembaga yang diatur pada bagian lain, seperti
komisi pemilihan umum, bank sentral, TNI dan Polri.

Majelis Permusyawaratan Rakyat tetap merupakan rumah penjel-
maan seluruh rakyat yang strukturnya dikembangkan dalam dua
kamar, yaitu Dewan Perwakilan Rakyat dan Dewan Perwakilan Daerah.
Oleh karena itu, prinsip perwakilan daerah dalam Dewan Perwakilan
Daerah harus dibedakan hakikatnya dari prinsip perwakilan rakyat
dalam Dewan Perwakilan Rakyat. Maksudnya ialah agar seluruh aspi-
rasi rakyat benar-benar dapat dijelmakan ke dalam Majelis Permusya-
waratan Rakyat yang terdiri dari dua pintu itu. Ketiga cabang kekua-
saan legislatif, eksekutif, dan yudikatif itu sama-sama sederajat dan
saling mengontrol satu sama lain sesuai dengan prinsip checks and
balances.
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Ketiga, sistem pemerintahan presidensial. Terlepas dari kenyataan
bahwa sistem parlementer pernah gagal dipraktikkan dalam sejarah
Indonesia modern di masa lalu, dan karena itu membuatnya kurang
populer di mata masyarakat, realitas kompleksitas keragaman kehi-
dupan bangsa Indonesia, justru membutuhkan sistem pemerintahan
yang kuat dan stabil. Jika kelemahan sistem presidensial yang dite-
rapkan di bawah Undang-Undang Dasar 1945 yang cenderung sangat
executive heavy sudah dapat diatasi melalui pembaruan mekanisme
ketatanegaraan yang diwujudkan dalam Undang-Undang Dasar ini,
ekses-ekses atau efek samping dalam praktik penyelenggaraan sistem
pemerintahan presidensial seperti selama ini terjadi tidak perlu di-
khawatirkan lagi. Keuntungan sistem presidensial justru lebih men-
jamin stabilitas pemerintahan. Sistem ini juga dapat dipraktikkan
dengan tetap menerapkan sistem multi-partai yang dapat mengakomo-
dasikan peta konfigurasi kekuatan politik dalam masyarakat yang
dilengkapi pengaturan konstitusional untuk mengurangi dampak ne-
gatif atau kelemahan bawaan dari sistem presidensial tersebut.

Keempat, format baru kelembagaan, misalnya BPK. Keberadaan
badan pemeriksa ini mengalami perubahan yang sangat mendasar.
Semula, ketentuan mengenai BPK ini hanya diatur sepintas lalu dalam
Pasal 23 UUD 1945, yaitu pada Pasal 23 ayat (5) yang menyatakan:
“Untuk memeriksa tanggung jawab tentang keuangan negara diadakan
suatu Badan Pemeriksa Keuangan yang peraturannya ditetapkan de-
ngan undang-undang. Hasil pemeriksaan itu diberitahukan kepada
Dewan Perwakilan Rakyat”. Pasal ini berada dalam Bab VIII tentang
Hal Keuangan. Tetapi, sekarang berdasarkan Perubahan Ketiga UUD
1945 yang disahkan pada tahun 2001, hal ini diatur dalam bab baru
yang tersendiri, yaitu Bab VIIA Badan Pemeriksa Keuangan yang
terdiri dari Pasal 23E, Pasal 23F, dan Pasal 23G. Isinya pun lebih
lengkap, yaitu masing-masing berisi tiga ayat, dua ayat, dan dua ayat
sehingga seluruhnya berjumlah tujuh ayat atau 7 butir ketentuan.
Pada perubahan tersebut, setidak-tidaknya ada dua perkembangan
baru yang terjadi dengan Badan Pemeriksa Keuangan, yaitu me-
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nyangkut perubahan bentuk organisasinya secara struktural dan me-
nyangkut perluasan jangkauan tugas pemeriksaannya secara fung-
sional.

Selain keempat hal itu, masih terdapat banyak hal penting lainnya
sebagai akibat Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat UUD
1945. Artinya, keempat tahap perubahan tersebut benar-benar telah
menyebabkan terjadinya perubahan mendasar dalam sistem konstitusi
negara kita yang memang biasa terjadi dalam setiap upaya pembaru-
an konstitusi. Meskipun demikian, kita syukuri bahwa perubahan
mendasar itu tetap berada dalam semangat proklamasi yang di da-
lamnya Pancasila tetap merupakan ruh dari undang-undang dasar
sebagaimana tecermin dalam Pembukaan UUD 1945 yang tetap tidak
berubah dan dengan dimasukkannya berbagai nilai yang terkandung
dalam Penjelasan UUD 1945 ke dalam pasal-pasal UUD 1945.

* * *

Buku yang ditulis Saudara Denny Indrayana ini juga mencatatkan
perubahan-perubahan tersebut, meski lebih banyak berfokus pada
proses perubahannya. Fakta-fakta terserak di keempat tahapan per-
ubahan seperti tiadanya blue print yang jelas, kepentingan politik
sesaat yang mencemari usulan-usulan perubahan, dan minimnya parti-
sipasi publik menjadi catatan ‘tinta merah’ yang dia kembangkan di
buku ini ketika mengomentari proses perubahan amandemen konsti-
tusi. Menarik memang, karena meski pada intinya dia mengakui
bahwa prosesnya kacau dan terkesan tidak demokratis, dalam buku
ini dia tetap mengapresiasi UUD 1945 hasil amandemen ini, karena
berhasil membuat konstitusi yang jauh lebih demokratis. Bahkan,
mampu mewujudkan wajah ketatanegaraan yang lebih rapi dibanding-
kan dengan sebelum amandemen.

Pola penggambaran tata cara perubahan amandemen yang diideal-
kan oleh Denny Indrayana akan menemukan kontekstualitasnya pada
setiap perubahan konstitusi. Apalagi, meski telah mengalami perubah-
an sebanyak empat kali, konstitusi hasil amandemen tentunya bukan
hal final yang ‘haram’ tersentuh oleh perubahan berikutnya. Nah,
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jika suatu saat nanti ada keinginan kuat untuk melakukan perubahan
berikutnya, pokok penting buku ini adalah bagaimana prinsip-prinsip
dasar yang sebaiknya dikembangkan dalam melakukan perubahan
konstitusi perlu untuk dikaji. Biar bagaimanapun, dengan prinsip
yang diidealkan tersebut, maka akan ada proses lebih demokratis
yang sangat berpeluang menghasilkan konstitusi yang lebih demokratis
lagi.

Tentu, tidak mudah menelaah tema aktual perubahan UUD dalam
sebuah buku, ketika proses perubahan itu sendiri terus bergerak
dinamis. Tapi, Denny berhasil melakukannya dengan cerdas. Saya
turut berbahagia karena telah muncul lagi generasi baru ahli hukum
tata negara sekelas Denny di tengah beraneka persoalan ketatanegara-
an yang terjadi di tanah air kita yang memerlukan banyak ahli yang
bersedia untuk menekuninya dan mampu menawarkan ide-ide segar
yang menjanjikan solusi.

Di samping itu, buku ini juga bukanlah sekadar sebuah buku
‘memorabilia’ yang hanya memuat fakta-fakta tanpa analisis. Sebagai
buku yang diangkat dari disertasi ilmiah, buku ini berisi analisis
yang kritis dan menarik. Karena itu, buku ini sangat penting untuk
dikonsumsi oleh berbagai kalangan yang berminat akan masalah-
masalah ketatanegaraan di tengah kebutuhan kita untuk memperba-
nyak literatur yang berkenaan dengan semua hal, khususnya menyang-
kut persoalan hukum tata negara.

Akhirnya, kepada para pembaca, saya dan kita semua mengucap-
kan selamat membaca, dan kepada penulisnya, Denny Indrayana,
S.H., LL.M., Ph.D., kita doakan terus berprestasi.

Jakarta, 10 Juni 2007
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Setiap karya intelektual tentunya harus disambut dengan baik.
Apalagi apabila karya intelektual itu berupa buku yang berasal dari
hasil penelitian disertasi. Karenanya saya menyambut hangat penerbit-
an disertasi saudara Denny Indrayana ini.

Penelitiannya yang berkait proses dan hasil Perubahan UUD 1945
adalah kajian yang juga teramat penting untuk dilewatkan. Dalam
sejarah perjalanan bangsa Indonesia ada lima kali upaya pembuatan
konstitusi di tahun 1945, 1949, 1950, 1956-1959 dan 1999-2002;
kelimanya hanya menghadirkan kajian ilmiah yang dapat dihitung
dengan jari tangan. Maka, kajian saudara Denny tentu harus disambut
dengan dahaga ilmu untuk menikmatinya.

Terlebih, proses perubahan UUD 1945 pasca-rezim Orde Baru
adalah salah satu langkah penting dan kritis untuk mengantarkan
masa reformasi Indonesia menuju era kehidupan bernegara yang
lebih demokratis. Ketika memberikan sambutan pada saat pengesahan
Perubahan Keempat, saya menyatakan keempat rangkaian Perubahan
UUD 1945 adalah satu langkah raksasa yang mentransformasi UUD

Mereformasi  Konstitusi,
Mendorong  Demokratisasi

Prof. Dr. M. Amien Rais

Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat RI 1999–2004



1945 menjadi dokumen hukum dasar yang lebih anti-sistem bernegara
otoriter.

Perubahan UUD 1945 menghasilkan sistem saling kontrol-saling
imbang (checks and balances) yang lebih efektif. Mahkamah Konstitusi
menegaskan pengadopsian konsep judicial review; Komisi Yudisial
mengawasi perilaku hakim yang tidak jarang menyimpang; Dewan
Perwakilan Daerah lahir meski dengan kewenangan yang masih terba-
tas; pemilihan presiden langsung menegaskan sistem pemerintahan
presidensial dengan masa jabatan yang dibatasi maksimal hanya dua
kali periode. Di bidang perlindungan hak asasi manusia, pengaturan
konstitusi Indonesia diakui sebagai salah satu yang terlengkap. Semua
perbaikan itu adalah buah kerja keras anggota MPR (1999-2004),
utamanya Panitia Ad Hoc yang khusus bertugas mempersiapkan materi
perubahan UUD 1945.

Tentu saja, semua proses dan hasil perubahan UUD 1945 itu
patut diberikan catatan kritis. Buku saudara Denny, misalnya, mene-
gaskan substansi perubahan konstitusi yang lebih baik, meski tetap
memerlukan penyempurnaan. Denny juga menyoroti proses perubahan
yang masih menyimpan banyak masalah khususnya dalam minimnya
partisipasi publik, sehingga kesempatan menghadirkan konstitusi
rakyat (people constitution) terlewatkan. Semua hasil kajian saudara
Denny tersebut tentu perlu dicatat dan mendapatkan tempat terhormat
dalam sejarah kajian konstitusi republik.

Apalagi, konteks kenegaraan terkini menghadirkan perdebatan
perlunya lagi Perubahan Kelima UUD 1945, khususnya terkait dengan
upaya Dewan Perwakilan Daerah untuk lebih mengefektifkan ke-
wenangan legislasinya. Maka, hasil kajian saudara Denny seharusnya
dapat menjadi masukan bagaimana proses perubahan konstitusi Indo-
nesia ke depan sebaiknya dilakukan. Di dalam penelitian ini, secara
detail direkam proses perubahan dengan sumber-sumber dokumen
yang amat lengkap. Nyaris tidak ada catatan penting proses perubahan
yang terlewatkan. Dengan alur kelengkapan dan ketelitian, ditambah
daya analisis yang tajam, buku ini menjadi referensi wajib bagi siapa
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pun yang ingin mengerti lika-liku perubahan pertama hingga keempat
atas UUD 1945.

Dengan membaca hasil kajian yang utuh seperti ini, semoga bangsa
ini dapat belajar. Inilah suatu penelitian yang mampu meletakkan
arti penting konstitusi dalam mengawal proses transisi Indonesia
menuju negara yang lebih demokratis. Perjalanan bangsa ini masih
teramat panjang, di sana-sini bercokol batu gunung korupsi, ketamakan
dan halangan-halangan lain yang siap menerkam bangsa ini jika terlena
dalam kelengahan. Konstitusi tentu adalah salah satu alarm pengingat,
agar bangsa ini tidak selalu lupa akan aturan main bernegara, yang
melarang kekuasaan digunakan untuk mengabdi pada nafsu kekuasaan
semata.

Kita tunggu karya-karya berbobot saudara Denny Indrayana selan-
jutnya, demi terus melakukan pengawalan kehidupan demokrasi bang-
sa ini yang masih rentan berbagai godaan dan rintangan, di umurnya
yang teramat muda. Semoga para intelektual muda Indonesia, dari
berbagai disiplin ilmu, bersemangat mengikuti jejak saudara Denny
Indrayana, agar khazanah pengetahuan di negara kita semakin subur
dan kaya. Akhirnya, selamat membaca, selamat menikmati.[]
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Prawacana

Pada tahun 1999, MPR1 melakukan Perubahan Pertama terhadap
Undang-Undang Dasar (UUD) 1945. Setelah itu, selama tiga tahun
berturut-turut, lembaga itu meloloskan tiga perubahan lainnya, masing-
masing satu setiap tahunnya. Meski amat penting kontribusinya bagi
transisi Indonesia dari rezim otoriter Soeharto, belum ada kajian
yang komprehensif tentang substansi keempat perubahan itu maupun
proses yang melahirkannya. Untuk mengisi kekosongan tersebut, tu-
lisan ini melakukan evaluasi secara kritis atas proses dan hasil per-
ubahan konstitusi itu, dengan menggunakan kajian teori konstitusi
dan pengalaman negara lain, khususnya Afrika Selatan dan Thailand.2

Buku ini berpendapat bahwa perubahan terhadap UUD 1945
yang dilakukan dalam rentang waktu 1999-2002 itu tidak memiliki
apa yang umum diterima akademisi konstitusi sebagai faktor-faktor
kunci yang semestinya tersedia pada sebuah proses pembuatan kon-
stitusi yang demokratis. Pada prosesnya: (i) tidak ada rencana yang
jelas untuk menentukan pertanyaan kunci, misalnya, kapan dan bagai-
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mana amandemen akan dilakukan, dan akan seperti apa amandemen
itu; (ii) MPR gagal merebut kepercayaan rakyat dalam kapasitasnya
sebagai sebuah lembaga pembuat konstitusi; dan (iii) partisipasi publik
sangat terbatas dan tidak diorganisasikan dengan baik.

Tetapi, akar masalah yang mewarnai proses reformasi konstitusi
tersebut sebenarnya bertali-temali dengan aspek-aspek fundamental
UUD 1945 itu sendiri. Konstitusi yang satu ini mengandung dua
aspek yang, oleh kebanyakan kelompok nasionalis, termasuk kalangan
militer, dipandang sebagai elemen penting bagi identitas dan keber-
langsungan hidup bangsa: penolakan terhadap negara Islam; dan,
diberlakukannya, sebagai gantinya, sebuah ideologi negara nasionalis,
yaitu Pancasila. Keduanya terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.
Kalangan nasionalis khawatir, membuka peluang perubahan terhadap
UUD 1945 akan membahayakan kedua prinsip dasar tersebut, yang
sejak dahulu, dan bahkan hingga sekarang, mereka pandang sebagai
landasan yang tak bisa ditawar-tawar lagi bagi tegaknya Republik.
Hasilnya adalah sebuah proses perubahan konstitusi yang lamban,
tak beraturan, serta ditandai dengan banyak tawar-menawar politik.
Karena, kebanyakan pihak berusaha keras mencari cara untuk terlepas
dan melucuti sistem kediktatoran Soeharto tanpa mengutak-atik dua
serangkai prinsip dasar tersebut.

Kendati menghadapi masalah-masalah teoretis reformasi konsti-
tusi, di akhir proses, UUD 1945 menjadi lebih demokratis bentuknya.
Keempat perubahan itu menghadirkan pemisahan kekuasaan yang
lebih jelas antara eksekutif, legislatif, dan yudikatif, serta perlin-
dungan yang lebih tegas atas hak-hak asasi manusia. Hal ini dimung-
kinkan karena euforia periode transisi memberi nuansa suasana yang
mendorong dilakukannya perdebatan-perdebatan tentang konstitusi se-
cara terbuka di MPR, dan memungkinkan partisipasi publik dalam
perdebatan tersebut. Sekalipun tetap terdapat kekurangan dalam tata
kerja MPR untuk lebih banyak menjaring keterlibatan publik.

Tetap harus dinyatakan, UUD 1945 pasca-amandemen ini masih
jauh dari sempurna. Oleh karena itu, tulisan ini merekomendasikan
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perubahan konstitusi lanjutan, guna, pertama, memperkuat sistem
saling kontrol saling imbang (checks and balances) yang sudah mulai
dilahirkan pada reformasi konstitusi 1999-2002, dan, kedua, mem-
bakukan Pembukaan UUD 1945 serta terus menjamin relasi konstitu-
sional antara Islam dan negara dalam rupa bentuknya saat ini.

Pertanyaan Penelitian

UUD 1945 begitu terbatas, substansi yang diaturnya jauh dari
memadai, dan begitu dekat dengan otoritarianisme3, sehingga keba-
nyakan ahli memandang bahwa hanya sebuah revolusi konstitusilah
yang bisa mengubahnya menjadi sebuah dokumen yang demokratis.
Tetapi, revolusi demikian tidak terjadi. MPR justru mengambil pende-
katan evolusioner, mengubah konstitusi ini melalui perubahan yang
lambat, selangkah demi selangkah.4

Tulisan ini mengevaluasi apakah pendekatan yang rumit-berbelit
tersebut memungkinkan MPR melakukan proses pembuatan konstitusi
yang demokratis; dan apakah hasilnya adalah sebuah konstitusi yang
lebih demokratis.

Pentingnya Penelitian

Penelitian ini dilakukan berdasarkan dua motivasi utama. Per-
tama, sepanjang sejarahnya, Indonesia belum pernah berhasil melaku-
kan reformasi konstitusi. Keempat usaha yang dilakukan pada tahun
1945, 1949, 1950, dan 1956-1959 gagal menciptakan sebuah konsti-
tusi yang demokratis, terutama yang tidak bersifat sementara. Kedua,
usaha reformasi konstitusi yang kelima pada kurun waktu 1999-
2002 sangat krusial untuk mengantarkan transisi Indonesia dari kekua-
saan otoriter Soeharto ke sebuah tatanan kelembagaan yang demo-
kratis. Untuk menjelaskan relatif berhasilnya usaha yang kelima,
perlu dipahami terlebih dahulu penyebab gagalnya keempat upaya
sebelumnya.

Sebagai latar belakang, paparan berikut mendiskusikan sejarah
kegagalan keempat upaya reformasi konstitusi Indonesia tersebut.
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Paparan demikian mengantarkan bab selanjutnya yang menguraikan
teori perubahan konstitusi kontemporer.

Empat Upaya Reformasi Konstitusi yang Gagal

Undang-Undang Dasar 1945: Konstitusi Sementara yang Kilat dan
Revolusioner

Tahun 1945, pasca-penjajahan, adalah usaha pembuatan konstitusi
pertama bagi Indonesia. Lahirnya konstitusi kemerdekaan itu meng-
awali sejarah konstitusi Indonesia sebagai sebuah negara konstitu-
sional modern yang lepas dari penjajahan.5 Tetapi, situasi genting
pada akhir Perang Dunia Kedua memaksa para pendiri Republik
membuat rancangan undang-undang dasar dengan sangat terburu-
buru—hanya dalam waktu dua puluh hari kerja.6 Jelaslah bahwa
prioritas para pendiri negara ini adalah bagaimana memiliki sebuah
konstitusi minimal, sekadar untuk memenuhi syarat dasar kemerde-
kaan Indonesia. Jadi, memang tidak menjadi prioritas untuk membuat
sebuah konstitusi yang lengkap dan demokratis.7 Rancangan undang-
undang dasar ini disiapkan oleh BPUPKI,8 dan disahkan oleh PPKI.9

Akan tetapi, legitimasi kedua komite itu sering dipertanyakan, ter-
utama karena keduanya dibentuk oleh pemerintah Jepang.10

Menyadari kekurangan dan ketidaksempurnaan UUD 1945, para
pendiri negara dengan arif memutuskan bahwa UUD 1945 ini akan
menjadi konstitusi sementara. Undang-Undang Dasar itu sendiri secara
eksplisit menyatakan, “Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusya-
waratan Rakyat dibentuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan
Undang-Undang Dasar”.11 Pada tanggal 18 Agustus 1945, Soekarno,
salah satu perancang utama UUD 1945, yang kemudian menjadi presi-
den pertama Republik, menyatakan di dalam sebuah pidato—yang
isinya membela rancangan undang-undang dasar—bahwa: UUD 1945
adalah sebuah dokumen sementara dan revolusioner, dan oleh karena
itu, harus diganti dengan konstitusi yang lebih baik sesegera mungkin.
Soekarno menyatakan:
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… undang-undang dasar yang kita buat sekarang ini adalah

undang-undang dasar sementara. Kalau boleh saya memakai

perkataan: ini adalah undang-undang dasar kilat. Nanti, kalau kita

telah bernegara di dalam suasana yang lebih tenteram, kita tentu

akan mengumpulkan kembali Majelis Perwakilan Rakyat yang

dapat membuat undang-undang dasar yang lebih lengkap dan lebih

sempurna.12

Sayangnya, pemilihan umum untuk membentuk MPR dan mem-
buat sebuah konstitusi yang lebih demokratis terpaksa harus ditunda
berulang-ulang karena situasi yang tidak stabil akibat berlangsungnya
revolusi. Karenanya, meski sifatnya sementara, UUD 1945 diterapkan
selama lebih dari empat tahun sebelum diganti dengan UUD 1949
pada tanggal 27 Desember 1949.

Undang-Undang Dasar 1949: Konstitusi Federal Sementara

UUD 1949 dibuat di bawah bayang-bayang Konferensi Meja Bundar,
yaitu perundingan resmi antara Belanda dan Indonesia yang meng-
akhiri revolusi yang dimulai sejak 1945. Konferensi ini menghasilkan
penyerahan kedaulatan secara resmi dari Belanda ke tangan bangsa
Indonesia.13 Menurut Konstitusi 1949, Indonesia menjadi negara fe-
deral. Hal ini sebenarnya bukan merupakan tujuan para pendiri ne-
gara yang lebih memilih bentuk negara kesatuan. Bahkan, secara
luas diyakini bahwa sistem federal adalah upaya Belanda untuk me-
mecah-belah Indonesia, dengan menggunakan strategi penjajahan: di-
vide et impera.14

Dalam konteks ini, bisa dipahami bahwa Undang-undang Dasar
1949 tidak lebih dari sekadar strategi yang digunakan oleh Indonesia
untuk mendapatkan pengakuan internasional atas kemerdekaannya.
Anthony Reid menyatakan, bagi banyak republiken tulen, Republik
Indonesia Serikat bisa ditoleransi hanya sebagai batu pijakan ke
arah tujuan sejati revolusi, yaitu Republik Kesatuan yang diproklamasi-
kan pada tahun 1945.15 Dengan berpegang pada pendapat yang sama,
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Muhammad Yamin, salah satu di antara bapak pendiri bangsa yang
paling berjasa, pada tahun 1960 menulis bahwa format Indonesia
Serikat itu bersifat sementara, serta dimaksudkan justru untuk me-
rangsang pembentukan negara kesatuan Indonesia.16 Sebagai sebuah
strategi, wajarlah jika konstitusi ini jelas-jelas disebut sebagai konsti-
tusi yang bersifat sementara. Kesementaraan tersebut terlihat jelas
dalam Pasal 186 Undang-Undang Dasar itu sendiri:

Konstituante, bersama-sama dengan pemerintah, selekas-lekasnya

menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yang akan

menggantikan Konstitusi sementara ini.

Tujuan ‘strategis’ serta sifatnya yang sementara itu, membuat
UUD 1949 ini tidak berumur panjang. Konstitusi ini hanya berlaku
selama kurang dari delapan bulan, yaitu sejak tanggal 27 Desember
1949 hingga 17 Agustus 1950; jangka waktu tersingkat berlakunya
sebuah konstitusi di Indonesia, serta salah satu di antara konstitusi-
konstitusi yang paling pendek umurnya di dunia.

Undang-Undang Dasar Sementara 1950: Konstitusi yang Lebih
Demokratis, tetapi [tetap saja] Sementara

Undang-Undang Dasar Sementara (UUDS) 1950 menggantikan
Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Serikat tahun 1949. Kon-
stitusi ini sebenarnya lebih demokratis ketimbang konstitusi-konstitusi
sebelumnya. Diatur dengan tegas komitmen kedaulatan rakyat. Perlin-
dungan hak asasi manusia pun lebih teperinci, misalnya, mengadopsi
Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB)
dan memasukkan ke dalamnya hak untuk melakukan unjuk rasa dan
pemogokan.17

Sekalipun demokratis sifatnya, UUDS 1950—lagi-lagi—dimaksud-
kan untuk menjadi konstitusi sementara. Hal ini jelas terlihat dari
nama resmi yang disandangkan kepadanya: Undang-Undang Dasar
Sementara Republik Indonesia. Pasal 134 UUDS ini secara eksplisit
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menyatakan—dalam kata-kata yang persis sama dengan yang terdapat
dalam Pasal 186 UUD 1949—bahwa:

Konstituante, bersama-sama dengan pemerintah, selekas-lekasnya

menetapkan Konstitusi Republik Indonesia Serikat, yang akan

menggantikan Konstitusi sementara ini.

Atas dasar pasal ini, akhirnya pemerintah menggelar pemilihan
umum yang pertama pada tahun 1955 untuk memilih anggota-anggota
Konstituante. Paparan berikut membahas tentang Konstituante, yaitu
lembaga negara yang memiliki tanggung jawab khusus merancang
sebuah konstitusi baru untuk Indonesia, yang memainkan satu peran
penting dalam sejarah konstitusi Indonesia.

Rancangan Konstituante: Konstitusi Demokratis yang Tak Rampung?

Sejak sidang pertamanya pada tanggal 10 November 1956 hingga
yang terakhir pada tanggal 2 Juni 1959, Konstituante sudah melakukan
banyak pembahasan untuk membuat sebuah konstitusi baru.18 Selama
kurun itu, perdebatan sengit banyak terjadi seputar masalah falsafah
negara, hak asasi manusia, dan kemungkinan diberlakukannya kembali
UUD 1945.19 Memuji sidang-sidang Konstituante, Adnan Buyung Nasu-
tion menulis:

Seluruh kerja keras Konstituante … merupakan perwujudan dari

sebuah semangat demokrasi yang sesungguhnya, sebuah kebebasan

yang sempurna untuk menyatakan pendapat dan sebuah komitmen

mendasar terhadap reformasi konstitusi pemerintah yang dimiliki

oleh mayoritas anggota-anggotanya .... Usaha keras Konstituante

dapat dipandang sebagai puncak upaya bangsa Indonesia untuk

mencapai pemerintahan yang konstitusional.20

Buyung tidak setuju dengan pendapat—yang dikemukakan oleh
rezim Soekarno maupun rezim Soeharto—bahwa Konstituante telah
gagal melaksanakan tugasnya merancang sebuah undang-undang dasar.
Menurut Buyung:
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Tidak ada bukti-bukti atas tuduhan-tuduhan yang menyatakan

bahwa Konstituante telah gagal merancang sebuah konstitusi oleh

karena adanya konflik-konflik ideologis yang tampak sangat jelas

dalam perdebatan tentang Dasar Negara.21 Faktanya adalah bahwa

Konstituante tidak memiliki kesempatan untuk menyelesaikan si-

dang-sidangnya tentang masalah ini; sebelum sikap-sikap terakhir

berkaitan dengan persoalan Dasar Negara ini benar-benar selesai

diambil oleh fraksi-fraksi yang bertentangan, maka penilaian apa

pun terhadap hasil akhir perdebatan ideologis ini tetap harus

dianggap prematur.22

Seperti dikatakan Buyung, pembahasan dan perdebatan yang
demokratis dalam sidang-sidang Konstituante dalam rentang waktu
1956-1959 memang tidak pernah terselesaikan, karena terpotong
oleh Dekrit Presiden Soekarno tanggal 5 Juli 195923 yang secara
sepihak membubarkan Konstituante dan memberlakukan kembali
UUD 1945.24 Padahal, saat itu Konstituante sudah hampir meram-
pungkan sebuah rancangan undang-undang dasar dan hanya perlu
menyelesaikan perdebatan-perdebatan dalam masalah Dasar Negara.25

Jadi, Dekrit itu membunuh peluang bangsa Indonesia untuk memi-
liki sebuah konstitusi yang mengabdi kepada demokrasi, khususnya
perlindungan hak-hak asasi manusia, dan pembatasan kekuasaan.26

Dekrit Presiden itu adalah kebijakan yang aneh. Soekarno sendiri
sebelumnya sepakat bahwa Konstituante adalah lembaga pembuat
undang-undang dasar yang lebih kukuh mandatnya dibandingkan de-
ngan badan pembuat konstitusi lainnya di masa lalu—termasuk panitia
yang menghasilkan UUD 1945. Konstituante dipilih secara langsung
dalam sebuah pemilihan umum yang relatif bebas dan rahasia, dengan
tugas khusus untuk merancang sebuah konstitusi baru.27 Namun,
hal ini tidak mampu menjadi penghalang bagi Soekarno untuk mem-
bubarkannya.

Kekecewaan atas dibubarkannya Konstituante lebih membesar
karena: Soekarno lebih suka menerapkan kembali UUD 1945 ketimbang
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undang-undang dasar Indonesia lainnya, yang sebenarnya lebih demo-
kratis.28 Pilihan Soekarno demikian sangat tidak konsisten dengan
sikapnya terdahulu. Karena, Soekarnolah yang pada hari pemberlakuan
UUD 1945 (18 Agustus 1945), dengan tegas menyatakan bahwa UUD
1945 bersifat sementara, kilat, dan revolusioner. Meski demikian,
sejak 1959 hingga kekuasaannya sebagai Presiden tamat pada tahun
1966, Soekarno tidak lagi memperlakukan UUD 1945 sebagai kon-
stitusi sementara. Dengan menerapkan kembali UUD 1945 dan meng-
implementasikan kekuasaan personalnya di bawah label Demokrasi
Terpimpin, Soekarno menciptakan rezim otoriternya sendiri, sebuah
rezim yang bertahan hingga tahun 1966.

Memang, seperti yang akan dibicarakan dalam Bab Tiga, sifat
kabur dan tak-lengkap UUD 1945-lah yang ikut membidani lahirnya
rezim-rezim otoriter di bawah Presiden Soekarno dan kemudian,
penggantinya, Presiden Soeharto.29 Maka tak mengherankan kalau
salah satu tuntutan dasar gerakan mahasiswa menyusul lengsernya
Soeharto pada tahun 1998 adalah mengamandemen UUD 1945.30

Penutup

Upaya-upaya untuk membuat konstitusi pada tahun 1945, 1949,
dan 1950 gagal salah satunya karena semuanya dilakukan dengan
sangat terburu-buru, dalam jangka waktu yang singkat. Di dalam
ketiga upaya tersebut, legitimasi lembaga pembuat konstitusi yang
bersangkutan sangatlah lemah. Soal siapa pembuat konstitusi ini
sebenarnya sudah teratasi dalam upaya keempat, pada tahun 1956-
1959. Konstituante memiliki legitimasi yang kuat, karena para ang-
gotanya dipilih secara demokratis melalui Pemilu tahun 1955. Lagi
pula, lembaga ini sudah hampir tiga tahun merancang sebuah konsti-
tusi. Tetapi, masalahnya, Konstituante adalah lembaga yang tidak
memiliki proses pengambilan keputusan yang strategis dan antisipatif.
Konstituante tidak dilengkapi dengan sebuah mekanisme yang efektif
untuk mengatasi deadlock. Kemungkinan terjadinya deadlock inilah
yang digunakan oleh Soekarno—dengan dukungan militer—untuk mela-
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kukan intervensi dan menyingkirkan jauh-jauh rancangan konstitusi
menjanjikan yang dibuat Konstituante.31

Peluang deadlock di Konstituante terkait sangat erat dengan per-
debatan tentang apakah negara Indonesia harus tegak di atas dasar
paham nasionalis ataukah Islam. Bagian berikut ini akan mengupas
persoalan ini secara lebih teperinci.

Perdebatan Konstitusional Negara Islam vs Nasionalis

Sejarah konstitusi Indonesia tidak dapat dipisahkan dari eksistensi
Piagam Jakarta. Masalah Piagam Jakarta selalu menjadi persoalan
yang paling kontroversial dalam proses pembuatan konstitusi di Indo-
nesia. Masalah itu pula yang paling hangat diperdebatkan, baik pada
tahun 1945 maupun sepanjang periode 1956-1959. Paragraf-paragraf
berikut akan mengkajinya lebih dalam.

Perdebatan Konstitusi Sepanjang Tahun 1945

Piagam Jakarta—nama yang diberikan Muhammad Yamin—selesai
disusun pada tanggal 22 Juni 1945. Piagam ini dimaksudkan sebagai
naskah Pembukaan di dalam konstitusi negara merdeka nantinya.
Rancangan atau draftnya ditulis oleh sebuah komite yang disebut
Panitia Sembilan,32 sebuah badan pekerja bentukan BPUPKI. Komite
ini beranggotakan lima orang wakil faksi nasionalis dan empat orang
dari faksi Islam.33 Komposisi ini mencerminkan tingginya derajat
perbedaan pandangan di antara orang-orang yang ingin mempertahan-
kan negara yang bebas dari pengaruh agama, dan mereka yang meng-
anjurkan sebuah negara Islam.34 Soepomo menyatakan:

Memang ada dua pendapat, yaitu pendapat para anggota yang

merupakan ahli-ahli agama yang bersikeras bahwa Indonesia harus

didirikan sebagai sebuah negara Islam, dan pendapat lainnnya ...

[yang menginginkan] sebuah negara kesatuan nasional yang me-

misahkan urusan-urusan kenegaraan dari urusan-urusan [agama]

Islam; dengan lain perkataan, bukan sebuah negara Islam.35
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Dalam rapat-rapat Panitia Sembilan ini, para pemimpin Islam
sepakat untuk menarik kembali usulan mereka tentang negara Islam.
Sebagai gantinya, faksi ini mengusulkan agar Piagam Jakarta mema-
sukkan Pancasila, tetapi dengan ‘tujuh kata’ dalam sila pertamanya,
yaitu: dengan kewajiban menjalankan syariat36 Islam bagi pemeluk-
pemeluknya. Kompromi yang terkandung di dalam Piagam Jakarta
ini dinyatakan sebagai sebuah ‘gentlemen’s agreement’. Soekiman,
seorang anggota BPUPKI dari faksi Islam, berpendapat bahwa baik
faksi Islam maupun faksi nasionalis harus berpegang teguh kepada
kesepakatan tersebut.37

Akan tetapi, ketika disampaikan ke hadapan sidang-sidang
BPUPKI, Piagam itu disambut dengan perdebatan sengit.38 Faksi nasio-
nalis khawatir bahwa ‘tujuh kata’—begitulah kadang-kadang Piagam
itu dijuluki—itu akan memicu diskriminasi terhadap agama-agama
selain Islam. Faksi nasionalis juga masygul, karena ketujuh kata itu
juga disisipkan ke dalam rancangan Pasal 29(1) UUD 1945. Pasal ini
pada awalnya sudah menyebutkan, “Negara berdasarkan Ketuhanan
Yang Maha Esa”. Selain itu, rancangan Pasal 6 konstitusi mensyarat-
kan bahwa calon Presiden haruslah seorang Muslim. Piagam Jakarta
dan rancangan-rancangan Pasal 29(1) dan Pasal 6 itu nyaris menyeret
sidang-sidang BPUPKI ke jurang deadlock. Radjiman Wedyodiningrat,
Ketua BPUPKI, mengusulkan voting untuk menghindari terjadinya
deadlock. Tetapi, itu tidak terjadi karena para anggota BPUPKI sepakat
bahwa masalah agama tidak boleh diputuskan melalui pemungutan
suara karena substansinya yang amat sensitif.39

Pada tanggal 16 Juli 1945, setelah Soekarno menyampaikan pen-
dapatnya yang persuasif, wakil-wakil Kristen dengan setengah-hati
sepakat menerima rancangan konstitusi buatan BPUPKI ini. Bakal
undang-undang dasar ini meliputi Piagam Jakarta berikut rancangan
Pasal 29(1) serta Pasal 6.40

Tetapi, pada tanggal 18 Agustus 1945, satu hari setelah proklamasi
kemerdekaan, Hatta mengusulkan untuk mencabut ‘tujuh kata’ itu
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dari rancangan undang-undang dasar yang sudah disiapkan.41 Menurut
Nasution, intervensi Hatta ini disebabkan oleh:

... ketakutannya bahwa daerah-daerah Kristen di Indonesia Timur

tidak akan mau bergabung dengan Republik yang baru diprokla-

masikan itu, apabila Islam diberi status istimewa di dalam

Undang-Undang Dasar [1945].42

Usulan Hatta ini diterima, dan rancangan Undang-Undang Dasar
itu pun kemudian disahkan, dengan beberapa perubahan, yang me-
rupakan sebuah kompromi besar dalam sejarah pembuatan konstitusi
di Indonesia. Perubahan-perubahan dimaksud adalah:

 Piagam Jakarta disahkan sebagai pembukaan Undang-Undang Dasar
1945 dengan mengubah judulnya, dari ‘Mukaddimah’, sebuah kata
dalam bahasa Arab, menjadi ‘Pembukaan’.

 Tujuh kata yang berkaitan dengan syariah dihilangkan dari Pembu-
kaan dan Pasal 29(1).

 Syarat bahwa calon-calon Presiden harus beragama Islam dihapus-
kan dari Pasal 6.43

Perdebatan Konstitusi Sepanjang Tahun 1956-1959

Menurut Basalim, faksi Islam menyetujui perubahan-perubahan
yang diusulkan Hatta tersebut demi menyelamatkan negara yang
baru lahir itu dari potensi disintegrasi.44 Tetapi ini bukanlah akhir
dari perbedaan-perbedaan di antara faksi Islam dan faksi nasionalis.
Perbedaan-perbedaan itu terus berlanjut dalam proses pembuatan
konstitusi di tubuh Konstituante sepanjang rentang tahun 1956-1959.
Nasution menunjuk bahwa dalam perdebatan-perdebatan itu, faksi
nasionalis mengusulkan Pancasila, sedangkan faksi Islam menyodorkan
Islam sebagai falsafah negara.45 Tak satu pun di antara keduanya
mendapat dukungan mayoritas mutlak untuk bisa menggolkan usulan-
nya. Faksi Islam hanya mendapat 44,75% dari total jumlah kursi di
Konstituante.46 Demikianlah, perbedaan-perbedaan di antara kedua
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kelompok itu lagi-lagi menyeret perdebatan-perdebatan tentang masa-
lah konstitusi kala itu ke bibir jurang deadlock.

Selama berlangsungnya berbagai perdebatan di sidang-sidang itu,
pemerintah mengusulkan untuk kembali memberlakukan Undang-
Undang Dasar 1945.47 Faksi nasionalis menyambut baik usulan ter-
sebut.48 Di sisi lain, menanggapi usulan demikian, faksi Islam meng-
usulkan perubahan-perubahan guna menyisipkan ‘tujuh kata’ Piagam
Jakarta ke dalam Pembukaan, dan Pasal 29(1) UUD 1945.49 Mengo-
mentari usulan ini, Abdul Wahab, salah seorang anggota Konstituante
menyatakan bahwa:

Kalau ini diterima, 100% umat Islam akan mendukung Undang-

Undang Dasar 1945 lagi. Kalau ini ditolak, 100% umat Islam tidak

akan menerimanya. Pokoknya, itulah keyakinan saya.50

Pada tanggal 1 Juni 1959, usulan faksi Islam ditolak.51 Sebagai
balasannya, usulan pemerintah untuk kembali ke UUD 1945 ditolak
oleh faksi Islam.52 Karena situasi ini, Konstituante pun memutuskan
untuk reses. Kemudian, seperti sudah disebutkan sebelumnya, dengan
alasan bahwa Konstituante telah gagal memenuhi tugasnya, Soekarno
mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, yang membubarkan Kon-
stituante dan memberlakukan lagi UUD 1945.53 Dengan dukungan
militer, Dekrit ini pun diberlakukan. Hal ini tentu saja mengakibatkan
tamatnya semua kerja Konstituante yang sudah memulai sidang-
sidangnya dengan membawa begitu banyak harapan sejak November
1956.54

Untuk meraih dukungan dari faksi Islam, Dekrit Presiden Soekarno
5 Juli 1959 ini mengandalkan Piagam Jakarta.55 Dekrit ini menyebut-
kan, Piagam Jakarta tertanggal 22 Juni 1945 menjiwai UUD 1945
dan merupakan satu rangkaian kesatuan dengan Konstitusi tersebut.56

Di bagian lain buku ini, penulis akan menunjukkan bahwa per-
ubahan konstitusi tahun 1999-2002 juga dibayang-bayangi oleh isu
sensitif upaya pengadopsian ‘tujuh kata’ dalam Piagam Jakarta itu
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ke dalam UUD 1945. Lagi-lagi masalah ini hampir membawa proses
perubahan konstitusi ke ambang deadlock.

Pentingnya Reformasi Konstitusi Tahun 1999-2002

Proses reformasi konstitusi tahun 1999-2002 karenanya memikul
beban sejarah, sekaligus berusaha mengantisipasi nasib bangsa Indo-
nesia ke masa depan. Beban sejarah muncul karena terus berlanjutnya
kegagalan reformasi konstitusi di tahun 1945, 1949, 1950, dan 1956-
1959, seperti yang sudah dibicarakan sebelumnya. Sebagaimana di-
katakan Harun Alrasid, kegagalan beruntun itu telah membuat Indo-
nesia selalu menerapkan konstitusi yang bersifat sementara.57 Pada
tahun 1998, Harun menulis bahwa meski sudah lebih dari setengah
abad merdeka, Indonesia belum pernah memiliki konstitusi yang
stabil, yang tidak berkarakteristik sementara.58

Tugas MPR (1999–2004) untuk mereformasi UUD 1945 adalah
satu hal yang esensial untuk memutus mata rantai kegagalan sejarah,
dan mengamankan proses transisi dari pemerintahan otoriter Soeharto.
Bidang-bidang reformasi lainnya, misalnya politik dan ekonomi, ber-
gantung kepada reformasi hukum. Sedangkan reformasi hukum sendiri
bergantung kepada reformasi konstitusi. Reformasi konstitusi dengan
demikian merupakan pra-syarat bagi keberhasilan reformasi secara
keseluruhan, dan kegagalannya akan menjadi indikator awal bagi
matinya masa transisi Indonesia yang rapuh menuju ke demokrasi.59

Hal ini dinyatakan dengan jelas oleh Alrasid:

... untuk memiliki sistem yang lebih baik, kita harus melakukan

sebuah ‘reformasi total’, khususnya reformasi konstitusi ... jadi, hal

pertama yang harus dilakukan adalah mereformasi UUD 1945.60
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Buku Ini Selayang Pandang

Fokus Penelitian

Tahun 1999 sengaja dipilih sebagai tanggal mula kajian, karena
inilah tahun di mana MPR secara formal menginisiasi sebuah reformasi
konstitusi. Tahun 2002 dipilih sebagai tahun akhirnya, karena inilah
tahun yang ditetapkan MPR sebagai batas akhir untuk menyelesaikan
reformasi konstitusi.61 Peristiwa-peristiwa yang terjadi setelah tahun
1999-2002 tidak menjadi objek penelitian, kendati beberapa perke-
cualian khusus diambil, di mana masalah-masalah yang muncul setelah
tahun 2002 sangat signifikan bagi argumen-argumen dalam penelitian
ini.62

Metodologi Penelitian

Tulisan ini didasarkan pada kajian pustaka maupun penelitian
lapangan, dan pendekatan sosial-legal diadopsi secara luas, serupa
dengan pendekatan yang digunakan dalam karya fenomenal Nasution
yang berjudul The Aspiration for Constitutional Government: A Socio-
legal Study of the Indonesian Konstituante 1956-1959.

Dalam konteks kajian pustaka, penulis mengumpulkan data dari
berbagai jurnal, terbitan berkala, buku, surat kabar, peraturan perun-
dang-undangan, situs Internet, dan berbagai macam materi sekunder
pilihan, sebagaimana tercantum dalam Kepustakaan.

Penelitian lapangan dilakukan di Indonesia, khususnya di Jakarta
tempat dilakukannya sebagian besar rapat dan sidang MPR yang
bertujuan mengamandemen UUD 1945. Penelitian lapangan mengum-
pulkan bahan-bahan yang teramat sulit untuk diakses dari luar Indo-
nesia, seperti risalah lengkap rapat-rapat MPR. Di samping itu, penulis
melakukan berbagai wawancara, terutama dengan tokoh-tokoh penting
yang terlibat dalam proses pembuatan-konstitusi. Wawancara-wawan-
cara tersebut meliputi berbagai narasumber, seperti:
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 Anggota-anggota MPR

 Pakar-pakar dari Panitia Kerja MPR

 Para anggota berbagai LSM yang ikut terlibat dalam memantau
dan mengampanyekan proses amandemen, misalnya Cetro (Cen-
ter for Electoral Reform), dan

 Para anggota komunitas akademik, terutama mereka yang meng-
khususkan diri dalam bidang politik dan hukum konstitusi.

Wawancara tersebut sengaja dikonsentrasikan pada pengalaman
langsung para responden dalam proses perubahan konstitusi, serta
pendapat mereka atas proses yang dan hasil amandemen UUD 1945.

Alur Penulisan

Tulisan ini dipilah menjadi lima bagian besar dan delapan bab,
diawali dengan Prawacana pada Bagian Satu yang sekaligus merupakan
bab pendahuluan.

Bagian berikutnya adalah Bagian Dua, yang berisikan Bab Dua.
Titik tekannya adalah pada pemaparan kerangka teori yang digunakan
untuk memahami hal ihwal reformasi konstitusi dalam sebuah proses
transisi dari sebuah pemerintahan otoriter. Pengalaman dari beberapa
negara pilihan, khususnya Afrika Selatan dan Thailand, dikaji untuk
melihat apakah pendekatan-pendekatan mereka membantu penulis
menganalisis Indonesia, serta untuk membandingkan pengalaman-
pengalaman mereka dengan pengalaman Indonesia dalam melakukan
reformasi konstitusi pada masa transisi.

Latar belakang berupa transisi politik Indonesia digambarkan di
Bagian Tiga (Bab Tiga). Bab ini menggambarkan betapa Indonesia, di
bawah rezim Orde Baru, tidaklah demokratis. Sistem yang tak demo-
kratis ini dimungkinkan oleh UUD 1945, dan karenanya, dokumen
negara itu perlu direformasi demi mengamankan transisi Indonesia
dari kekuasaan yang otoriter.
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Bab Tiga diikuti dengan sebuah kajian teperinci tentang proses
pembuatan konstitusi di Bagian Empat, yang terdiri dari Bab Empat
hingga Bab Tujuh. Setiap bab tersebut membahas satu perubahan.
Format keempat bab tersebut serupa; masing-masing menggambarkan
latar belakang, proses, dan hasil dari masing-masing perubahan kon-
stitusi yang terjadi.

Data dari bab keempat hingga ketujuh tersebut dianalisis pada
Bagian Lima (Bab Delapan). Bab ini mengevaluasi apakah proses pem-
buatan konstitusi dari keempat perubahan tersebut demokratis. Bab
ini juga mengupas apakah hasil dari keempat perubahan itu adalah
sebuah konstitusi yang lebih demokratis, dan merekomendasikan
beberapa amandemen lanjutan yang diperlukan untuk memperkuat
sistem saling kontrol saling imbang. Sebagai penutup, bab terakhir
juga menyajikan kesimpulan penelitian ini.[]
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Pembuatan konstitusi adalah aktivitas politik paling kaya sekaligus

paling intens selama masa transisi. Di dalamnya, manuver-manuver,

tawar-menawar, dan negosiasi-negosiasi politik terjadi; pendirian-

pendirian, kesepakatan, serta ketidaksepakatan politik di antara

kelompok-kelompok dan pemimpin-pemimpin pun mengemuka.

Bagaimana para pembuat rancangan konstitusi yang bersangkutan

menangani masalah-masalah ini, dapat memberi kita informasi ten-

tang hal-hal krusial menyangkut transisi yang bersangkutan dan

tentang rezim yang akan dilahirkannya. Ketimpangan-ketimpangan

antara kata-kata yang disepakati dalam konstitusi dan realitas politik

yang muncul bisa jadi menunjukkan adanya potensi konflik-konflik

serius di masa yang akan datang. Karakter umum yang ada pada

proses dan hasilnya bisa menjadi petunjuk yang menggambarkan

potensi stabilitas atau instabilitas rezim yang baru. (Andrea Bonime-

Blanc).63
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Prawacana

Bab kajian pustaka ini bertujuan memberikan kerangka teoretis
untuk memahami pembuatan konstitusi yang demokratis dalam suatu
masa transisi dari sebuah kekuasaan yang otoriter. Kerangka teoretis
ini mendukung desertasi yang meyakini bahwa pembuatan konstitusi
di masa transisi adalah hal yang sentral sifatnya dalam meletakkan
sebuah sistem hukum yang mendasar bagi lahirnya sebuah negara
demokratis, seperti dinyatakan oleh Bonime-Blanc dalam kutipan se-
belumnya.

Bab ini dipilah ke dalam tiga bagian. Bagian awal mengintrodusir
dan menjelaskan beberapa konsep dasar yang digunakan dalam pene-
litian. Bagian selanjutnya menimbang aspek-aspek kunci yang diperlu-
kan dalam proses pembuatan konstitusi, dan akan diaplikasikan nanti
ketika penulis menjelaskan, menggambarkan, dan mengevaluasi proses
pembuatan konstitusi Indonesia tahun 1999-2002 dalam Bab Empat
hingga Bab Delapan. Bagian terakhir mengidentifikasi elemen-elemen
kunci yang harus ada dalam sebuah konstitusi yang demokratis.
Bagian ini juga akan digunakan dalam Bab Empat sampai dengan
Bab Delapan saat penulis menganalisis apakah keempat perubahan
konstitusi Indonesia sudah berhasil menciptakan sebuah konstitusi
yang lebih demokratis.

Secara spesifik, pembahasan dalam bab ini berpijak pada tiga
dasawarsa terakhir pembuatan konstitusi di kehidupan bernegara
yang sedang mengalami transisi di seantero dunia. Periode ini menjadi
saksi berkembangnya konstitusi di negara-negara Afrika,64 Amerika
Latin,65 Eropa Tengah, Timur, dan Selatan,66 serta Asia67, sebuah
fenomena yang oleh John Elster disebut sebagai gelombang keenam
dan ketujuh dalam sejarah pembuatan konstitusi di dunia.68

Meski ulasan perbandingannya luas, penulis lebih memfokuskan
diri terutama pada reformasi konstitusi yang pernah terjadi di dua
negara: Afrika Selatan (1994-1997) dan Thailand (1996-1997). Ada
empat alasan mengapa penulis melakukannya. Pertama, di kedua
negara itu reformasi konstitusi terjadi dalam sebuah masa transisi
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dari kekuasaan yang otoriter, seperti halnya di Indonesia. Kedua,
reformasi Afrika Selatan dipimpin oleh parlemennya, yang duduk
sebagai Majelis Konstituante. Ini mirip dengan reformasi konstitusi
di Indonesia, yang dilakukan oleh MPR, parlemen Indonesia. Ketiga,
reformasi konstitusi di Thailand dilakukan dalam sebuah periode
krisis ekonomi, yang juga penuh dengan pergolakan politik. Di Indo-
nesia pun anjloknya nilai tukar rupiah pada pertengahan 1997—yang
dipicu oleh naiknya nilai tukar mata uang baht Thailand—mengawali
sebuah krisis finansial dan politik yang kemudian memunculkan krisis
berkepanjangan di negeri ini. Keempat, seperti Indonesia, kedua ne-
gara tersebut adalah negara berkembang. Lagi pula, masing-masing
negara itu mewakili kawasan yang berbeda: Afrika Selatan—jelas—
dari Afrika, sedangkan Thailand, seperti Indonesia, dari Asia Tenggara.

Penulis akan mulai dengan menjelaskan tiga konsep dasar: kon-
stitusi, pembuatan konstitusi, dan transisi dari kekuasaan yang otoriter.
Ketiga konsep ini merupakan ide utama yang memengaruhi penelitian
ini.

Konstitusi

Francois Venter mencatat bahwa karakteristik dasar sebuah negara
konstitusional modern adalah adanya sebuah konstitusi tertulis yang
memiliki nilai hukum yang tinggi.69 Menurut Giovanni Sartori, kata
constitutio dalam bahasa Latin tidak ada kaitannya dengan apa yang
kita sebut ‘konstitusi’.70 Pada zaman Romawi Kuno, constitutio berarti
tindakan pemerintahan tertentu.71 Pada pertengahan abad ketujuh
belas, dokumen-dokumen tertulis yang berisi prinsip organisasi pe-
merintahan disebut perjanjian, instrumen, kesepakatan, dan hukum
dasar—tetapi tidak pernah disebut ‘konstitusi’.72 Bahkan, Charles
Howard McIlwain berpendapat bahwa definisi modern konstitusio-
nalisme berasal dari akhir abad kedelapan belas.73 K.C. Wheare me-
nulis bahwa istilah ‘konstitusi’, yang dipakai untuk menyebut sekum-
pulan prinsip fundamental pemerintahan, baru mulai digunakan ke-
tika bangsa Amerika mendeklarasikan konstitusinya, pada tahun 1787,
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bahwa: “Kami rakyat serikat negara-negara bagian … menyatakan
dengan sungguh-sungguh … dan menetapkan konstitusi ini untuk
Amerika Serikat”.74 Setelah diadopsinya Konstitusi Serikat Negara-
Negara Bagian, Thomas Paine berpendapat bahwa:

… sebuah Konstitusi bukanlah tindakan suatu pemerintah, melain-

kan tindakan rakyat yang membentuk sebuah pemerintahan, dan

pemerintahan tanpa konstitusi adalah kekuasaan tanpa hak.75

Meyakini pendapat yang sama dengan Paine, Wheare, yang me-
nulis di akhir tahun 1950-an, mendefinisikan konstitusi sebagai do-
kumen tertulis yang menggambarkan keseluruhan sistem pemerin-
tahan sebuah negara, sekumpulan aturan yang membentuk dan meng-
atur atau memerintah pemerintah itu.76 Sartori, menulis di awal tahun
1960-an, menggambarkan konstitusi sebagai sebuah “teknik kemer-
dekaan”.77 Dia beropini bahwa sebuah konstitusi adalah sebuah do-
kumen teknis yang menunjukkan bagaimana kekuasaan politik di-
batasi, dan bagaimana hak-hak individu dan masyarakat dilindungi.78

Pada tahun 1990-an, Sartori mengubah sikapnya dengan memperkuat
definisinya ke arah pembatasan kekuasaan politik, yaitu dengan meng-
klaim bahwa perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia tidaklah
begitu penting.79 Dia beranggapan bahwa:

… sebuah konstitusi tanpa deklarasi hak-hak asasi manusia masih

tetap sebuah konstitusi, sedangkan konstitusi yang inti sarinya

bukan merupakan bingkai pemerintahan bukanlah sebuah konsti-

tusi … Jadi, konstitusi, pertama-tama dan terutama, adalah

instrumen-instrumen pemerintahan yang membatasi, mengendali-

kan, dan menegakkan kontrol terhadap pelaksanaan kekuasaan

politik.80

Definisi yang belakangan disodorkan oleh Sartori itu mendapat
dukungan dari Richard-Holder Williams yang beropini bahwa sebuah
konstitusi adalah sebuah dokumen hukum yang berisi “aturan main
politik”.81 Senada dengannya, Carl Friedrich mencatat bahwa arti
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sebuah konstitusi dalam pemikiran politik modern sangat khas, yaitu
proses yang dengannya aktivitas-aktivitas pemerintahan dikendalikan
secara efisien.82 Atas dasar pandangan ini, Friedrich memilah-milah
rezim mengikuti sebuah kontinuum, mulai dari pemerintahan yang
tidak konstitusional (yang tak lain adalah rezim-rezim yang tak kenal
batasan-batasan alias berkuasa mutlak), lalu pemerintahan aktual
(yaitu yang mengenal sejumlah pembatasan kekuasaan), hingga ke
pemerintah yang konstitusional (yang memiliki batasan-batasan yang
‘lengkap’).83

Pandangan tentang konstitusi yang lebih banyak condong kepada
kontrol terhadap kekuasaan politik itu tidak menegasi ide tentang
sebuah konstitusi yang bertindak sebagai pengayom hak-hak individu
dan hak-hak masyarakat. Pada tahun 1995, S.E. Finer, Vernon Bogda-
nor, dan Bernard Rudden menyatakan bahwa:

Konstitusi adalah seperangkat norma yang bertujuan mengatur

pembagian fungsi-fungsi kekuasaan serta tugas-tugas di antara

berbagai agen-agen dan kantor-kantor pemerintah, serta membatasi

hubungan antara agen-agen dan kantor-kantor itu dengan masya-

rakat.84

Hemat penulis, untuk memastikan bahwa hak asasi manusia
terlindungi, sebuah deklarasi perlindungan hak asasi manusia harus
disebutkan secara eksplisit. Kalau perlindungan hak asasi manusianya
tidak jelas, peluang bagi pelanggaran hak-hak dasar pasti meningkat.
Dalam pengalaman Indonesia, perlindungan terbatas yang diberikan
terhadap hak-hak asasi manusia oleh UUD 1945 ikut andil dalam
terjadinya berbagai pelanggaran hak asasi manusia pada masa rezim
Soeharto yang otoriter. Hal ini perlu dipaparkan karena berkait erat
dengan pembahasan tentang Perubahan Kedua UUD 1945, terutama
dalam hal kemungkinan untuk memasukkan berbagai aturan tentang
hak asasi manusia.85

Sebuah konstitusi bisa berupa satu dokumen, atau kombinasi
dari hukum-hukum dasar dan kebiasaan.86 Atas dasar inilah, orang
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memilah konstitusi menjadi konstitusi tertulis dan tak tertulis.87

Tetapi, menurut C.F. Strong, dasar pemilahan semacam itu menye-
satkan: tidak ada konstitusi yang sepenuhnya tertulis atau sepenuhnya
tidak tertulis.88 Sebelumnya sudah dinyatakan bahwa klasifikasi se-
macam ini seharusnya dibuang saja.89 Strong menunjukkan bahwa
Inggris—yang biasanya dianggap sebagai contoh paling terkemuka
sebuah negara yang memiliki konstitusi tak-tertulis—nyatanya benar-
benar punya beberapa hukum tertulis (misalnya, Bill of Rights tahun
1689, dan Parliament Act tahun 1911) yang sudah merepresentasikan
eksistensi undang-undang dasarnya.90 Di sisi lain, Strong beropini
bahwa di dataran praktik, Konstitusi Amerika Serikat, yang dianggap
sebagai konstitusi tertulis yang paling lengkap,91 menggunakan kon-
vensi-konvensi tak tertulis atau adat istiadat untuk melengkapi undang-
undang dasarnya.92 Bahkan, menurut Jan-Erik Lane:

Tak ada satu negara pun yang hidup 100 persen sesuai dengan

dokumen-dokumen tertulisnya. Hukum adat memainkan peranan

yang besar dalam konstitusi setiap negara di dunia.93

Tapi, di dataran realitas, klasifikasi—tertulis dan tak tertulis—
ini selalu digunakan, dan, karenanya, Lane pun beranggapan bahwa
istilah ‘konstitusi’ punya arti ganda: pasal-pasal dalam sebuah dokumen
tertulis, dan aktivitas-aktivitas negara yang keberadaan dan keber-
langsungannya sudah menjadi kebiasaan (on going state activities).94

Jadi, demi kepraktisan, kadang-kadang perlu juga kita membedakan
antara apa yang disebut konstitusi tertulis dan konstitusi tak tertulis.
Bahkan Strong pun mengakui keniscayaan ini, kendati dia juga mena-
warkan satu terminologi yang sedikit berbeda: kodifikasi dan non-
kodifikasi.95

Di sebagian besar negara di dunia, kecuali Inggris, Selandia Baru
dan Israel,96 kata ‘konstitusi’ dipakai untuk menggambarkan sekum-
pulan hukum yang mengatur pemerintahan negara yang bersangkutan
dan hukum yang sudah dikumpulkan menjadi sebuah dokumen ter-
tulis.97 Penelitian ini mendefinisikan ‘konstitusi’ dalam pengertian
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demikian. Di sini, ‘konstitusi’ selalu mengacu pada satu dokumen
tertulis; salah satunya karena Indonesia belum berhasil mengem-
bangkan sebuah yurisprudensi hukum konstitusional tak tertulis yang
memadai dan bisa diterima.98

Jadi, ketika penulis membahas pembuatan konstitusi, perubahan
konstitusi, dan reformasi konstitusi, yang penulis maksudkan semata-
mata adalah membuat, mengubah, dan/atau mengganti sebuah kon-
stitusi tertulis. Meminjam kata-kata Wheare, tulisan ini berfokus
pada amandemen ‘formal’, bukan amandemen ‘informal’.99 Yang disebut
pertama dilakukan menurut mekanisme perubahan yang diatur dalam
konstitusi itu sendiri, sedangkan yang belakangan terjadi melalui
praktik konvensi atau interpretasi peradilan konstitusi.100 Tulisan
ini mengamini pendapat Friedrich bahwa sekalipun informal amande-
men bisa saja menghasilkan perubahan-perubahan penting, sedangkan
perubahan-perubahan tertentu—seperti struktur sebuah negara federal
dan pembagiannya menjadi negara-negara bagian—akan mustahil di-
lakukan tanpa adanya sebuah amandemen formal.101

Pembuatan Konstitusi

Menurut Venter, konsep ‘konstitusi’ itu sendiri sifatnya dinamis.102

John P. Wheeler, Jr., terang-terangan berpendapat bahwa perubahan
konstitusi adalah satu keniscayaan.103 Romano Prodi bahkan mengata-
kan, “konstitusi yang tak bisa diubah adalah konstitusi yang lemah”,
karena “ia tidak bisa beradaptasi dengan realitas; padahal sebuah
konstitusi harus bisa diadaptasikan dengan realitas yang terus ber-
ubah”.104 Bahkan, menurut Brannon P. Denning, sebuah mekanisme
amandemen konstitusi sangat diperlukan untuk menjamin bahwa
generasi yang akan datang punya alat untuk secara efektif “menjalan-
kan kekuasaan-kekuasaan mereka untuk memerintah.”105 Watak kon-
stitusi nasional yang terus berubah ini disoroti oleh Venter yang
berpendapat bahwa:

… Konstitusi yang ‘final’ itu tidak ada, karena konstitusi nasional

itu sama hidupnya dengan negara, terdiri dari begitu banyak
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manusia yang berpikir, yang untuknyalah konstitusi itu ada. Ide

tentang sebuah konstitusi yang [keberadaannya] tak bisa diganggu

gugat tidak mungkin konsisten dengan dalil-dalil negara kon-

stitusional modern.106

Pendapat Venter ini mirip dengan gagasan Thomas Jefferson
bahwa:

... hukum-hukum dan lembaga-lembaga harus seiring sejalan dengan

perkembangan pemikiran manusia. Ketika pemikiran manusia

menjadi lebih maju, lebih tercerahkan, ketika temuan-temuan baru

dibuat, kebenaran-kebenaran baru ditemukan, dan sikap-sikap

serta pendapat-pendapat berubah, sejalan dengan berubahnya si-

tuasi dan kondisi, lembaga-lembaga pun harus ikut maju agar tidak

ketinggalan zaman.107

James L. Sundsquist mencatat bahwa tak lama setelah diber-
lakukannya konstitusi tertulis pertama di Amerika, James Madison
menyatakan, “Penulis bukanlah salah satu di antara orang-orang—
kalau memang ada—yang berpikir bahwa Konstitusi yang baru saja
diberlakukan ini adalah sebuah karya tanpa cacat.”108 Dua puluh
delapan tahun kemudian, Gubernur Morris menulis:

… segala yang manusiawi tak mungkin bisa sempurna. Dikepung

oleh kesulitan-kesulitan, kami sudah lakukan yang terbaik yang

kami bisa; [lalu kami] serahkan semuanya kepada penerus-penerus

kami untuk belajar dari pengalaman, dan dengan cara yang

bijaksana menggunakan kekuasaan untuk melakukan amandemen,

yang sudah kami berikan.109

Menyuarakan hal serupa, Edward McWhinney berpendapat bahwa,
seperti halnya sebuah konstitusi, konstitusionalisme adalah konsep
yang juga dinamis.110 Hubungan antara konstitusionalisme dan peme-
rintah terus-menerus berubah, di mana konstitusi itu sendiri adalah
bukti paling gamblang dari perubahan itu.111 Lebih jauh McWhinney
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menggarisbawahi bahwa tugas dan tanggung jawab utama elite politik
dalam sebuah pemerintahan yang konstitusional adalah mengantisi-
pasi, mengoreksi, dan mengubah substansi sebuah konstitusi demi
memastikan bahwa konstitusi itu berada di jalan yang sama ke arah
proses menuju demokrasi.112 Karenanya, menurut Friedrich, dalam
konstitusi modern yang baik, aturan-aturan untuk melakukan aman-
demen merupakan satu bagian yang vital.113 Sealur dengan Friedrich,
McWhinney menyatakan bahwa:

… setiap sistem konstitusi harus selalu memiliki satu sifat inheren

untuk selalu berubah; dan konstitusionalisme itu sendiri tidak

semata-mata menjadi nilai-nilai substantif yang dituliskan menjadi

sebuah piagam konstitusi, tetapi proses-proses aktual perubahan-

perubahan konstitusi itu sendiri.114

Penelitian ini mengakui bahwa perubahan konstitusi itu perlu
dan harus difasilitasi. Sebuah konstitusi yang tak bisa diamandemen
tidaklah lebih dari sebuah dokumen palsu penuh kepura-puraan.
Sebuah konstitusi yang tidak bisa diubah tidak lebih dari sekadar
dokumen basa-basi. Menerapkan argumen demikian ke dalam peng-
alaman Indonesia, tak mengherankan bahwa kebijakan pemerintahan
Soeharto yang menganggap UUD 1945 sebagai sebuah dokumen yang
sakral, dan karenanya tak boleh diubah, ditolak dengan serta-merta
begitu Soeharto sendiri terguling dari takhtanya.115

Perubahan konstitusi hanyalah bagian dari pembuatan konsti-
tusi.116 Wheeler membedakan antara amandemen (amendment) konsti-
tusi dan revisi (revision) konstitusi.117 Dia mendefinisikan sebuah
‘amandemen’ sebagai “perubahan dalam lingkup yang terbatas, yang
mencakup satu atau sejumlah terbatas aturan dalam sebuah konsti-
tusi”; sedangkan ‘revisi’ didefinisikannya sebagai “menimbang-ulang
(reconsideration) keseluruhan atau sebagian besar dari sebuah kon-
stitusi”.118 Venter menolak pemilahan ini dan berpendapat bahwa
pembuatan kontitusi (constitution-making) mencakup baik amandemen
maupun revisi.119
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Menurut Bonime-Blanc, pembuatan konstitusi adalah sebuah pro-
ses pembuatan kebijakan di mana elite-elite politik menentukan batas-
batas kekuasaan pemerintah dan hak-hak serta kewajiban-kewajiban
warga negara.120 Gabriel L. Negretto mendefinisikan pembuatan kon-
stitusi sebagai:

… sebuah proses temporer yang terbatas, di mana sekelompok aktor

politik terlibat dalam merancang, membahas, dan mengesahkan

sebuah dokumen tertulis yang dimaksudkan untuk mengatur meka-

nisme pemerintahan, hubungan antara individu dan otoritas-otoritas

publik, perkecualian-perkecualian dan prosedur amandemen.121

Bagi Daniel J. Elazar, pembuatan konstitusi adalah sebuah tindakan
yang amat sangat politis karena konsepsi kita tentang konstitusi
bergantung pada “hubungan antara isi dokumen konstitusi itu dan
karakter fundamental atau bentuk pemerintahan yang akan diabdi-
nya”.122 Bonime-Blanc menyatakan bahwa, paling banter, pembuatan
konstitusi adalah sebuah upaya ekstensif untuk memecahkan persoalan
sosial dan politik.123 Tetapi, definisi ini lebih condong kepada elite
dan mengabaikan peran rakyat. Semestinya, setelah mengakui bah-
wa pembuatan kebijakan berurusan langsung dengan hak-hak dan
kewajiban-kewajiban rakyat, serta kekuasaan-kekuasaan pemerintah,
Bonime-Blanc memberikan lebih banyak ruang bagi keterlibatan publik
dalam proses pembuatan konstitusi.

Dia mengakui bahwa “dua gugus keputusan-keputusan utama”
harus ditangani dalam proses pembuatan konstitusi: “rumusan politik”
dan “rumusan sosial-pemerintahan”.124 Rumusan politik mengacu pada
bentuk, batas-batas dan fungsi pemerintah, sedangkan rumusan sosial-
pemerintahan berisikan hubungan antara pemerintah dan rakyat.125

Rumusan sosial-pemerintahan berimplikasi bahwa segala proses pem-
buatan konstitusi harus melibatkan rakyat agar dapat mencakup
hubungan antara pemerintah dan individu-individu sebagaimana mes-
tinya. Ini tak berarti bahwa rakyat tak punya hubungan dengan ru-
musan politik. Kedua rumusan itu terkait sangat erat.



Kerangka Teoretis Pembuatan Konstitusi yang Demokratis      75

Sehubungan dengan metode pembuatan konstitusi, Rosen me-
mandang bahwa metode ini bisa memengaruhi perkembangan konsti-
tusionalisme secara signifikan.126 Bentuk yang diambil dalam proses
pembuatan konstitusi akan mencerminkan karakter konfigurasi politik
di masa yang akan datang, terutama kalau prosesnya berlangsung
selama masa transisi dari sebuah pemerintahan yang otoriter.127

Tulisan ini mendefinisikan proses perubahan konstitusi tahun
1999-2002 sebagai “proses pembuatan konstitusi Indonesia selama
masa transisi dari pemerintahan otoriter Soeharto”. Sebuah proses
yang demokratis adalah sebuah keniscayaan demi memastikan lahirnya
sebuah konstitusi yang demokratis, dan dengan demikian, mengaman-
kan transisi Indonesia ke alam demokrasi. Konsep transisi itu sendiri
akan dipaparkan sebagai berikut.

Transisi dari Pemerintahan yang Otoriter

Menurut Samuel P. Huntington, bentuk-bentuk spesifik rezim
otoriter ditandai dengan sistem satu-partai, sistem totaliter, kedikta-
toran personal, rezim militer, dan sebagainya.128

Mendefinisikan ‘transisi’, Bonime-Blanc merujuk pada sebuah
periode reformasi dari bentuk pemerintahan otoriter ke bentuk peme-
rintahan yang demokratis.129 Sebuah rezim yang otoriter, demikian
Juan J. Linz, adalah sebuah sistem politik yang memiliki:

… pluralisme politik yang terbatas, tetapi tidak bertanggung jawab;

tidak memiliki ideologi pembimbing yang lengkap (tetapi memiliki

mentalitas-mentalitas yang khas); tak memiliki mobilisasi politik

yang intensif maupun ekstensif … dan di mana seorang pemimpin

(dan kadang-kadang satu kelompok kecil) menjalankan kekuasaan-

nya di dalam batas-batas yang secara formal tidak ditetapkan

dengan jelas tetapi sesungguhnya sangat gampang diprediksi.130

Berlawanan dengan definisi Linz tentang rezim yang otoriter,
Bonime-Blanc percaya bahwa rezim-rezim yang demokratis adalah:
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… sistem-sistem politik yang memiliki pluralisme yang bertanggung

jawab dan kebanyakan tak terbatas; memiliki beragam ideologi

dan mentalitas; memiliki mobilisasi politik dan partisipasi tertentu

yang dimungkinkan melalui partai-partai politik; dan di mana

pemimpinnya menjalankan kekuasaannya di dalam batas-batas

yang secara formal ditetapkan dengan baik dan jelas (yaitu batas-

batas konstitusional) yang biasanya sangat mudah diprediksi.131

Akan tetapi, Guillermo O’Donnell dan Phillippe C. Schmitter ber-
pendapat lain. Bagi mereka, transisi yang berawal dari rezim otoriter
tertentu tidak selamanya berakhir dengan pemerintahan yang demo-
kratis.132 Malahan, suatu transisi bisa jadi justru beranjak ke ‘sesuatu
yang lain’, entah apa, termasuk, misalnya, kembalinya sebuah tipe
rezim otoriter baru, yang justru lebih kejam.133

Menurut Bonime-Blanc, dibutuhkan empat pengembangan untuk
memastikan bahwa pemerintahan yang demokratis menjadi titik akhir
sebuah masa transisi: pertama, pluralisasi dan mobilisasi masyarakat
dari bawah; kedua, liberalisasi kebijakan-kebijakan sosial-ekonomi;
ketiga, konstitusionalisasi aktivitas politik; dan, keempat, liberalisasi
dan demokratisasi birokrasi.134 Pendapat demikian mencerminkan
pandangan Bonime-Blanc bahwa transisi adalah sebuah proses yang
evolusioner,135 bukan sebuah ‘transformasi revolusioner’136 atau per-
gantian pemerintahan di dalam struktur konstitusional yang sama.137

Ini definisi yang lebih sempit tentang transisi. Dalam pengertian yang
lebih luas, transisi bisa saja terjadi melalui revolusi, perang sipil, atau
kudeta sekalipun.138

Transisi Evolusioner dan Transisi Revolusioner

Ralf Dahrendorf punya pandangan serupa dengan gagasan Bonime-
Blanc tentang transisi evolusioner. Baginya, transisi adalah:

… transformasi terkendali [mengubah] negara tak liberal menjadi

negara liberal. Transisi … bisa jadi merupakan respons terhadap

tekanan-tekanan yang lebih atau kurang populer, tetapi transisi
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itu dibawakan oleh pemerintah yang tengah berkuasa. Pemerintah

semacam itu pada umumnya menjalani perubahan besar sejalan

dengan berlanjutnya transisi. Kendati dampak transisi bisa bersifat

revolusioner, alur kontinuitasnya tidak pernah putus sama sekali.139

Untuk membedakan antara transisi dan revolusi ini, teori keber-
langsungan hukum (legal continuity) Hans Kelsen menjadi relevan.
Bagi Kelsen, revolusi dalam pengertian yang paling umum:

… terjadi apabila tatanan hukum masyarakat ditiadakan dan

diganti dengan sebuah tatanan baru dengan cara yang tidak sah,

yaitu, dengan cara yang tidak dianjurkan oleh tatanan sebelumnya.140

Kelsen menyodorkan sebuah tes untuk mengidentifikasi keber-
langsungan ini: kalau sebuah konstitusi diubah menurut aturannya
sendiri, negara dan tatanan hukumnya akan tetap sama.141 Tidak
soal seberapa fundamentalnya perubahan-perubahan itu pada hakikat-
nya. Jika perubahan-perubahan itu dilakukan sejalan dengan aturan
konstitusi yang bersangkutan, keberlangsungan sistem hukum yang
ada tidak akan terganggu.142

Peter Paczolay, meski menggunakan istilah ‘revolusi konstitusi’,
mendukung definisi transisi evolusioner Bonime-Blanc.143 Merujuk
pada pembuatan konstitusi Hungaria di akhir 1980-an, Paczolay ber-
pendapat bahwa ‘revolusi konstitusi’ berarti preferensi orang atas
superioritas hukum di atas kekuasaan dan paksaan.144 Dalam kerangka
ini, dilakukan upaya untuk memastikan bahwa transisi-transisi itu
“tidak hanya dipersiapkan secara sah, tetapi juga didasarkan pada
konstitusi yang ada dan ditekankan pada keberlangsungan sistem
hukum yang ada”.145

Konsep transisi evolusioner dan transisi revolusioner perlu diba-
has, karena di dalam perubahan konstitusi Indonesia selama rentang
waktu 1999-2002, salah satu perdebatan terhangat adalah: apakah
diperlukan sebuah revolusi konstitusi untuk memperbarui UUD 1945,
ataukah evolusi konstitusi melalui amandemen sudah cukup untuk
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mereformasi UUD 1945? Penulis akan memaparkan lebih jauh per-
debatan tentang masalah ini dalam Bab Empat hingga Bab Delapan.
Tetapi, penting untuk memahami bahwa penelitian ini hanya berfokus
pada tahap ketiga dari analisis Bonime-Blanc, yaitu ‘menata-kembali
(reordering) dan merestrukturisasi (restructuring) aturan dan lembaga
politik”.146 Terakhir, tulisan ini mendefinisikan ‘pembuatan konstitusi
yang demokratis pada masa transisi’ sebagai proses pembuatan ke-
bijakan di mana aturan tertulis yang baru diberi status konstitusional
formal, dengan cara yang demokratis dalam sebuah masa transisi.

Aspek Kunci Pembuatan Konstitusi

Bagian ini akan mengelaborasi empat aspek utama dalam proses
pembuatan konstitusi: (i) kapan pembuatan konstitusi harus dilaku-
kan, (ii) bagaimana pembuatan konstitusi harus dilakukan; (iii) siapa
yang harus menjadi lembaga pembuat konstitusi; dan (iv) bagaimana
partisipasi masyarakat semestinya digalang. Ada juga aspek kelima
berupa apa yang semestinya dikandung dalam sebuah konstitusi,
tetapi aspek ini akan dibahas dalam Bagian Unsur-Unsur Konstitusi
Demokratis pada Bab ini, yaitu yang membahas elemen-elemen sebuah
konstitusi yang demokratis.

Ada pendapat bahwa aspek ketiga dan keempat berupa lembaga
pembuat konstitusi dan partisipasi masyarakat seharusnya disisipkan
ke dalam aspek ketiga tentang bagaimana seharusnya pembuatan
konstitusi dilakukan. Bagi penulis, bagian ini disusun dan dibahas
sedemikian rupa untuk memungkinkan penulis dengan saksama meng-
evaluasi proses pembuatan konstitusi tahun 1999-2002 secara ter-
struktur dan sistematis. Selama proses ini berlangsung, persoalan
seputar lembaga pembuat konstitusi dan partisipasi masyarakat selalu
muncul dan menjadi kontroversi, dan karenanya, harus dibahas secara
lebih serius.
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Kapan Pembuatan Konstitusi Dilakukan

Pertanyaan tentang kapan pembuatan konstitusi harus dilakukan
menjadi penting karena proses pembuatan konstitusi tahun 1999-
2002 diwarnai dengan perdebatan-perdebatan tentang persoalan ini.
Sedikitnya ada dua masalah yang bertalian dengan waktu pembuatan
konstitusi muncul di Indonesia: pertama, apakah masa transisi dari
rezim otoriter Soeharto kondusif untuk melakukan reformasi; dan
kedua, apakah diperlukan satu jadwal spesifik untuk membuat kon-
stitusi.

Robert A. Goldwin dan Art Kaufman berpendapat bahwa pem-
buatan konstitusi hanya mungkin dilakukan pada “momentum luar
biasa” dalam sejarah suatu bangsa.147 Menurut Von Savigny, mo-
mentum semacam itu terjadi ketika sebuah bangsa telah “sepenuhnya
mencapai kematangan politik dan hukumnya”.148 Melakukan proses
pembuatan konstitusi sebelum kematangan ini tercapai hanya akan
melahirkan sebuah “kodifikasi yang prematur” dan melakukannya
setelah kematangan itu tercapai akan membawa negara yang ber-
sangkutan kepada sebuah “tindakan yang sia-sia”.149 Elster meng-
angkat argumen lain bahwa, idealnya, sebuah proses pembuatan konsti-
tusi dilakukan dalam “kondisi-kondisi yang paling tenang dan tanpa
gangguan”.150

Momentum Konstitusi

Faktanya, baik persyaratan “kematangan politik dan hukum” yang
disodorkan Savigny maupun “kondisi-kondisi yang paling tenang dan
tanpa gangguan” yang dipatok oleh Elster tak gampang diraih. Bahkan
Paczolay mewanti-wanti, “luar biasa sulit untuk mendapatkan momen-
tum luar biasa tentang kapan tepatnya sebuah konstitusi yang adil
bisa dirancang”.151 Nyatanya, momentum bagi proses pembuatan kon-
stitusi justru kerap terjadi dalam masa-masa sulit dan penuh gejolak.152

Elster yakin bahwa kerapkali konstitusi ditulis di “saat-saat krisis
yang membutuhkan tindakan-tindakan yang luar biasa dan drama-
tis”.153 Dia menengarai delapan peristiwa yang memicu pembuatan
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konstitusi: krisis sosial dan ekonomi; revolusi; runtuhnya sebuah
rezim; ketakutan akan runtuhnya sebuah rezim; kekalahan dalam
perang; rekonstruksi pasca-perang; pembentukan sebuah negara baru;
dan kemerdekaan dari kekuasaan kolonial.154 Meyakini pandangan
yang sama, McWhinney berkesimpulan bahwa tindakan-tindakan ko-
difikasi konstitusi yang berhasil nyaris selalu terjadi secara konsis-
ten pada saat, atau segera setelah, berlangsungnya masa-masa sulit
semacam itu; atau setelah masa-masa antusiasme publik yang diikuti
oleh euforia publik.155 Inilah saat-saat ketika lembaga-lembaga pembuat
konstitusi merasa lebih mudah menemukan watak mood publik dan
mengubahnya menjadi sebuah teks konstitusi.

Bagi Bogdanor, gejolak politik diperlukan untuk mereformasi se-
buah konstitusi, karena gejolak itu:

… hadir sebagai tekanan yang menuntut perubahan konstitusi ke-

tika konstitusi suatu negara tidak lagi sebangun-sejalan dengan

nilai-nilai sosial dan kecenderungan-kecenderungan politik yang

tengah berubah; … dalam situasi dan kondisi ini, partai-partai

politik akan mampu, dengan satu tingkat keberhasilan tertentu,

mengadopsi reformasi konstitusi ke dalam program-program me-

reka.156

Meyakini pendapat yang sama dengan Bogdanor, Wheare menya-
takan bahwa layak-tidaknya sebuah reformasi konstitusi tidak hanya
bergantung pada pakem-pakem hukum yang mengatur metode per-
ubahan itu, tetapi juga konfigurasi kelompok politik dan sosial.157

Selama kelompok-kelompok ini puas dengan kinerja konstitusi yang
ada, maka reformasi konstitusi tidak akan mungkin terjadi.158 Karena-
nya, dalam situasi politik yang bergolak, ketika konfigurasi politik
biasanya berubah secara dramatis, peluang terjadinya reformasi kon-
stitusi pun menjadi lebih besar.

Bagi Huntington, krisis adalah saat yang sempurna untuk mensti-
mulasi munculnya gelombang demokratisasi. Gelombang ini adalah
sebuah transisi dari rezim totaliter ke rezim demokratis yang terjadi
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dalam satu rentang waktu tertentu.159 Masih menurut Huntington,
ada tiga gelombang demokratisasi yang sudah pernah terjadi di dunia
modern ini.160 Gelombang pertama, sejak tahun 1828 hingga 1926,
diawali dengan revolusi Amerika dan revolusi Prancis. Gelombang
kedua, 1943 sampai dengan 1962, terjadi setelah Perang Dunia II.
Sementara gelombang ketiga berakar pada berakhirnya kediktatoran
Portugis pada tahun 1974. Dalam rentang waktu lima belas tahun,
sekitar tiga puluh negara lainnya di seantero Eropa, Asia, dan Amerika
Latin menyusul langkah Portugal mengganti rezim diktator dengan
rezim yang demokratis.161

Terkait dengan kurun-kurun waktu yang disebut-sebut dalam
‘gelombang-gelombang demokratisasi’nya Huntington, Elster mene-
ngarai tujuh gelombang pembuatan konstitusi dalam sejarah politik
modern.162 Gelombang pertama terjadi sepanjang 1780-1791, ketika
Amerika Serikat, Prancis, dan Polandia menulis konstitusi mereka
masing-masing. Gelombang kedua menyapu sepanjang masa revolusi
di Eropa pada tahun 1848. Yang ketiga bermula setelah Perang Dunia
Pertama, dan yang keempat terjadi menyusul Perang Dunia Kedua.
Gelombang kelima muncul berkaitan dengan proses dekolonisasi,
terutama di daerah-daerah koloni Inggris dan Prancis di tahun 1940-
an dan 1960-an, dan gelombang keenam lahir setelah runtuhnya
kediktatoran-kediktatoran di Eropa pada pertengahan 1970-an. Ter-
akhir, gelombang ketujuh melanda ketika negara-negara komunis Eropa
Timur dan Tengah menerapkan konstitusi-konstitusi baru pasca-run-
tuhnya imperium Soviet di akhir 1980-an.163

Bertumpu pada analisis Elster itu, penulis berpendapat bahwa
sejak tahun 1990-an hingga awal abad kedua puluh telah terjadi
gelombang kedelapan dalam pembuatan konstitusi. Merujuk kepada
dokumentasi di situs Universitas Wuerzburg,164 Saunders menemukan
lebih dari enam puluh konstitusi baru yang sudah diberlakukan dalam
dua dasawarsa terakhir.165 Situs yang sama juga menunjukkan bahwa,
sepanjang periode yang sama, lebih dari dua puluh enam konstitusi
lainnya telah mengalami perubahan yang substansial.166 Kelompok
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enam puluh negara ini meliputi Afrika Selatan pasca-rezim apartheid,
Filipina selepas Ferdinand Marcos, dan Nigeria serta Thailand setelah
jatuhnya rezim militer masing-masing pada tahun 1990-an. Proses
amandemen UUD 1945 yang terjadi di Indonesia pada periode 1999-
2002, yang tak lain adalah fokus kajian penelitian ini, harus dima-
sukkan ke dalam gelombang pembuatan kontitusi yang terakhir ter-
sebut.

Waktunya Tak Lama

Sayangnya, atmosfer euforia yang kondusif bagi proses pembuatan
konstitusi biasanya tak berumur panjang.167 Seni membuat konstitusi
adalah mengambil keuntungan dari periode-periode pendek semacam
itu. Menunda-nunda awal proses itu terlalu lama akan berisiko tidak
hanya hilangnya pil perangsang reformasi konstitusi, tetapi juga du-
kungan kuat rakyat untuk mendapatkan sebuah konstitusi rakyat yang
akan memuluskan jalan untuk “mendobrak masa lalu yang kelam dan
melahirkan sebuah jembatan ke masa depan yang menjanjikan”.168

Thailand pernah mengalami dilema ini. Pernah terbetik perta-
nyaan, apakah tahun 1996-1997 adalah waktu yang tepat untuk me-
lakukan pembuatan konstitusi atau tidakkah sebaiknya begitu banyak
upaya dan tenaga diarahkan untuk mengatasi krisis ekonomi saja.169

Jawaban Thailand akhirnya adalah: persoalan ekonomi “terkait sangat
erat dan tak terpisahkan dari” persoalan konstitusi dalam menangani
isu pemerintahan yang baik.170 Prudhisan Jumbala mengatakan bahwa
krisis ekonomi telah membuat jalan ke reformasi konstitusi Thailand
lebih mudah dari yang pernah dibayangkan sebelumnya.171 Bahkan,
menurut Harding, pemerintahan Chuan Leekpai (1996-2001) berhasil
menangani masalah ekonomi dan masalah pemerintahan.172 Kendati
Leekpai kehilangan takhtanya setelah Pemilu Januari 2001, reformasi
konstitusi yang dilakukan di bawah pemerintahannya akan dicatat
dalam sejarah sebagai “pelopor reformasi fundamental” di Thailand.173

Meskipun pembuatan konstitusi di masa transisi adalah satu
tugas yang tak gampang, sebuah negara biasanya tak punya pilihan
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selain melakukannya. Per Strand berpendapat bahwa “transisi-transisi
ke demokrasi pasti melibatkan satu elemen berupa reformasi kon-
stitusi”.174 Mengamini hal itu, Paczolay beranggapan bahwa:

… merancang dan memberlakukan sebuah konstitusi baru bagi

sebuah masyarakat yang sedang memasuki satu periode eksistensi

baru adalah satu tugas yang sangat melelahkan sekaligus serius

dan luar biasa.175

Dalam hubungan yang problematik antara masa transisi dan pem-
buatan konstitusi ini, Elster melihat adanya dua paradoks mendasar.
Pertama, pembuatan konstitusi pada umumnya muncul dalam kondisi-
kondisi yang cenderung menghambat sebuah proses pembuatan kon-
stitusi yang konstruktif.176 Kedua, pembuatan konstitusi yang penting
dan substansial tidak mungkin terjadi kecuali ketika krisis sudah
ada di ambang pintu.177 Paradoks ini bisa jadi adalah sebuah berkah
tersembunyi. Sulitnya situasi dan kondisi selama masa transisi akan
menciptakan suatu situasi kritis yang memungkinkan bermacam-
macam elemen dalam sebuah negara bersatu dan mengatasi masalah-
masalahnya, termasuk membuat sebuah sistem pemerintahan yang
lebih baik melalui reformasi konstitusi. Dengan demikian, seperti
pernyataan Peter H. Russell, “sebuah negara terkadang harus berada
dalam posisi terjepit, sebelum para pemimpin dan rakyatnya mau
menerima perbedaan di antara mereka.”178

Jadwal yang Spesifik

Dalam mengatur waktu untuk membuat konstitusi, orang harus
ingat bahwa waktunya tidak boleh terlalu lama atau terlalu singkat.
Rentang waktu yang terlalu panjang untuk membuat konstitusi hanya
akan semakin menambah ketidakpastian dalam transisi dari kekuasaan
yang otoriter, di samping memperbesar kemungkinan hilangnya ‘mo-
mentum’ konstitusional negara yang bersangkutan untuk membuat
sebuah konstitusi di masa transisi.179 Tetapi, kalau waktunya terlalu
pendek pun tentu tidak bijaksana. Waktu yang dialokasikan untuk
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membuat konstitusi harus fleksibel agar lembaga pembuat konstitusi
bisa melakukan negosiasi di antara faksi-faksi yang ada di lembaga
itu dan melakukan berbagai konsultasi dengan publik. Tetapi, tidak
ada rumusan baku yang menentukan lamanya waktu yang diperlukan
untuk proses-proses semacam itu. Pengalaman dari berbagai negara
menunjukkan beragamnya jadwal. Majelis Perancang Konstitusi (Con-
stitutional Drafting Assembly) di Thailand diberi waktu 240 hari
untuk menulis draft konstitusi yang baru,180 sedangkan Majelis Kon-
stituante Afrika Selatan (South African Constituent Assembly) punya
waktu dua tahun untuk meracik rancangan konstitusi negaranya.181

Sebaiknya ada alokasi waktu tertentu untuk membuat konsti-
tusi.182 Ini sangat penting demi memberikan mandat yang jelas kepada
lembaga pembuat konstitusi. Alokasi waktu yang spesifik membantu
lembaga itu untuk menata rencana kerjanya. Selain itu, alokasi waktu
semacam itu dapat menekan lembaga yang bersangkutan untuk me-
nyelesaikan pekerjaannya tepat waktu. Jika tidak ada rentang waktu
kerja yang jelas, tak mustahil lembaga pembuat konstitusi akan terus
menunda-nunda pekerjaannya setiap kali ia menghadapi kesulitan-
kesulitan dalam mengambil keputusan-keputusan konstitusional. Re-
formasi konstitusi Indonesia tahun 1999-2002 mengalami masalah
ini.183 Karenanya, saran Arato, lembaga pembuat konstitusi “harus
bekerja dengan satu tenggat waktu tertentu, sehingga tidak ada kelom-
pok yang bisa menggunakan taktik mengulur waktu demi kepenting-
annya sendiri”.184

Sebuah sistem yang ‘lebih baik’ membutuhkan sebuah konstitusi
yang ‘lebih baik’; atau, meminjam kata-kata Howard, “zaman baru
membutuhkan konstitusi baru”.185 Lembaga-lembaga pembuat kon-
stitusi harus memanfaatkan atmosfer euforia yang dilahirkan oleh
transisi politik. Situasi yang sulit harus dipandang oleh lembaga
pembuat konstitusi sebagai sebuah peluang dan tantangan. Dalam
hal ini, memilih lembaga pembuat konstitusi yang tepat adalah salah
satu kunci keberhasilan. Bagian Tiga tentang lembaga pembuat kon-
stitusi akan menyoal masalah ini lebih teperinci.
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Di sisi lain, demi memanfaatkan momentum konstitusi transisi
untuk membuat sebuah konstitusi, orang harus menjalankan proses
pembuatan konstitusi yang demokratis, sebuah persoalan yang akan
dibahas dalam bagian berikut ini.

Bagaimana Proses Pembuatan Konstitusi Demokratis

Di bagian ini, akan dibahas dua hal: pertama, pentingnya proses,
dan, kedua, tahap-tahap sebuah proses pembuatan konstitusi.

Proses: Pentingkah?

Dalam pembuatan konstitusi, proses benar-benar penting. Menu-
rut Vivien Hart:

… bagaimana konstitusi dibuat, begitu juga apa yang dikatakannya,

jelas penting. Proses sudah menjadi sama pentingnya dengan isi

sebuah dokumen final untuk melegitimasi sebuah konstitusi baru

…. Sebuah konstitusi yang demokratis bukan lagi sekadar konstitusi

yang membakukan pemerintahan yang demokratis, melainkan juga

sebuah konstitusi yang dibuat dalam sebuah proses yang demo-

kratis.186

Julius Ihonvbere percaya bahwa sebuah proses pembuatan kon-
stitusi yang demokratis “teramat sangat penting sifatnya bagi ke-
kuatan, akseptabilitas, dan legitimasi produk finalnya”.187 Dengan
cara yang sama, dari sudut pandang teori demokrasi, Arato berpen-
dapat bahwa ragam proses yang membakukan aturan main dalam
politik yang demokratis sama sekali tak bisa dianggap irrelevan.188

Lebih jauh, Rosen menekankan bahwa kalau tujuan global sebuah
konstitusi adalah untuk menciptakan sebuah sistem politik yang demo-
kratis, proses pembuatan konstitusinya “sejauh mungkin harus murni
demokratis”.189

Meski begitu, secara implisit Rosen mengakui bahwa menghi-
langkan sama sekali elemen-elemen yang tak demokratis di dalam
sebuah proses pembuatan konstitusi jelas tak mungkin. Baginya,
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harus ada perlakuan yang berbeda antara proses pembuatan konstitusi
di negara yang—memang sudah—demokratis dan proses serupa di
negara yang baru mulai belajar bagaimana menjadi demokratis. Rosen
berpendapat bahwa:

… di sebuah masyarakat yang sudah beroperasi sebagai sebuah

demokrasi, bukan hal sulit untuk menulis sebuah konstitusi baru

tanpa melanggar norma-norma demokrasi apa pun. Tetapi, sebuah

masyarakat di mana demokrasi merupakan tujuan para perancang

konstitusi yang belum terwujudkan, di titik tertentu dalam proses-

nya sebuah elemen non-demokrasi atau “pra-demokrasi”, jelas tak

mungkin dihindari.190

Mendukung pendapat Rosen, Arato menyatakan bahwa untuk
menghasilkan sebuah konstitusi yang demokratis, sebuah negara
tidak hanya memerlukan prosedur-prosedur yang demokratis, tetapi
juga harus memerhatikan pengaruh elemen anti-demokrasi.191 Ber-
kaca pada pengalaman Prancis ketika membuat Konstitusi Republik
Keempat tahun 1946, Arato berkesimpulan bahwa sekalipun memiliki
prosedur-prosedur pembuatan konstitusi yang “ultra-demokratis”—
karena proses pembuatan konstitusinya meliputi disahkannya terlebih
dulu tiga referenda—soal seberapa demokratisnya Konstitusi Republik
Keempat itu masih tetap diperdebatkan,192 karena elemen-elemen
anti-demokrasi terlibat dalam Undang-Undang Pemilu Prancis yang
diberlakukan untuk memilih Majelis Konstituante Prancis.193

Pengalaman Prancis ini membuktikan bahwa proses pembuatan
konstitusi adalah satu persoalan yang rumit. Bahkan, prosedur-prose-
dur yang “ultra-demokratis” sekalipun tidak menjamin dihasilkannya
sebuah konstitusi yang demokratis pula.

Tetapi, ini tidak lantas berarti bahwa sebuah proses yang demo-
kratis tak lagi penting. Sebaliknya, hal ini harus diperlakukan sebagai
sebuah tantangan untuk bisa menemukan sebuah pendekatan proses
pembuatan konstitusi yang lebih demokratis sejak awal hingga akhir.
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Dalam soal pembuatan konstitusi dalam masa transisi dari sebuah
pemerintahan yang otoriter, Bonime-Blanc menyatakan bahwa proses
pembuatan konstitusi bersifat “sentral bagi keberhasilan transisi ke
demokrasi”194 Hal ini bisa dijadikan indikasi apakah transisi ke demo-
krasi itu sukses atau tidak. Pertarungan antara para pendukung dan
para penentang demokrasi akan terlihat sangat jelas dalam proses
ini. Yang jelas, kalau para pendukung demokrasi di lembaga pembuat
konstitusi lebih kuat ketimbang para penentangnya, transisi ke demo-
krasi berpeluang lebih besar untuk bisa berhasil.

Tipe-Tipe Proses Pembuatan Konstitusi

Argumen lain tentang mengapa dalam pembuatan konstitusi proses
menjadi penting adalah karena adanya fakta bahwa proses meme-
ngaruhi substansi konstitusi.195 Tentang hal yang satu ini, Bonime-
Blanc menggolongkan proses menjadi tiga tipe: proses ‘konsensual’
(consensual), ‘disensual’ (dissensual), dan ‘gagal’ (stillborn).196

Proses konsensual adalah yang terbaik di antara ketiga bentuk
proses pembuatan konstitusi, karena pembuatan konstitusi yang
konsensual mempunyai empat karakteristik. Pertama, proses konsen-
sual mensyaratkan partisipasi dari semua—atau setidaknya sebagian
besar—kelompok politik yang ada.197 Kedua, kesepakatan-kesepakat-
annya dicapai dengan memastikan adanya tanggung jawab politik
yang menjamin tidak adanya solusi dogmatik dan pemanfaatan kom-
promi.198 Ketiga, kompromi ini kerapkali menimbulkan kerancuan-
kerancuan pada pasal-pasalnya.199 Keempat, walaupun kerancuan ini
sering menyulitkan satu atau lebih kelompok politik, tak satu pun di
antara kelompok-kelompok itu benar-benar tak sepakat dengan teksnya
secara keseluruhan, mayoritasnya tetap mendukung konstitusi yang
dihasilkan.200

Dalam proses disensual, pembuatan konstitusi tidak melibatkan
semua kelompok politik.201 Solusi dogmatik jadi hal yang lumrah dan
masalah-masalah yang ada tak bisa dipecahkan sebagaimana mesti-
nya.202 Kesepakatan susah dibuat, dan kalaupun bisa dicapai, kesepa-
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katan itu sering melibatkan penolakan dan/atau keberatan terhadap
pendapat yang disodorkan oleh satu atau lebih kelompok politik uta-
ma.203 Konstitusi yang disensual sangat mungkin mengandung solusi-
solusi yang hanya memuaskan kelompok-kelompok politik yang domi-
nan.204 Akibatnya, potensi ancaman bagi sistem politik yang baru
akan meningkat, terutama dari barisan sakit hati.205

Penting juga dicatat bahwa proses pengambilan keputusan pada
masa pembuatan draft sering terbentur pada sejumlah kendala. Se-
kalipun sudah melakukan yang terbaik, bisa jadi lembaga pembuat
konstitusi tetap tak mampu menghasilkan sebuah draft konstitusi
yang final, karena adanya hambatan demikian. Inilah tipe ketiga pem-
buatan konstitusi: gagal (stillborn) alias gugur sebelum berkembang.
Ini adalah “proses pembuatan konstitusi yang gagal sebelum disahkan
dan diberlakukan”.206 Kegagalan ini terjadi karena perbedaan-perbe-
daan antara kelompok-kelompok politik yang ada terlalu dalam, sehing-
ga orang “tak mungkin membentuk sebuah koalisi yang dominan”.207

Karakteristik utama dari sebuah proses yang gagal adalah bahwa
konstitusi gagal dibuat, atau, kalaupun sudah berhasil diracik, tidak
disetujui secara nasional.208

Rumusan tentang Proses Pembuatan Konstitusi

Kendati orang sepakat bahwa proses memang penting, Elster
melihat belum ada literatur yang berhasil menjelaskan proses pem-
buatan konstitusi secara komprehensif.209 McWhinney percaya bahwa:

… orang-orang yang mencari aturan umum atau aksioma-aksioma

tentang bagaimana merancang konstitusi tidak akan menemukan

apa-apa. Yang ada justru adalah konvensi-konvensi atau model-model

alternatif, yang bergantung pada gaya hukum nasional masing-

masing, dan aliran-aliran hukum dan filsafat konstitusional tertentu

yang dominan pada saat tertentu dalam masa penyusunan draft.210

Wheare pun mengatakan, “ada bermacam-macam variasi dalam
proses amandemen yang ditawarkan dalam berbagai konstitusi, dan
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tidak mudah untuk menemukan prinsip-prinsip umum yang sama di
baliknya”.211 Selain itu, Paczolay yakin tidak ada satu pun cara yang
universal dalam pembuatan konstitusi.212 Menurut Saunders situasi
dan kondisi yang khas dan spesifik yang mengepung proses yang
bersangkutan memengaruhi bagaimana proses itu akan dijalankan.213

Jadi, dalam pandangannya, konstitusi harus dibuat “dengan cara apa
pun yang bisa diterima oleh komunitas yang untuknya sistem pemerin-
tahan itu dibentuk”.214 Akibatnya, muncul proses yang berbeda-beda
antara satu negara dan negara lainnya, dan dengan demikian, memin-
jam Arato, “orang dengan mudah terjebak ke dalam lingkaran setan
ketika menuntut agar konstitusi harus dibuat secara demokratis”.215

Rumusan Umum

Wheare melihat bahwa, meskipun metode-metode dan prinsip-
prinsipnya bisa berbeda-beda, proses pembuatan konstitusi harus
bertujuan mengamankan empat tujuan.216 Pertama, konstitusi harus
dibuat hanya atas dasar musyawarah.217 Kedua, rakyat harus punya
kesempatan untuk memberikan pendapatnya selama proses berlang-
sung.218 Ketiga, dalam sistem federal, tidak boleh ada pihak yang
bertindak sendiri untuk mengamandemen kekuasaan-kekuasaan yang
dimiliki oleh unit-unitnya maupun pemerintah federal.219 Keempat,
hak-hak individu maupun hak-hak masyarakat—khususnya hak-hak
kelompok-kelompok minoritas—harus dilindungi.220

Penulis berpandangan bahwa sekalipun tidak ada satu rumusan
baku tentang proses pembuatan konstitusi, proses tetap penting.
Pengalaman Indonesia dalam pembuatan konstitusi selama tahun
1999-2002 sudah menunjukkan bahwa meskipun hasil perubahan
itu adalah sebuah konstitusi yang lebih demokratis, karena prosesnya
tak dilengkapi dengan apa yang sudah masyarakat luas terima sebagai
segi-segi kunci yang biasa ada dalam proses pembuatan konstitusi
yang demokratis, legitimasi UUD 1945 setelah perubahan justru luas
dipertanyakan. Bab Empat sampai Delapan akan membahas soal ini
lebih jauh.



90      Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran

Tahap-Tahap Pembuatan Konstitusi

Saunders berpendapat bahwa proses pembuatan konstitusi bisa
dibagi menjadi tiga tahap: penentuan agenda; pengembangan dan
perancangan; serta pengesahan.221

Penetapan Agenda

Tahapan yang kritis ini meliputi persiapan dasar sebuah proses
pembuatan konstitusi.222 Tahap ini terdiri dari: menciptakan sebuah
terms of reference atau patokan-patokan dasar bagi lembaga pembuat
konstitusi; mengembangkan prinsip-prinsip konstitusi yang harus
menjadi dasar sebuah konstitusi; menciptakan kesepakatan awal di
antara tokoh-tokoh kunci; dan memutuskan sebuah prosedur penge-
sahan yang disepakati bersama, yaitu prosedur yang akan dilalui
oleh rancangan konstitusi yang bersangkutan.223

Masa Pra-Konstitusi

Pada masa transisi dari pemerintahan yang otoriter, disarankan
agar, dalam proses pembuatan konstitusi, penetapan agendanya diawali
dengan sebuah pemilihan umum (pemilu). Pemilu amat krusial, karena,
menyusul runtuhnya rezim otoriter, biasanya tidak ada lembaga sah
yang dipercaya oleh rakyat untuk membuat konstitusi.224 Karenanya,
segera setelah runtuhnya sebuah rezim otoriter, pemerintah sementara
yang baru harus mempersiapkan sebuah “masa pra-konstitusi”.225

Bonime-Blanc mendefinisikan periode ini sebagai satu rentang waktu
setelah titik balik dari rezim otoriter ke pemerintahan transisi yang
baru dan sebelum dilakukannya proses pembuatan konstitusi.226

Menurut Bonime-Blanc, ada tiga kondisi yang harus dibangun
selama masa pra-konstitusi ini.227 Salah satu di antaranya adalah
menggelar sebuah pemilu legislatif di seantero negara bersangkutan,
dengan didahului oleh legalisasi partai-partai politik dan pembuatan
undang-undang pemilu.228 Dua kondisi lainnya adalah: adanya sebuah
proses “legalisasi sosial-politik” di mana jerat-ikatan otoriter terhadap
berbagai kebebasan asasi dihilangkan; dan adanya sebuah proses
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“ilegalisasi otoriter” di mana larangan-larangan dan pembatasan-pem-
batasan diberlakukan terhadap mekanisme-mekanisme otoriter yang
paling sewenang-wenang.229 Kalau kondisi-kondisi masa pra-konstitusi
ini tak lengkap, maka seluruh proses pembuatan konstitusi akan
terancam gagal.230

Perubahan atau Pembaruan?

Selanjutnya, penetapan agenda harus memutuskan apakah hasil
dari proses pembuatan konstitusi itu akan berupa sebuah konstitusi
yang sama sekali baru, ataukah berupa perubahan-perubahan terhadap
konstitusi yang sudah ada. Kebanyakan negara yang sedang dalam
masa transisi dari pemerintahan yang otoriter lebih suka meracik
konstitusi baru, ketimbang merombak konstitusi lama. Menyoal hal
ini, Paczolay berargumen bahwa mengadopsi sebuah konstitusi baru
lebih disukai karena empat alasan.231 Pertama, konstitusi itu sendiri
menegaskan urgennya mengadopsi sebuah konstitusi baru.232 Kedua,
legitimasi hilir (downstream legitimacy) yang lebih kuat akan lebih
baik kalau didasarkan pada sebuah “dokumen yang diundangkan
secara besar-besaran”.233 Ketiga, kalau pemberlakuan konstitusi yang
baru dilakukan dengan referendum, hal ini akan memberi dokumen
yang baru itu sebuah legitimasi hilir yang tak mungkin diganggu-
gugat.234 Terakhir, konstitusi yang baru dapat menghilangkan inkon-
sistensi dalam konstitusi yang lama.235

Pengalaman Thailand

Di Thailand, tahap penetapan agenda dimulai dengan mengaman-
demen Pasal 211 Konstitusi 1991, yang menentukan prosedur pem-
buatan konstitusi. Pasal yang diubah itu mengatur: pembentukan
Majelis Perancang Konstitusi sebagai lembaga resmi yang akan me-
ramu draft konstitusi; proses seleksi keanggotaan Majelis Perancang
Konstitusi; menetapkan 240 hari sebagai masa kerja Majelis Pe-
rancang Konstitusi; dan meratifikasi mekanisme-mekanisme konsti-
tusi yang baru.236
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Pengembangan dan Perancangan

Pada tahap ini, lembaga pembuat konstitusi mempersiapkan se-
buah naskah bakal konstitusi. Dalam periode ini, mekanisme-meka-
nisme pengambilan keputusan dan konsultasi publik memainkan pe-
ran yang krusial.237 Konsultasi publik akan dibahas lebih jauh pada
bagian berikutnya dalam bab ini, sedangkan pengambilan keputusan
akan dibicarakan pada bagian berikut.

Rumusan Pengambilan Keputusan

Menurut Saunders, ada dua rumusan utama dalam pengambilan
keputusan: mayoritas dan konsensus.238 Kedua pilihan ini sama-sama
memiliki kelebihan dan kekurangan. Pengambilan keputusan mayoritas
relatif lebih cepat dicapai untuk mengatasi perbedaan pendapat. Tapi,
akan problematik jadinya kalau pengesahannya mensyaratkan mayo-
ritas khusus.239 Keputusan yang diambil pada tahap perancangan
bisa jadi akan sia-sia pada tahap pengesahan. Di sisi lain, rumusan
konsensus jadi menarik karena menciptakan potensi harmoni, tetapi
butuh lebih banyak waktu, terutama kalau ada kelompok minoritas
militan yang menentang posisi mayoritas.240

Bagi Arato, dalam pembuatan sebuah konstitusi, konsensus lebih
disukai ketimbang pengambilan keputusan mayoritas.241 Bahkan, dia
menegaskan bahwa konsensus adalah salah satu prinsip dalam proses
pembuatan konstitusi, di samping publisitas, kesinambungan hukum,
dan pluralitas demokrasi.242 Jika keseimbangan antara konsensus
dan prinsip-prinsip lain tidak tercapai, “penyusunan konstitusi tidak
akan berhasil”.243

Untuk memancing konsensus, teramat penting bahwa publik harus
dilibatkan dalam proses pembuatan konstitusi. Partisipasi masyarakat
ini membuat proses itu terbuka bagi pendapat luar, sesuatu yang
akan membantu faksi-faksi politik mempertimbangkan lagi posisi-
posisi mereka. Menurut Cass R. Sunstein, keterlibatan masyarakat
dalam konteks ini memainkan peran sebagai “external shock” untuk
menghentikan “permainan polarisasi”.244 Maksudnya, kejutan dari
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opini masyarakat luar akan mencegah terjadinya polarisasi di antara
faksi-faksi politik yang bermain. Jika tidak dikejutkan demikian, para
faksi berpotensi mengambil posisi yang lebih ekstrem.245

Sehubungan dengan keterlibatan publik, akses rakyat ke dalam
proses penyusunan draft harus dijamin karena aksesibilitas adalah
satu prinsip kunci dalam membuat konstitusi yang demokratis.246

Akses juga memastikan adanya proses yang lebih terbuka dan transpa-
ran.247 Tetapi, Elster menegaskan bahwa dalam proses ini harus ada
keseimbangan antara kerahasiaan dan publisitas.248 Baginya, dengan
kerahasiaan total, kepentingan-kepentingan partisan dan balas jasa
politik akan mengemuka, sedangkan publisitas penuh akan mendorong
sikap pamer dan drama retoris yang berlebihan”.249 Lebih jauh Elster
menyatakan bahwa:

… kerahasiaan perdebatan-perdebatan itu bisa mengakibatkan dua

hal. Di satu sisi, kerahasiaan itu akan cenderung menggeser titik

gravitasi dari pembahasan yang imparsial ke tawar-menawar ke-

pentingan. Di sisi lain, kerahasiaan cenderung meningkatkan

kualitas pembahasan apa pun yang benar-benar terjadi, karena

memungkinkan para anggota lembaga mengubah sikap mereka

ketika terpengaruh oleh kebenaran pandangan lawan mereka.

Sebaliknya, meskipun mampu mengusir segala penampilan atau

tarik ulur, perdebatan publik mendorong munculnya sikap keras

kepala, taruhan secara berlebihan, dan sikap pamer dengan cara-

cara yang tidak sesuai dengan pembahasan aslinya.250

Persetujuan

Persetujuan adalah tahap terakhir dalam sebuah proses pembuat-
an konstitusi. Tujuannya adalah untuk memberikan “efek hukum”
bagi sebuah konstitusi.251 Memilih prosedur persetujuan yang efektif
merupakan satu hal yang krusial, karena hal itu akan memengaruhi
legitimasi hilir konstitusi yang bersangkutan.252 Tetapi, bagi Saunders,
tidak ada bentuk persetujuan yang baku.253 Sebaliknya, prosedur
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persetujuan akan bervariasi sesuai dengan kondisi negara masing-
masing.254

Prosedur persetujuan yang memadai harus memberikan berbagai
alternatif antisipasi guna menghindari jalan buntu yang bisa bermuara
pada sebuah krisis konstitusi. Krisis demikian amat berbahaya, khu-
susnya kalau terjadi selama masa transisi dari kekuasaan yang otoriter.
Kondisi transisi yang rapuh tidak akan cukup kuat untuk mengatasi
sebuah krisis sistemik.

Persetujuan oleh rakyat dalam sebuah referendum adalah salah
satu cara untuk meratifikasi sebuah konstitusi, di samping ratifikasi
oleh sebuah lembaga perwakilan.255 Saunders berpandangan bahwa
referendum “memiliki makna simbolis dan cenderung menimbulkan
rasa memiliki di kalangan rakyat banyak”.256 Bagi Paczolay, “ratifikasi
sebuah konstitusi dengan pemungutan suara rakyat akan memberinya
legitimasi mutlak”.257 Kendati begitu, masih menurut Paczolay, sebuah
referendum hanya cocok dalam kasus di mana ratifikasi perlu dilaku-
kan atas sebuah konstitusi baru. Tetapi, dalam kasus amandemen
kecil, persetujuan oleh parlemen saja biasanya sudah cukup.258 Selain
itu, Saunders memperingatkan bahwa sebuah referendum tanpa par-
tisipasi publik yang memadai adalah sebuah “gerak-langkah tanpa
makna”.259

Pengalaman Afrika Selatan

Di Afrika Selatan, langkah pengesahan diatur dalam Pasal 73
Konstitusi Sementara, yang berisi aturan-aturan tentang “diguna-
kannya konteks konstitusional yang baru”. Pasal ini secara memadai
mengantisipasi potensi deadlock dengan cara menyiapkan berbagai
metode persetujuan yang bersifat antisipatif. Pasal ini mengatur bahwa
draft konstitusi yang sudah diracik oleh Majelis Konstitusi pertama-
tama harus mendapat persetujuan dari mayoritas, yaitu, sedikitnya
dua pertiga dari semua anggota Majelis. Seandainya hal ini tidak
bisa dicapai, ada metode kedua: meminta pendapat dari sebuah panel
yang terdiri dari pakar-pakar konstitusi yang diundang ke hadapan
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Majelis Konstitusi untuk membuat sebuah keputusan. Kalau cara ini
masih juga gagal, prosedur persetujuan ketiga bakal diterapkan, yaitu
dicarikan persetujuan dari 60% suara yang diberikan pada suatu
referendum nasional (itu pun setelah Mahkamah Konstitusi menyata-
kan setuju bahwa draft itu tidak melanggar atau menyimpang dari
dasar-dasar Konstitusi). Kalau dukungan ini tidak bisa dicapai dalam
referendum, ada jurus keempat: sebuah pemilu akan digelar untuk
membentuk sebuah Majelis Konstitusi baru. Majelis baru inilah yang
akan melaksanakan tugas menyetujui dan mengesahkan konstitusi.260

Pada kenyataannya, Majelis Konstitusi berhasil mengesahkan
draft konstitusi hanya dengan menggunakan dua metode pertama,
karena dua alasan penting. Pertama, Afrika Selatan mendorong partisi-
pasi aktif rakyatnya dalam proses pembuatan konstitusi. Ini melahir-
kan akseptasi de facto rakyat terhadap draft konstitusi yang diaju-
kan.261 Jeremy Sarkin merasa bahwa:

… mekanisme-mekanisme deadlock adalah insentif yang kuat untuk

mencapai kesepakatan. Di samping itu, konstitusi yang final itu

sangat kuat mencerminkan proses partisipatif yang autentik.262

Faktor yang kedua adalah adanya konfigurasi politik yang men-
dukung agenda reformasi politik. Partai Kongres Nasional Afrika,
pimpinan Nelson Mandela, meraih 62% kursi di Majelis Konstitusi.263

Karenanya, partai reformis ini—yang mendukung kuat upaya pembuat-
an konstitusi yang demokratis—hanya butuh sedikit lagi dukungan
dari partai-partai lain guna mencapai target dua pertiga total suara
yang diperlukan untuk menyetujui Konstitusi itu.

Pengalaman Thailand

Thailand pernah menggunakan metode serupa untuk menyetujui
Konstitusinya. Draft konstitusi harus diserahkan kepada parlemen
untuk disetujui. Jika lebih dari setengah anggota Parlemen setuju,
draft itu akan dibawa ke hadapan raja untuk diratifikasi. Tetapi,
kalau Parlemen tak sepakat, ada mekanisme kedua: referendum.264
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Meski demikian, seperti halnya di Afrika Selatan, Thailand pun
berhasil meratifikasi draft yang diajukan, tanpa perlu menjalani
mekanisme deadlock. Draft hasil ramuan Majelis Perancang Konstitusi
sudah dijelaskan dengan baik ke hadapan publik dan, karenanya,
didukung dengan baik pula oleh mayoritas dan akhirnya diratifikasi
oleh Parlemen Thailand.

Siapa Lembaga Pembuat Konstitusi

Bagian ini akan menyoroti lembaga-lembaga pembuat konstitusi
dari tiga perspektif: legitimasinya, kepentingan-kepentingannya, dan
pengalaman negara-negara lain, khususnya Afrika Selatan dan Thai-
land. Legitimasi dan kepentingan-kepentingan dipilih karena MPR
memiliki dua masalah ini selama proses pembuatan konstitusi tahun
1999-2002. Memilih lembaga yang tepat untuk membuat konstitusi
adalah hal yang krusial dalam menciptakan sebuah konstitusi yang
demokratis. Pilihannya akan ikut menentukan diterima/tidaknya atau
dianggap sah/tidaknya hasil-hasil yang ditelurkan oleh proses pem-
buatan konstitusi itu nantinya. Dalam kutipan Renato Cristi, Carl
Schmitt mengatakan bahwa sebuah konstitusi adalah sah “apabila
kekuasaan dan kewenangan lembaga konstituen yang mengeluarkan
keputusan itu diakui” oleh rakyat.265

Tipe-Tipe Legitimasi

John Elster menyebutkan tiga tipe legitimasi: legitimasi hulu
(upstream legitimacy); legitimasi proses (process legitimacy); dan
legitimasi hilir (downstream legitimacy).266 ‘Legitimasi hulu’ berhubung-
an dengan lembaga pembuat konstitusi; ‘legitimasi proses’ bertalian
dengan proses pengambilan keputusan oleh lembaga pembuat kon-
stitusi; dan ‘legitimasi hilir’ terkait dengan ratifikasi konstitusi.267

 Sebuah konstitusi bisa memiliki legitimasi, menurut Elster, hanya
kalau konstitusi itu dihasilkan oleh sebuah lembaga pembuat kon-
stitusi yang lahir dengan cara yang sah.268 Ada beragam alternatif
untuk membentuk sebuah lembaga pembuat konstitusi. Jadi, untuk
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memilihnya, orang perlu pertimbangan yang teliti dan hati-hati. Mc-
Whinney mewanti-wanti bahwa tak satu pun alternatif-alternatif ini
akan bebas-nilai nantinya.269

Klasifikasi Kepentingan

Syarat wajib lainnya untuk sebuah lembaga pembuat konstitusi
adalah independensi lembaga. Ini sangat penting demi menghindari
kepentingan apa pun yang berpeluang merecoki proses pembuatan
konstitusi. Elster memilah kepentingan-kepentingan yang mungkin
ada menjadi tiga kategori: kepentingan pribadi, kepentingan kelompok,
dan kepentingan lembaga.270 ‘Kepentingan-kepentingan pribadi’ para
pembuat konstitusi merupakan persoalan yang relatif kecil.271 Ke-
pentingan ini mengacu pada keuntungan-keuntungan pribadi yang
diharapkan oleh seorang individu dari lembaga konstitusi tertentu.272

Di sisi lain, isu ‘kepentingan-kepentingan kelompok’ jauh lebih signi-
fikan.273 Termasuk dalam kategori ini adalah kepentingan-kepentingan
partai-partai politik, berbagai sub-unit teritorial, atau korporasi-korpo-
rasi sosial ekonomi.274

Negretto mencatat bahwa ‘kepentingan-kepentingan lembaga’ da-
lam pembuatan konstitusi timbul “ketika sebuah lembaga yang ikut
terlibat dalam proses itu memasukkan sebuah peran penting untuk
dirinya sendiri ke dalam sebuah rancangan konstitusi”,275 misalnya,
eksekutif atau legislatif.276 Dalam kasus amandemen konstitusi, ka-
langan eksekutif biasanya berusaha untuk mempertahankan (atau
meningkatkan) independensi eksekutif dari campur tangan lembaga
legislatif, di samping memperbesar kekuasaannya sendiri.277 Dengan
cara serupa, kalangan legislatif yang menjadi lembaga pembuat kon-
stitusi pun akan berusaha mengimbangi kontrol eksekutif, atau men-
dongkrak kekuasaan cabang legislatif.278

Soal penunjukan lembaga pembuat konstitusi perlu dibahas, ka-
rena sepanjang proses amandemen tahun 1999-2002 lalu, peran MPR
sebagai lembaga pembuat konstitusi terus-menerus digoyang oleh
pihak-pihak yang berusaha membentuk sebuah Komisi Konstitusi.
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Bab Empat hingga Bab Delapan akan membahas hal ini lebih jauh.
Karenanya, kita perlu membahas dua alternatif berikut ini—komisi
ahli dan parlemen biasa—secara lebih teperinci.

Komisi Ahli

Sebuah komisi ahli bisa juga dinamai Komisi Konstitusi atau
“lembaga independen”.279 Lembaga ini bisa beranggotakan sejumlah
ahli yang dianggap tepat untuk melakukan pengambilan keputusan
yang efektif. Anggotanya harus memiliki pengetahuan tentang hal
ihwal konstitusi yang dianggap perlu. Tetapi, praktik yang marak
belakangan ini menunjukkan bahwa kepakaran bukanlah satu-satunya
kriteria untuk menjadi anggota komisi ini.280 Demi memuaskan isu
keterwakilan, dan dengan demikian mengatrol legitimasi, komisi ini
harus dibuat seinklusif mungkin. Jadi, ia harus menggelembungkan
jumlah kriteria keanggotaan demi merangkul wakil-wakil dari komu-
nitas-komunitas kunci (bahkan dengan mengorbankan kepakaran se-
kalipun).281 Mengangkat pengalaman Fiji sebagai sampel, Saunders
menengarai bahwa dua dari tiga anggota Komisi Peninjauan Konstitusi
(Constitutional Review Commission) dipilih masing-masing dari komu-
nitas-komunitas penduduk asli Fiji dan Indo-Fiji.282 Di Thailand pun,
dari total sembilan puluh sembilan anggota Majelis Perancang Konsti-
tusi, tujuh puluh enam di antaranya diambil dari perwakilan provinsi-
provinsi dan hanya dua puluh tiga sisanya dipilih dari kategori ‘ahli’.

Masalah Legitimasi Hulu

Legitimasi hulu adalah satu titik lemah bagi sebuah komisi ahli,
karena anggota-anggota komisi yang bersangkutan biasanya dipilih
oleh eksekutif atau legislatif dan tidak dipilih langsung oleh rakyat.283

Akibatnya, bila dibandingkan dengan legislatur-biasa, komisi semacam
ini mendapatkan lebih sedikit legitimasi dari rakyat. Masalah legiti-
masi ini bisa menjadi semakin parah jika rakyat tak punya keperca-
yaan dalam memilih lembaga.
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Dalam masa transisi dari pemerintahan yang otoriter, mungkin
tidak ada lembaga yang legitimate yang bisa menyeleksi anggota-
anggota sebuah komisi ahli. Karena pengalaman buruk di masa lalu,
baik eksekutif maupun legislatif tidak akan dipercaya oleh rakyat
untuk memilih komisi semacam itu. Masalah ini dapat diatasi dengan
menyelenggarakan pemilu untuk membentuk sebuah badan eksekutif
atau legislatif yang legitimate yang bisa diikuti dengan sebuah pro-
sedur yang demokratis untuk memilih anggota-anggota komisi terse-
but.

Pengalaman Thailand

Di Thailand, komisi ahli, yang disebut Majelis Perancang Kon-
stitusi, memiliki legitimasi hulu yang kuat. Ini adalah hasil dari prose-
dur pemilihan semi-langsung yang digunakan untuk membentuknya.
Sembilan puluh sembilan anggota Majelis itu dipilih oleh Majelis
Nasional melalui dua mekanisme: pemilihan dan nominasi-nominasi
universitas.284 Mekanisme pertama digunakan untuk memilih tujuh
puluh enam anggota yang mewakili provinsi-provinsi, sedangkan yang
disebut belakangan diterapkan untuk menyeleksi dua puluh tiga ang-
gota sisanya dari kalangan ahli.285 Jadi, Majelis Perancang Konstitusi
Thailand harus digolongkan sebagai komisi ahli ‘campuran’.

Mekanisme seleksinya diatur dalam amandemen Pasal 211 Kon-
stitusi Thailand tahun 1991 dan Parlemen mengesahkan Undang-
Undang Amandemen Konstitusi (Constitution Amendment Bill) pada
bulan Mei 1996. Hajisalah menyebut Pasal 211 ini sebagai “gerbang
menuju reformasi politik Thailand” karena aturan ini memberikan
hak bagi rakyat Thailand untuk terlibat aktif dalam proses pembuatan
konstitusi.286

Ketujuh puluh enam anggota (masing-masing satu dari tiap-tiap
provinsi) dipilih oleh Majelis Nasional dari daftar yang masing-masing
berisi sepuluh kandidat dari tiap-tiap provinsi yang sebelumnya telah
lolos dalam pemilihan di tingkat provinsi.287 Sekitar 20.000 orang
calon dari seluruh Thailand mengajukan lamaran untuk posisi ini.288
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Kebanyakan adalah pengacara, ilmuwan politik, mantan anggota parle-
men, pensiunan birokrat, atau pengusaha lokal terkenal.289 Seluruh
proses seleksi ini berlangsung dalam waktu singkat, yaitu selama 17
hari (9-26 Desember 1996).290

Sisanya yang dua puluh tiga orang dipilih oleh Majelis Nasional
dari sebuah daftar berisi nama-nama akademisi yang dinominasikan
oleh berbagai universitas.291 Untuk memastikan kapasitas pakar-pakar
ini dalam membuat konstitusi, universitas-universitas yang mena-
warkan gelar ilmu politik, administrasi negara, atau hukum sajalah
yang berhak menominasikan akademisi-akademisinya sebagai kandi-
dat.292 Di antara empat puluh lima akademisi bakal calon yang terpilih,
ketiga bidang tersebut masing-masing diwakili oleh lima belas kandi-
dat.293 Pada 26 Desember 1996, Majelis Nasional menyaring dan me-
milih delapan pakar dari bidang hukum, delapan lainnya dari ilmu
politik dan tujuh orang sisanya dari bidang administrasi negara, untuk
duduk dalam Majelis Perancang Konstitusi.294

Legitimasi Proses

Kalau sebuah komisi ahli bisa lolos dalam uji legitimasi hulu,
proses uji legitimasi akan lebih mudah. Saunders berpendapat bah-
wa keunggulan sebuah komisi ahli terletak dalam dua hal: “kualitas
draft konstitusinya” dan “penjagaan jaraknya dari proses politik”.295

Kualitas rancangan yang lebih baik akan dihasilkan dari dalamnya
pemahaman para anggota komisi ini terhadap masalah-masalah kon-
stitusi. Pemahaman ini teramat penting karena merancang sebuah
konstitusi bukanlah tugas yang gampang. Bahkan di kalangan pakar-
pakar konstitusi pun teori pembuatan konstitusi masih diperdebat-
kan. Di sisi lain, Saunders juga mengingatkan bahwa pakar-pakar itu
bisa saja menghasilkan terlalu banyak alternatif konstitusi. Kurang
atau tidak adanya kemauan untuk berkompromi di kalangan ahli
juga bisa menciptakan kemungkinan deadlock yang serius.296



Kerangka Teoretis Pembuatan Konstitusi yang Demokratis      101

Kepentingan-Kepentingan Komisi Ahli

Menurut Saunders, sebuah komisi ahli lebih independen ketim-
bang lembaga-lembaga perwakilan dalam hal bahwa komisi ini cen-
derung jauh dari kepentingan-kepentingan kelompok dan lembaga.297

Hal ini bisa terjadi karena para anggota komisi itu dianggap bebas
dari afiliasi politik apa pun.298 Independensi dari kepentingan-kepen-
tingan kelompok adalah satu resep kunci bagi kemampuan komisi
untuk bisa sukses meracik draft sebuah konstitusi.299 Lagi pula,
independensi komisi dari kepentingan-kepentingan lembaga bertali-
temali dengan watak sebuah komisi sebagai lembaga ad hoc. Komisi
ini harus sudah membubarkan diri sebelum kontitusi yang diubah,
atau diganti, yang melibatkannya dalam pembuatan draft, itu diber-
lakukan.

Tetapi, bagi McWhinney, efek berupa berkurangnya kepentingan-
kepentingan kelompok dalam sebuah komisi bisa jadi hanya ada
dalam teori.300 Ini terjadi karena hubungan antara konstitusi dan
politik selalu dekat301; seperti kata Friedrich, penyusunan sebuah
konstitusi adalah sebuah proses yang secara inheren memang politis
sifatnya.302 Dengan begitu, lembaga tertentu bisa memengaruhi se-
buah komisi dengan cara memilih anggota-anggotanya berdasarkan
opini lama mereka tentang masalah-masalah konstitusi.303 Meminjam
kata-kata McWhinney:

Komisi ahli cenderung dicurigai secara politik, kecuali kalau

anggota-anggotanya dipilih atas dasar non-partisan yang benar-

benar independen, atau kecuali jika terms of reference-nya

didefinisikan sesempit dan seeksak mungkin sebelumnya sehingga

komisi ini, dalam kerja-kerjanya, akan terpaksa membatasi dirinya

sendiri untuk selalu berada hanya dalam koridor fungsi yang murni

teknis, non-partisan, dan non-politis.304
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Pengalaman Thailand

Untuk memaksimalkan independensi Majelisnya, hukum Thailand
mensyaratkan agar semua kandidat yang melamar untuk menjadi
anggota Majelis Perancang Konstitusi harus bebas dari afiliasi politik
apa pun.305 Tetapi, Hajisalah tetap beranggapan bahwa syarat ini
bukanlah jaminan bahwa anggota-anggota Majelis ini tidak akan terpe-
ngaruh oleh partai-partai politik.306 Dalam pandangannya, seleksi akhir
yang dilakukan oleh Majelis Nasional rentan terhadap cawe-cawe
politik.307 Partai-partai di Majelis Nasional cenderung memilih orang-
orang yang mau menuliskan konstitusi yang paling pas dengan kepen-
tingan-kepentingan partai mereka.308

Meski demikian, terdapat bukti bahwa dalam pengalaman Thai-
land, proses seleksi yang dilakukan memang mengurangi godaan
kepentingan-kepentingan politik. Berkurangnya kepentingan ini tam-
pak dari hasil kerja Majelis Perancang Konstitusi itu. Harding mencatat
bahwa kendati sejumlah kompromi memang harus dilakukan, Majelis
Perancang Konstitusi ini memberlakukan pendekatan “zero tolerance”
dalam soal tujuan-tujuan konstitusi yang mendasar.309 Alhasil, draft
yang dihasilkan oleh Majelis ini menerapkan sejumlah pembatasan
dan pemeriksaan yang intens terhadap pemerintah yang berusaha
memengaruhi para politisi di Majelis Nasional.310 Jadinya, Majelis
Nasional pun menyetujui draft yang disodorkan oleh Majelis Perancang
Konstitusi itu meski dengan sedikit rasa enggan.311

Masalah Legitimasi Hilir

Saunders menengarai bahwa draft konstitusi yang disiapkan oleh
sebuah komisi tidak bisa langsung berlaku.312 Biasanya draft itu
harus diserahkan kepada sebuah lembaga pembuat hukum tertentu,
entah itu legislatif atau referendum rakyat. Ini berbeda dengan draft
yang dirancang oleh sebuah legislatur biasa, yang bisa langsung di-
sahkan oleh majelis atau legislatur itu sendiri.

Karenanya, demikian Wheeler, sebuah komisi adalah sebuah alat
bantu dan “kerja utama sebuah komisi adalah meneliti, mengidenti-
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fikasi persoalan-persoalan yang ada, dan mendidik masyarakat”.313

Memang, satu cara untuk mengatasi masalah legitimasi hilir adalah
memaksimalkan partisipasi masyarakat. Kalau ini sudah dilakukan,
ketika draft disodorkan kepada parlemen atau referendum, peluang
diadopsinya draft itu pun meningkat. Sebuah proses keterlibatan
publik yang dikelola dengan baik akan menghasilkan sikap penerimaan
yang baik terhadap draft konstitusi yang bersangkutan oleh rakyat,
sehingga terciptalah tekanan publik terhadap parlemen untuk mene-
rima draft konstitusi itu.

Pengalaman Thailand

Di Thailand, luasnya partisipasi publik meningkatkan legitimasi
hilir Konstitusi 1997. Bagian yang membahas urgennya partisipasi
semacam itu akan dipaparkan berikut ini berdasarkan pengalaman
Thailand.

Selain partisipasi yang luas, satu faktor lain yang ikut memperkuat
legitimasi hilir draft hasil racikan Majelis Perancang Konstitusi adalah
prosedur persetujuan bagi Konstitusi itu sendiri. Prosedur ini meng-
amandemen Bagian 211 Konstitusi itu, yang mengatur bahwa Parle-
men hanya punya kewenangan untuk menyetujui atau menolak draft
yang disodorkan kepadanya. Parlemen tidak memiliki kewenangan
untuk mengamandemen aspek-aspek lain draft tersebut. Jika Parle-
men menolaknya, sebuah referendum publik akan digelar.314 Tetapi,
nyatanya, referendum tidak diperlukan. Sebagai hasil dari keterlibatan
publik yang komprehensif, rakyat merasa bahwa mereka ‘memiliki’
dokumen itu.315

Setelah memahami bahwa sebenarnya ada keengganan di pihak
Parlemen untuk menerima draft itu,316 orang jadi percaya bahwa
persetujuan itu lebih merupakan hasil dari tekanan publik ketimbang
dari sikap penerimaan sukarela kalangan Parlemen. Jumbala berpen-
dapat bahwa draft itu disetujui di tengah kekhawatiran bahwa penolak-
an terhadap draft itu akan memicu krisis ekonomi dan politik lebih
jauh, dan, dengan demikian, akan menyeret negera itu ke jurang
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instabilitas.317 Bahkan, Harding jelas menengarai adanya ancaman
kudeta militer yang menghantui proses persetujuan itu.318

Penutup

Pembahasan tentang komisi ahli ini mengisyaratkan bahwa jika
persoalan legitimasi hulu sebuah komisi ahli bisa diatasi, dengan
melakukan sebuah proses seleksi yang demokratis (seperti dalam
kasus Thailand), legitimasi prosesnya akan meningkat dan komisi
yang bersangkutan pun punya peluang yang lebih bagus untuk bisa
menyelesaikan pekerjaannya dengan relatif bebas dari kepentingan-
kepentingan kelompok atau lembaga. Di samping itu, peluang untuk
menghasilkan sebuah konstitusi yang demokratis bertambah apabila
prosesnya melibatkan masyarakat luas, dan, dengan demikian, mening-
katkan legitimasi hilir proses pembuatan konstitusi yang bersangkutan.

Parlemen Biasa

Prinsip Keluwesan

McWhinney berpendapat bahwa memilih parlemen biasa sebagai
lembaga pembuat konstitusi didasarkan pada prinsip ‘keluwesan’.319

Prinsip ini berasal dari pengalaman Revolusi Prancis, yang mencip-
takan hambatan-hambatan teramat sulit untuk melakukan proses
amandemen konstitusi. Akibatnya lahir “tindakan yang sia-sia dan
mendorong orang untuk menggunakan kekerasan dan paksaan kalau
semua usaha lainnya gagal”.320 Karenanya, lebih praktis kalau lembaga
legislatif—yang memang bertugas menghasilkan undang-undang—lah
yang memegang kekuasaan untuk membuat konstitusi.

Tetapi, McWhinney memperingatkan bahwa memberikan mandat
ini kepada sebuah lembaga legislatif hanya akan efektif apabila sistem
konstitusinya sudah berjalan321 dan apabila perubahan konstitusinya
tidak termasuk merestrukturisasi sistem negara secara radikal.322

Dalam situasi semacam itu, sebuah proses pembuatan konstitusi
yang banyak melibatkan rakyat secara langsung, seperti melalui sebuah



Kerangka Teoretis Pembuatan Konstitusi yang Demokratis      105

majelis konstituante, “tidak hanya bisa menjadi mahal dan makan
banyak waktu, tetapi juga secara fungsional tidak perlu atau tidak
relevan.”323

Transisi dari kekuasaan yang otoriter memiliki watak yang ber-
beda bila dibandingkan dengan sistem konstitusi yang sudah mapan.
Selama proses pembuatan konstitusi dalam sebuah masa transisi,
prinsip ‘keluwesan’ bisa menjadi prinsip ‘ketidakluwesan’, karena
parlemen biasa tidak hanya memfokuskan perhatiannya kepada proses.
Parlemen harus membagi konsentrasinya untuk peran-peran legislatif
lainnya. Sangat sering terjadi dalam masa transisi, tugas parlemen
biasa sebagai lembaga pembuat konstitusi bisa rusak karena konflik-
konflik yang terjadi antar-lembaga-lembaga negara. Jika konflik-konflik
semacam itu terjadi, proses pembuatan konstitusi tidak akan lagi
menjadi prioritas parlemen. Proses amandemen konstitusi Indonesia
tahun 1999-2002 pun diwarnai dengan ketidakluwesan dan konflik-
konflik kelembagaan. Bab Lima dan Enam akan menyoal isu-isu ini
lebih jauh.

Masalah Independensi

Independensi adalah titik terlemah yang dimiliki oleh lembaga
parlemen biasa, karena biasanya tidak gampang mensterilkan sebuah
parlemen dari kepentingan-kepentingan para anggotanya yang bera-
gam. Sebagai sebuah lembaga politik, yang beranggotakan wakil partai-
partai politik, sebuah lembaga legislatif akan sangat dipengaruhi oleh
kepentingan-kepentingan partai politik dalam menyusun sebuah draft
konstitusi. Kepentingan-kepentingan kelompok ini bisa berpengaruh
negatif terhadap proses pembuatan konstitusi.

Masalah Kepentingan-Kepentingan Lembaga

Selain itu, sebagai sebuah lembaga yang akan mengatur dirinya
sendiri dalam sebuah konstitusi, lembaga legislatif akan sangat terpe-
ngaruh oleh kepentingan-kepentingan lembaga. Elster berpendapat
bahwa memiliki sebuah lembaga pembuat konstitusi yang juga mem-
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bawakan diri sebagai parlemen akan menimbulkan tiga implikasi
terhadap proses pembuatan konstitusi. Hal ini terbukti dalam proses-
proses pembuatan konstitusi di Eropa Timur yang terjadi menyusul
runtuhnya Imperium Soviet.324

Implikasi pertama adalah bahwa parlemen yang bersangkutan
akan memberikan kekuasaan yang lebih besar kepada cabang legislatif
seraya mengorbankan pihak eksekutif dan yudikatif.325 Kecuali di
Hungaria, belum ada negara yang menerapkan aturan-aturan yang
akan memperkuat posisi eksekutif bila dibandingkan dengan legisla-
tif.326 Tetapi, Elster juga mengakui bahwa, dengan Polandia dan Ru-
mania sebagai perkecualian (di mana keputusan mahkamah konstitusi
bisa dikalahkan oleh lembaga legislatif), negara-negara Eropa Timur
sudah memiliki mahkamah konstitusi yang kuat yang diadopsi ke
dalam konstitusi mereka masing-masing.327

Implikasi kedua adalah bahwa parlemen satu-kamar (unicameral)
dan dua-kamar (bicameral) akan cenderung membuat, masing-masing,
konstitusi satu-kamar dan dua-kamar.328 Misalnya, konstitusi satu-
kamar di Bulgaria, Slovakia, dan Hungaria dihasilkan oleh parlemen
satu-kamar, sedangkan konstitusi dua-kamar di Rumania dan Polandia
diciptakan oleh parlemen dua-kamar.329 Tetapi, ada satu negara yang
menyimpang dari pola ini, yaitu Republik Ceko, di mana parlemen
satu-kamarnya membuat legislatur dua-kamar.330

Implikasi ketiga adalah bahwa parlemen akan sering memberi
dirinya sendiri kekuasaan yang besar untuk mengubah konstitusi.331

Contohnya, secara kelembagaan, badan ini tidak berkepentingan untuk
merekomendasikan bahwa sejumlah amandemen konstitusi harus
diserahkan kepada referendum.332 Lagi-lagi hal ini bisa dilihat dalam
pengalaman negara-negara Eropa Timur dalam pembuatan konstitusi,
kecuali di Rumania, di mana ratifikasi oleh referendum adalah satu
hal yang mutlak wajib.333

Karena adanya bahaya bahwa kepentingan-kepentingan kelompok
dan kepentingan lembaga sebuah parlemen akan bisa mendistorsi
proses pembuatan konstitusi, Elster mewanti-wanti:
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… untuk mempersempit ruang gerak kepentingan-kepentingan

lembaga, konstitusi-konstitusi harus ditulis oleh majelis-majelis

yang dibentuk secara khusus, dan bukan oleh lembaga-lembaga

yang juga bekerja sebagai parlemen biasa. Parlemen semacam ini

juga tidak boleh diberi tempat yang sentral dalam proses ratifikasi.334

Pengalaman Afrika Selatan

Tak seperti pengalaman Eropa Timur, pengalaman Afrika Selatan
menunjukkan bahwa sebuah parlemen pun bisa sukses membuat
draft sebuah konstitusi yang demokratis. Salah satu argumen yang
menjadi kunci keberhasilan ini adalah bahwa parlemen itu bukan
lembaga legislatif ‘biasa’. Sedikitnya ada lima faktor yang ikut menyum-
bang bagi keberhasilan Afrika Selatan itu: pemilu tahun 1994 yang
demokratis, yang memberi legitimasi-hulu yang kuat bagi legislaturnya;
tanggung jawab khusus legislatur ini sebagai sebuah Majelis Konstitusi
berdasarkan pada Konstitusi Sementara; adanya dukungan dari kalang-
an ahli; adanya keterlibatan Mahkamah Konstitusi dalam mengesahkan
draft konstitusi; dan luasnya partisipasi publik.

Paragraf-paragraf berikut ini akan menjelaskan kelima faktor terse-
but, satu per satu.

Pemilu yang Demokratis

Salah satu tahap kritis dalam proses reformasi Konstitusi Afrika
Selatan adalah diberlakukannya Konstitusi Sementara pada tanggal
7 April 1994.335 Di hari yang sama, pemilu pertama dalam sejarah
Afrika Selatan berhasil diselesaikan dengan damai.336 Konstitusi Se-
mentara dan Pemilu itu adalah sebuah “terobosan yang demokratis”
yang memungkinkan Konstitusi ‘final’ tahun 1997 ditulis secara sah.337

Dengan Konstitusi dan Pemilu ini, sebuah parlemen yang memiliki
legitimasi yang kuat pun terbentuk; dan landasan untuk mengawali
sebuah proses pembuatan konstitusi pun berhasil diletakkan. Kongres
Nasional Afrika (ANC) dan sekutu-sekutunya menekankan bahwa
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sebuah lembaga yang tidak terpilih tidak boleh mengklaim diri me-
miliki mandat yang diperlukan dari pemilih untuk menulis sebuah
rancangan konstitusi.338

Aturan-Aturan Konstitusi

Mengikuti aturan dalam Pasal 68 Konstitusi Sementara, Majelis
Nasional yang dipilih secara demokratis dan Senat menjadi Majelis
Konstitusi.339 Landasan konstitusional yang jelas demikian merupakan
satu mandat yang kuat bagi Majelis untuk melakukan misi utamanya,
“menyusun draft dan memberlakukan sebuah konstitusi yang ter-
percaya dan tahan lama, yang didukung dan ditaati oleh seluruh
rakyat Afrika Selatan”.340

Dukungan Kalangan Pakar

Seperti diatur dalam Konstitusi Sementara, Majelis Konstitusi
membentuk sebuah Panel Independen Ahli-ahli Konstitusi (Indepen-
dent Panel of Constitutional Experts) yang ahli di bidang konstitusi,
bukan anggota Parlemen, dan tidak memegang jabatan di partai mana
pun.341 Di samping perannya sebagai pelindung penting dari deadlock
pada tahap persetujuan,342 Panel ini juga menghasilkan sejumlah
dokumen pendukung untuk Majelis Konstituante.343 Misalnya, Panel
ini membagi-bagikan makalah tentang gaya dan teknik bahasa,344

serta menetapkan kriteria tentang seberapa banyak detail yang harus
dikandung oleh konstitusi yang baru tersebut.345

Sertifikasi oleh Mahkamah Konstitusi

Konstitusi Sementara menentukan bahwa teks konstitusi yang
baru itu harus “sesuai dengan prinsip-prinsip dasar konstitusi”.346

Kalau sebuah konstitusi sudah diadopsi oleh Majelis Nasional, tetapi
Mahkamah Konstitusi mendapati bahwa konstitusi itu tidak mengikuti
prinsip-prinsip konstitusi, Majelis itu diberi kesempatan untuk meng-
ubahnya dan menyerahkannya kembali kepada Mahkamah.347 Seba-
nyak tiga puluh empat prinsip-prinsip yang harus ditaati oleh “Kon-
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stitusi final” itu berisikan aturan-aturan konstitusional yang menda-
sar, seperti: supremasi konstitusi dan judicial review; independensi
lembaga yudikatif; perlindungan terhadap hak asasi untuk menda-
patkan kedudukan yang setara; pemisahan kekuasaan dengan sistem
checks and balances; perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
dan pembagian kekuasaan antara pemerintah nasional dan pemerintah-
pemerintah provinsi.348

Bagi Jagwanth, sertifikasi Mahkamah Konstitusi terhadap draft
konstitusi yang diajukan kepadanya adalah cara Afrika Selatan untuk
melakukan kompromi berkait dengan lembaga mana yang mesti dibe-
bani tugas membuat draft konstitusi.349 Di satu sisi, cara ini membuka
jalan bagi keterlibatan partai-partai politik. Sedangkan di sisi satunya,
Mahkamah Konstitusi dituntut untuk mengesahkan konstitusi sebelum
diberlakukan.350 Pengesahan oleh Mahkamah Konstitusi adalah sebuah
mekanisme hukum yang mencegah agar kelompok-kelompok yang
tak berkepentingan ataupun intervensi kepentingan lembaga dimasuk-
kan ke dalam Konstitusi dengan cara yang tidak semestinya.351

Pada kenyataannya, Mahkamah Konstitusi menolak usulan per-
tama dan memerintahkan Majelis Konstitusi untuk mengubah aturan-
aturan tertentu.352 Baru setelah usulan kedua diajukan, Mahkamah
memberikan pengakuan bahwa draft itu sudah sesuai dengan prinsip-
prinsip dasar konstitusi yang seharusnya.353

Partisipasi Publik

Partisipasi masyarakat yang luas adalah satu faktor lain yang
mengurangi kemungkinan adanya kepentingan-kepentingan lembaga
dan kelompok yang mencemari Konstitusi ‘final’.354 Partisipasi masya-
rakat memastikan bahwa konstitusi yang dihasilkan tidak disusun
draftnya hanya oleh sebuah “elite politik yang terisolasi hatinya”.355

Penutup

Sebuah parlemen pembuat konstitusi punya peluang yang lebih
baik untuk mendapatkan legitimasi hulu yang kuat ketimbang sebuah
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komisi ahli. Tetapi, parlemen demikian rentan sifatnya, karena ia
bisa saja direcoki oleh kepentingan partai-partai politik dan kepenting-
an parlemen itu sendiri. Pengalaman Afrika Selatan menunjukkan
bahwa kerentanan ini bisa diatasi dengan keterlibatan Mahkamah
Konstitusi dan partisipasi luas masyarakat.

Pentingnya Partisipasi Masyarakat

Partisipasi publik sangatlah penting dalam membuat sebuah kon-
stitusi yang demokratis, karena mampu memperkuat rasa memiliki
di pihak rakyat terhadap konstitusi yang bersangkutan. Rekomendasi-
rekomendasi yang disampaikan oleh Commonwealth Human Rights
Initiatives kepada Commonwealth Heads of Government Meeting tahun
1999, misalnya, menetapkan sebelas prinsip pembuatan konstitusi
yang bertalian sangat erat dengan partisipasi publik: (i) legitimasi;
(ii) inklusivitas; (iii) pemberdayaan masyarakat sipil; (iv) keterbukaan
dan transparansi; (v) aksesibilitas; (vi) pengkajian yang berkesinam-
bungan; (vii) akuntabilitas; (viii) pentingnya proses; (ix) peran partai-
partai politik; (x) peran masyarakat sipil; dan (xi) peran para pakar.356

Wheare berpendapat bahwa urun rembuk rakyat dalam meng-
amandemen konstitusi mereka adalah hal yang krusial.357 Bagi Rosen,
rakyat tidak boleh diatur-atur oleh konstitusi yang tidak mereka
pahami.358 Keterlibatan publik memungkinkan sebuah konstitusi di-
nyatakan sebagai sebuah “produk kedaulatan rakyat atas kehendak
rakyat sendiri ketimbang sebuah pernyataan kepentingan-kepentingan
penguasa-penguasa mereka”.359 Lebih jauh, Ihonvbere menyatakan
bahwa partisipasi akan membantu membangun rasa ikut-memiliki
konstitusi.360 Konstitusi itu akan menjadi teks milik rakyat yang
“akan selalu mereka bela dan pertahankan”.361 Oleh karena itu, keter-
libatan mereka bisa ikut memperkuat solidaritas dan identitas nasio-
nal.362

Bagi Wheeler, kekuasaan “untuk membuat dan mengubah kon-
stitusi sebuah negara” tidak boleh terlalu bergantung kepada lembaga
pembuat konstitusi.363 Bahkan, katanya, masalah prosedural utama
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dalam pembuatan konstitusi adalah memastikan kontrol rakyat terha-
dap kekuasaan konstituante.364 Dalam kalimat-kalimat Ihonvbere:

… sangat mudah membuat konstitusi yang benar-benar jelek. Yang

perlu dilakukan oleh negara dan semua pejabatnya hanyalah mem-

perlakukan proses itu sebagai proses pribadi atau proses rahasia,

tanpa perlu berembuk dengan siapa pun, atau cukup dengan musya-

warah minimal saja, dan lebih mengejar pengakuan legal ketimbang

membangun legitimasi rakyat seputar konstitusi itu. Kalau proses

semacam itu yang diikuti, bisa dijamin bahwa isi dari apa yang

disebut Konstitusi itu pasti tidak akan demokratis dan tidak akan

tanggap terhadap kehendak mayoritas masyarakat ….365

Aktif dan Inklusif

Menurut Saunders, konsultasi publik harus memenuhi sedikitnya
dua aturan dasar: kontribusi yang aktif dan inklusif.366 Agar menjadi
satu kontribusi aktif, konsultasi publik harus dimulai “sebelum aspek-
aspek konstitusi yang baru ditetapkan secara efektif”.367 Kegiatan
konsultasi atau musyawarah harus beranjak lebih dari sekadar men-
didik publik yang pasif, dan harus melakukan segala usaha untuk
bisa secara aktif melibatkan rakyat dalam proses pembuatan konsti-
tusi.368 Kegiatan partisipasi harus “interaktif dan memberdayakan,
mendorong rakyat untuk memberikan kontribusi yang konstruktif
bagi proses tersebut.”369 Jadi, tindak lanjut adalah sesuatu yang
krusial untuk menunjukkan kepada rakyat bahwa urun rembuk dari
mereka memang dipertimbangkan dengan serius.370

Kemudian, untuk bisa menumbuhkan partisipasi publik yang
inklusif, diperlukan strategi untuk mengatasi dominasi kelompok
tertentu dan untuk merangsang partisipasi dari kelompok lain yang
mungkin masih bungkam.371 Sayangnya, isu-isu konstitusi yang penting
justru jarang diminati masyarakat luas.372 Karenanya, bagi Wheeler,
apatisme publik terhadap persoalan-persoalan konstitusi harus dila-
wan.373 Untuk itu, partisipasi publik harus fokus; dan kompetisi
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pemilu tidak boleh digelar pada saat yang sama dengan berjalannya
proses pembuatan konstitusi.374 Lebih dari itu, Saunders beropini
bahwa persoalan konstitusi harus dihadirkan dalam satu bentuk yang
bisa dipahami dengan mudah oleh masyarakat umum.375 Segala jenis
media (televisi, cetak, dan radio) harus dimanfaatkan, karena berma-
cam-macam kelompok yang ada di masyarakat menggunakan media
komunikasi yang berbeda-beda.376

Pengalaman Afrika Selatan.

Di Afrika Selatan, kampanye pendidikan dan penyadaran masya-
rakat yang dilakukan oleh Majelis Konstitusi dirancang untuk mendi-
dik publik tentang konstitusionalisme dan hak-hak asasi manusia, di
samping untuk menjaring pandangan masyarakat tentang substansi
Konstitusi yang baru.377

Kampanye-kampanye di media memanfaatkan berbagai surat kabar,
televisi, dan radio—yang semuanya mengusung tajuk Constitutional
Talk—di samping satu hot-line telepon dan satu situs Internet.378

Tambahan lagi, ribuan rapat umum digelar secara terbuka di seluruh
negeri, sementara pertemuan-pertemuan sektoral dilakukan dengan
200-an organisasi yang mewakili sejumlah kelompok kepentingan
yang berbeda-beda.379 Pertemuan-pertemuan kelompok pun gencar
diprogramkan di televisi dan radio.380

Ternyata, radio menjadi salah satu alat komunikasi yang paling
efektif, karena media ini berhasil menjangkau masyarakat di daerah-
daerah urban maupun pedesaan (82 persen penduduk di atas usia
18 tahun di Afrika Selatan mendengarkan radio).381 Lebih dari 10
juta orang dalam seminggu mendengarkan talkshow Majelis Konstitusi
di radio dalam satu dari sebelas bahasa resmi negara itu.382 Kampanye
televisi dan program-program Constitutional Talk diluncurkan dalam
tiga puluh tujuh edisi yang menjangkau 34 persen pemirsa televisi.383

Surat kabar Majelis diterbitkan setiap dua minggu sekali dalam
sebelas bahasa dan didistribusikan kepada 160.000 orang.384 Sebuah
situs media maya tentang konstitusi diluncurkan dan berisi semua
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informasi yang diperlukan untuk memahami proses pembuatan kon-
stitusi: notulensi rapat-rapat, draft-draft konstitusi, pendapat-pendapat
dan usulan-usulan Majelis Konstitusi.385 Hot-line Constitutional Talk
dibuat untuk memungkinkan masyarakat menyampaikan usulan-usul-
annya melalui telepon; dan memungkinkan mereka mendapatkan ulas-
an-ulasan singkat tentang pembahasan konstitusi.386 Layanan ini terse-
dia dalam lima bahasa dan dimanfaatkan oleh 10.000 orang.387 Selain
itu, untuk anak-anak sekolah, draft Konstitusi yang sedang digarap
itu juga dibuat komik bertema hak-hak asasi manusia; sedangkan
untuk para tunanetra, disediakan kaset-kaset berisi rekaman draft
konstitusi dan naskah-naskah cetakan dalam huruf braille.388

Keberhasilan strategi kampanye tersebut terlihat dari diterimanya
lebih dari 2 juta usulan masyarakat oleh Majelis Konstitusi.389 Hal
ini tidak mustahil, karena, menurut sebuah jajak pendapat independen,
kampanye yang ekstensif itu menjangkau 73 persen penduduk Afrika
Selatan dewasa (18,5 juta orang).390 Bagi Jagwanth, berhasilnya peng-
galangan partisipasi publik memungkinkan lahirnya sebuah konstitusi
yang demokratis. “Salah satu alasan terpenting berhasilnya proses
ini adalah kampanye pendidikan dan penyadaran masyarakat yang
dilancarkan oleh Majelis Konstitusi”.391 Selain itu, partisipasi juga
meningkatkan kesadaran akan adanya Konstitusi baru, dan mencipta-
kan rasa memiliki di kalangan rakyat terhadap teks tersebut.392

Pengalaman Thailand

Di Thailand, partisipasi publik dibakukan sebagai salah satu sya-
rat, seperti diatur dalam Pasal 211 Konstitusi tahun 1991 negara
itu. Bagian ini menyebutkan bahwa dalam membuat konstitusi, Majelis
Perancang Konstitusi harus memberi perhatian khusus kepada opini
publik. Dikutip oleh Jumbala, Bovornsak Uwanno menyatakan bahwa
pembuatan konstitusi “semata-mata adalah soal menerjemahkan apa
yang rakyat katakan dan menghasilkan sebuah dokumen hukum dari
apa yang mereka katakan itu”.393 Untuk itu, Majelis membentuk
sebuah komite khusus di setiap provinsi (Thailand memiliki tujuh
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puluh enam provinsi). Kemudian, para anggota Majelis itu melakukan
perjalanan keliling negara untuk berkampanye dan mendengarkan
pendapat-pendapat dalam berbagai pertemuan lokal yang digelar oleh
Majelis itu sendiri bekerja sama dengan kelompok-kelompok masya-
rakat sipil.394 Diperkirakan 850.000 orang dan sedikitnya 300 organi-
sasi tergugah dan berpartisipasi dalam pertemuan-pertemuan terse-
but.395

Anukansai memuji peran kelompok masyarakat sipil yang me-
mungkinkan partisipasi yang luas terjadi.396 Selagi Majelis membahas
berbagai masalah konstitusi, kelompok ini bekerja efektif mengorga-
nisasikan kampanye publik terbuka tentang isu-isu serupa.397 Mereka
memublikasikan usulan-usulan dalam bentuk pernyataan sikap (posi-
tion papers) dan surat terbuka (public letters); mengundang pakar-
pakar untuk menghadiri pertemuan-pertemuan dengar-pendapat umum
dan memberikan komentar-komentarnya tentang Konstitusi yang se-
dang dibahas di Majelis; serta memobilisasi gerakan massa untuk
mendukung Konstitusi itu.398 Pada tanggal 26-27 September, ketika
Parlemen dijadwalkan untuk melakukan pemungutan suara dalam
soal Konstitusi ini, kelompok-kelompok tersebut mengorganisasikan
rapat umum terbuka di seluruh negeri.399 Rapat umum demikian
adalah satu bentuk tekanan efektif yang ikut mendorong persetujuan
Parlemen terhadap Konstitusi itu.

Satu faktor lain yang ikut membangun dukungan publik terhadap
Konstitusi itu adalah partisipasi aktif kalangan media.400 Sejumlah
besar debat, drama, dan item-item berita televisi sering ditayangkan
dan mendidik masyarakat tentang berbagai isu seputar konstitusi.401

Radio dan media cetak pun memberi perhatian khusus terhadap masa-
lah pembuatan konstitusi ini.402

Karena berhasilnya partisipasi publik, Konstitusi Thailand tahun
1997 pun diakui sebagai “Konstitusi yang populer”403 dan mengha-
dirkan “Konstitusi rakyat”.404 Harding juga mengakui bahwa Konstitusi
yang satu ini “mewakili upaya bersama yang pertama untuk memutus
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siklus” lima belas konstitusi tak demokratis yang pernah dimiliki
Thailand sebelumnya.405

Unsur-Unsur Konstitusi Demokratis

Fokus bagian ini adalah tentang apa saja yang harus ada dalam
sebuah konstitusi yang demokratis. Masalah ini sangat penting artinya
guna menganalisis apakah keempat perubahan yang dilakukan pada
tahun 1999-2002 telah menghasilkan sebuah konstitusi yang lebih
demokratis dibandingkan dengan UUD 1945 yang asli.

Demokrasi dan Konstitusi

Demokrasi

Sebelum melangkah lebih jauh, istilah ‘demokrasi’ harus didefi-
nisikan lebih dulu. Perdebatan-perdebatan tentang arti ‘demokrasi’
sudah berlangsung selama berabad-abad dan masih akan terus ber-
langsung, karena tidak ada satu pun definisi ‘demokrasi’ yang bisa
diterima secara mutlak oleh semua ilmuwan.406 Menurut Dahl, ‘de-
mokrasi’ ditafsirkan secara berbeda oleh orang yang berbeda pada
waktu dan tempat yang berlainan.407 Tulisan ini tidak bermaksud
menjadi pamungkas semua perdebatan tersebut; tetapi cukup sebagai
panduan, pengertian ‘demokrasi’ yang dipakai dalam buku ini adalah
pengertian yang umum dipahami dalam politik Indonesia, yaitu “peme-
rintahan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat”.408

Bagi Bagir Manan, demokrasi di Indonesia hanya bisa ditegakkan
dengan cara menerapkan secara konsisten pandangan negara hukum,
yaitu (i) menerapkan prinsip pemerintahan yang konstitusional, yaitu
pembatasan terhadap kekuasaan pemerintah melalui sebuah konsti-
tusi; (ii) memiliki dan menerapkan sistem peradilan yang independen
dan adil; (iii) menghormati prinsip kesetaraan di hadapan hukum;
(iv) menjamin adanya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia;
dan (v) melaksanakan pemilihan umum yang bebas, jujur, dan adil.409

Dengan alur serupa, Lubis menyodorkan tiga bahan baku sebuah
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negara hukum: (i) adanya jaminan perlindungan terhadap hak-hak
asasi manusia; (ii) peradilan yang independen dan tidak memihak;
dan (iii) ketundukan terhadap prinsip legalitas.410

Di mata Lindsey, konsep negara hukum adalah “sebuah pandangan
yang sangat strategis serta memainkan peran sentral” dalam sistem
politik dan hukum Indonesia.411 Arti negara hukum sendiri selalu
dipersoalkan sejak 1945, ketika istilah itu dituliskan dalam Penjelasan
UUD 1945.412 Tema ini mengacu pada pandangan ala Belanda tentang
rechtsstaat yang beroposisi dengan machtsstaat, yaitu negara yang
berdasarkan hukum, bukan pada kekuasaan semata.413 Tetapi, me-
nurut David Bourchier, pada praktiknya, konsep negara hukum ini
tidak diterapkan secara konsisten. Bourchier merujuk pada sikap
pemerintahan Soeharto yang rutin mengatakan bahwa Indonesia adalah
rechtsstaat, tetapi, di saat yang sama, selalu menolak doktrin pemisah-
an kekuasaan,414 yang merupakan satu unsur fundamental dalam
sebuah konstitusi yang demokratis, seperti akan ditunjukkan kemudian
dalam tulisan berikut.

Pentingkah Konstitusi bagi Demokrasi?

Pertanyaan ini membuat kalangan ilmuwan terbelah. Sebagian
berpendapat bahwa sebagian besar negara sudah punya konstitusi,
tetapi sangat sedikit yang menjadi negara yang demokratis. Vernon
Bogdanor, misalnya, menyatakan:

… mayoritas terbesar … negara yang menjadi anggota PBB sudah

mengodifikasi konstitusi, kendati kurang dari sepertiganya bisa

dengan jujur mengklaim [memiliki] konstitusi yang demokratis.

Yang disebut belakangan itu … jumlahnya bisa dihitung dengan

jari.415

Wheare berpendapat bahwa mayoritas konstitusi yang ada di
dunia ini ditolak atau terang-terangan dilecehkan.416 Sebaliknya, Bog-
danor merasa bahwa Inggris, Israel, dan Selandia Baru masing-masing
tidak memiliki konstitusi yang terkodifikasi dengan baik, tetapi, mes-
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kipun begitu, mereka mengikuti aturan-aturan bernegara yang mereka
miliki dengan luar biasa konsisten dan berkesinambungan.417

Ini adalah sebuah argumen yang didasarkan pada “inefektivitas
konstitusi”.418 Argumen ini percaya bahwa memiliki konstitusi adalah
satu hal, dan menciptakan sebuah negara yang demokratis itu sudah
lain soal. Bahkan para penentang konstitusionalisme berkesimpulan
bahwa “konstitusi itu tak berguna”.419 Jika rezim-rezim menerapkan
pengaturan dan pembatasan terhadap dirinya sendiri dengan baik,
konstitusi tertulis tak akan diperlukan; kalaupun sebaliknya, konstitusi
tidak akan efektif.420 Karenanya, Bogdanor pun sampai pada kesim-
pulan bahwa eksistensi “konstitusi, sudah barang tentu, tak terbatas
pada negara-negara yang demokratis”.421

Selain itu, menurut Lane, ide tentang sebuah konstitusi tidak
bisa sejalan dengan pandangan tentang demokrasi.422 Lane memilah
konstitusionalisme menjadi konstitusionalisme yang ‘kuat’ vis a vis
konstitusionalisme yang ‘lemah’, berdasarkan “sejauh mana sebuah
negara membakukan kekebalan dan keengganan.423 Di sebuah negara
konstitusi yang kuat, terdapat banyak imunitas yang disertai dengan
sebuah konstitusi yang dilembagakan sebagai hukum tertinggi, yang
dilindungi oleh judicial review yang kuat, sehingga konstitusi itu
akan sulit diubah.424 Di sisi lain, di negara konstitusi yang lemah,
“hanya ada sedikit kekebalan dan keengganan, yang berpadu dengan
judicial review yang lemah’.425

Konstitusionalisme yang kuat bertabrakan dengan demokrasi
karena tidak mungkin ada terlalu banyak kekebalan dan terlalu banyak
keengganan terhadap keputusan sosial.426 Hanya konstitusionalisme
lemahlah yang bisa melengkapi demokrasi dengan memberinya lebih
banyak stabilitas dalam keputusan sosial.427 Berpegang pada pendapat
yang sama, Richard Bellamy Dario Catiglione menyatakan bahwa kon-
stitusionalisme dan demokrasi bisa tampil sebagai dua hal yang saling
bertentangan dan juga saling mendukung. Di satu sisi, konstitusio-
nalisme mengacu pada pembatasan dan pembagian kekuasaan, se-
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dangkan demokrasi berarti “penerapan yang padu dan bebas”.428

Begitupun, Carlos Santiago Nino memperingatkan bahwa:

… mengawinkan demokrasi dan konstitusionalisme tidaklah gam-

pang ... Ketegangan-ketegangan muncul ketika ekspansi demokrasi

menyebabkan lemahnya konstitusionalisme, atau ketika menguat-

nya ide konstitusi menyebabkan terbatasnya proses demokrasi.429

Wheare menengarai bahwa demokrasi tidak selalu melahirkan
pemerintahan yang konstitusional.430 Katanya:

Kalau arti demokrasi tak lebih dari sekadar hak suara universal

atau kesetaraan dalam segala hal, tak mungkin demokrasi itu meng-

hasilkan pemerintahan yang konstitusional. Hak suara universal

bisa saja menciptakan dan menyokong sebuah tirani mayoritas atau

sebuah tirani minoritas, atau bahkan tirani satu orang. Hanya

kalau demokrasi berarti kemerdekaan dan kesetaraanlah ia bisa

diharapkan, dengan segala keyakinan, akan melahirkan pemerin-

tahan yang konstitusional.431

Sebaliknya, menurut pandangan para pendukung konstitusionalis-
me, konstitusi bukanlah sekadar sebuah simbol era politik yang
mengadopsinya, tetapi, secara sistematis, konstitusi juga memenga-
ruhi jalannya kebijakan publik. Bagi kelompok ini, konstitusi sudah
dianggap sebagai sesuatu yang memberikan kerangka kerja yang
diperlukan bagi sebuah demokrasi. Demokrasi adalah gagasan utama
yang melandasi sebuah konstitusi.432 Dalam konteks transisi ke demo-
krasi, Bonime-Blanc percaya bahwa konstitusi adalah “legitimator
demokrasi. Konstitusi mewakili prasyarat demokrasi yang tanpanya
demokrasi tak mungkin eksis”.433

Kendati mengakui bahwa ketegangan antara demokrasi dan kon-
stitusi memang benar-benar ada, para penganjur konstitusionalisme
menyarankan agar orang tak terlalu membesar-besarkan perbedaan-
perbedaan di antara keduanya. Dalam soal martabat manusia, misal-
nya, meski tak sepakat dalam hal cara menjaga nilai itu, baik konstitusi
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maupun demokrasi mengakui sentralitasnya.434 Akibatnya, hingga
kadar tertentu, kedua teori itu terpaksa harus bekerja bahu-memba-
hu.435 Bercampurnya konstitusionalisme dan demokrasi menciptakan
sebuah sistem pemerintahan yang cukup efektif tetapi tetap terbatas,
yang kondang dengan sebutan ‘demokrasi konstitusional’. Bagi para
pendukungnya, perpaduan antara kedua pandangan itu adalah “sebuah
perkawinan yang bahagia antara dua cita-cita luhur”.436 Di mata mereka,
demokrasi konstitusional adalah satu bentuk pemerintahan yang lebih
baik ketimbang “demokrasi murni” ataupun “pemerintahan konstitu-
sional yang non-demokratis”.437

Karenanya, dalam menanggapi argumen yang bersandar pada
‘inefektivitas konstitusi’, para pendukungnya bersikeras bahwa ‘peme-
rintahan yang konstitusional’ tak bersinonim dengan ‘pemerintahan
yang demokratis’; orang harus membedakan keduanya.438 Sangat
mungkin orang menemukan contoh-contoh pemerintahan yang konsti-
tusional tetapi tidak demokratis. Kerap terjadi pemerintah otoriter
mempekerjakan ‘konstitusi basa-basi’.439 Ini terjadi, misalnya, di ba-
nyak negara berkembang. Sekalipun pemerintah di masing-masing
negara ini sudah mengadopsi konstitusi secara formal, pada umumnya
mereka mengabaikan prinsip-prinsip konstitusi yang demokratis, se-
perti pemisahan kekuasaan dan perlindungan terhadap hak-hak asa-
si manusia. Begitulah, negara bisa saja memiliki konstitusi, tetapi
sistem politik mereka tidak konstitusional. Bahkan, abad kedua puluh
menjadi saksi begitu banyaknya negara yang hidup di bawah konstitusi
semacam itu, tetapi konstitusi demikian “diabaikan atau direndah-
kan”.440

‘Konstitusi basa-basi’ eksis karena, menurut McWhinney, kon-
stitusi bisa dipilah menjadi konstitusi ‘nominal’ dan konstitusi ‘nor-
matif’.441 Konstitusi ‘nominal’ lebih banyak mengandung unsur-unsur
retorika dan simbol, dan kebanyakan memiliki fungsi hubungan masya-
rakat. Konstitusi tipe ini bisa jadi sah secara hukum, tetapi tidak
diimplementasikan. Ia menjadi sebuah dokumen yang tidak dilaksana-
kan.442 Sementara itu, konstitusi ‘normatif’ memiliki lebih banyak
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karakteristik fungsional dan operasional. Ini adalah konstitusi yang
pada praktiknya benar-benar diaktifkan dan berlaku secara efektif.443

Jadi, konstitusi harus lebih normatif demi memastikan lahirnya peme-
rintahan yang tidak hanya konstitusional, tetapi juga demokratis.

Para penganjur konstitusionalisme ditantang untuk memastikan
bahwa pemerintahan yang konstitusional akan menjadi pemerintahan
yang demokratis pula. Konstitusi formal tertulis harus diterjemahkan
ke dalam praktik yang konstitusional. Tetapi, memindahkan sebuah
konstitusi dari tahap dokumenter ke tahap institusional bukanlah
urusan gampang, karena melibatkan banyak persoalan yang bertalian
dengan rancang-bangun kelembagaan dan interpretasi hukum.444 Aki-
batnya, banyak konstitusi yang menjadi kertas-kerja yang mati. Peluang
orang untuk bisa berhasil mengubah sebuah konstitusi, dari teks
hukum yang ‘mati’ menjadi sebuah dokumen praktis, sangat tergan-
tung pada berbagai kekuatan politik, ekonomi, dan sosial,445 di sam-
ping watak konstitusi itu sendiri.446 Lane menyatakan bahwa “kon-
stitusi yang rumit dengan lembaga-lembaga yang saling bertentangan,
terbukti lebih sulit diimplementasikan ketimbang sebuah dokumen
konstitusi yang padat, ramping, dan sederhana”.447

Terakhir, tentang hubungan antara demokrasi dan konstitusi,
penulis ingin mengutip Dahl yang berpendapat bahwa:

… sebuah konstitusi yang dirancang dengan baik akan membantu

lembaga demokrasi tetap bertahan hidup; sedangkan konstitusi

yang dirancang secara serampangan akan ikut menyebabkan run-

tuhnya lembaga demokrasi.448

Konstitusi yang Demokratis

Apa itu konstitusi yang demokratis? Ann Stuart Diamond berpan-
dangan bahwa definisi dasar sebuah konstitusi yang demokratis adalah
“konstitusi yang di dalamnya berlaku kehendak mayoritas, atau yang
di dalamnya mayoritaslah yang berkuasa”.449 Bagi Andreas Kalyvas,
sebuah konstitusi yang demokratis adalah konstitusi yang harus
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“mewujudkan nilai-nilai dan prinsip-prinsip demokrasi”.450 Meminjam
kata-kata Jan Erik Lane, sebuah konstitusi yang demokratis adalah
konstitusi yang ‘adil’.451 Lane mengaitkan definisinya dengan John
Rawls yang mendefinisikan sebuah konstitusi yang adil sebagai “se-
buah prosedur yang adil yang diatur untuk memastikan hasil yang
adil pula”.452

Tak Ada Rumusan Tunggal

Definisi tentang konstitusi yang demokratis sebagaimana tersebut
di atas jelas hanya sekadar contoh. Definisi tentang konstitusi yang
demokratis berbeda-beda, karena demokrasi punya banyak inter-
pretasi.453 Bagi Dahl, tidak ada satu pun struktur baku konstitusi
yang demokratis.454 Bahkan di negara yang dianggap demokratis sekali-
pun, “konstitusi yang demokratis hadir dalam aneka gaya dan ben-
tuk”.455 Keberagaman itu, antara lain, mulai dari apakah konstitusi
yang bersangkutan tertulis atau tak-tertulis, federal atau kesatuan,
lembaga pembuatnya satu-kamar atau dua-kamar, dan apakah sistem
pemerintahannya presidensial ataukah parlementer.456 Jadi, bagi yang
mencari satu rumusan baku tentang apa itu konstitusi yang demo-
kratis, Dahl sudah mewanti-wanti bahwa:

Semua peraturan konstitusional punya kelemahan; tak ada yang

bisa memuaskan semua kriteria yang masuk akal. Dari sudut

pandang demokrasi, tidak ada konstitusi yang sempurna.457

Senada dengan Dahl, Wheare menyatakan bahwa “konstitusi-
konstitusi dari negara-negara yang berlainan menunjukkan pula bahwa
orang sangat berbeda-beda dalam hal apa yang menurut mereka
perlu ada dalam sebuah konstitusi”.458 Tentang perbedaan demikian,
Rawls berpendapat bahwa hal itu bergantung pada kondisi sosial di
mana konstitusi yang bersangkutan diterapkan.459 Dalam kalimat
Wheeler,

Membingkai sebuah konstitusi yang ‘ideal’ yang bisa diadopsi bulat-

bulat oleh satu atau semua negara adalah hal yang mustahil. Sebuah
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konstitusi, seperti halnya semua lembaga buatan manusia, pasti

tumbuh dari sejarah, tradisi-tradisi, masalah-masalah yang khas,

dan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakan oleh komunitas politik

yang bersangkutan.460

Sedangkan menurut Ulrich K. Preuss,

Tak ada konstitusi yang sama. Semuanya berbeda, sesuai dengan

tradisi, kondisi-kondisi fisik, ekonomi dan sosial, pandangan dunia,

kebudayaan, dan pengalaman sejarah rakyat yang membuatnya

untuk diri mereka sendiri.461

Selain itu, penilaian tentang apakah sebuah konstitusi merupakan
teks yang demokratis atau tidak, bisa berbeda antara satu dengan
lain orang. Konstitusi Amerika, contohnya. Bagi Stephen Breyer, Kon-
stitusi adalah sebuah dokumen demokratis yang merupakan kerangka
kerja yang mengatur; (a) swa-pemerintahan yang demokratis; (b) pem-
bagian kekuasaan; (c) harkat dan martabat individu; (d) kesetaraan
di hadapan hukum; dan (e) the rule of law.462 Tapi, Dahl menentang
keras. Dia menggunakan “standar-standar demokrasi” untuk menjajaki
apakah piagam Konstitusi yang satu itu memungkinkan warga negara
yang setara secara politik memerintah diri mereka sendiri’.463 Dahl
menyimpulkan bahwa Konstitusi Amerika sama sekali tidak demo-
kratis.464 Jadi, menurut Dahl, menjadikan Konstitusi Amerika sebagai
model untuk seluruh dunia adalah sesuatu yang menyesatkan.465

Unsur-Unsur Konstitusi yang Demokratis

Meski terdapat begitu banyak perbedaan dalam rumusan dan
penilaian mengenai sebuah konstitusi yang demokratis, Wheeler per-
caya bahwa ada “prinsip-prinsip tentang struktur konstitusi yang
baik” yang bisa diterapkan dengan cara yang berbeda-beda, tetapi
yang “memberikan garis panduan umum bagi perkembangan konstitusi
modern”.466
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Menurut penulis, ada dua unsur penting yang harus ada dalam
sebuah konstitusi demokratis: pemisahan kekuasaan, dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia. Bagi Lane, “konstitusionalisme de-
wasa ini setidaknya berisi dua set lembaga yang berbeda, yaitu: (a)
hak-hak asasi manusia, dan (b) pemisahan lembaga-lembaga kekua-
saan”.467 Merujuk pada S. Holmes, Preuss memandang pemisahan
kekuasaan dan jaminan hak-hak individu sebagai “perangkat kelem-
bagaan yang utama” bagi sebuah konstitusi.468

Daniel S. Lev menyatakan bahwa konstitusionalisme adalah “soal
membagi-bagikan kekuasaan dan kewenangan”.469 Bagi Friedrich, inti
konstitusionalisme adalah pembagian kekuasaan,470 dan dengan mem-
bagi kekuasaan konstitusionalisme menyediakan sebuah sistem yang
efektif untuk membatasi tindakan-tindakan pemerintah.471 Bahkan,
menurut Annen Junji, sesuai dengan definisinya, konstitusionalisme
adalah pembatasan terhadap kekuasaan politik oleh sebuah konsti-
tusi.472 Lane juga mendefinisikan konstitusionalisme sebagai “doktrin
politik yang mengklaim bahwa otoritas politik harus dibatasi oleh
lembaga yang membatasi pelaksanaan kekuasaan.473 Sementara Scott
Gordon beranggapan bahwa konstitusionalisme adalah “sebuah sistem
politik yang memberlakukan pembatasan-pembatasan terhadap pelak-
sanaan kekuasaan politik”.474 Bagi McIlwain,

… dalam semua fasenya yang berurutan itu, konstitusionalisme

memiliki satu kualitas penting: ia adalah pembatasan legal terhadap

pemerintahan; ia adalah antitesis dari kekuasaan yang sewenang-

wenang; ia adalah kebalikan dari pemerintahan despotik, [yaitu]

pemerintahan oleh kehendak [individual] dan bukan oleh hukum …

esensi yang paling kuat dan paling abadi dari konstitusionalisme

masih sama dengan apa yang ada hampir sejak awal dulu, [yaitu]

pembatasan pemerintahan oleh hukum.475

Sejalan dengan pembagian kekuasaan, demikian Walter M. Mur-
phy berpendapat, prinsip sentral lain dalam konstitusionalisme adalah
perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.476 Sementara dalam
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pemikiran Alan S. Rosenbaum, konstitusionalisme sudah mengalami
evolusi sedemikian rupa sehingga artinya menjadi “pembatasan legal
yang dikenakan terhadap kekuasaan pemerintah yang sah dalam hu-
bungannya dengan warga negaranya”.477

Bahkan, bagi Lane, dasar konstitusionalisme adalah pembatasan
kekuasaan negara vis a vis masyarakat dalam bentuk perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia, dan implementasi dari pemisahan
kekuasaan yang ada di tangan negara.478 Masih menurut Lane, konsti-
tusionalisme adalah:

Teori politik yang menekankan pada the rule of law yang mem-
batasi kedaulatan negara melalui lembaga-lembaga yang menjamin
pemisahan kekuasaan dan hak-hak warga negara.479

Bagi penulis, untuk meraih konstitusionalisme sejati, sebuah kon-
stitusi harus mencakup aturan-aturan yang memungkinkan dilakukan-
nya kontrol terhadap kekuasaan-kekuasaan politik dan perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia. Tanpa kedua unsur konstitusional-
isme ini, sebuah konstitusi hanya akan menjadi sebuah dokumen tak
bernyawa. Berikut ini akan dipaparkan argumen-argumen yang men-
dukung kedua unsur konstitusi yang demokratis itu.

Pemisahan Kekuasaan

Pandangan tentang pemisahan kekuasaan harus dipertalikan
dengan De l’Esprit des Loix-nya Montesquieu dan Two Treatises of
Civil Government tulisan John Locke. Sejak pagi-pagi benar doktrin
pemisahan kekuasaan juga sudah disuarakan dengan kuat oleh para
pendiri negara Amerika Serikat. Saat itu, George Washington memper-
ingatkan, “Semangat melanggar-batas cenderung menggabungkan se-
mua kekuasaan di satu departemen, dan dengan demikian mencipta-
kan sebuah despotisme sejati, apa pun bentuk pemerintahannya”.480

Merujuk pada Montesquieu, Rerhard Casper berargumen bahwa pe-
misahan kekuasaan adalah sebuah konsep fungsional yang diperlukan
untuk mewujudkan kemerdekaan: absennya pemisahan kekuasaan
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hanya akan mendorong lahirnya tirani.481 Pendapat Casper ini mirip
dengan gagasan James Madison:

… akumulasi semua kekuasaan—legislatif, eksekutif, dan yudika-

tif—di tangan yang sama, entah itu satu, sedikit, atau banyak orang,

dan entah itu melalui mekanisme turun-temurun, pengangkatan

diri-sendiri, ataupun dipilih, bisa dibilang merupakan definisi tirani

yang paling nyata.482

Bernard H. Siegan pun memandang bahwa kekuasaan pemerintah
harus disekat-sekat, sehingga dengan “perpaduan antara kinerja legis-
latif, implementasi eksekutif, dan interpretasi yudikatif, tidak ada
kelompok atau perorangan yang akan bisa memaksakan kehendaknya
yang tak-terbatas”.483 Mengacu pada Konstitusi Amerika, Siegan
menggarisbawahi beberapa contoh pemisahan kekuasaan konstitu-
sional: Senat harus menyetujui, dengan suara mayoritas, pengangkatan
yang dilakukan oleh Presiden; Presiden memiliki kekuasaan untuk
memveto undang-undang yang dibuat Kongres, meski veto ini pun
bisa dikalahkan dengan dua pertiga suara Kongres; dan Presiden
mengangkat semua hakim federal di Mahkamah Agung, tetapi kon-
firmasi Senat tetap diperlukan.484

Judicial Review

Salah satu lembaga penting dalam pemisahan kekuasaan adalah
konsep judicial review, yaitu hak lembaga peradilan untuk mengkaji-
ulang produk perundang-undangan. Lembaga ini sudah semakin po-
puler. Lane mencatat bahwa beberapa konstitusi baru sudah mulai
menyediakan semacam Mahkamah Konstitusi, yang bertugas mengkaji
apakah hukum atau undang-undang yang ada sudah sesuai dengan
konstitusi atau belum.485 Tetapi, menurut Dahl, kekuasaan Mahkamah
Agung untuk menyatakan bahwa suatu produk perundang-undangan
tidak konstitusional “jauh lebih kontroversial”.486 Baginya, dalam me-
lakukan kaji ulang, para hakim bisa saja terkontaminasi oleh ideologi,
posisi yang bias, dan gengsi referensi mereka sendiri.487
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Di sisi lain, Rawls percaya bahwa judicial review merupakan
salah satu lembaga yang sah yang diperlukan dalam sebuah konstitusi
yang demokratis untuk menghambat berbagai potensi pelanggaran
dan penyalahgunaan lembaga pembuat undang-undang.488 Tetapi, se-
perti dikutip oleh Freeman, Rawls sepakat bahwa judicial review
bisa menjadi anti-demokrasi ketika judicial review digunakan, misalnya,
untuk membuat keputusan-keputusan yang tidak perlu guna meng-
aborsi secara sah undang-undang atau hukum-hukum yang sudah
berlaku yang dirancang untuk meningkatkan pelaksanaan hak-hak
asasi manusia secara efektif.489 Merujuk pada pandangan Rawls ten-
tang “peradilan sebagai keadilan” (justice as fairness), Joseph M.
Farber berpendapat bahwa “judicial review bisa juga dibenarkan dalam
situasi dan kondisi tertentu sebagai satu cara untuk melindungi hak-
hak politik yang fundamental”.490

Menurut Dieter Grimm, “judicial review tidak tak-sejalan dengan
demokrasi, juga tidak tak-krusial bagi demokrasi”.491 Baginya,

… orang-orang yang mengambil sikap berseberangan dan menya-

takan bahwa judicial review adalah syarat demokrasi yang penting,

biasanya beranggapan bahwa konstitusi hanya sedikit atau bahkan

tidak ada nilainya sama sekali tanpa lembaga yang menjamin ke-

taatan pemerintah terhadap aturan-aturan konstitusi.492

Pengalaman Afrika Selatan

D.J. Brand mengungkapkan bahwa dalam Konstitusi 1996 milik
Afrika Selatan prinsip pemisahan kekuasaan diakui dengan dibentuk-
nya parlemen dua-kamar, yaitu Majelis dan Senat, sebagai cabang
legislatif; seorang Presiden negara, seorang Perdana Menteri dan
kabinet selaku eksekutif; serta yudikatif, yang dibentuk dan diangkat
di tingkat nasional, sebagai cabang ketiga dalam pemerintahan.493

Selain itu, Konstitusi ini membakukan komisi yang independen dan
imparsial yang dirancang demi memperkuat demokrasi: Komisi Hak-
Hak Asasi Manusia; Komisi untuk Kemajuan dan Perlindungan ter-
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hadap Hak-Hak Budaya, dan Komunitas Keagamaan dan Bahasa; Ko-
misi untuk Kesetaraan Gender; Badan Pemeriksa Keuangan; dan
Komisi Pemilihan Umum.494

Dengan diberlakukannya Konstitusi 1996, hukum konstitusi Afrika
Selatan menggeser konsep kedaulatan Parlemen dalam sebuah era
di mana Konstitusi itu menjadi yang tertinggi.495 Mahkamah Konstitusi
adalah sebuah lembaga negara baru yang diciptakan oleh Konstitusi
ini guna “menjaga dan melindungi supremasi Konstitusi”.496 Tentang
hal-ihwal judicial review, Konstitusi 1996 mempertahankan konsep
yang ada dalam Konstitusi Sementara. Mahkamah Konstitusi memiliki
kekuasaan untuk membuat “ulasan abstrak” tentang produk perun-
dangan-undangan yang disodorkan oleh Presiden, atau tentang berbagai
undang-undang yang dibawa ke hadapannya oleh anggota Parlemen.497

Dengan memainkan kekuasaan untuk melakukan judicial review ini
sebagaimana mestinya, Margaret A. Burnham percaya bahwa Mahka-
mah Konstitusi akan memungkinkan Afrika Selatan menyejajarkan
diri dengan negara demokrasi konstitusional terkemuka di dunia.498

Pengalaman Thailand

Konstitusi Thailand tahun 1997, meskipun konstitusionalismenya
berbasiskan monarki, berhasil memperkuat konsep pemisahan kekua-
saan.499 Di samping itu, Konstitusi yang satu ini juga menciptakan
beberapa agensi independen yang sengaja dirancang untuk memantau
jalannya pemerintahan oleh eksekutif,500 yaitu: Komisi Pemilihan
Umum; Komisi Nasional Pemberantas Korupsi; Divisi Khusus Pidana
Mahkamah Agung untuk Pejabat-Pejabat Politik; Komisi Ombudsman;
Komisi Pemeriksa Keuangan Negara; Komisi Nasional Hak Asasi
Manusia; Mahkamah Konstitusi; dan Pengadilan Tata Usaha Negara.

Perlindungan terhadap Hak-Hak Asasi Manusia

Untuk menyokong pendapatnya bahwa mengadopsi perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia ke dalam sebuah konstitusi yang
demokratis adalah satu hal yang esensial, Muna Ndulo menyatakan:
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… di luar unsur-unsur esensial demokrasi, sebuah konstitusi yang

demokratis harus dipandang sebagai sebuah dokumen yang

membebaskan—yaitu sebuah dokumen yang tidak hanya membatasi

kekuasaan negara dan lembaga-lembaganya, tetapi juga menjamin

bermacam-macam kebebasan yang akan mewujudkan kebahagiaan

dan kepuasan rakyat.501

Senada dengan Ndulo, Lane berpendapat bahwa salah satu kriteria
normatif yang harus dipenuhi oleh sebuah konstitusi yang adil berhu-
bungan dengan dua konsep keadilan yang berbeda: keadilan hukum
(legal justice) dan keadilan sosial (social justice).502 Keadilan hukum
berarti memberikan proses hukum yang memadai, perlindungan yang
sama, dan kebebasan-kebebasan individu”.503 Keadilan sosial mengacu
pada pemerataan pendapatan dan kekayaan yang menguntungkan
setiap orang.504 Meminjam kata-kata Rawls, keadilan hukum adalah
pandangan bahwa “setiap orang harus memiliki hak yang sama atas
kemerdekaan dasar yang seluas-luasnya, yang sejalan dengan kemerde-
kaan serupa bagi orang lain”.505

Dalam soal kemerdekaan, kebebasan, dan kesetaraan, Dahl ber-
argumen bahwa reformasi konstitusi di Amerika mensyaratkan diku-
ranginya “ketimpangan-ketimpangan yang parah dalam hal distribusi
sumber-sumber daya politik yang ada”.506 Ini berarti rakyat harus
“memiliki sumber daya minimal agar bisa mengambil keuntungan
dari peluang yang ada dan menggunakan hak-hak mereka”.507 Lebih
jauh lagi, Dahl mengatakan bahwa lembaga-lembaga demokrasi yang
memenuhi prinsip ini adalah lembaga demokrasi konstitusional yang
melindungi kemerdekaan dan kebebasan dasar, hukum yang menjamin
kesetaraan yang adil untuk mendapatkan peluang dan “demokrasi
dalam kepemilikan harta benda”.508 Rawls, mengamini Dahl, juga
memandang bahwa untuk merancang sebuah prosedur yang adil “ke-
bebasan yang setara di kalangan warga negara” harus dilindungi
oleh dan dimasukkan ke dalam konstitusi.509 Kebebasan-kebebasan
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ini termasuk “kemerdekaan hati nurani dan kebebasan berpikir, ke-
merdekaan pribadi, dan adanya kesetaraan dalam hak-hak politik”.510

Dengan kata lain, demikian Franklin I Gamwell, sebuah konstitusi
yang demokratis harus mengatur kemerdekaan pribadi dan kebebasan
publik.511 Kemerdekaan pribadi meliputi hak untuk hidup, hak untuk
memiliki integritas jasmani, hak untuk memiliki kekayaan pribadi,
dan kemerdekaan hati nurani; sedangkan kebebasan publik mencakup
kebebasan berbicara, kebebasan pers, kebebasan berserikat, berkum-
pul dan menyatakan pendapat, dan hak untuk mendapatkan perlindung-
an hukum yang sama.512

Pengalaman Afrika Selatan

Menurut Siri Gloppen, seperti dialami Afrika Selatan, proses
dan hasil-hasil pembuatan konstitusi mencerminkan prinsip-prinsip
seperti hak-hak asasi manusia dan keadilan distributif.513 Bagi Gloppen,
stabilitas sosial di Afrika Selatan baru bisa tercapai ketika Konstitu-
si negara itu mengadopsi “sebuah struktur sosial yang demokratis,
yang menghormati hak-hak asasi individu dan mendistribusikan pe-
luang-peluang dan kekayaan sosial dengan cukup adil di antara semua
warga negara”.514

Hasil dari proses pembuatan konstitusi ini adalah dibakukannya
serangkaian aturan tentang hak-hak asasi manusia yang komprehensif
dalam Konstitusi 1996. Hak-hak ini tidak hanya meliputi hak sipil
dan hak politik klasik, tetapi memiliki komitmen yang luas terhadap
hak sosial-ekonomi, yang mencakup: hak lingkungan, hak untuk men-
dapatkan akses kepemilikan tanah, perumahan, pelayanan kesehatan,
makanan, air, dan jaminan sosial, serta hak anak atas kesejahteraan
sosial-ekonomi dan pendidikan.515 Dalam soal apakah hak-hak sosial-
ekonomi harus dilindungi dengan sebuah konstitusi, jawaban Sunstein
adalah: harus.516 Menurutnya:

… hak untuk mendapatkan jaminan sosial dan ekonomi minimal

bisa dibenarkan, bukan hanya atas dasar bahwa orang yang berada
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dalam keadaan putus-asa tidak akan bisa hidup dengan baik, tetapi

juga dengan alasan bahwa demokrasi mensyaratkan adanya kemer-

dekaan dan kesejahteraan tertentu bagi setiap orang.517

Demi memperkuat perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia,
Bab 9 Konstitusi Afrika Selatan menetapkan berdirinya Komisi Hak-
Hak Asasi Manusia, yang diberi mandat untuk melindungi hak-hak
asasi manusia. Fungsi Komisi tersebut adalah meningkatkan, meman-
tau, dan menilai ketaatan orang terhadap hak-hak asasi manusia.518

Perlindungan hak-hak asasi manusia yang komprehensif ini me-
rupakan cerminan kondisi sosial politik di negara itu selepas rezim
apartheid. Seperti kata Karen Cavanaugh:

… pengulangan dan penekanan dalam soal hak-hak seluruh rakyat

di Afrika Selatan jelas menunjukkan penghargaan dan pengakuan

atas ketimpangan-ketimpangan dalam sejarah mereka dan tekad

dan kemauan mereka untuk memastikan bahwa sejarah itu tidak

akan berulang, seraya meletakkan landasan bagi Afrika Selatan

yang baru.519

Jeremy Sarkin berkesimpulan bahwa Konstitusi 1996 semakin
mengukuhkan hak asasi manusia sebagai landasan demokrasi Afrika
Selatan”.520

Pengalaman Thailand

Bab III (Pasal 26-65) Konstitusi Thailand memerinci “sejumlah
besar aturan tentang hak-hak asasi”.521 Bab ini lebih jauh dilengkapi
dengan Pasal 236-247, yang mengatur hal ihwal hak-hak terdakwa
selama berada dalam proses pengadilan, dan Pasal 199-200 yang
mengelaborasi kekuasaan Komisi Nasional Hak-Hak Asasi Manusia
negara itu untuk melakukan penyelidikan.522 Seperti aturan-aturan
tentang hak asasi manusia yang berlaku di Afrika Selatan, perlin-
dungan terhadap hak asasi manusia dalam Konstitusi Thailand juga
meliputi keadilan hukum dan keadilan sosial. Di antara begitu banyak
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aturan tentang hak-hak ini, salah satunya jelas dibuat berdasarkan
“pengalaman sejarah” berupa seringnya negeri itu dicabik kudeta
militer; dalam hal ini Konstitusi itu menetapkan hak untuk melakukan
perlawanan damai terhadap segala tindakan inkonstitusional yang
dilakukan dengan maksud mengambil alih kekuasaan.523

Kesimpulan

Berdasarkan bab yang berisi kilasan kajian literatur ini, jelas
tidak ada satu rumusan baku untuk membuat konstitusi yang demo-
kratis. Tetapi, sepanjang proses pembuatan konstitusi, ada prinsip-
prinsip panduan yang harus diikuti: Pertama, sebuah proses pem-
buatan konstitusi yang demokratis harus dilakukan sesuai dengan
satu jadwal waktu yang spesifik. Proses ini bisa menjadi momentum
emas untuk membuat konstitusi, kalau proses itu dilakukan dalam
masa transisi dari pemerintahan yang otoriter dan diatur dengan
saksama. Kedua, lembaga pembuat konstitusi harus dipilih dengan
hati-hati. Legitimasi dan kepentingan masing-masing lembaga pembuat
konstitusi, yang bisa memengaruhi proses dan hasil-hasil pembuatan
konstitusi yang bersangkutan, harus dianalisis secara menyeluruh
sebelum keputusan tentang siapa yang akan menjadi lembaga pem-
buat konstitusi itu diambil. Ketiga, penetapan agenda dasar harus
disepakati sejak pagi-pagi sekali. Ini meliputi, misalnya, apakah kon-
stitusi yang ada akan diubah atau diganti. Keempat, penggalangan
partisipasi publik perlu diorganisasikan dengan baik agar bisa melibat-
kan sebanyak mungkin rakyat. Urun peran dan urun rembuk ini
penting, demi memberi lebih banyak legitimasi bagi konstitusi yang
akan lahir nantinya.

Sedangkan untuk soal isi sebuah konstitusi yang demokratis,
dua unsur mendasar harus tercakup: pemisahan kekuasaan dan perlin-
dungan terhadap hak asasi manusia. Tanpa mengadopsi kedua prinsip
ini, sebuah konstitusi bisa dengan gampang menjadi sebuah dokumen
‘mati’ dalam politik sehari-hari.
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Bab Empat hingga Bab Tujuh akan menjelajahi perjalanan Indo-
nesia dalam melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Dasar
1945, dan mengulas sekilas tentang amandemen-amandemen yang
dihasilkan. Sebelumnya, Bab Tiga akan mengupas kondisi politik
Indonesia untuk menunjukkan mengapa reformasi konstitusi perlu
dilakukan di negeri ini.[]



BAGIAN TIGA

OTORITARIANISME
DALAM UUD 1945





Otoritarianisme Soeharto
dan Urgensi

Reformasi Konstitusi

33333

Bangsa ini tidak boleh mengulang kesalahan yang sama. Ia harus

belajar dan mengambil hikmah dari pengalaman-pengalaman Orde

Baru dan Orde Lama. Hikmah yang perlu diambil adalah UUD 1945

[sebelum perubahan] mengandung kelemahan mendasar yang mem-

buka peluang bagi terjadinya penyelewengan, manipulasi, dan

eksploitasi kekuasaan. UUD 1945 mengandung resep kediktatoran,

dan dengan demikian menjadi ibu dari malapetaka, karena tidak

memberikan mekanisme kontrol yang efektif, tidak mengatur

pemisahan kekuasaan atau distribusi kekuasaan, pemisahan

wewenang, dan dengan demikian, tidak menyediakan sistem checks

and balances. (Soedjati Djiwandono).524

Bab yang terbagi dalam dua bagian ini menggambarkan situasi
Indonesia sebelum dilakukannya perubahan UUD 1945 pada tahun
1999-2002. Bagian Kekuasaan Otoriter Soeharto berargumen bahwa
pemerintahan Presiden Soeharto adalah rezim yang otoriter. Bagian
Otoritarianisme dalam UUD 1945 berpendapat bahwa otoritarianis-
me ini dimungkinkan oleh UUD 1945, karena konstitusi ini tidak



136      Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran

memiliki aturan tentang pemisahan kekuasaan dan perlindungan ter-
hadap hak asasi manusia (HAM). Kedua konsep ini merupakan elemen
kunci sebuah konstitusi yang demokratis. Karenanya, bab ini berkesim-
pulan bahwa UUD 1945 perlu direformasi demi memuluskan jalannya
transisi Indonesia dari kekuasaan yang otoriter ke alam demokrasi.

Kekuasaan Otoriter Soeharto

Soeharto dikukuhkan secara resmi sebagai pejabat Presiden pada
tahun 1967, dan diangkat sebagai Presiden setahun kemudian. Ia
memerintah hingga dipaksa lengser dari takhtanya pada tahun 1998.525

Tetapi, sesungguhnya, Soeharto sudah berkuasa sejak 11 Maret 1966,
saat ia menerima Supersemar526 dari Soekarno, Presiden Indonesia
pertama.527 Dengan Supersemar, Soekarno menyerahkan kekuasaan
kepresidenannya untuk memulihkan keamanan dan mengendalikan
pemerintahan kepada Soeharto.528

Soeharto melabeli pemerintahannya dengan gelar ‘Orde Baru’,
berbeda dengan pemerintahan Soekarno yang disebutnya ‘Orde Lama’.
Orbe Baru pada awalnya dikampanyekan hadir sebagai koreksi terhadap
Orde Lama yang otoriter.529 Tetapi nyatanya, Orde Baru Soeharto dan
Orde Lama Soekarno setali tiga uang: sama-sama rezim yang otoriter.
Meminjam kata-kata R. William Liddle,

… sejak akhir tahun 1950-an, Indonesia sudah mengalami dua tipe

otoritarianisme, yaitu kekuasaan pribadi Demokrasi Terpimpinnya

Presiden [Soekarno] hingga tahun 1965 dan Orde Barunya Presiden

[Soeharto] yang didukung tentara.530

Bab ini hanya akan membahas hal ihwal rezim otoriter Soeharto
karena seluruh masa jabatannya sebagai presiden didasarkan pada
UUD 1945, yang menjadi fokus penelitian ini. Pemerintahan Soekarno
dikaji juga, hanya untuk menunjukkan bahwa, meskipun Soekarno
menerapkan UUD 1945, pemerintahannya juga otoriter, sehingga oto-
ritarianisme berurat akar hingga ke relung-relung sistem hukum dan
politik Indonesia.
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Indonesia di Bawah Soekarno: Orde Otoriter Lama

Masa jabatan Soekarno sebagai presiden berawal pada tanggal
18 Agustus 1945 dan resmi dicabut dengan sebuah Ketetapan (Tap)
MPRS531 pada tahun 1967.532 Masa jabatan ini dapat dibagi menjadi
empat periode, yang masing-masing ditandai dengan pergantian kon-
stitusi: (i) dari tahun 1945 hingga 1949, berdasarkan UUD 1945;533

(ii) dari tahun 1949 hingga 1950, berdasarkan KRIS 1949; (iii) dari
tahun 1950 hingga 1959, berdasarkan Undang-Undang Dasar Semen-
tara (UUDS) 1950; dan (iv) sejak tahun 1959 sampai 1966, kembali
menggunakan UUD 1945.

Awal Mula Orde Lama

Untuk memahami bahwa Orde Lama Soekarno lebih otoriter ketika
menggunakan UUD 1945 sebagai dasarnya, periode Orde Lama itu
sendiri harus dijelaskan terlebih dahulu.

Ada tiga pandangan berbeda tentang tanggal yang berkaitan dengan
periode Orde Lama, yaitu periode kekuasaan personal Soekarno.
Pandangan pertama, disodorkan oleh Mahfud MD, adalah periode
Orde Lama bermula ketika Soekarno mengumumkan Dekrit Presiden-
nya pada tanggal 5 Juli 1959 yang menitahkan: (i) pembubaran Kon-
stituante; (ii) berlakunya kembali UUD 1945; (iii) tidak berlakunya
lagi UUDS 1950; dan (iv) dibentuknya Majelis Permusyawaratan Rak-
yat Sementara (MPRS) dan Dewan Pertimbangan Agung Sementara
(DPAS) dalam tempo yang sesingkat-singkatnya.534 Selanjutnya, Orde
Lama tamat ketika Soeharto mengambil alih kekuasaan kepresidenan
dari tangan Soekarno pada tahun 1966.535

Pandangan kedua, kali ini dari Liddle, adalah bahwa Orde Lama
berawal pada tahun 1950 dan berakhir di tahun 1965.536 Rentang
waktu sepanjang lima belas tahun itu dibagi menjadi satu periode
demokrasi parlementer (1950-1957), dan satu periode Demokrasi
Terpimpin (1959-1965).537 Tapi Liddle sepakat dengan Mahfud bahwa
pada periode akhirlah Orde Lama menjadi rezim yang otoriter.538
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Liddle,539 merujuk pada Lev, berpendapat bahwa Demokrasi Ter-
pimpin efektif dimulai pada tahun 1967 dan berakhir pada tahun
1965. Menurut Lev sendiri, 1957 adalah tahun terbentuknya Demo-
krasi Terpimpin Soekarno,540 ketika Soekarno menyatakan berlakunya
keadaan darurat dengan “keadaan perang dan siaga”541 yang mene-
tapkan seluruh wilayah Indonesia sedang berperang dan dalam keadaan
darurat, sehingga militerlah yang memegang otoritas utama. Pernyata-
an keadaan darurat perang ini “menandai tamatnya demokrasi libe-
ral”.542

Ketiga—yang satu ini pandangan Lindsey—bahwa Orde Lama
berawal pada tahun 1945 dan berakhir di tahun 1966.543 Rentang
waktu ini mencakup keempat periode kepresidenan Soekarno. Lindsey
memandang bahwa periode pertama Orde Lama (1945-1950) adalah
masa perang kemerdekaan Indonesia melawan Belanda.544 Kemudian
Indonesia mengalami demokrasi parlementer (1950-1957),545 dan perio-
de pemerintahan presidensial dari tahun 1957 hingga 1965.546 Lindsey
juga sepakat bahwa pada rentang waktu terakhir itulah Soekarno
menjelma menjadi pengendali sistem hukum Indonesia dan membangun
rezim otoriternya.547 Senada dengan Lindsey, Adnan Buyung Nasution
pun berpendapat bahwa konsep Soekarno tentang Demokrasi Terpim-
pin adalah sebuah “rumusan baru yang berisi bentuk pemerintahan
yang lebih otoriter”.548 Michael J. Vatikiotis juga berargumen bahwa
dengan menerapkan Demokrasi Terpimpin, Soekarno membungkus
dirinya dalam “perangkap-perangkap kekuasaan”549

Meskipun Mahfud, Liddle, dan Lindsey berbeda pendapat dalam
hal kapan tepatnya periode Orde Lama bermula, mereka seiya bahwa
sebagian besar masa jabatan kepresidenan Soekarno pada tahun
1950-an adalah satu konfigurasi politik yang lebih demokratis. Mereka
juga sekata bahwa selama periode setelah itu—ketika dia member-
lakukan lagi UUD 1945 dan menjalankan apa yang disebutnya Demo-
krasi Terpimpin—pemerintahannya lebih otoriter ketimbang periode-
periode lain sepanjang masa kekuasaannya.
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Demokrasi Terpimpin

Soekarno sendiri memberi banyak definisi untuk ramuan Demo-
krasi Terpimpin.550 Salah satu di antaranya, yang termuat dalam Tap
MPRS No. VIII/1965 tentang Demokrasi Terpimpin, menunjukkan
betapa otoriternya konsep itu. Demokrasi Terpimpin diartikan sebagai
sebuah mekanisme yang dengannya semua pengambilan keputusan
lembaga negara dilakukan melalui sebuah musyawarah-mufakat. Jika
kesepakatan mutlak gagal dicapai, masalah-masalah yang bersangkutan
tidak boleh dialihkan ke mekanisme pemungutan suara (voting), me-
lainkan harus diserahkan kepada seorang pemimpin untuk diputuskan.
Ini berarti Soekarno, sebagai kepala negara, diberi kewenangan penuh
untuk membuat semua keputusan. Dan nyatanya, Demokrasi Terpimpin
memang memungkinkan Presiden Soekarno menguasai dan mengen-
dalikan semua proses pengambilan keputusan.551

Pelanggaran Konstitusi oleh Soekarno

Dalamnya cengkeraman otoritarianisme Demokrasi Terpimpin me-
mungkinkan Soekarno menjadi satu-satunya penguasa di zaman Orde
Lama. Dalam membuat keputusan, dia kerap melanggar UUD 1945
tanpa dihukum,552 seperti tampak dalam tiga contoh berikut ini.

Pertama, pada tahun 1960, Soekarno membubarkan Dewan Per-
wakilan Rakyat (DPR) karena lembaga ini menolak rencana anggaran
pendapatan dan belanja yang diajukannya.553 Tindakan ini melanggar
UUD 1945 yang secara eksplisit menyatakan bahwa “kedudukan
DPR adalah kuat” dan “tidak dapat dibubarkan oleh Presiden” (Bagian
VI Penjelasan tentang Sistem Pemerintahan). Lebih jauh, konstitusi
juga mengatur bahwa dalam menetapkan anggaran pendapatan dan
belanja negara, “kedudukan DPR lebih kuat daripada pemerintah”
(Penjelasan Pasal 23). Bahkan, kalau DPR tidak menyetujui suatu
rencana anggaran sekalipun, Presiden tidak bisa membubarkan lem-
baga itu. Kalau penolakan ini terjadi, “pemerintah menjalankan ang-
garan pendapatan dan belanja negara tahun yang lalu” (Pasal 23(1)).
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Kedua, Soekarno merecoki kekuasaan kehakiman. Sesuai dengan
Undang-Undang No. 19 Tahun 1964 tentang Kekuasaan Kehakiman,
presiden pertama RI ini secara formal meletakkan peradilan di bawah
hak prerogatif presiden dalam masalah yang menyangkut “kepentingan
bangsa”, yang arti persisnya bergantung pada penafsiran kemauan
Soekarno sendiri.554 Pasal 19 UU No. 19/1964 ini berbunyi: Demi
kepentingan revolusi, kehormatan negara dan bangsa, atau kepen-
tingan masyarakat yang mendesak, Presiden dapat turut atau cam-
pur tangan dalam soal-soal pengadilan.

Tindakan Soekarno tersebut melanggar prinsip peradilan indepen-
den, yang diatur dalam UUD 1945 (Penjelasan Pasal 24 dan 25),
yang menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman ialah kekuasaan
yang merdeka, artinya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah”.

Pelanggaran konstitusi lainnya terjadi ketika Soekarno menerima
pengangkatan dirinya sebagai “Presiden Seumur Hidup” menyusul
dikeluarkannya Tap MPRS yang mengatur bahwa:

“Dr. Ir. Soekarno (Mr. Soekarno), Pemimpin Besar Revolusi Indo-

nesia, yang sekarang Presiden Republik Indonesia, dengan rahmat

Tuhan Yang Maha Esa dengan ini menjadi Presiden Indonesia

seumur hidup”555

Hal demikian melanggar Pasal 7 UUD 1945, yang menyatakan
bahwa “Presiden memegang jabatannya selama masa lima tahun dan
sesudahnya dapat dipilih kembali.”

Kekurangan-Kekurangan UUD 1945

Pelanggaran tersebut menunjukkan bahwa otoritarianisme Soe-
karno tidak berasal dari UUD 1945, tetapi dari kesengajaannya melang-
gar Konstitusi kemerdekaan tersebut. Meskipun, menurut hemat
penulis, kekurangan-kekurangan yang ada dalam UUD 1945-lah yang
ikut urun menjadi penyebab timbulnya pelanggaran-pelanggaran itu.

Dalam dua kasus yang disebutkan pertama, pelanggaran berpe-
luang terjadi karena tidak ada pasal dalam Batang Tubuh UUD 1945
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yang secara terang-terangan melarangnya. Larangan membubarkan
DPR dan prinsip kehakiman yang merdeka baru muncul pada bagian
Penjelasan UUD 1945. Semestinya, larangan dan prinsip tersebut
tertera dalam Batang Tubuh, karena dengan demikian akan memiliki
daya mengikat (binding power) yang lebih kuat.556 Dalam kasus Pre-
siden seumur hidup, akan lebih baik seandainya Pasal 7 UUD 1945
menyebutkan dengan jelas berapa kali seorang presiden boleh dipilih
kembali.

Indonesia di Bawah Soeharto: Orde Otoriter Baru

Kendati Soekarno sudah diangkat menjadi Presiden seumur hidup,
Soeharto efektif menggantikan Soekarno pada tahun 1966, dan Orde
Baru pun menggeser Orde Lama di waktu yang sama. Tak ayal,
Demokrasi Terpimpin ramuan Soekarno pun diganti dengan Demokrasi
Pancasila ala Soeharto, yang dikembangkan dari gagasan Pancasila
yang dibangun Soekarno dulu, dan terdapat dalam Pembukaan UUD
1945. Pancasila, menurut Hans Antlov, adalah “kekuasaan politik
melalui permusyawaratan, dengan mempertimbangkan kepercayaan
kepada Tuhan Yang Maha Esa, Kesatuan Indonesia, Perikemanusiaan,
dan Keadilan.”557 Antlov berpendapat bahwa Demokrasi Pancasila
itu bersifat:

… otoriter; oposisi tidak diperlukan, karena semua keputusan dibuat

atas dasar konsensus. Kesatuan dan ketertiban politik lebih penting

ketimbang pluralisme dan akuntabilitas. Pemimpin adalah figur

seorang ayah yang menjaga dan memelihara ketertiban politik,

kemakmuran ekonomi, serta keselarasan sosial.”558

Karenanya, tak heran kalau di dunia nyata Demokrasi Pancasila
mirip dengan Demokrasi Terpimpin. Kedua sistem itu sama-sama
menggantungkan hidupnya kepada pemimpin yang otoriter: Soeharto
dan Soekarno, dan sama-sama mengandalkan formulasi ideologi yang
sama di dalam UUD 1945. Bahkan, kondisi-kondisi tak-demokratis
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Orde Baru yang digambarkan oleh Antlov juga berlaku pada Orde
Lama.

Bagian berikut ini akan mengkaji lebih teperinci bagaimanakah
rezim Orde Baru Soeharto yang otoriter itu. Huntington dalam Bab
Dua menyatakan bahwa bentuk-bentuk spesifik rezim otoriter berci-
rikan: sistem satu-partai, kediktatoran personal, dan rezim militeris-
tik.559 Paparan berikut menunjukkan bahwa pemerintahan Soeharto
memiliki semua ciri otoritarian tersebut.

Sistem Satu Partai

Pemerintah Orde Baru dengan ketat sebenarnya menerapkan
sistem satu partai. Sejak awal 1970-an hingga 1998, formalnya hanya
tiga partai yang boleh bernapas: Golkar,560 PPP,561 dan PDI.562 Dua
partai yang disebut belakangan itu adalah hasil “fusi-paksa” yang
disponsori pemerintah terhadap sembilan partai yang eksis dalam
Pemilu 1971, pemilihan umum pertama di bawah Orde Baru.563 Kendati
Golkar resminya bukan partai politik, melainkan hanya sebuah ‘ke-
lompok fungsional’ semata, pada praktiknya, Golkar adalah satu-
satunya ‘partai sejati’ sepanjang rezim Orde Baru.

Guna memperketat kontrol terhadap partai yang ada, Pasal 14(1)
Undang-Undang No. 1 Tahun 1985 tentang Partai Politik memberi
kewenangan kepada Presiden untuk membubarkan partai yang tidak
sesuai dengan tujuan negara. Lebih jauh lagi, masih menurut Pasal
2(1) undang-undang yang sama, partai politik harus menerima Panca-
sila, falsafah negara, sebagai satu-satunya landasan, alias asas tunggal.
Vatikiotis berpendapat bahwa kontrol melalui prinsip asas tunggal
ini adalah pembatasan sangat efektif yang dilakukan Orde Baru terha-
dap ruang gerak masyarakat. Langkah ini merupakan pengebirian
terhadap semua partai politik, dengan meletakkan kekuatan Islam
ke dalam cengkeraman ketat kontrol negara.564
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Sistem Partai Golkar Soeharto

Pemerintahan Soeharto jelas bersikap pilih kasih, dengan mem-
beda-bedakan bobot kontrolnya di antara ketiga partai yang ada.
Terhadap PPP dan PDI, pemerintah bersikap jauh lebih ketat dan
keras, ketimbang terhadap Golkar. Yang terakhir ini dengan cepat
menjadi partai politik negara yang intim dengan militer Indonesia.565

Pemerintahan Soeharto membantu kinerja Golkar, hasilnya, seperti
terlihat dalam Tabel 1, Golkar tak terkalahkan dalam semua Pemilu
yang digelar sepanjang sejarah Orde Baru: 1971, 1977, 1982, 1987,
1992, dan 1997.

Tabel 1. Hasil-Hasil Pemilu Orde Baru 1971-1997 566

Monoloyalitas Pegawai Negeri Sipil

Salah satu di antara mekanisme yang digunakan untuk membantu
Golkar, agar selalu menang dalam setiap Pemilu, adalah kewajiban
bagi para pegawai negeri sipil untuk selalu mendukung Golkar.567

Semua PNS secara otomatis menjadi anggota Korpri,568 sebuah lem-

     Golkar                 PPP         PDI

   Tahun

%
total

jumlah
 kursi

%
total

jumlah
suara

1971 66 59 27 26 8 9

1977 64 56 28 27 8 8

1982 60 64 24 28 6 8

1987 75 73 15 16 10 11

1992 70 68 16 17 14 15

1997 76 75 21 22 3 3

%
total

jumlah
 kursi

%
total

jumlah
suara

%
total

jumlah
 kursi

%
total

jumlah
suara
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baga yang setali tiga uang dengan Golkar,569 dan sejak awal 1970-an
semua anggota Korpri diwajibkan menandatangani sebuah surat yang
menyatakan ‘monoloyalitas’ mereka kepada Golkar.570 Mereka yang
melanggarnya dianggap telah melakukan tindak pengkhianatan politik,
dan hal demikian sudah cukup untuk menjadi alasan pemecatan.571

Kebijakan Massa Mengambang

Konsep lain yang sangat menguntungkan Golkar adalah “massa
mengambang”.572 Konsep ini mendepolitisasi rakyat pedesaan dengan
cara menutup cabang partai di bawah tingkat kabupaten.573 Kebijakan
ini banyak membatasi kapasitas dua partai lainnya—PPP dan PDI—
untuk menyambangi konstituen mereka. Tetapi, karena Golkar meng-
klaim bahwa secara formal dirinya bukanlah sebuah partai politik,
kebijakan massa mengambang ini sama sekali tidak membatasi kam-
panye sang partai pemerintah. Golkar bisa memanfaatkan pejabat
lokal untuk memobilisasi suara dan melancarkan kampanye secara
terang-terangan. Massa mengambang jelas amat besar artinya bagi
kemenangan-kemenangan Golkar, karena sebagian terbesar penduduk
Indonesia tinggal di wilayah pedesaan.574

Sumber Daya Finansial

Satu variabel lain yang ikut urun rembuk dalam kemenangan-
kemenangan Golkar adalah tidak adilnya distribusi finansial di antara
ketiga partai.575 Semua partai politik menerima dana publik untuk
menyokong aktivitas mereka. PPP dan PDI amat tergantung pada
bantuan ini untuk mendanai kampanye mereka. Tetapi, tidak mudah
bagi kedua partai tersebut untuk menggalang dana dan dukungan
dari kalangan bisnis, terutama mengingat bahwa kalangan pengusaha
paham betul bahwa kedua partai gurem itu tidak mempunyai sedikit-
pun peluang untuk dapat memenangi Pemilu.576 Sebaliknya, Golkar
menikmati dukungan ekonomi dari banyak sumber termasuk dana
remang-remang yang dikelola oleh yayasan papan nama yang meraup
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banyak uang dari kelompok bisnis yang punya hubungan dekat dengan
pemerintah.577

Akses ke Media

Seperti halnya dalam masalah tidak adilnya pembagian sumber
daya finansial, PPP dan PDI juga harus merasakan sikap pilih kasih
pemerintah dalam soal akses mereka ke media.578 Satu contoh adalah
soal liputan TVRI,579 stasiun televisi milik negara. Menurut sebuah
jajak pendapat, pada tahun 1995, TVRI meliput Golkar sebanyak 98
kali, PPP 10 kali, dan PDI bahkan hanya kebagian 2 kali liputan,
dalam program-program berita televisi pemerintah tersebut.580

Komisi Pemilihan Umum (KPU)

Menurut MacIntyre, faktor lain yang menguntungkan Golkar
adalah status Komisi Pemilihan Umum (KPU), badan yang bertanggung
jawab melaksanakan Pemilu.581 Fakta bahwa KPU diketuai oleh Menteri
Dalam Negeri, seorang anggota Golkar, menjelaskan mengapa Komisi
ini bukanlah sebuah badan legal yang independen,582 sesuatu yang
menjadi syarat dasar bagi terlaksananya sebuah Pemilu yang jujur
dan adil.

Penutup

Sebagai kesimpulan, ketiga partai yang ada pada zaman Orde
Baru hanyalah kamuflase bagi sistem ‘satu-partai’ yang dijalankan
Soeharto. Leo Suryadinata menyebut struktur partai ini sebagai sebuah
“sistem partai hegemonik yang dipimpin oleh Golkar”.583 MacIntyre
berkesimpulan bahwa sistem partai dan Pemilu Orde Baru hanyalah
“gembar-gembor yang jauh dari demokrasi yang berbobot”.584 Dengan
nada serupa, Liddle menyatakan bahwa proses Pemilu Orde Baru
telah menjadi “dongeng yang bermanfaat” bagi Soeharto untuk meraup
semua kekuasaan di tangannya sendiri.585 Lebih jauh katanya:

Fungsi pemilu dalam sistem ini bukanlah untuk memilih, melain-

kan untuk melegitimasi ... organisasi-organisasi partai dan
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proses-proses elektoral yang diatur secara ketat oleh pemerintah

untuk memastikan kemenangan-kemenangan besar Golkar.586

Kediktatoran Soeharto

Meski demikian, MacIntyre beranggapan bahwa Golkar bukanlah
pemain utama dalam proses politik Orde Baru. Kendati Golkar memang
memenangi semua pemilu di zaman Orde Baru, toh ia bukan locus of
power dalam sistem politik Indonesia.587 Justru, seperti Liddle kata-
kan, “rajanya politik Orde Baru” adalah Soeharto sendiri.588 Soehar-
to tidak hanya menguasai eksekutif, tetapi juga legislatif dan yudikatif.
Lebih jauh Liddle mengatakan:

… di balik wajah demokratis Pemilu, DPR, dan MPR, terletak reali-

tas otoriter sebuah sistem politik yang didominasi oleh [Soeharto,]

seorang mantan jenderal yang kekuasaannya berasal dari permain-

an kemitraannya yang luar biasa pintar dan keterampilannya

memanfaatkan sumber-sumber daya politik secara cerdik.589

Menguasai Eksekutif

Dalam hubungannya dengan eksekutif, Soeharto memegang ke-
kuasaan mutlak untuk melakukan pengangkatan.590 Menurut Mac-
Intyre,

… tanpa perlu persetujuan legislatif, dia bisa sesuka hati mempe-

kerjakan dan memecat anggota-anggota kabinet, semua birokrat

senior, semua pejabat militer senior … semua pejabat BUMN senior.

Karenanya, tak heran kalau di cabang eksekutif semua jalur akun-

tabilitas berasal dari Presiden.591

Dengan memonopoli kekuasaan untuk mengangkat dan memecat,
Soeharto berhasil menjadi pusat kekuasaan eksekutif. Selain itu, de-
ngan menempatkan semua kaki tangannya di posisi strategis peme-
rintahan, birokrasi Indonesia pun berada penuh dalam  genggamannya.
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Ini adalah satu langkah krusial untuk mendominasi cabang-cabang
kekuasaan lainnya, seperti legislatif dan yudikatif, karena prosedur
rekrutmen untuk kedua cabang ini dikelola secara ketat melalui lengan
birokrasi Soeharto. Misalnya saja, seleksi hakim dilakukan oleh Depar-
temen Kehakiman, sedangkan seleksi anggota-anggota Parlemen dikon-
trol secara ketat oleh Departemen Dalam Negeri; tata caranya akan
dijelaskan pada paparan berikut.

Menguasai Lembaga Legislatif

Pada praktiknya, mayoritas anggota MPR Orde Baru tidak dipilih,
tetapi diangkat oleh Soeharto. UUD 1945 mengatur bahwa: MPR
terdiri dari anggota-anggota DPR, ditambah dengan utusan-utusan
dari daerah-daerah dan golongan-golongan, menurut aturan yang dite-
tapkan undang-undang.592 Atas dasar aturan ini, praktik yang dilakukan
Orde Baru adalah, seribu orang anggota MPR terdiri dari 500 orang
anggota DPR dan 500 sisanya adalah anggota yang diangkat untuk
mewakili daerah-daerah, serta kelompok-kelompok fungsional dan
sosial negara ini.593

Kecuali untuk DPR terakhir (ketika anggota yang diangkat hanya
75 orang),594 DPR beranggotakan 500 orang sejak awal Orde Baru,
100 orang di antaranya diangkat dari kalangan militer dan 400 sisanya
dipilih melalui Pemilu.595 Tetapi, “aturan-aturan formal dan informal
yang mengatur partai-partai politik dan Pemilu memberi ruang bagi
pemerintah untuk mengendalikan para politisi”.596 Semua calon anggota
DPR harus lolos dalam proses seleksi yang dijalankan melalui Komisi
Pemilihan Umum (KPU). Karena Menteri Dalam Negeri memimpin
lembaga itu, pemerintah bisa mencegah para ‘vokalis’ masuk ke DPR.
Alhasil, Presiden Soeharto pun mengendalikan keanggotaan MPR,
termasuk di dalamnya DPR.

Mengingat bahwa Soeharto ‘100% mengontrol’ anggota-anggota
MPR, tak heran kalau kekuasaan konstitusional MPR untuk mengawasi
seorang presiden atau memilih calon presiden alternatif menjadi man-
dul.597 Sugeng Permana pernah dengan sinis menyentil situasi ini,
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“MPR-nya Soeharto memilih Soeharto sebagai Presiden”;598 dan me-
mang, sejak 1973 hingga 1998, MPR hanya memilih satu kandidat
presiden, yaitu Soeharto, dan setiap kali pula akhirnya lembaga tak-
bergigi itu secara mutlak mengesahkannya sebagai Presiden Indonesia.

Dengan mengendalikan proses seleksi lembaga legislatif, sudah
barang tentu Soeharto juga menguasai dan mengendalikan legislatif
itu sendiri. Meski sebenarnya anggota DPR berhak mengusulkan
rancangan undang-undang599 dan harus mengesahkan semua per-
undang-undangan,600 pada praktiknya DPR adalah lembaga yang le-
mah.601 Selama lebih dari tiga dasawarsa kekuasaan Orde Baru, ekse-
kutiflah yang mengusulkan sebagian besar rancangan undang-undang
(RUU). Tak satu pun di antaranya “diveto” oleh DPR, sekalipun lembaga
tersebut punya kewenangan untuk itu.602

Menguasai Yudikatif

Seperti terhadap legislatif, Soeharto pun mengontrol yudikatif
melalui sistem birokrasinya. Presiden, selaku kepala negara, meng-
angkat dan memberhentikan hakim-hakim tanpa perlu persetujuan
dari legislatif.603 Semua hakim digolongkan sebagai pegawai negeri
sipil, dan karenanya, adalah anggota Korpri dan Golkar. Hal ini tentu
saja membahayakan posisi para hakim sebagai aparat yang seharusnya
independen. Situasi ini menciptakan sistem kehakiman berperan gan-
da;604 di samping berposisi sebagai aparat hukum, hakim juga sekali-
gus pegawai negeri sipil yang digaji oleh pemerintah”.605

Pada permulaan Orde Baru, sebenarnya pemerintah pernah mem-
buat satu keputusan yang menjanjikan, dengan mengeluarkan sebuah
undang-undang baru606 yang mencabut UU No. 19 Tahun 1967 tentang
Kekuasaan Kehakiman, yang telah melanggar prinsip dasar indepen-
densi yudikatif dalam berbagai aturan di dalamnya. Undang-undang
yang baru, UU  No. 14 Tahun 1970 tentang Kekuasaan Kehakiman,
memberi MA607 kewenangan untuk melakukan judicial review terhadap
peraturan-peraturan di bawah undang-undang.608 Teorinya, judicial
review semestinya mendukung sistem checks and balances yang bisa
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dipakai oleh yudikatif untuk mengontrol tingkah-polah eksekutif dan
legislatif. Tetapi, karena Soehartolah yang mengendalikan rekrutmen
hakim, judicial review pun tak pernah berlaku efektif.

Rezim Militer Soeharto

Terakhir, dinasti Soeharto juga adalah rezim militer. Salah satu
tandanya, tentu saja, adalah Soeharto sendiri yang jenderal militer.
Menurut Liddle, “sumber daya terpenting yang dimiliki Soeharto ada-
lah kekuasaannya atas angkatan bersenjata”.609 Indikasi lainnya adalah
begitu banyaknya perwira militer yang  terlibat dalam aktivitas poli-
tik, sesuatu yang dikukuhkan dengan doktrin Dwifungsi ABRI.

Dwifungsi

Dwifungsi adalah konsep politik yang memungkinkan tentara
Indonesia bertindak sebagai kekuatan militer sekaligus kekuatan so-
sial-politik.610 Dirumuskan sejak diberlakukannya keadaan darurat
perang pada tahun 1957, Dwifungsi diperkirakan mulai berpengaruh
ketika Jenderal Abdul Haris Nasution menghadirkan konsep militer
jalan tengahnya dalam seminar Angkatan Bersenjata Republik Indo-
nesia pertama.611 Selama masa Orde Baru, konsep itu menjadi terkenal
sebagai doktrin Dwifungsi.

Crouch membagi perjalanan sejarah dwifungsi menjadi empat
periode: revolusi melawan penjajah Belanda (1945-1949); demokrasi
liberal (1950-1957); demokrasi terpimpin (1957-1966); dan Orde Baru
(1966-1998).612 Masih menurut Crouch, sejak awal rezim Orde Baru,
militer sudah menjadi kekuatan politik yang dominan.613 Senada de-
ngan Crouch, Liddle berpendapat bahwa dwifungsi menjustifikasi
subordinasi rakyat sipil di bawah militer sepanjang berlakunya sistem
otoriter Orde Baru,614 dan bahwa doktrin itu melegitimasi militer se-
bagai pihak penguasa de facto di Indonesia.615
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Kontrol terhadap Eksekutif

Di lingkaran birokrasi, Departemen Pertahanan dan Keamanan
(Dephankam)—yang tak lain adalah rumah yang nyaman bagi aktivitas
militer—memainkan dua peran unik.616 Pertama, menurut Liddle,
pada Pemilu 1971, 1977, dan 1982, perwira-perwira militer meme-
gang posisi kunci di lingkungan Golkar,617 dan karenanya, ikut urun
dalam melicinkan jalan kemenangan-kemenangan partai pemerintah
itu. Militer juga selalu merecoki urusan rumah tangga PPP, PDI, dan
organisasi sosial lainnya.618

Kedua, sebuah divisi di Dephankam secara rutin menyeleksi per-
wira-perwira militer yang akan mengisi jabatan pemerintah sipil,619

dan para purnawirawan pun bisa memegang jabatan strategis demi-
kian. Selain jabatan Presiden, posisi strategis yang pernah diduduki
militer meliputi wakil presiden, menteri, dan pejabat lain yang meme-
gang posisi lebih rendah. Umar Wirahadikusumah dan Try Sutrisno
adalah jenderal-jenderal yang pernah menjadi wakil presiden. Sedang-
kan untuk menteri, Liddle mencatat bahwa empat belas dari tiga pu-
luh tujuh menteri dalam kabinet Soeharto keenam (1993-1998)  memi-
liki latar belakang militer,620 dan sebuah  kajian, yang dilakukan oleh
John MacDougal di tahun 1980-an, menunjukkan bahwa perwira-
perwira militer menduduki lima puluh dua dari seratus enam jabatan
di tingkat sub-kabinet (Sekretaris Jenderal, Direktur Jenderal), dan
Inspektur Jenderal (Irjen).621 Kajian yang sama menunjukkan bahwa
di tingkat provinsi dan kabupaten, militer pernah mengisi sekitar tiga
perempat dari seluruh jabatan yang ada di dua puluh tujuh provinsi.622

Kontrol terhadap Legislatif

Sudah dibahas sebelumnya bahwa doktrin dwifungsi melegitimasi
pengangkatan 100 (belakangan 75) orang perwira militer untuk mengisi
sebagian dari 500 kursi di DPR.623 Permana mengkritik proses ini
dalam sebuah dialog imajiner:
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Guru : … 200 juta penduduk Indonesia dibagi 500 berarti masing-
masing anggota DPR mewakili 400.000 orang, betul?

Murid : Kalau begitu, 75 orang anggota ABRI624 kali 400.000 sama
dengan 30 juta orang. Apa itu benar, Pak? Kalau begitu,
pasti negara kita ini punya anggota militer yang paling besar
jumlahnya di dunia.

Guru : Tidak, angkatan bersenjata kita bahkan tak sampai satu
juta orang. Tapi keanggotaan ABRI di MPR/DPR adalah satu
hak istimewa yang tidak dimiliki oleh partai-partai politik
lainnya.625

Akhirnya, berdasarkan uraian tadi, jelaslah bahwa baik otorita-
rianisme Soekarno maupun Soeharto dimungkinkan salah satunya oleh
otoritarianisme UUD 1945, yang akan dibahas lebih jauh di bagian
berikut ini.

Otoritarianisme dalam UUD 1945

Di mata Liddle, hubungan antara UUD 1945 dan rezim otoriter
Orde Baru Soeharto sangatlah jelas. Dalam pandangannya, UUD 1945
mempunyai peran sentral bagi hadirnya konsepsi Soeharto tentang
rezim Orde Baru, dengan didominasinya kekuasaan pemerintahan
oleh Presiden.626

Di sisi lain, Mahfud percaya bahwa UUD 1945 belum pernah
menghasilkan pemerintahan yang demokratis.627 Faktanya, pemerintah
yang demokratis pada periode 1945-1949 dimungkinkan karena tidak
diterapkannya UUD 1945 dalam sistem politik sehari-hari.628 Moham-
mad Hatta, yang saat itu seorang Wakil Presiden, mengeluarkan
“Maklumat No. X”629 tertanggal 16 Oktober 1945, yang menyerahkan
kekuasaan Presiden Soekarno kepada parlemen; yang dengan demi-
kian menerapkan sistem parlementer, sesuatu yang jelas-jelas melang-
gar UUD 1945 yang lebih bersifat presidensial.630 Sekalipun Hatta
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tak punya kewenangan untuk melakukan perubahan sistem pemerin-
tahan demikian, tetapi pada praktiknya maklumatnya berjalan efektif.

Kekurangan-Kekurangan UUD 1945

Menurut Mahfud, ada lima kelemahan dasar dalam UUD 1945
(sebelum amandemen).631 Pertama, sistem konstitusi di bawah UUD
1945 bersifat ‘sarat-eksekutif’ (executive-heavy).632 Kedua, tidak ada
checks and balances di dalamnya.633 Ketiga, UUD ini mendelegasikan
terlalu banyak aturan konstitusional ke level undang-undang.634 Ke-
empat, di dalamnya, terdapat sejumlah pasal yang bermakna ambigu
alias rancu.635 Kelima, Konstitusi ini terlalu banyak bergantung kepada
political goodwill dan integritas para politisi.636

Tim Kajian Amandemen Fakultas Hukum Universitas Brawijaya
menyatakan bahwa di samping cacat-cacat tersebut, UUD 1945 juga
mengandung kekosongan hukum (legal vacuum),637 karena terlalu
singkat dan ramping.638 Terakhir, Bagir Manan639 berpendapat bahwa
fakta terlalu banyaknya persoalan konstitusi strategis yang dijabarkan
secara singkat dalam Penjelasan, dan bukan dalam Batang Tubuh
UUD 1945, adalah kekurangan lain UUD 1945.640 Di bawah ini, keku-
rangan-kekurangan yang ada pada UUD 1945 sebelum amandemen
akan dibahas satu per satu.

Konstitusi yang ‘Sarat-Eksekutif’

UUD 1945 adalah sebuah konstitusi yang ‘sarat-eksekutif’. Ini
berarti bahwa Konstitusi ini memberikan begitu banyak kekuasaan
kepada eksekutif, tanpa menyertakan sistem kontrol konstitusional
yang memadai. Di bawah UUD 1945, Presiden adalah Kepala Peme-
rintahan641 dan Kepala Negara. Sebagai Kepala Pemerintahan atau
Kepala Eksekutif, Presiden memiliki kewenangan eksklusif atas men-
teri-menteri dan pembentukan kabinet (Pasal 17(1) dan (2)). Sebagai
Kepala Negara,642 Presiden memegang kekuasaan untuk (i) menjadi
Panglima Tertinggi Angkatan Darat, Angkatan Laut, dan Angkatan
Udara, (ii) menyatakan perang, membuat perdamaian, dan menanda-
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tangani perjanjian dengan negara lain (Pasal 11); (iii) menyatakan
keadaan darurat (Pasal 12); (iv) mengangkat duta besar dan konsul,
dan menerima surat-surat kepercayaan duta besar sahabat (Pasal
13); dan (v) memberi gelar, tanda jasa, dan tanda-tanda kehormatan
lainnya (Pasal 15).

Kecuali untuk kekuasaan menyatakan perang, membuat perda-
maian dan meneken perjanjian internasional—yang kesemuanya harus
dengan persetujuan DPR (Pasal 11)—tak satu pun di antara kekuasaan
Presiden tersebut harus mendapat persetujuan atau konfirmasi dari
lembaga-lembaga negara lainnya. Bahkan Batang Tubuh UUD 1945
tidak memberi kewenangan kepada DPR untuk melakukan pengawas-
an, sekalipun menurut Penjelasan UUD 1945, DPR harus “senantiasa
mengawasi tindakan-tindakan Presiden”.643

Pada praktiknya, kekuasaan Presiden yang luas dan sebagian
besar tak terkontrol ini digunakan oleh Soeharto sebagai landasan
hukum untuk memilih orang pilihannya untuk menduduki posisi stra-
tegis. Tak heran kalau Presiden Soeharto berhasil mengendalikan
birokrasi, militer, lembaga legislatif, dan yudikatif. Pada dasarnya ia
adalah satu-satunya pemegang kekuasaan yang memiliki wewenang
untuk mengangkat atau memecat siapa pun sekehendaknya. Satu
contoh gamblang adalah ketika Soeharto mengangkat putri pertamanya,
Siti ‘Tutut’ Hardiyanti Rukmana, sebagai Menteri Sosial dalam kabinet
terakhirnya pada tahun 1998.

Sistem UUD 1945 menjadi lebih ‘sarat-eksekutif’ karena, di sam-
ping kekuasaan-kekuasaan eksekutifnya yang sedemikian besar, Presi-
den juga memiliki kekuasaan legislatif. UUD 1945 jelas menyatakan
bahwa: Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-undang
dengan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat.644 Kecuali executive
power, Presiden bersama-sama dengan Dewan Perwakilan Rakyat
menjalankan legislative power dalam negara.645

Kalimat “Presiden memegang kekuasaan membentuk undang-
undang” ikut menyebabkan dominannya kekuasaan legislatif Soeharto
terhadap kekuasaan legislatif DPR. Seperti dikutip Nasution, Yap
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Thiam Hien mengatakan bahwa kekuasaan legislatif Presiden menga-
lahkan kekuasaan legislatif DPR, karena Presidenlah yang bisa menge-
luarkan peraturan pemerintah di bawah undang-undang, dan Presiden
juga bisa menentukan status darurat untuk dapat mengeluarkan Per-
aturan Pemerintah semacam itu (Pasal 22(1)).646

Singkatnya, sifat UUD 1945 yang sarat-eksekutif tecermin dalam
Penjelasan konstitusi, yang menyatakan:

… Presiden ialah penyelenggara Pemerintahan Negara yang

tertinggi. Dalam menjalankan Pemerintahan Negara, kekuasaan

dan tanggung jawab berada di tangan Presiden (concentration of

power and responsibility upon the president).647

Sistem Checks and Balances yang Tak Jelas

Penjelasan UUD 1945 menyatakan bahwa:

… Majelis inilah yang memegang kekuasaan negara yang tertinggi,

sedangkan Presiden harus menjalankan haluan negara menurut

Garis-Garis Besar yang telah ditetapkan oleh Majelis. Presiden yang

diangkat oleh Majelis tunduk dan bertanggung jawab kepada Majelis

... Presiden tidak “neben”, tetapi “undergeordnet” kepada Majelis.648

Jadi, MPR adalah lembaga tertinggi negara dan merupakan “pen-
jelmaan seluruh rakyat Indonesia”,649 yang melaksanakan sepenuhnya
kedaulatan rakyat.650 Jadi, kekuasaan MPR—dalam teori—tak terba-
tas.651 Ini adalah konsep tentang MPR sebagai sebuah parlemen yang
superior.652

Di satu sisi, aturan-aturan tentang MPR yang superior ini mem-
buat sistem Indonesia terlihat parlementer.653 Tetapi, di sisi lain,
argumen tentang konstitusi yang ‘sarat-eksekutif’ itu menjadi indikasi
kuat bahwa, dalam praktiknya, Indonesia menerapkan sistem presiden-
sial.654 Tentang pesan ganda dari konstitusi Indonesia ini, Lindsey
mengatakan:
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… UUD 1945 tidak dengan jelas menggunakan sistem politik par-

lementer ataupun presidensial, tetapi justru menciptakan sebuah

campuran yang saling tumpang tindih dan remang-remang yang

mengandalkan pada pandangan tentang “pemilahan/pembagian”

kekuasaan. Akibatnya, sistem check and balance antara yudikatif,

legislatif, dan eksekutif diperlukan untuk [menciptakan] sebuah

sistem politik yang demokratis yang selama ini belum pernah ada.655

Di dataran praktik, MPR yang superior itu tidak kuat untuk me-
ngendalikan Presiden. Bahkan, sistem konstitusi yang ‘sarat-ekseku-
tif’ berhasil mengungguli konsep parlemen superior. Muhammad Rid-
wan Indra mengatakan meski berdasarkan UUD 1945, MPR lebih
unggul sebagai lembaga tertinggi negara, tetapi pada praktiknya, Pre-
sidenlah yang lebih dominan.656

Susunan dan Kedudukan MPR

Salah satu alasan mengapa MPR yang semestinya unggul itu
tidak mampu mengendalikan Presiden adalah karena remang-remang-
nya aturan rekrutmen keanggotaannya.657 UUD 1945 hanya menyata-
kan bahwa MPR berisikan anggota-anggota DPR plus wakil-wakil
dari daerah-daerah dan golongan-golongan.658 Tidak ada kriteria spesifik
tentang siapa saja ‘golongan-golongan’ lain di luar DPR. Penjelasan
UUD 1945 hanya mengatakan bahwa istilah ‘golongan-golongan’ meng-
acu pada “badan-badan seperti koperasi, serikat pekerja, dan lain-
lain badan kolektif”.659 Berangkat dari aturan yang kabur demikian,
militer berargumen bahwa mereka adalah salah satu ‘golongan’ yang
dimaksud dalam UUD 1945, dan karenanya punya hak untuk duduk
di MPR.

Tidak adanya kejelasan tentang keanggotaan tersebut memungkin-
kan Soeharto memainkan kendalinya atas MPR. Meminjam kata-kata
Koichi Kawamura, dengan kekuasaannya Presiden bisa mengangkat
semua anggota MPR.660 Akibatnya, alih-alih mengawasi Presiden, MPR
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justru menjadi “lembaga stempel” Orde Baru yang mengekor saja
pada kemauan dan pesanan Soeharto.661

Terlalu Banyak Pendelegasian ke Tingkat Undang-Undang

Selain soal susunan dan kedudukan MPR, UUD 1945 juga mende-
legasikan 12 masalah penting lainnya untuk diatur lebih lanjut dengan
undang-undang. Kedua belas hal penting itu meliputi: syarat-syarat
untuk menyatakan keadaan darurat negara;662 susunan dan kedudukan
Dewan Pertimbangan Agung (DPA);663 pembagian pemerintahan dae-
rah;664 susunan dan kedudukan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR);665

masalah keuangan dan pajak;666 susunan dan kedudukan Badan Peme-
riksa Keuangan (BPK);667 susunan dan kedudukan lembaga-lembaga
hukum, termasuk Mahkamah Agung (MA);668 pengangkatan dan pem-
berhentian hakim-hakim;669 masalah kewarganegaraan;670 kemerdekaan
berserikat, berkumpul dan menyatakan pendapat;671 masalah perta-
hanan dan keamanan (hankam);672 dan sistem pendidikan nasional.673

Pendelegasian kepada undang-undang ini tidak akan problematis
seandainya saja UUD 1945 menyediakan mekanisme checks and balan-
ces yang kuat dan pagar-pagar panduan tentang apa saja yang mesti
diatur. Batasan demikian sangat krusial, karena DPR—yang semestinya
bekerja sama dengan Presiden untuk membuat berbagai undang-
undang—praktis tak mampu mengontrol kekuasaan legislatif Presiden,
karena komposisi DPR sendiri pun bergantung kepada undang-undang
yang diramu oleh Presiden. Walhasil, memiliki begitu banyak pendele-
gasian yang tak jelas ke tingkat undang-undang menjadi satu lagi
karakteristik otoritarianisme UUD 1945.

Pasal-Pasal yang Ambigu

UUD 1945 juga memuat sejumlah pasal krusial yang bermakna
ganda. Seperti disebutkan sebelumnya, salah satu pasal yang ikut
urun membentuk karakter otoriter rezim Soeharto adalah Pasal 27
UUD 1945, yang menyebutkan:
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Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatannya selama masa

lima tahun, dan sesudahnya dapat dipilih kembali.

Mahfud berpendapat bahwa, dari perspektif konstitusionalisme,
pasal ini mestinya diinterpretasikan bahwa Presiden hanya boleh
dipilih kembali untuk jabatan yang sama selama maksimum dua
periode.674 Tetapi, Soeharto dan kaki tangannya menafsirkan: tidak
ada batasan soal berapa kali masa jabatan Presiden. Jadi, Presiden
bisa dipilih kembali setiap lima tahun, berapa kali pun; dan karena
Soeharto memonopoli semua kekuasaan, interpretasinyalah yang harus
diamini sebagai yang paling benar.675 Begitulah, Soeharto dipilih terus-
menerus, sampai enam kali, masing-masing pada tahun 1973, 1978,
1983, 1988, 1993, dan 1998. Persis seperti Soekarno yang pernah
diangkat menjadi Presiden Seumur Hidup, maka praktis Soeharto
pun menjadi Presiden Seumur Hidup dengan cara mengeksploitasi
kelemahan Pasal 7 UUD 1945.

Bagir Manan menyodorkan Pasal 28 UUD 1945 sebagai satu
contoh lain pasal yang ambigu.676 Pasal tersebut menyatakan:

Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran

dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan

undang-undang.

Salah satu interpretasi atas pasal itu adalah: selama undang-
undang yang dimaksud belum diberlakukan, hak-hak tersebut tidak
dilindungi. Di mata Lindsey, aturan demikian sama sekali bukanlah
satu jaminan atas hak-hak dasar freedom of speech, melainkan hanya
sebuah pameran kekuasaan pemerintah untuk membatasi hak-hak
asasi.677

Terlalu Bergantung kepada Political Goodwill dan Integritas Politisi

UUD 1945 adalah sebuah Konstitusi yang sangat bergantung
pada political goodwill dan integritas para penyelenggara negara.
Penjelasan Umum UUD 1945 menyatakan:
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… yang sangat penting dalam pemerintahan dan dalam hidup

negara, ialah semangat para penyelenggara negara, semangat para

pemimpin pemerintahan ... apabila semangat para penyelenggara

negara, para pemimpin pemerintahan itu bersifat perseorangan,

Undang-undang Dasar tadi tentu tidak ada artinya dalam praktik.

Sebaliknya, meskipun Undang-Undang Dasar itu tidak sempurna,

jikalau semangat para penyelenggara pemerintahan baik, Undang-

Undang Dasar itu tentu tidak akan merintangi jalannya negara.

Jadi, yang paling penting ialah semangat. Maka semangat itu

hidup, atau dengan lain perkataan, dinamis.678

Penjelasan ini ditulis oleh Soepomo, salah seorang tokoh kunci
perancang UUD 1945 dan penganjur paling terkemuka konsep negara
integralistik, yaitu sebuah negara yang merangkul seluruh bangsa,
menyatukan seluruh rakyat.679 Gagasan ini menekankan pentingnya
kesatuan dalam segala hal;680 atau yang dalam tradisi Jawa disebut
manunggaling kawulo lan gusti (kesatuan antara pengabdi dan majik-
annya).681 Seperti dikatakan Nasution, menurut Soepomo, di bawah
kesatuan abdi-majikan itu:

Tidak akan ada konflik-konflik kepentingan di antara kawulo dan

gusti, antara yang diperintah dan yang memerintah. Pejabat-pejabat

pemerintah dianggap baik dan bijaksana, selalu mewakili kepenting-

an-kepentingan rakyat. Tidak ada ketakutan akan penyalahgunaan

kekuasaan.682

Jadi, rakyat tidak membutuhkan perlindungan hak-hak asasi un-
tuk melindungi mereka dari potensi pelanggaran oleh negara, karena
negara sama dengan rakyat dan kepentingan-kepentingan keduanya,
dengan demikian, identik.683 Karena kepentingan-kepentingan di antara
keduanya setali tiga uang, Soepomo juga menamakan negara integralis-
tiknya ini sebagai “negara kekeluargaan” di mana kritik antar-anggota
keluarga itu dianggap sebagai sesuatu yang tidak diinginkan.684 Jadi,
oposisi dan kontrol dari warga negara terhadap pemerintah tidak di-
perlukan, karena hal itu akan bertentangan dengan prinsip percaya
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kepada ‘iktikad baik’ para pemimpin.685 Bagi Lindsey, tak menghe-
rankan kalau konsep negara integralistik yang naif demikian gagal
berhadapan dengan kekuasaan, karena nyata-nyata negara dan rakyat
tidak bertindak dan berpikir sama.686 Selain itu, dalam pandangan
Nasution, konsep negara integralistik Soepomo itu tidak demokratis.
Meminjam catatan Nasution:

… konsep negara yang integralistik merupakan pengingkaran

terhadap watak negara konstitusional yang sangat problematik,

yaitu watak kekuasaan pemerintah yang mensyaratkan adanya

perangkat-perangkat khusus di bawah konstitusi-konstitusi  yang

modern agar negara itu tidak menjadi despotik.687

Kekosongan Hukum

Pertama-tama, kekosongan hukum (legal vacuum) harus didefi-
nisikan terlebih dulu. Legal vacuum adalah sebuah konsep tentang
hukum yang diakui dalam sistem civil law.688 Kekosongan hukum
mengacu pada sebuah kondisi di mana suatu situasi belum diatur
oleh hukum tertulis. Meminjam kata-kata Pistor dan Xu, “sebuah
kekosongan hukum tercipta karena tidak adanya lawmaking”.689 Dalam
sistem common law, konsep ini tidak dikenal, karena seorang hakim
berhak menemukan, atau menciptakan, hukum. John Henry Merryman
mendefinisikan common law sebagai “hukum yang diciptakan dan
dibentuk oleh para hakim”.690

Menurut Tim Kajian Amandemen Fakultas Hukum Universitas
Brawijaya, UUD 1945 mengandung empat kekosongan hukum yang
serius. Kekosongan-kekosongan itu adalah: (i) sistem ekonomi Indo-
nesia, (ii) perlindungan terhadap hak asasi manusia; (iii) pembatasan
terhadap kekuasaan presiden yang begitu besar; dan (iv) sistem pemi-
lihan umum.691

Kecuali untuk dua kekosongan yang disebut pertama, penulis
sepakat dengan argumen-argumen Tim Kajian ini. Sedangkan untuk
dua kekosongan yang disebut pertama oleh Tim itu, yaitu sistem
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ekonomi, Indonesia secara resmi sudah mengadopsi sistem ekonomi
sosialis dalam Pasal 33 UUD 1945.692 Penjelasan UUD 1945 menyebut
sistem itu sebagai “dasar demokrasi ekonomi”.693 Ini berarti “kemak-
muran masyarakatlah yang diutamakan, bukan kemakmuran orang
seorang”.694 Masalahnya, bukan UUD 1945 bungkam tentang masalah
ekonomi, tetapi bahwa Pasal 33 sudah banyak diabaikan oleh peme-
rintah yang silih berganti berkuasa sejak tahun 1945.

Dalam hal anggapan tidak adanya perlindungan terhadap hak-
hak asasi manusia, sebenarnya di dalam UUD 1945 sudah ada pasal
yang melindungi hak-hak asasi manusia: kesetaraan di hadapan hu-
kum, hak untuk bekerja dan hak untuk hidup (Pasal 27); kebebasan
berserikat dan menyatakan pendapat (Pasal 28); kebebasan beragama
(Pasal 29); hak untuk berpartisipasi dalam pertahanan nasional (Pasal
30); hak untuk mendapatkan pendidikan (Pasal 31); dan kesejahteraan
sosial (Pasal 34). Tetapi, hak-hak asasi yang krusial, seperti kebebasan
berserikat dan berpendapat masih harus ditetapkan dengan undang-
undang.695 Bagi Bivitri Susanti, kalimat ini adalah satu cacat hukum
yang telanjang: kalimat semacam itu membuka peluang bagi mereka
yang berkuasa untuk memelintir hak kebebasan mengeluarkan penda-
pat.696 Nyatanya, selama rezim Soeharto memerintah, undang-undang
semacam itu tak pernah direalisasikan.

Lemahnya perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang
krusial dalam UUD 1945 bukanlah sebuah kesalahan yang terjadi
begitu saja. Ia adalah hasil dari perdebatan konstitusional pada tahun
1945 antara Mohammad Hatta dan Muhammad Yamin, yang mendu-
kung diadopsinya hak asasi manusia ke dalam Konstitusi, dan Soekar-
no dan Soepomo, yang menentangnya.697 Tidak idealnya formulasi
Pasal 28 dimaksudkan sebagai kompromi di antara kedua kubu itu.

Dalam kaitannya dengan sistem pemilihan umum, bahkan tak
ada kata ‘pemilihan umum’ pernah muncul dalam UUD 1945. Ujung-
ujungnya, karena tidak ada pembatasan apa pun oleh Konstitusi,
kepentingan rezim Soeharto yang otoriter bisa dengan mudah men-
dominasi proses Pemilu selama masa Orde Baru.
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Penjelasan

Tidak seperti konstitusi lainnya, UUD 1945 memiliki Penjelasan
sebagai tambahan Pembukaan dan Batang Tubuhnya.698 Bahkan, Indra
mencatat bahwa Konstitusi ini adalah satu-satunya konstitusi di dunia
yang punya Penjelasan.699 Lindsey mendefinisikan Penjelasan sebagai:

… catatan penjelas yang menyertai sebagian besar instrumen

perundang-undangan dan legislatif Indonesia, dan, meskipun bukan

merupakan satu hukum formal itu sendiri, biasanya [penjelasan

ini] dibaca sebagai bagian dari teks instrumen itu. Catatan penjelas

memainkan peran yang mutlak esensial dalam menginterpretasi-

kan UUD itu.700

Keberadaan Penjelasan dalam UUD 1945 ini menciptakan dua
masalah. Pertama, Penjelasan bukan produk BPUPKI atau PPKI,
panitia-panitia yang menyiapkan dan menulis draft UUD 1945. Soe-
pomo-lah, salah satu anggota pada kedua badan itu, yang meracik
Penjelasan itu.701 Penjelasan itu muncul begitu saja sebagai bagian
dari UUD 1945 pada tahun 1946,702 dan pada tahun 1959, ketika
Soekarno mengeluarkan Dekrit Presiden 5 Juli-nya, tetapi kali ini
tidak termasuk dalam draft aslinya.703 Karena alasan-alasan tersebut,
legitimasi Penjelasan kerap dipertanyakan, dan karenanya, kekuatan-
mengikatnya lebih lemah ketimbang Pembukaan dan Batang Tubuh
UUD 1945.

Kedua, seperti sudah dibahas sebelumnya, Penjelasan berisi ba-
nyak aturan krusial yang semestinya ditempatkan dalam Batang Tubuh
UUD 1945. Padahal Maria Farida Indrati Soeprapto menegaskan Pen-
jelasan seharusnya tidak memuat prinsip-prinsip baru.704 Tapi nyata-
nya, banyak aturan dalam Penjelasan yang merupakan prinsip konsti-
tusi yang sangat penting dan sama sekali baru, dan karenanya, da-
pat digugat tidak sah. Misalnya, (i) prinsip Indonesia sebagai negara
hukum (rechtsstaat); (ii) prinsip dan sistem tanggung jawab kepresi-
denan; dan (iii) prinsip independensi BPK, dan lembaga yudikatif.705
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Alasan Lain Pentingnya Reformasi Konstitusi

Di samping kekurangan yang sudah dibahas sebelumnya, ada
alasan teoretis, historis, dan praktis mengapa UUD 1945 harus dire-
formasi.706 Alasan-alasan dimaksud akan dibahas berikut ini.

Alasan Teoretis

Seperti sudah dibicarakan dalam Bab Dua, konstitusi harus dire-
formasi sesuai dengan perubahan yang terjadi di masyarakat. UUD
1945 pun seharusnya tidak boleh kebal terhadap perubahan. Indra
beranggapan bahwa UUD 1945 adalah buatan manusia yang tidak
akan pernah sempurna.707

Di bawah pemerintahan Soeharto, mitos bahwa UUD 1945 tidak
boleh diutak-atik, dirumuskan dalam tiga kebijakan. Pertama, ‘konsen-
sus nasional’, yang memberi Soeharto kewenangan untuk mengangkat
orang-orang yang loyal kepadanya untuk menduduki sepertiga keang-
gotaan MPR.708 Dengan demikian, segala upaya untuk mengamandemen
UUD 1945 tidak akan berhasil, karena salah satu syarat untuk bisa
melakukannya adalah hadirnya lebih dari dua pertiga jumlah anggota
MPR.709 Soeharto mengisyaratkan betapa pentingnya angka ini, dalam
pidatonya di hadapan Konferensi Staf Angkatan Bersenjata pada 27
Maret 1980 yang menyatakan Angkatan Bersenjata tidak mau meng-
ubah UUD 1945. Maka, ABRI siap menggunakan senjata kalau ada
yang melakukannya, atau menculik sepertiga anggota MPR untuk
mencegah terjadinya perubahan.710

Kedua, Tap MPR No. IV Tahun 1983 tentang Referendum menguat-
kan konsensus nasional. Ketetapan ini dengan gamblang menunjukkan
bahwa rezim otoriter Soeharto berusaha untuk ‘menyakralkan’ UUD
1945. Tap ini menyebutkan:

… MPR sudah bertekad bulat untuk melestarikan UUD 1945, dan

tidak ingin dan tidak akan mengubahnya, dan bertekad untuk meng-

implementasikannya secara murni dan konsekuen.711
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Ketiga, Tap MPR No. IV Tahun 1983 tentang Referendum itu
dikuatkan dengan UU No. 5 Tahun 1985 tentang Referendum. Sekali-
pun kelihatannya undang-undang ini memberi peluang untuk melakukan
perubahan terhadap UUD 1945, syarat-syarat yang teramat sulit
yang ada di dalamnya justru membuat peluang semacam itu nyaris
mustahil. Untuk mengamandemen Undang-Undang Dasar yang satu
ini, undang-undang tersebut mensyaratkan digelarnya sebuah refe-
rendum, dengan: sedikitnya 90 persen pemilih yang sah, mengguna-
kan hak pilihnya; dan sedikitnya 90 persen dari pemilih-pemilih sah
ini menyetujui usulan MPR untuk mengubah UUD 1945.712

Karena syarat jumlah perolehan suara yang 90 persen plus perse-
tujuan itu jelas hampir pasti mustahil akan diraih, kelas aturan de-
mikian adalah strategi Orde Baru untuk menyakralkan UUD 1945.
Lagi pula, syarat-syarat dalam undang-undang itu hanya sebagian
dari syarat yang harus dilengkapi untuk bisa mengamandemen UUD
1945. Bahkan, kalaupun syarat referendum yang ditetapkan dalam
undang-undang itu terpenuhi, amandemen tidak akan sah kalau syarat-
syarat yang diatur dalam Pasal 37 UUD 1945—yaitu minimal dua
pertiga dari total jumlah anggota MPR hadir pada Sidang Paripurna,
dan sedikitnya dua pertiga dari jumlah yang hadir itu menyetujui
usulan amandemen—tidak terpenuhi.

Alasan-Alasan Sejarah

Seperti dipaparkan dalam Bab Satu, UUD 1945 dipersiapkan da-
lam kurun waktu yang sangat singkat, dalam keadaan darurat perang,
dan memang pada awalnya dirancang sebagai sebuah dokumen semen-
tara.713 Jadi, secara historis, konstitusi itu sendiri mengamanatkan
perubahan, dan memang disiapkan untuk mengantisipasi perubahan
itu.

Alasan-Alasan Praktis

Pada praktiknya, selama Orde Baru, UUD 1945 secara efektif
sudah diamandemen beberapa kali. Tap MPR dan UU tentang Referen-
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dum tersebut, yang mengubah prosedur amandemen, adalah contoh
‘amandemen diam-diam’ demikian. Mohammad Fajrul Falaakh berpan-
dangan, contoh lain amandemen diam-diam adalah: (i) perluasan defi-
nisi ‘golongan-golongan’ yang menjadikan anggota MPR mencakup
pula militer; (ii) campur tangan eksekutif terhadap independensi yudi-
katif melalui klaim otoritas Soeharto untuk mengangkat Ketua dan
Wakil Ketua Mahkamah Agung; dan (iii) perluasan wilayah kekuasaan
Indonesia hingga mencakup Timor Timur.714 Di mata Yusuf dan Basa-
lim, diperluasnya definisi militer Indonesia, hingga mencakup Polri,715

adalah amandemen diam-diam terhadap Pasal 10 UUD 1945, yang
membatasi definisi militer hanya untuk menyebut Angkatan Darat,
Angkatan Laut, dan Angkatan Udara.716

Kesimpulan

Bab ini berkesimpulan bahwa UUD 1945 adalah dokumen yang
otoriter. Baik Soekarno maupun Soeharto memanfaatkan Konstitusi
otoriter demikian untuk memusatkan banyak kekuasaan negara di
tangan mereka sendiri. Karenanya, jikalau Indonesia ingin menjadi
negara yang demokratis, UUD 1945 yang otoriter harus direformasi.
Transisi dari rezim otoriter Soeharto adalah salah satu peluang untuk
mengusung reformasi semacam itu.

Bab Empat hingga Bab Tujuh, tentang proses amandemen dan
hasil-hasilnya, akan menggambarkan bagaimana reformasi itu dilan-
carkan. Bab Delapan akan mengevaluasi apakah Indonesia berhasil
mereformasi Undang-Undang Dasar yang otoriter itu atau tidak.[]
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Bab ini adalah bab pertama dari empat paparan berurutan yang
mendiskusikan keempat perubahan UUD 1945. Evaluasi dan kritik
terhadap perubahan tersebut dipaparkan dalam Bab Delapan. Bab be-
rikut, yang sengaja difokuskan untuk menggambarkan proses dan
hasil Perubahan Pertama UUD 1945, terbagi dalam tiga bagian. Ba-
gian awal berurusan dengan situasi yang melatari Perubahan Pertama,
yaitu periode pra-amandemen—Mei 1998 hingga Oktober 1999—untuk
menunjukkan bahwa kurun waktu itu benar-benar penting untuk meng-
awali proses amandemen. Bagian selanjutnya memaparkan proses
Perubahan Pertama, dengan mengupas pembahasan-pembahasan yang
dilakukan sebelum, dan selama, masa Sidang Umum MPR 1999.
Bagian terakhir memaparkan hasil Perubahan Pertama yang keba-
nyakan ditujukan untuk membatasi kekuasaan Presiden dan mendong-
krak kekuasaan DPR.

Periode Pra-Amandemen

Bagian ini membahas rentang waktu antara lengsernya Soeharto
dan sebelum dimulainya pembahasan Perubahan Pertama. Periode
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pra-amandemen ini berkorelasi dengan apa yang Bonime-Blanc sebut
sebagai “periode pra-konstitusional”.717 Seperti sudah dielaborasi
dalam Bab Dua, Bonime-Blanc berpendapat bahwa dalam sebuah pe-
riode konstitusional tiga kondisi harus dibangun: (i) sebuah pemilu
legislatif di seantero negara yang bersangkutan, dengan didahului
reformasi pemilu; (ii) sebuah proses “legalisasi sosial-politik” di mana
berbagai kebebasan asasi dijamin; dan (iii) adanya sebuah proses
“ilegalisasi otoriter” di mana larangan-larangan dan pembatasan-pem-
batasan diberlakukan terhadap mekanisme otoriter yang sewenang-
wenang.718 Ketiga kondisi ini penting untuk meletakkan landasan
yang akan mendasari proses pembuatan konstitusi yang demokratis.

Di Indonesia, ketiga kondisi ini terpenuhi pada masa kepresidenan
Habibie. Jalannya proses ini akan dijelaskan panjang-lebar sebagai
berikut.

Terobosan Presiden Habibie

Konstitusionalitas Kepresidenan Habibie

Pada tanggal 21 Mei 1998, Wakil Presiden B.J. Habibie meng-
angkat sumpah sebagai Presiden Indonesia, segera setelah Presiden
Soeharto membacakan surat pengunduran dirinya. Peralihan jabatan
presiden ini segera membuka perdebatan politik sekitar konstitusio-
nalitas kepresidenan Habibie.719 Golkar, partai Habibie sendiri, ber-
sikeras bahwa, karena Soeharto dan Habibie dulu dipilih sebagai
satu ‘paket’, keduanya harus mundur, dan selanjutnya MPR harus
segera menggelar Sidang Istimewa untuk memilih Presiden dan Wakil
Presiden yang baru.720

Argumen satu ‘paket’ demikian jelas keliru. UUD 1945 hanya
menegaskan bahwa MPR harus memilih Presiden dan Wakil Presiden
(Pasal 6). Tidak ada satu pasal pun dalam konstitusi yang menyatakan
bahwa kedua jabatan itu adalah satu ‘paket’. Bahkan, pemilihan untuk
masing-masing jabatan itu dilakukan dalam sidang terpisah di MPR.
Lagi pula, Pasal 8 UUD 1945 mengatur:
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Jika Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan

kewajibannya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Pre-

siden sampai habis waktunya.

Dengan demikian, kepresidenan Habibie sah, karena Soeharto
sudah menyatakan kehendaknya untuk mundur.

Banyak kritikus juga mempertanyakan legitimasi kepresidenan
Habibie karena dia mengangkat sumpahnya di Istana Merdeka di
hadapan hakim-hakim Mahkamah Agung, dan bukan di MPR atau
DPR.721 Kritik-kritik ini juga keliru. Meskipun UUD 1945 tidak menye-
diakan aturan untuk situasi seperti yang dialami Habibie, dasar hukum
untuk sumpah presiden berasal dari Tap MPR No. VII Tahun 1973
tentang Situasi ketika Presiden dan Wakil Presiden Berhalangan,
yang menegaskan:

 Apabila Presiden berhalangan tetap, ia digantikan oleh Wakil Pre-
siden sampai masa jabatannya habis;

 Sebelum memegang jabatannya sebagai Presiden, Wakil Presiden
harus mengangkat sumpah jabatan di hadapan DPR;

 Jika DPR tidak bisa melakukan sidang, Wakil Presiden mengangkat
sumpah di hadapan Mahkamah Agung.722

Karena mahasiswa sedang menduduki gedung MPR saat Soeharto
mengundurkan diri, tidak mungkin menggelar sebuah rapat atau sidang
DPR. Karenanya, sumpah jabatan Habibie di hadapan Mahkamah Agung
itu pun sah.723

Inisiatif Habibie

Pertanyaan sehubungan dengan konstitusionalitas kepresidenan
Habibie akhirnya mereda.724 Tetapi, kritik terhadap tidak sahnya Habi-
bie tetap santer dan kuat, karena dua alasan: dia hanya menggantikan
Soeharto dan tidak pernah terpilih sebagai Presiden; dan dia punya
pertalian erat dengan rezim otoriter Soeharto.725 Masalah legitimasi
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ini memengaruhi banyak kebijakan Habibie.726 Di bawah tekanan pu-
blik, Habibie mengambil langkah-langkah populer: (i) mendorong di-
lakukannya Sidang Istimewa MPR untuk menentukan jadwal Pemilu
1999; (ii) mendukung reformasi Pemilu 1999, (iii) meliberalisasi kebe-
basan pers dan kebebasan berekspresi; (iv) membebaskan para tahan-
an politik; dan (v) melaksanakan Pemilu 1999.727 Semua inisiatif ini
menjadi bagian dari periode pra-amandemen Indonesia, dan kelima-
nya akan dibahas berikut ini.

Sidang Istimewa MPR 1998

Agar Pemilu 1999 terlaksana, secara hukum MPR dituntut untuk
menggelar sebuah Sidang Istimewa untuk mengubah Ketetapan (Tap)
yang berlaku saat itu, yang menyatakan bahwa pemilihan umum
berikutnya harus dilaksanakan pada tahun 2002.728 Konsekuensinya,
sebuah Sidang Istimewa pun dipentaskan pada bulan November 1998.
Sidang Istimewa ini menghasilkan dua belas Tap MPR.729 Tiga dari
dua belas Tap itu membentuk embrio reformasi konstitusi yang ber-
langsung kemudian. Ketiga Tap dimaksud adalah: (i) Tap MPR No.
VIII Tahun 1998 tentang Pencabutan Tap MPR No. IV Tahun 1983
tentang Referendum; (ii) Tap MPR No. XIII Tahun 1998 tentang Pem-
batasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden; dan (iii) Tap
MPR No. XVII Tahun 1998 tentang Hak-Hak Asasi Manusia.730

Dengan dicabutnya Tap MPR Tahun 1983 tentang Referendum,
maka UU No. 5 Tahun 1995 tentang Referendum,731 dengan sendirinya
ikut gugur. Kebijakan Orde Baru untuk mencegah terjadinya amande-
men terhadap UUD 1945 secara resmi dihapus sudah. Langkah-lang-
kah amandemen kembali menjadi lebih sederhana, karena dikembalikan
ke prosedur yang diatur di bawah Pasal 37 UUD 1945, yang menyatakan
bahwa dua pertiga anggota MPR harus menghadiri rapat amandemen,
dan dua pertiga dari yang hadir itu menyetujui usulan amandemen.

Tap MPR No. XIII Tahun 1998 mengubah interpretasi Pasal 7
UUD 1945 yang mengatur masa jabatan Presiden dan Wakil Presiden.
Pasal 1 Tap MPR ini menyebutkan:
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Presiden dan Wakil Presiden memegang jabatan selama lima tahun,

dan sesudahnya dapat dipilih kembali dalam jabatan yang sama,

hanya untuk satu kali masa jabatan.732

Aturan ini menghapus interpretasi sebelumnya bahwa seorang
Presiden bisa dipilih lagi untuk lebih dari dua periode, sebuah inter-
pretasi yang dengan sangat efektif dimanfaatkan oleh Soeharto, sehing-
ga ia bisa dipilih lagi dan lagi hingga enam kali. Aturan ini kemudian
diadopsi sebagai Perubahan Pertama Pasal 7 UUD 1945.

Selanjutnya, Tap MPR No. XVII Tahun 1998 tentang Hak Asasi
Manusia adalah landasan hukum bagi UU No. 39 Tahun 1999 tentang
Hak Asasi Manusia. Sebagian besar pasal dalam undang-undang ten-
tang hak asasi manusia ini kemudian diadopsi ke dalam Perubahan
Kedua UUD 1945, yang diberlakukan dalam Sidang Tahunan MPR
tahun 2000.

Reformasi Pemilu 1999

Persiapan Pemilu 1999 berlanjut dengan diberlakukannya tiga
undang-undang baru yang mengatur Pemilu,733 Partai Politik,734 dan
Susunan dan Kedudukan MPR, DPR, dan DPRD.735 Sayangnya, DPR
yang bertanggung jawab mengkaji semua undang-undang itu melaku-
kan sebagian besar proses legislasi di ruang-ruang tertutup.736 Rapat-
rapat dengar-pendapat dengan masyarakat (public hearing) dilakukan
sekadar untuk basa-basi.737 Tak ayal, kompromi-kompromi politik
jangka pendek pun memengaruhi pembahasan-pembahasan itu dan
melahirkan sejumlah cacat dan kekurangan dalam undang-undang
baru yang mengatur tentang Pemilu.

‘Kursi Gratis’ buat TNI-Polri.738

Salah satu di antara kelemahan yang signifikan adalah fakta
bahwa undang-undang baru tentang komposisi parlemen mengatur
bahwa TNI-Polri dihadiahi jatah 38 ‘kursi gratis’ dari sejumlah 500
kursi di DPR.739 Kendati jumlah kursi gratis ini sudah berkurang
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dari jumlah semula yang 75, reservasi kursi semacam itu, jelas-jelas
tidak demokratis.740 Aturan demikian kembali melanggengkan pene-
rapan doktrin dwifungsi militer yang antidemokrasi.

Sistem Multi-Partai

Sekalipun menuai banyak kritik, undang-undang Pemilu memberi
landasan yang memadai bagi terselenggaranya Pemilu 1999.741 Salah
satu langkah reformatif adalah diberlakukannya sistem multi-partai
berdasarkan undang-undang tentang partai politik, menggantikan sis-
tem satu-partai ala Orde Baru yang otoriter. Euforia politik periode
pasca-Soeharto antara lain melahirkan 141 partai politik, yang 48 di
antaranya dianggap memenuhi syarat untuk ikut bertarung di ajang
Pemilu 1999. Belakangan, sistem multi-partai ini ikut berperan kuat
dalam menelurkan perdebatan kaya pemikiran dan lebih terbuka
sebelum keempat perubahan UUD 1945 disahkan.

Kebebasan Pers dan Kebebasan Menyatakan Pendapat

Pemerintah Soeharto menerapkan sistem sensor yang ketat untuk
membatasi kebebasan pers.742 Menteri Penerangan kala itu menge-
luarkan Peraturan Menteri (Permen) No. 01 Tahun 1984 tentang Izin
Penerbitan. Peraturan ini memberi kewenangan kepada Menteri Pene-
rangan untuk mencabut SIUPP743 atau lisensi penerbitan milik perusa-
haan media mana pun yang tidak mendukung kebijakan pemerintah.744

Pada bulan Juni 1998, pemerintah Habibie mencabut peraturan ini
dan menyederhanakan prosedur pemberian surat izin bagi dunia pener-
bitan.745 Kebijakan ini melahirkan ratusan penerbitan baru dan era
baru dalam kebebasan pers.

Selain itu, masyarakat juga menikmati kebebasan baru dalam
berekspresi.746 Mereka bisa dengan bebas dan aktif mendiskusikan
isu-isu kritis, termasuk urgennya mereformasi UUD 1945. Kebebasan
berpendapat dan berekspresi ini memengaruhi reformasi-reformasi
konstitusi yang dihasilkan pada rentang waktu 1999-2002. Tanpa
ada pembatasan dan larangan, media bebas meliput berbagai diskusi
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tentang konstitusi. Kalangan pakar dan aktivis organisasi non-peme-
rintah (LSM) dengan bebas mengkritisi kekurangan-kekurangan yang
ada dalam proses dan hasil-hasil perubahan yang dilakukan oleh par-
lemen.

Pembebasan Tahanan Politik (Tapol)

Di bawah rezim Soeharto, setiap pemimpin oposisi harus siap
bila sewaktu-waktu dicokok dan dijebloskan ke dalam penjara, menjadi
tahanan politik (tapol). Menjelang tumbangnya rezim Soeharto, ter-
dapat lebih dari 200 orang tapol, mulai dari pemimpin mahasiswa,
aktivis Muslim, orang Timor Timur, dan kader komunis berusia lanjut,
yang beberapa di antaranya bahkan sudah mendekam di penjara sela-
ma lebih dari 25 tahun.747 Setelah ambruknya rezim Soeharto, tekanan-
tekanan internasional maupun domestik untuk membebaskan semua
tahanan ini pun menguat. Menanggapi tekanan demikian, Habibie
memerintahkan 179 orang tapol, yang terdiri dari orang-orang Indonesia
dan Timor Timur, dibebaskan.748 Muladi, Menteri Kehakiman pada
kabinet Habibie, mengakui bahwa kebijakan itu merupakan satu upaya
pemerintah untuk mendongkrak citranya di bidang penegakan hak-hak
asasi manusia.749

Apa pun tujuannya, pembebasan tapol ini adalah salah satu proses
yang menghilangkan praktik otoritarianisme yang umum terjadi selama
rezim Soeharto berkuasa. Lagi pula, tindakan demikian memperkuat
iklim politik yang lebih terbuka yang dibutuhkan untuk membahas
isu-isu penting seperti reformasi konstitusi.

Pemilihan Umum (Pemilu) 1999

Legitimasi Habibie dipersoalkan bukan hanya oleh kekuatan-ke-
kuatan oposisi, melainkan juga oleh rakyat.750 Liddle mengatakan:

Habibie memulai sebagai seorang Presiden yang luar biasa lemah,

tidak disukai secara pribadi dan diremehkan secara politik, oleh

hampir setiap kelompok penting dalam masyarakat Indonesia, ter-
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masuk elemen-elemen penting di lingkaran Golkar, partainya

sendiri.751

Seandainya saja Habibie punya legitimasi yang lebih kuat, sangat
mungkin masa jabatannya tidak akan tamat sebelum 2003. Sebab,
menurut Pasal 8 UUD 1945, seharusnya Habibie meneruskan masa
jabatannya sebagai Presiden hingga berakhirnya masa jabatan Soeharto
(1998-2003). Jadi, mestinya, Pemilu baru akan digelar satu tahun
sebelum masa jabatan itu berakhir, atau tepatnya pada tahun 2002.
Tetapi, karena kepresidenannya miskin legitimasi, Habibie pun merasa
wajib menggelar Pemilu lebih dini, yaitu pada tahun 1999.752 Dewi
Fortuna Anwar menjelaskan bahwa:

… kendati secara konstitusional masa jabatan Habibie berlangsung

hingga 2003, jelas bahwa mandat politik pemerintahannya yang

lemah itu membuat opsi semacam ini menjadi mustahil .... Untuk

membentuk suatu pemerintah yang memiliki legitimasi konstitu-

sional dan politik yang kuat, sebuah pemilu baru harus dilakukan

sesegera mungkin.753

Pilihan untuk mementaskan Pemilu 1999 ini merupakan keputus-
an penting periode pra-amandemen Indonesia. Dengan melaksanakan
pemilihan umum selekas mungkin setelah lengsernya Soeharto, Indone-
sia memulai transisinya dari kekuasaan otoriter sebagaimana mestinya.

Warning Hasil Pemilu 1999

Setelah Pemilu untuk memilih anggota-angota MPR, DPR, dan
DPRD selesai digelar pada tanggal 7 Juni 1999, para pengamat inter-
nasional maupun domestik menyatakan bahwa Pemilu itu—meski
tidak nihil dari masalah—bebas, jujur, dan adil.754 Ini hasil yang
sangat penting, apalagi kalau dibandingkan dengan Pemilu-pemilu
basa-basi yang dipentaskan di bawah pemerintahan Soeharto. Dari
ketujuh Pemilu sebelumnya (1955, 1971, 1977, 1982, 1987, 1992,
dan 1997), hanya yang pertama, yang digelar pada tahun 1955-lah
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yang, bersama dengan Pemilu 1999, bisa dikatakan sebagai Pemilu
yang benar-benar kompetitif.755 Menurut Liddle, Pemilu pasca-Soeharto
ini merupakan sebuah “titik balik atau momentum yang menentukan
dalam transisi Indonesia”.756 Baginya, Pemilu yang demokratis menjadi
indikasi bahwa “ambang pintu peralihan dari otoritarianisme ke demo-
krasi sudah dilalui” oleh Indonesia.757

Hasil-Hasil Pemilu

Dalam Pemilu 1999, dari empat puluh delapan partai kontestan
Pemilu, hanya 21 yang berhasil meraih kursi di DPR. Tabel 2 menun-
jukkan hasil ini dan distribusi kursi di DPR secara keseluruhan.

Catatan: Karena lebih luas sebarannya di provinsi-provinsi kurang padat di
luar Jawa, yang secara elektoral memiliki bobot lebih besar, PPP, dengan
hanya 10,72% dari total suara, berhasil memenangi 58 kursi di DPR, sedangkan
PKB, dengan pemilih-pemilihnya yang terkonsentrasi di Jawa Timur dan Jawa
Tengah, hanya meraih 51 kursi, meski merebut 12,66% suara.

No. Partai                                                     % Total                    Jumlah                  % Total
                                                                              Jumlah Suara                Kursi                 Jumlah Kursi

1. PDIP759 33.73   153 30.6

2. Golkar 22.46   120 24

3. PPP 10.72    58 11.6

4. PKB760 12.66    51 10.2

5. TNI-Polri     0    38 7.6
(Kursi ‘gratisan’)

6. PAN761  7.12    34 6.8

7. PBB762 1.94 13 2.6

8. 15 partai lainnya763 11.4 33 5.2

TOTAL 100  500 100

Tabel 2. Hasil-Hasil Pemilu 1999 dan Komposisi DPR758
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa di satu sisi, konfigurasi politik
masih didominasi oleh ketiga partai yang eksis di bawah rezim otoriter
Soeharto, dengan PDIP, Golkar, dan PPP sebagai tiga partai terbesar
di DPR.764 Karena selama berkuasanya rezim otoriter Soeharto ketiga
partai ini adalah pendukung yang loyal terhadap UUD 1945, masih
dominannya mereka di Parlemen menjadi salah satu tantangan terbe-
sar bagi reformasi konstitusi yang akan berjalan.

Di sisi lain, dari 500 anggota DPR, sebanyak 116 orang, atau 23%
dari jumlah total itu adalah anggota lama. Sedangkan 77% sisanya
adalah anggota baru.765 Sebagian besar anggota-anggota baru itu adalah
wirausahawan, birokrat, dan guru.766 Ini menunjukkan terjadinya per-
ubahan radikal dalam latar belakang profesi para anggota Dewan, di
mana jumlah birokrat dan pensiunan perwira-perwira militer merosot
tajam, digantikan oleh mereka yang berlatarkan wirausaha.767

Komposisi MPR

Tetapi, untuk tujuan reformasi konstitusi, distribusi kursi di DPR
tak terlalu penting dibanding soal komposisi MPR, karena secara
konstitusional MPR-lah si empunya kuasa untuk menetapkan dan
mengubah UUD 1945 (Pasal 3 dan 37 UUD 1945).

Sesuai dengan UU No. 4 Tahun 1999 tentang Susunan dan Kedu-
dukan Parlemen, MPR terdiri dari 700 orang anggota, 500 di antaranya
dari DPR dan 200 sisanya adalah anggota-anggota tambahan, yang
mewakili daerah-daerah dan kelompok-kelompok fungsional.768 Di DPR
sendiri, hanya 462 kursi yang diperebutkan, sedangkan 38 lainnya
disediakan sebagai kursi gratis untuk TNI dan Polri769 (17 dari Ang-
katan Darat, masing-masing 8 untuk Angkatan Laut dan Angkatan
Udara, dan 5 untuk wakil dari Kepolisian).770

Dari dua ratus sisa kursi di MPR yang diduduki oleh anggota
non-DPR, 135 diangkat oleh DPRD tingkat provinsi (masing-masing 5
orang wakil untuk tiap-tiap provinsi [27 provinsi]) dan 65 lainnya
adalah wakil dari organisasi-organisasi non-pemerintah dan non-politik
lainnya. Keenam puluh lima wakil ini terdiri dari 20 orang pemimpin
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agama (15 untuk Muslim, 2 untuk Protestan, dan masing-masing 1
untuk Katolik, Hindu, dan Buddha), 5 orang wakil organisasi-organisasi
veteran, 9 wakil organisasi-organisasi ekonomi, 5 dari kelompok-
kelompok perempuan, 5 dari kelompok etnis minoritas, 2 wakil dari
kelompok penyandang cacat, 9 wakil akademisi dan asosiasi-asosiasi
intelektual, 5 orang dari organisasi pegawai negeri sipil, dan 5 orang
dari organisasi-organisasi lembaga swadaya masyarakat (LSM), pe-
muda, dan mahasiswa.771

Sumber: Disarikan dari UU No. 4 Tahun 1999. Pada kenyataannya, MPR
hanya berisi 695 anggota; selisih lima angka ini terjadi karena Timor Timur
memerdekakan diri pada tahun 1999, sehingga perwakilannya yang
berjumlah 5 orang itu pun dibatalkan.

Fraksi-Fraksi MPR

MPR dibagi menjadi fraksi-fraksi. Menurut Tap MPR No. II Tahun
1999 tentang Susunan dan Kedudukan MPR, yang dimaksud dengan
fraksi adalah kelompok anggota-anggota MPR yang mewakili konfi-
gurasi-konfigurasi berupa partai politik, militer, wakil-wakil daerah,

MPR
(700 anggota)

DPR
(500 anggota)

PARTAI POLITIK
(462 anggota)

TNI/POLRI
(38 anggota)

UTUSAN 
DAERAH

(135 anggota)

UTUSAN 
GOLONGAN
(65 anggota)

Non-DPR
(200 anggota)

Tabel 3.  Struktur MPR 1999-2004
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atau kelompok-kelompok fungsional.772 Ada sebelas fraksi di MPR:
PDIP, Partai Golkar, Fraksi Utusan Golongan (FUG), PPP, PKB, Refor-
masi, TNI dan Polri, PBB, KKI, PDU, dan PDKB.773 Tabel 4 memper-
lihatkan perincian komposisi kesebelas fraksi yang ada di MPR.

Keberadaan fraksi militer di MPR melanggengkan praktik yang
berlangsung selama berkuasanya rezim Soeharto. Tak satu pun di
antara fraksi-fraksi lainnya menolak keberadaan fraksi militer ini.
Bahkan, usulan untuk membentuk fraksi utusan daerah justru ditolak,
meski nyatanya kelompok ini punya 135 orang anggota—lebih dari
tiga kali jumlah anggota fraksi militer yang hanya 38 orang itu.777

Tabel 4. Fraksi-Fraksi dan Komposisi MPR 1999-2004774

No. Fraksi-Fraksi Kursi DPR Kursi Total  % Jumlah
Tambahan775 Anggota Anggota

1. PDIP 153   32 185

2. Partai Golkar 120   62 182

3. FUG (65) 0   8 73

4. PPP 58  12 70

5. PKB 51   6 57

6. Reformasi 41   8 49

7. TNI-Polri  0   38 7.6
(Kursi ‘pesanan’)

8. KKI 12 2 14

9. PBB 13 2 13

10. PDU 9 0 9

11. PDKB 5 0 5

TOTAL 500 130 695776

26.62

26.19

10.5

10.07

8.2

7.05

5.5

2

1.87

1.3

0.7

100
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Pada tahun 1999, anggota-anggota yang merupakan utusan dari daerah-
daerah dipaksa bergabung dengan fraksi-fraksi partai-partai politik.778

Kebanyakan lebih suka bergabung dengan dua fraksi terbesar. Enam
puluh dua orang, atau hampir setengahnya, memilih bergabung ke
Golkar, hampir dua kali jumlah anggota yang bergabung ke PDIP (32
orang).779

Proses Perubahan Pertama

Bagian ini mengupas proses amandemen ini dalam empat pemi-
lahan: (i) kapan pembuatan konstitusi harus dilakukan; (ii) bagaimana
pembuatan konstitusi dilakukan; (iii) siapa yang harus menjadi lembaga
pembuat konstitusi; dan (iv) bagaimana partisipasi publik digalang.

Singkatnya Waktu Pembahasan

Transisi: Momentum Konstitusi

Ada pendapat bahwa amandemen sebaiknya tidak dilakukan dalam
sulitnya masa transisi dari rezim otoriter Soeharto. Di pengujung
tahun 1998, Yudhoyono pernah mengatakan bahwa meskipun Indo-
nesia sedang mengalami krisis, saat itu bukanlah waktu yang tepat
untuk mengubah UUD 1945.780 Lebih jauh dikatakannya bahwa me-
lakukan amandemen di tengah situasi penuh gejolak seperti itu hanya
akan menambah masalah.781

Penulis berseberangan pendapat dengan Yudhoyono. Seperti di-
tunjukkan dalam Bab Dua, Elster memandang bahwa sering kali kon-
stitusi ditulis dalam situasi krisis.782 Bognador menunjukkan bahwa
satu masa yang sulit dan penuh gejolak adalah sebuah golden moment
untuk melakukan reformasi konstitusi.783 Thailand, yang pernah meng-
alami masa transisi politik yang sulit, justru berhasil mereformasi
konstitusinya.784 Bahkan, Thailand merancang dan meratifikasi kon-
stitusi rakyatnya pada tahun 1997 di tengah situasi krisis ekonomi
yang sangat mirip dengan krisis serupa yang dialami Indonesia di
akhir 1990-an.785
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Waktunya Tidak Cukup

Keyakinan bahwa masa transisi ini adalah sebuah golden moment
pun diadopsi oleh fraksi-fraksi di MPR. Tetapi, meski semakin dekat
waktunya dengan lengsernya Soeharto, reformasi konstitusi yang
diharapkan ini belum juga terjadwalkan. Fokus perhatian mahasiswa
dan para pemimpin oposisi saat itu berkutat pada soal bagaimana
menggulingkan Soeharto saja.786 Tuntutan untuk melakukan reformasi
konstitusi baru terdengar setelah Soeharto lengser keprabon. Maha-
siswa meneriakkan tuntutan-tuntutan berupa: dilakukannya amande-
men terhadap UUD 1945 dan ditegakkannya hukum secara lebih
efektif, dihapuskannya KKN,787 dihapuskannya dwifungsi ABRI, dan
diadilinya Soeharto beserta kroni-kroninya.788

Pembicaraan seputar reformasi konstitusi di antara para pemegang
kuasa tidak pernah fokus. Dari zaman lengsernya Soeharto, hingga
Pemilu 1999, perdebatan politik lebih berkisar pada soal pemilu dan
tata aturan politik.789 Lagi pula, sebagian besar energi partai-partai
sudah dicurahkan untuk memenangkan Pemilu 1999.790 Ini semua
memperlambat pembahasan isu reformasi konstitusi.791

Tambahan lagi, pada Sidang Umum MPR 1999, sekalipun pem-
bicaraan tentang reformasi konstitusi sedang berlangsung secara aktif,
soal yang satu ini masih kalah panas dengan isu pemilihan Presiden.792

Hal ini jelas terlihat dari lebih dominannya berita-berita mengenai
pemilihan Presiden dan Wakil Presiden ketimbang diskusi-diskusi ten-
tang amandemen UUD 1945.793

Dua Belas Hari

Akibatnya, satu-satunya waktu yang ada bagi MPR untuk mem-
bahas soal reformasi konstitusi ini adalah sebelum dan selama Sidang
Umum, yaitu tanggal 1 sampai dengan 21 Oktober 1999. Tetapi, nyata-
nya, dari dua puluh satu hari yang ditentukan, hanya dua belas hari
yang dialokasikan untuk tujuan itu. Bagi sebuah negara di mana “per-
debatan-perdebatan seputar masalah konstitusi sudah selalu ditolak
selama empat dasawarsa”,794 dua belas hari jelas bukan waktu yang
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cukup untuk membahas satu masalah sepenting dan sekompleks aman-
demen konstitusi.

Waktu sesingkat itu masih juga dibagi-bagi lagi menjadi empat
tahapan Perubahan Pertama, Sidang Umum MPR 1999 (lihat Tabel 5):

 Pembahasan di tingkat Badan Pekerja (BP) (6 dan 14 Oktober
1999);

 Pembahasan di tingkat Panitia Ad Hoc (PAH) III untuk Amandemen
(7-13 Oktober 1999);

Rapat Pertama dan Kedua Badan Pekerja
6 Oktober 1999

Pembentukan PAH I

Rapat Pertama hingga Ketujuh PAH III
7–13 Oktober 1999

Pembahasan Perubahan Pertama

Rapat Ketiga Badan Pekerja
14 Oktober 1999
Laporan PAH III

Rapat Paripurna Kesebelas (lanjutan) Sidang Tahunan MPR 1999
17 Oktober 1999

Pembentukan Komisi C

Rapat Pertama dan Kedua Komisi C
17–18 Oktober 1999

Pembahasan Perubahan Pertama Sidang Tahunan MPR 1999

Rapat Paripurna Kedua Belas Sidang Tahunan MPR 1999
19 Oktober 1999

Laporan Komisi C dan Tanggapan Fraksi-Fraksi MPR

Rapat Paripurna Kedua Belas (lanjutan) Sidang Tahunan MPR 1999
19 Oktober 1999

Ratifikasi Perubahan Pertama

Tabel 5.  Tahap-Tahap Pembahasan Perubahan Pertama

Sumber: Disarikan dari Risalah Rapat Pembahasan Perubahan Pertama UUD
1945.
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 Pembahasan di Komisi C Sidang Umum (SU) MPR 1999 (17-18
Oktober 1999); dan

 Pembahasan di Rapat Paripurna Sidang Umum MPR 1999 (17-19
Oktober 1999).

Menyadari begitu ketat dan padatnya jadwal Sidang Umum MPR
1999, fraksi-fraksi sepakat bahwa penyelesaian amandemen harus
ditunda hingga tahun berikutnya dan akan diratifikasi pada tanggal
18 Agustus 2000.795 Tanggal ini memiliki makna simbolik: Mustafa
(Golkar) mengatakan bahwa 18 Agustus 2000 bertepatan dengan ulang
tahun ke-55 UUD 1945.796

Tidak Ada Konstitusi Baru

Pembahasan-pembahasan Perubahan Pertama di MPR jauh lebih
terbuka dan berbobot ketimbang diskusi-diskusi apa pun di MPR di
bawah kekuasaan Soeharto. Kendati amandemen itu akhirnya dise-
pakati dengan konsensus, selama pembahasan-pembahasan dilakukan,
para anggota MPR bebas menyatakan bermacam-macam argumen
yang berbeda dan mereka benar-benar melakukannya.797 Yusuf dan
Basalim memandang bahwa:

Hal yang paling menarik adalah begitu besarnya kebebasan dan

keluwesan bagi para anggota PAH III MPR untuk menyatakan pen-

dapat mereka dan mengungkapkan pikiran-pikiran mereka. Jadi,

penjelajahan gagasan-gagasan para anggota ini begitu kaya, kritis,

konstruktif, dan mencerminkan komitmen yang kuat terhadap agen-

da reformasi.798

Selain itu, pembahasan-pembahasan Perubahan Pertama masih
lebih didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan masa depan ketim-
bang kepentingan-kepentingan politik sesaat. Valina Singka Subekti
(FUG), misalnya, beranggapan bahwa komposisi MPR harus diubah.799

Disarankannya agar Fraksi Utusan Golongan tidak perlu ada di
MPR.800 Sebagai gantinya, rakyat harus memilih semua anggota MPR
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secara langsung. Tentu saja ini berarti bahwa usulan untuk membentuk
FUG gugur dengan sendirinya.801

Selama berlangsungnya pembahasan-pembahasan Perubahan Per-
tama ini, hal-hal yang berkaitan dengan agenda reformasi konstitusi
secara keseluruhan diperdebatkan. Paragraf-paragraf berikut akan
memaparkan secara panjang lebar dua kesepakatan penting yang
berhasil dicapai, yaitu dalam hal (i) memilih antara mengubah (to
amend) ataukah memperbarui (to renew); dan (ii) menolak ataukah
mempertahankan Pembukaan UUD 1945. Sebenarnya, kedua kesepa-
katan ini saling terkait erat. Kesepakatan untuk mempertahankan
Pembukaan dengan sendirinya berarti menolak opsi untuk memper-
barui konstitusi.

Amandemen Yes, Pembaruan No

Pada tanggal 6 Oktober 1999, semua fraksi sepakat untuk meng-
amandemen, dan bukan memperbarui, UUD 1945.802 Kesepakatan
ini adalah satu momentum sejarah karena MPR sudah lama menjadi
salah satu lembaga terkemuka yang selalu menolak upaya-upaya untuk
mengubah UUD 1945. Di sisi lain, kesepakatan ini membawa pesan
yang terang benderang bahwa reformasi konstitusi harus dibatasi.803

Sikap PDIP

Pemimpin-pemimpin PDIP kerap mempertanyakan apa perlunya
mengubah, apalagi memperbarui, UUD 1945. Alex Litaay, yang saat
itu menjabat Sekretaris Jenderal (Sekjen) PDIP, berkeras bahwa UUD
1945 tidak perlu diutak-atik.804 Alasannya, masalah-masalah yang di-
derita oleh negeri ini bukan berasal dari konstitusi, melainkan dari
penerapannya yang tidak konsisten.805

Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum PDIP, mengamini pernya-
taan Litaay. Dikatakannya bahwa alasan PDIP untuk bertindak hati-
hati adalah:
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… berkaitan langsung dengan upaya-upaya PDIP yang konsisten

menjaga kehidupan bangsa kita dari upaya-upaya mengganti falsa-

fah dasar negara kita ke arah yang semakin memaksakan diikutinya

tuntutan-tuntutan dan dianutnya ideologi-ideologi satu segmen ter-

tentu saja dalam masyarakat, dan mencangkokkan sebuah ideologi

yang sama sekali baru yang tidak sesuai dengan tujuan-tujuan

Indonesia merdeka.806

Menurut Yusuf dan Basalim, PDIP sangat khawatir bahwa gerakan
untuk mendirikan negara Islam akan muncul lagi selama berlangsung-
nya proses reformasi konstitusi pasca-Soeharto. Situasi ini pernah
terjadi pada tahun 1945 dan dalam proses pembuatan konstitusi
tahun 1956-1959.807 Karena sikap PDIP yang hati-hati dalam soal
reformasi konstitusi ini, memperbarui UUD 1945 ini pun jadi mustahil.
Politik wait and see PDIP ini berlanjut hingga proses Perubahan
Keempat (Bab Lima sampai dengan Bab Delapan penelitian ini akan
mengkaji lebih jauh tentang hal-hal yang menjadi perhatian PDIP).

Dua Masalah Teknis

Kebijakan mengubah, bukan memperbarui, UUD 1945 ini melahir-
kan dua masalah teknis: (i) pasal mana yang harus digunakan untuk
melakukan amandemen; dan (ii) model amandemen apa yang bakal
dipakai.

(1) Pasal 3 atau Pasal 37 UUD 1945?

UUD 1945 mengatur bahwa proses reformasi konstitusi dapat
dilakukan dengan menerapkan Pasal 3 atau Pasal 37. Pasal 3 UUD ini
menyatakan: Majelis Permusyawaratan Rakyat menetapkan Undang-
Undang Dasar dan garis-garis besar daripada haluan negara. Pasal
37 UUD 1945 menetapkan prosedur untuk mengubah Konstitusi.

Sehubungan dengan dua pilihan ini, ada tiga pandangan dari
pakar-pakar hukum konstitusi terkemuka. Harun Alrasid berpendapat
bahwa Pasal 3—bukan Pasal 37—UUD 1945 harus digunakan untuk
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mengawali reformasi konstitusi.808 Dalam pandangannya, MPR tidak
pernah menggunakan Pasal 3, dan karenanya, Indonesia tidak pernah
memiliki sebuah konstitusi yang definitif.809

Ismail Suny memiliki argumen lain. Baginya, Indonesia sudah
punya konstitusi yang definitif.810 Kendati MPR tidak pernah secara
langsung menerapkan Pasal 3 UUD 1945, pasal itu sudah dalam
proses diterapkan selama empat dasawarsa. Jadi, UUD 1945 harus
dikelaskan sebagai konstitusi yang definitif. Lebih jauh Suny menga-
takan bahwa, dengan mengeluarkan sebuah Tap MPR Tahun 1966
yang mengakui UUD 1945 sebagai sumber hukum dasar Indonesia,811

MPR “secara diam-diam sudah melaksanakan” Pasal 3.812 Jadi, kalau
MPR memutuskan untuk mereformasi UUD 1945 dengan secara lang-
sung mengimplementasikan prosedur-prosedur perubahan yang ter-
sedia dalam Pasal 37, secara konstitusional langkah itu sudah be-
nar.813

Soewoto Mulyosudarmo, yang mewakili pandangan ketiga, beropini
bahwa Pasal 3 harus digunakan untuk memperbarui atau mengganti
UUD 1945, sedangkan Pasal 37 dipakai untuk mengubah UUD 1945,814

dan, dengan demikian, Pasal 37 harus dipakai untuk Perubahan
Pertama. Lalu, untuk amandemen-amandemen selanjutnya, Pasal 3-
lah yang harus dimanfaatkan untuk membuat sebuah konstitusi baru,
yang disiapkan oleh sebuah Komisi Negara.815

Sikap MPR

Semua fraksi sepakat bahwa reformasi konstitusi itu harus di-
lakukan sesuai dengan Pasal 37, dan bukan Pasal 3. Menurut penulis,
pilihan teknis ini konsisten dengan kesepakatan politik sebelumnya
untuk hanya mengubah, bukan memperbarui UUD 1945. Penulis
sependapat dengan penafsiran Mulyasudarmo bahwa Pasal 3 lebih
cocok untuk mengganti konstitusi, sedangkan Pasal 37 lebih pas
untuk mengubah Konstitusi.
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(2) Model Amerika Serikat

Konsisten dengan keputusan untuk hanya mengubah konstitusi,
MPR pun sepakat bahwa teks asli UUD 1945 akan dipertahankan.
Oleh karena itu, amandemen dimaksud akan merupakan penambahan
yang melengkapi konstitusi asli. Ini berarti Indonesia mencoba meng-
ikuti model amandemen yang dilakukan oleh Amerika Serikat. Fraksi
Reformasi menyatakan:

… untuk format amandemen ini, kami mengusulkan untuk meng-

gunakan model Amerika Serikat. Model ini mencabut dan kemudian

melengkapi pasal-pasal tertentu dengan mempertahankan teks asli

konstitusi yang bersangkutan. Dengan demikian, generasi kita se-

lanjutnya dapat mempelajari sejarah negara bangsa ini.816

Argumen Fraksi Reformasi ini semata-mata bersifat teknis. Tetapi,
ada satu alasan lain yang lebih substansial di balik pemilihan model
amandemen ala Amerika Serikat ini: batasan untuk tidak membuat
konstitusi yang sama sekali baru.

Pembukaan No, Batang Tubuh dan Penjelasan Yes

Kesepakatan lain yang dicapai oleh MPR adalah mengamandemen
Batang Tubuh dan Penjelasan, tetapi tetap mempertahankan Pembuka-
an UUD 1945.817 Kesepakatan untuk mempertahankan Pembukaan
ini sebenarnya adalah salah satu dari alasan utama di balik keputusan
fraksi-fraksi MPR untuk hanya mengubah UUD 1945. Hal ini bertalian
dengan fakta bahwa Pembukaan tidak hanya berisi pernyataan kemer-
dekaan, tetapi juga memuat Pancasila, ideologi negara pemersatu
bangsa.818 Bagi fraksi-fraksi nasionalis di MPR (PDIP, TNI-Polri, dan
Golkar), Pancasila adalah satu jaminan konstitusional bahwa Indonesia
tidak akan menjadi negara Islam.

Tetapi, kita juga harus mencatat bahwa bahkan fraksi-fraksi utama
Islam di MPR (PPP, PBB, dan PDU) pun sepakat untuk mempertahan-
kan Pembukaan. Ini adalah satu perubahan sikap yang penting dari
fraksi-fraksi Islam, yang semula, dalam proses pembuatan konstitusi
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tahun 1945 dan 1956-1959, pernah mengusulkan Islam sebagai dasar
negara. Dengan menerima dipertahankannya Pembukaan, yang me-
ngandung Pancasila, mengindikasikan tuntutan fraksi-fraksi Islam
untuk membentuk sebuah negara Islam sudah tidak lagi sekeras za-
man reformasi konstitusi sebelumnya.

Sepanjang pembahasan-pembahasan Perubahan Pertama, sikap
fraksi-fraksi nasionalis untuk tetap mempertahankan Pembukaan di-
wakili oleh fraksi-fraksi Golkar, Reformasi, KKI, dan TNI-Polri.819

Golkar berpendapat bahwa:

… Pembukaan harus dipertahankan. Pembukaan memuat beberapa

pernyataan Indonesia sebagai sebuah negara. Pernyataan-per-

nyataan ini bersifat fundamental dan final. Pernyataan-pernyataan

itu adalah pernyataan kemerdekaan, pernyataan Indonesia sebagai

negara kesatuan, dan [pernyataan tentang] falsafah negara, Panca-

sila.820

Senada dengan Golkar, TNI-Polri juga menyatakan:

… dalam kaitannya dengan Pembukaan UUD 1945, tanpa ber-

maksud menyakralkannya, TNI dan Polri tidak setuju untuk

mengubahnya. Pembukaan tersebut memuat sebuah kesepakatan

suci rakyat untuk menjadi sebuah bangsa, dan untuk menjadi

sebuah negara kesatuan. Selain itu, Pembukaan juga menyatakan

Pancasila sebagai falsafah negara.821

Mempertahankan Negara Kesatuan

Bagi Hamdan Zoelva (PBB), di samping Pembukaan, ide tentang
negara kesatuan juga tidak boleh diutak-atik.822 Tetapi, Zoelva tidak
memberi penjelasan lebih jauh dan hanya menyebutkan bahwa negara
kesatuan harus dianggap ‘final’ untuk Indonesia.823 Argumen ini di-
amini sekaligus ditentang oleh fraksi-fraksi lain dalam pembahasan-
pembahasan Perubahan Pertama, tetapi belakangan, pada pembahasan
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Perubahan Keempat, negara kesatuan menjadi pasal baku yang tak
dapat diubah (non-amendable article).

Siapa Pembuat Konstitusi

Sedangkan dalam soal siapa yang harus menjadi badan pembuat
konstitusi, MPR nyaris tidak menemukan hambatan apa-apa. Pasal 3
dan 37 UUD 1945 memang memberi MPR kewenangan untuk mene-
tapkan atau mengubah Konstitusi negara.824 Untuk melakukan aman-
demen, MPR membentuk Badan Pekerja, Panitia Ad Hoc III, dan
Komisi C, yang masing-masing beranggotakan 90, 25, dan 171 anggota
MPR.825 Di masing-masing badan itu, kesebelas fraksi diwakili sesuai
dengan proporsi jumlah kursi mereka di MPR.

Yang Terjadi di MPR

Selama berlangsungnya pembahasan-pembahasan Perubahan
Pertama, dari sebelas fraksi yang ada di MPR, hanya PKB dan Golkar-
lah yang mengusulkan adanya badan pembuat konstitusi lain di sam-
ping MPR. PKB mengusulkan dibentuknya sebuah “Tim Reformasi
Konstitusi” untuk menyiapkan amandemen-amandemen UUD 1945.826

Tim ini bertugas mengkaji Batang Tubuh dan Penjelasan UUD 1945,
mengidentifikasi amandemen-amandemen yang dibutuhkan untuk
mengikuti perkembangan masyarakat.827 Selanjutnya, draft amande-
men yang dihasilkan akan diratifikasi melalui tahapan tertentu di
MPR dalam kurun waktu satu tahun.828 Tetapi, PKB tidak punya
solusi yang jelas tentang bagaimana mestinya formasi Tim itu dipu-
tuskan.829 Dalam salah satu draft Tap MPR yang diajukannya, PKB
mengusulkan agar Badan Pekerja MPR menentukan keanggotaan
Tim.830 Dalam satu draft yang lain, fraksi ini menyarankan agar peme-
rintah, bersama-sama dengan DPR, membentuk Tim Reformasi Kon-
stitusi.831 Meski demikian, PKB tidak pernah serius memperjuang-
kan usulannya. Dan akhirnya, usulan ini pun gagal.

Andi Mattalata (Golkar) mengusulkan agar reformasi konstitusi
dibagi menjadi proposal jangka-pendek dan proposal jangka-panjang.832
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Usulan-usulan jangka-pendek harus disepakati dalam Sidang Umum
MPR 1999, sedangkan proposal-proposal jangka-panjang harus dise-
lesaikan oleh Badan Pekerja MPR, atau oleh sebuah Komite Nasio-
nal.833 Lebih jauh Mattalata mengusulkan agar Komite Nasional ini
terdiri dari anggota-anggota MPR, dan pakar-pakar konstitusi.834 Tetapi
Golkar juga tidak pernah serius berusaha mewujudkan usulan ini.

Kemudian, dalam rapat pertama PAH III muncul usulan alternatif
badan pembuat konstitusi yang menyatakan bahwa jika Sidang Umum
MPR tidak bisa menyelesaikan proses reformasi konstitusi ini, Badan
Pekerja atau sebuah Komisi Khusus yang kemudian menjadi badan
pembuat konstitusi dibentuk dan menyelesaikan reformasi konsti-
tusi.835 Harun Kamil (FUG) menolak gagasan ini, dengan alasan:

… lebih baik kita menghapuskan usulan untuk membentuk Komisi

Khusus. Istilah Komisi Khusus ini tidak ada dalam undang-undang.

Menurut saya, [yang dimaksud dengan] Komisi Khusus ini, ya,

Badan Pekerja MPR ini, [atau] Panitia Ad Hoc MPR ini.836

Sikap para Pakar

Harun Alrasid berpendapat bahwa, ketimbang MPR, akan lebih
baik kalau:

… Sebuah Komisi Amandemen Konstitusi dibentuk. Komisi ini

kemudian akan melaksanakan tugasnya dalam waktu 7 bulan. Lalu,

dalam Sidang Tahunan MPR berikutnya, hasil-hasil kerja Komisi

ini dapat dipresentasikan. Kemudian MPR bisa membahas rancang-

an Konstitusi yang disiapkan oleh Komisi ahli ini.837

Dalam rapat yang sama, Soewoto Mulyosudarmo setuju bahwa
MPR harus menjadi badan pembuat konstitusi untuk Perubahan Per-
tama. Tetapi, untuk amandemen-amandemen selanjutnya, masih me-
nurut Mulyosudarmo, sebuah Komisi Negara harus dibentuk,838 dan
harus diberi kewenangan penuh untuk membuat satu Undang-Undang
Dasar baru.839
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Akhirnya, PAH III tidak mengadopsi pandangan-pandangan Alrasid
maupun Mulyosudarmo dalam hal alternatif selain MPR sebagai badan
pembuat konstitusi. Alih-alih, PAH III justru sepakat bahwa Badan
Pekerja MPR harus terus melanjutkan tugasnya meracik rancangan
amandemen UUD 1945 berikutnya. Alhasil, MPR-pun mengundangkan
Tap MPR No. IX tahun 1999 yang memberi kewenangan kepada
Badan Pekerja MPR untuk melanjutkan amandemen UUD 1945. Kete-
tapan ini mengatur:

 Memberi kewenangan kepada Badan Pekerja MPR untuk menyiap-
kan sebuah rancangan amandemen Undang-Undang Dasar Republik
Indonesia tahun 1945.

 Rancangan amandemen tersebut harus sudah siap untuk disahkan
dalam Sidang Tahunan MPR pada tanggal 18 Agustus 2000.

Absennya Partisipasi Publik

Dalam rapat pertama PAH III, sebagian anggotanya mengangkat
isu partisipasi publik. Salah seorang anggota840 berpendapat bahwa
sebaiknya ada sebagian dari rapat-rapat itu yang dialokasikan untuk
mendengarkan opini publik.841 Anggota ini kemudian mengatakan
bahwa rapat-rapat dengar-pendapat dengan masyarakat ini perlu dila-
kukan agar rakyat tidak merasa diabaikan.842 Sayangnya, di saat
yang sama, anggota ini juga membongkar tiadanya komitmen Panitia
III terhadap keterlibatan masyarakat. Dikatakannya bahwa “partisipasi
ini hanya sekadar formalitas. Kita toh sudah paham substansinya”.843

Beberapa anggota menentang penggalangan partisipasi publik atas
dasar terbatasnya waktu.844 Zoelva mempertanyakan ketidakjelasan
format penggalangan partisipasi.845 Dikatakannya bahwa tidaklah gam-
pang menentukan kelompok-kelompok mana yang harus diundang di
antara begitu banyak kelompok yang berbeda-beda di negeri ini.846

Karenanya, Zoelva menyarankan agar PAH III tidak usah mengun-
dang kelompok mana pun untuk melakukan rapat dengar-pendapat,847

tetapi dia setuju bahwa wakil-wakil dari masyarakat akan disambut
baik, jika mereka hadir dalam rapat-rapat Panitia III.848
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Yusuf Muhammad (PKB) mendukung argumen Zoelva. Katanya:

Kita membutuhkan masukan-masukan dari masyarakat. Hal ini

sangat diperlukan untuk memperlihatkan akuntabilitas kita sebagai

sebuah lembaga yang konsen terhadap aspirasi-aspirasi rakyat.

Tetapi, kita memiliki keterbatasan waktu. Oleh karena itu, jika

dilakukan public hearing, itu tidak harus berupa pertemuan tatap

muka.849

Akhirnya, PAH III mengundang lima orang pakar untuk mem-
berikan sumbang sarannya: Roeslan Abdul Gani, Ismail Suny, Harun
Alrasid, Soewoto Mulyosudarmo, dan Sri Soemantri.850 Tetapi, pakar-
pakar ini tidak diundang sejak rapat awal, tetapi baru pada rapat
keenam dan ketujuh PAH III. Saat itu, Perubahan Pertama sudah
selesai dirancang. Lagi pula, rapat ketujuh adalah rapat terakhir
PAH III. Dalam situasi dan kondisi seperti itu, masukan-masukan
dari para pakar hanya punya sedikit pengaruh.

Dari segi kuantitas, partisipasi masyarakat dalam diskusi-diskusi
Perubahan Pertama—yang diorganisasikan oleh MPR—terbatas dan
kebanyakan tidak langsung sifatnya. Tidak ada ‘partisipasi yang aktif
dan inklusif’ seperti yang disarankan Saunders.851 Tetapi, dengan
hanya 12 hari efektif untuk berdebat, mustahil untuk menjaring par-
tisipasi publik yang lebih luas dan komprehensif, bahkan kalau ada
kemauan untuk melakukannya sekalipun.

Kendati demikian, dari segi kualitas, partisipasi masyarakat ber-
jalan sangat baik. Sebelum dan selama Sidang Umum MPR 1999
berlangsung, partisipasi masyarakat mengalir dalam bentuk tuntutan
besar-besaran yang disampaikan oleh masyarakat, terutama kalangan
mahasiswa, untuk mengamandemen UUD 1945. Selain itu, transpa-
ransi dan keterbukaan rapat-rapat dan sidang-sidang MPR pun me-
mainkan peran yang krusial. Sebagian besar pembahasan-pembahasan
Perubahan Pertama terbuka untuk umum.852 Bahkan beberapa rapat
dalam Sidang Umum MPR 1999 disiarkan secara langsung di TVRI
dan RRI, juga di beberapa stasiun televisi dan radio milik swasta.853
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Di samping media elektronik, media cetak juga meliput secara teperinci
rapat-rapat dan sidang-sidang MPR, melalui suplemen-suplemen khu-
sus.854

Hasil Perubahan Pertama855

Bagian ini mengupas hasil dari Perubahan Pertama. Sebelum
beranjak lebih jauh, bagian berikut ini pertama-tama akan menyajikan
rekomendasi-rekomendasi amandemen UUD 1945, baik yang diajukan
oleh masyarakat sipil maupun oleh fraksi-fraksi di MPR. Selanjutnya,
keduanya diperbandingkan. Penulis gunakan perbandingan ini untuk
mengevaluasi apakah MPR sudah memperlakukan masukan-masukan
masyarakat sebagaimana mestinya dalam proses Perubahan Pertama,
atau belum.

Kesamaan Usulan Masyarakat dan MPR

Antara 1998 dan 1999, sebelum proses Perubahan Pertama ber-
langsung, sedikitnya ada tiga kelompok masyarakat sipil yang mem-
persiapkan usulan-usulan amandemen konstitusi.856 Mereka adalah
Kelompok Reformasi Hukum dan Perundang-undangan (KRHP), Univer-
sitas Gadjah Mada (UGM), dan Masyarakat Transparansi Indonesia
(MTI).

Kelompok-kelompok ini menyodorkan sedikitnya lima rekomen-
dasi serupa: (i) mengamandemen dan bukan memperbarui UUD 1945;
(ii) membatasi kekuasaan Presiden; (iii) memberdayakan MPR, DPR,
MA, dan BPK; (iv) menerapkan desentralisasi, dan (v) memperkuat
aturan-aturan tentang hak-hak asasi manusia.857

Selain itu, KRHP dan UGM juga mengusulkan untuk: (i) memper-
tahankan Pembukaan dan hanya mengubah Batang Tubuh serta Pen-
jelasan, dan (ii) mempertahankan bentuk negara kesatuan. UGM dan
MTI juga mengusulkan untuk: (i) melikuidasi DPA; dan (ii) mengikuti
model amandemen Amerika Serikat.858
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Usulan Fraksi-Fraksi MPR

Dalam pembahasan-pembahasan Perubahan Pertama, fraksi-fraksi
MPR mengusulkan rekomendasi-rekomendasi yang sebagian besar
mirip dengan usulan-usulan masyarakat di atas. Dalam tahap-tahap
awal pembahasan, mereka bermaksud mengamandemen hampir semua
pasal yang berhubungan dengan lembaga-lembaga negara. Mattalata
(Golkar), misalnya, ingin agar amandemen ini mencakup dua hal:

Pertama, pembatasan terhadap kewenangan Presiden, dan, kedua,

pemberdayaan lembaga-lembaga negara yang mewakili rakyat dan

mengontrol pemerintah. Lembaga-lembaga ini adalah MPR, DPR,

BPK, Mahkamah Agung, dan Kejaksaan Agung.859

Zoelva (PBB) memandang bahwa Perubahan Pertama harus meng-
kaji-ulang semua pasal yang berkenaan tidak hanya dengan lembaga-
lembaga yang disebutkan oleh Mattalata, tetapi juga DPA.860 Lebih
jauh diusulkannya agar Perubahan Pertama juga mencakup isu-isu
lain, termasuk: Pemilu, Bank Indonesia, aturan-aturan tentang hak
asasi manusia, hubungan antara pusat dan daerah, menteri-menteri
negara, pertahanan dan keamanan negara, wilayah kekuasaan Indo-
nesia, dan status Penjelasan UUD 1945.861

Dalam rapat 7 Oktober, PAH III sepakat untuk memprioritaskan
tujuh hal, yang meliputi 20 pasal.862 Ketujuh isu tersebut adalah (i)
pemberdayaan MPR; (ii) pembatasan kekuasaan Presiden; (iii) peng-
kajian ulang posisi DPA; (iv) pemberdayaan DPR; (v) pemberdayaan
BPK; (vi) pemberdayaan MA; (vii) pengaturan jabatan Gubernur Bank
Indonesia, Jaksa Agung, dan Kepala Staf TNI dalam UUD 1945.863

Pembahasan terhadap hal-hal yang diprioritaskan ini berlangsung
hingga 10 Oktober, saat PAH III sadar bahwa tidak ada cukup waktu
untuk menyelesaikan Perubahan Pertama. PAH III lantas sepakat
untuk membuat prioritas utama864 yang mencakup dua hal: pembatas-
an kekuasaan Presiden dan pemberdayaan DPR.865 Akhirnya, hanya
dua hal ini yang diundangkan sebagai Perubahan Pertama.
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Tabel 6.  Perbandingan Antara Usulan-Usulan Amandemen

dari Masyarakat dan MPR866

Isu-Isu

Mempertahankan
Pembukaan dan
mengubah Batang
Tubuh dan Penjelasan

Mempertahankan
Negara Kesatuan

Mengubah atau
Mengganti

Model Amandemen
Amerika Serikat

Pembatasan
Kekuasaan-Kekuasaan
Presiden

Pemberdayaan
Kekuasaan-Kekuasaan
MPR, DPR,  Mahkamah
Agung, dan BPK

DPA

Mengadopsi Konsep
Desentralisasi

Melengkapi Aturan-
Aturan tentang Hak-
Hak Asasi Manusia

KRHP

Ya

Ya

Mengubah

-

Ya

Ya

Direstruk-
turisasi

Ya

Ya

  MTI

  Ya

  -

Mengubah

  Ya

  Ya

  Ya

Dibubarkan

  Ya

  Ya

  MPR

  Ya

Belum dibahas
secara intensif

Mengubah

  Ya

  Ya

  Ya

Sudah dibahas
tetapi belum
diputuskan

  -

Belum dibahas
secara intensif

UGM

Ya

Ya

Mengubah

Kombinasi
antara AS
dan Prancis

Ya

Ya

Dibubarkan

Ya

Ya
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Membandingkan usulan publik dan usulan amandemen yang di-
sampaikan oleh fraksi-fraksi di MPR (Tabel 6) menjelaskan bahwa
hampir semua sikap publik maupun MPR adalah sama. Bahkan,
fraksi-fraksi mengadopsi mayoritas rekomendasi publik ketika muncul
perbedaan-perbedaan. Hal ini pada umumnya bukan disebabkan oleh
perbedaan pendapat, melainkan karena MPR belum memutuskan
posisinya. Kasus-kasus yang tak terpecahkan meliputi soal bentuk
negara kesatuan, posisi DPA dan isu-isu HAM.

No Presiden, Yes DPR

Pengalaman-pengalaman lama dengan rezim-rezim otoriter Soe-
karno dan Soeharto kuat memengaruhi hasil Perubahan Pertama.867

Pada rapat kedua PAH III, misalnya, Slamet Effendy Yusuf (Golkar)
terang-terangan mengatakan bahwa UUD 1945 yang ‘sarat-eksekutif’
itu adalah akar dari sistem politik Orde Baru yang otoriter, dan kare-
nanya, kekuasaan Presiden harus dibatasi.868 Senada dengan Yusuf,
Abdul Gani juga berpendapat bahwa:

Eksekutif tidak boleh mendominasi legislatif. Eksekutif tidak boleh

mendominasi yudikatif. Prioritas amandemen ini adalah untuk

memberdayakan MPR dan DPR. Ini artinya, kalau tidak cukup,

kekuasaan-kekuasaan DPR harus ditambah; kalau kekuasaan Presi-

den terlalu besar, harus dibatasi.869

Sidang Umum MPR 1999 menghasilkan amandemen-amandemen
terhadap sembilan dari tiga puluh tujuh pasal yang ada dalam UUD
1945. Hampir semua amandemen itu memberdayakan DPR dan mem-
batasi kekuasaan Presiden.870

Peralihan Kekuasaan Legislatif

Amandemen Pasal 5, 20, dan 21 adalah contoh gamblang pengalih-
an kekuasaan dari Presiden ke tangan DPR. Sebelum amandemen,
Pasal 5(1) menegaskan bahwa “Presiden memegang kekuasaan mem-
bentuk undang-undang dengan persetujuan DPR. Aturan ini diubah
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hingga hanya memberi hak kepada Presiden untuk “mengajukan ran-
cangan undang-undang kepada DPR”, sebuah hak yang juga dimiliki
oleh setiap anggota DPR (Pasal 21 setelah amandemen). Lebih jauh
lagi, DPR mengambil alih kewenangan legislatif dari tangan Presiden.
Pasal 20(1) setelah amandemen mengatur bahwa DPR “memegang
kekuasaan membentuk undang-undang”. Meski demikian, ada prose-
dur-prosedur yang harus dijalani untuk mengesahkan semua rancangan
undang-undang (RUU), termasuk persetujuan bersama antara Presiden
dan DPR (Pasal 20 (2), (3) dan (4)).

Transfer kekuasaan legislatif ini disepakati dengan suara bulat,
tetapi masih ada beberapa tantangan. Valina Singka Subekti, misalnya,
menyatakan:

Saya mengerti bahwa semangat amandemen ini adalah untuk mem-

berdayakan DPR, tetapi apakah para anggota DPR sudah siap

memiliki kekuasaan legislatif ini? Kekuasaan ini tidak boleh di-

anggap enteng. Ini membutuhkan … tidak hanya sumber daya

manusia yang berkualitas, tetapi juga anggaran yang sangat

besar.871

Mulyosudarmo pun berpendapat serupa:

Aneh rasanya bahwa sesuai dengan Pasal 20 DPR memegang ke-

kuasaan legislatif. Dengan mengubah setting-nya dengan cara

seperti ini, DPR akan sibuk membuat RUU. Jadi, pasal asli yang

menyerahkan persetujuan legislasi ke tangan DPR, sudah cukup

bagus untuk mengontrol eksekutif.872

Penulis tak sependapat dengan Subekti dan Mulyosudarmo. Peng-
alihan kekuasaan legislatif ke tangan DPR sudah benar, karena dengan
demikian kekuasaan legislatif berada di tempat yang semestinya,
yaitu di tangan lembaga legislatif. Kekhawatiran seputar kemampu-
an anggota Dewan untuk membuat rancangan-rancangan undang-undang
bukanlah argumen yang sahih. Staf ahli harus disiagakan untuk me-
nyokong kerja-kerja para anggota parlemen ini.
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Pembatasan Masa Jabatan Presiden

Belajar dari pengalaman dengan masa kepresidenan otoriter
Soekarno dan Soeharto yang panjang, MPR menyisipkan ke dalam
UUD 1945 satu jurus pelindung yang menyatakan bahwa Presiden
dan Wakil Presiden bisa dipilih kembali untuk jabatan yang sama
hanya sebanyak satu masa jabatan lagi (Pasal 7 setelah amandemen).
Ini berarti MPR menegaskan lagi Tap MPR No. XIII Tahun 1998
tentang Pembatasan Masa Jabatan Presiden dan Wakil Presiden.873

Bisa dikatakan bahwa watak otoriter kepresidenan Soekarno dan
Soeharto sebagian besar terkait dengan lamanya masa jabatan mereka.
Dengan demikian, membatasi masa jabatan Presiden merupakan satu
langkah reformasi yang penting, karena menghilangkan satu di antara
karakteristik-karakteristik otoriter utama yang melekat pada UUD
1945. Jadi, penulis sependapat dengan Lindsey bahwa “lebih dari
yang mana pun, amandemen masa jabatan presiden ini telah mem-
berikan arah yang jelas tentang transisi politik dari otoritarianisme”.874

Pembatasan terhadap Kekuasaan Kehakiman Presiden

Perubahan Pertama juga membatasi kekuasaan yudisial Presiden
dan memberi DPR lebih banyak pengaruh dalam masalah hukum dan
kehakiman. Amandemen Pasal 14(2) menyatakan bahwa Presiden

Tabel 7. Pergeseran Kekuasaan Legislatif dari Presiden ke DPR

5 (1)

20 (1)

21 (1)

Presiden memegang kekuasaan mem-
bentuk undang-undang dengan per-
setujuan DPR.

Setiap undang-undang menghen-
daki persetujuan DPR.

Anggota DPR berhak mengajukan
usulan rancangan undang-undang.

Presiden berhak mengajukan ran-
cangan undang-undang kepada DPR.

DPR memegang kekuasaan memben-
tuk undang-undang.

Tidak berubah.

Pasal                                        Asli                                               Perubahan Pertama
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harus mendengarkan saran-saran DPR sebelum memberikan amnesti
dan abolisi. Selain itu, amandemen Pasal 14(1) juga mengharuskan
Presiden untuk berkonsultasi terlebih dulu dengan Mahkamah Agung
sebelum memberikan grasi dan rehabilitasi.

Pembatasan terhadap Kekuasaan Diplomatik Presiden

Perubahan Pertama pun membatasi kekuasaan diplomatik Pre-
siden, dan memberi DPR lebih banyak hak kontrol dalam pengangkatan
duta besar, konsul, dan dalam menerima duta besar negara-negara
asing. Kekuasaan Presiden ini harus digunakan dengan memerhati-
kan pertimbangan DPR (Pasal 13(2) dan (3)).

Satu kasus khusus antara Indonesia dan Australia sangat meme-
ngaruhi perancangan amandemen ini. Pada tahun 1995, pemerintah
Australia menolak pengangkatan HBL Mantiri sebagai duta besar
Indonesia untuk Australia, dengan alasan bahwa yang bersangkutan
pernah mendukung TNI dalam pembantaian di Santa Cruz, Timor
Timur, 12 November 1991.875 Mustafa mengatakan;

Calon duta besar yang kita ajukan untuk Australia ditolak oleh

beberapa partai [di Parlemen Australia]. Itulah mengapa saya pikir

akan lebih bijaksana kiranya kalau dalam menerima duta besar

negara lain, [Presiden] harus mendengarkan pertimbangan DPR.876

Amandemen lain yang bertalian dengan peristiwa-peristiwa sebe-
lumnya adalah diubahnya aturan tentang upacara pengambilan sumpah
jabatan Presiden dan Wakil Presiden (Pasal 9). Amandemen ini diilhami
oleh sumpah jabatan Habibie, yang disaksikan oleh Mahkamah Agung
di Istana Merdeka, karena MPR saat itu tidak bisa berkumpul. Aman-
demen yang membatasi kekuasaan Presiden untuk memberikan gelar,
tanda jasa, dan tanda-tanda kehormatan lainnya (Pasal 5) juga dipicu
oleh tindakan Habibie yang membagi-bagikan tanda kehormatan ke-
pada pendukung-pendukungnya pada bulan Agustus 1999.877
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Upaya untuk Membatasi Pengangkatan Anggota Kabinet

Ada juga upaya-upaya untuk membatasi kekuasaan Presiden dalam
mengangkat anggota-anggota kabinetnya. Asnawi Latief (PDU) meng-
usulkan agar dalam mengangkat menteri-menterinya, Presiden harus
memerhatikan pertimbangan-pertimbangan DPR.878 Usulan ini gagal.
Amin Aryoso (PDIP) memandang bahwa PAH III harus menghindarkan
diri dari mengubah Konstitusi yang ‘sarat-eksekutif’ menjadi Konstitusi
yang ‘sarat-legislatif’.879 Tambahan lagi, komitmen anggota-anggota
lainnya dalam PAH III untuk memperkuat sistem presidensial meng-
ganjal usulan Latief ini. Subekti, misalnya, berargumen bahwa:

Kita harus ingat bahwa menteri adalah pembantu Presiden. Ka-

renanya, Presidenlah yang harus memegang kewenangan penuh

untuk memutuskan siapa-siapa saja pembantunya. Karena seka-

rang kita menerapkan sistem multi-partai, kalau saran-saran DPR

harus dipertimbangkan, pertimbangan-pertimbangan politik akan

mengalahkan pertimbangan-pertimbangan profesional. Ini tidak

benar.880

Khofifah Indar Parawansa (PKB) pun mewanti-wanti:

Saya menghargai bahwa kita memiliki semangat untuk member-

dayakan DPR, tetapi saya kira kita harus lebih bijaksana. Kalau

kekuasaan Presiden terlalu dibatasi, saya kira itu juga tidak adil.

Saya takut kita akan benar-benar menyusahkan diri kita sendiri.881

Kesimpulan

Bagi mereka yang radikal, yang percaya bahwa UUD 1945 harus
diganti total, Perubahan Pertama masih jauh dari memuaskan. Wall
Paragon, misalnya, menyebutnya ‘amandemen setengah-hati’.882 Tetapi,
menurut penulis, amandemen ini berhasil mendemistifikasi sebuah
konstitusi yang sudah dianggap ‘sakral’ selama empat dasawarsa.883

Sebelum tahun 1998, mengubah UUD 1945 adalah satu hal yang
untuk dibayangkan sekalipun tidak mungkin: dulu, hal itu akan di-
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anggap sebagai tindak pengkhianatan atau subversif.884 Lagi pula,
mengingat kuatnya nilai simbolik konstitusi yang satu ini, dan dengan
hanya dua belas hari kerja untuk bisa sampai pada Perubahan Per-
tama, sudah barang tentu amandemen ini merupakan sebuah hasil
memadai yang bisa diharapkan oleh siapa pun.

Tetapi, satu hal yang pasti, Perubahan Pertama adalah satu lang-
kah reformasi konstitusi yang belum usai. Langkah ini harus dianggap
sebagai awal dari sejumlah perubahan konstitusi yang direncanakan
rampung pada Sidang Tahunan MPR 2000.885 Bab berikutnya akan
membahas apakah MPR berhasil memenuhi jadwal tersebut atau
tidak.[]



Bab yang mendeskripsikan proses dan hasil Perubahan Kedua
UUD 1945 ini terbagi dalam tiga bagian. Bagian awal mengkaji situasi
yang melatari Perubahan Kedua, yaitu sejak disahkannya Perubahan
Pertama pada bulan Oktober 1999 hingga Sidang Tahunan MPR bulan
Agustus 2000, yang menunjukkan bahwa reformasi konstitusi itu
terjadi di tengah-tengah masa krisis. Bagian selanjutnya mengupas
proses Perubahan Kedua guna memperlihatkan bahwa MPR mengalami
penundaan jadwal yang signifikan, dan lembaga ini gagal memenuhi
rencananya sendiri untuk menyelesaikan seluruh proses perubahan
di tahun 2000. Terakhir, bagian yang mengulas amandemen yang
dihasilkan, yang merupakan reformasi lebih lanjut terhadap UUD
1945, khususnya dengan mengadopsi perlindungan hak-hak asasi
manusia secara impresif.

Situasi yang Rapuh

Selain mengesahkan Perubahan Pertama dan menetapkan Abdur-
rahman Wahid dan Megawati Soekarnoputri masing-masing sebagai
Presiden dan Wakil Presiden, Sidang Umum MPR bulan November

Perubahan Kedua:
Reformasi Berlanjut,

Politisasi Tak Beringsut

55555
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1999 juga memutuskan bahwa MPR akan menggelar sidang-sidang
tahunan sejak tahun 2000.886 Sidang-sidang ini akan memungkinkan
MPR melanjutkan amandemen terhadap UUD 1945 yang belum ram-
pung pada tahun 1999.887 Sidang Tahunan MPR tahun 2000 dilaksa-
nakan pada tanggal 7 hingga 18 Agustus 2000. Dengan demikian,
kalau dibandingkan dengan waktu yang digunakan untuk meracik
Perubahan Pertama, MPR punya waktu lebih panjang (mulai November
1999 sampai Agustus 2000) untuk mempersiapkan Perubahan Kedua.

Konflik Politik

Kurun waktu sembilan bulan, dari November 1999 hingga Agustus
2000, itu didominasi oleh konfrontasi antara Presiden Abdurrahman
Wahid dan DPR.888 Bertambahnya kekuasaan DPR selepas Perubahan
Pertama ikut urun dalam timbulnya konflik di antara kedua belah
pihak. Jadilah, Sidang Tahunan MPR 2000 pun dibuka dalam “atmosfer
ketegangan politik”.889 Sebagai Presiden minoritas yang notabene
hanya didukung oleh kurang dari 11 persen kursi PKB di DPR, Wahid
terpaksa membentuk “kabinet pelangi”, dan pada awalnya berhasil
mengamankan dukungan politiknya.890 Tetapi kekompakan kabinet
ini tak bertahan lama. Pada bulan November 1999, hanya sebulan
setelah kabinet terbentuk, Wahid memecat Menteri Koordinator Bidang
Kesejahteraan Sosial Hamzah Haz, yang juga Ketua Umum PPP.891

Pada akhir Februari 2000, Wahid mencopot Wiranto dari jabatannya
sebagai Menteri Koordinator Bidang Pertahanan dan Keamanan. Lalu,
pada bulan April tahun yang sama, giliran Laksamana Sukardi (PDIP)
dan Jusuf Kalla (Golkar) disingkirkan dari pos mereka, masing-masing
sebagai Menteri Investasi dan BUMN serta Menteri Perindustrian
dan Perdagangan.892

Karena PDIP, Golkar, dan PPP memegang mayoritas kursi di
DPR (331 dari total 500),893 pemecatan terhadap tokoh-tokoh senior
partai mereka, yaitu Sukardi, Kalla, dan Hamzah Haz, mengancam
kedudukan pemerintahan Wahid. Bahkan, sangat bisa jadi para ang-
gota partai-partai yang membentuk 332 kursi DPR inilah yang me-
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nuntut Wahid menjelaskan alasan-alasan di balik penyingkiran yang
dilakukannya terhadap Laksamana dan Kalla. Hal ini membuka peluang
dilakukannya impeachment terhadap Presiden Wahid pada Sidang
Tahunan MPR 2000.894

Begitulah, Sidang Tahunan MPR yang satu itu dibayang-bayangi
dengan tarik ulur politik antara Presiden Wahid dan partai-partai di
Parlemen.895 Enam fraksi besar MPR—Golkar, PDIP, PPP, Reformasi,
PBB, dan PDU—merekomendasikan agar Wahid terus memimpin ne-
gara dan Wapres Megawati dijadikan Perdana Menteri.896 Bagi Mahfud,
usulan ini melanggar UUD 1945, yang tidak mengakui sistem parlemen-
ter;897 tetapi pada akhirnya, Wahid setuju untuk melimpahkan sebagian
peran teknis tanpa memindah-tangankan kekuasaannya selaku Presi-
den.898 Menurut Bagir Manan, penugasan itu tidak melanggar Konsti-
tusi.899 Alasannya adalah bahwa Wakil Presiden:

… bertanggung jawab membantu Presiden dengan mengepalai ad-

ministrasi pemerintahan, tetapi kekuasaan eksekutif pemerintahan

mutlak—baik di bidang kenegaraan maupun pemerintahan—tetap

berada di tangan Presiden.900

Konflik Sosial

Selain konflik Presiden-Parlemen, satu persoalan besar yang
terjadi pada rentang waktu 1999-2000 adalah hubungan antara pusat
dan daerah. Isu separatisme meningkat menjadi gerakan bersenjata
yang terus berjuang untuk memerdekakan diri, khususnya di Aceh
dan Papua. Daerah-daerah lain seperti Maluku, Poso (Sulawesi Tengah),
Kupang (Nusa Tenggara Timur), dan Lombok (Nusa Tenggara Barat)
digerogoti oleh konflik-konflik antar-komunitas yang tersebar luas.901

Pada bulan Februari 2000, diperkirakan bahwa sebagai akibat dari
konflik-konflik tersebut, 300.000 orang Indonesia menjadi peng-
ungsi.902
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Krisis Ekonomi

Selama tahun 1999, yaitu tahun pertama pemerintahan Wahid,
krisis ekonomi Indonesia terus berlanjut dan menjadi satu masalah
lain yang gagal diatasi sebagaimana mestinya oleh pemerintah.903

Walaupun pertumbuhan ekonomi lebih baik di tahun 1999 ketimbang
tahun 1997 dan 1998, inflasi masih saja melaju di posisi mendekati
10% dan nilai rupiah terus melemah, melorot perlahan tapi pasti,
dari Rp7.000 hingga mendekati Rp10.000 per USD-nya.904 Pada per-
tengahan tahun 2000 corporate debts hampir mencapai kisaran USD-
120 miliar, 57% dari Produk Domestik Bruto Indonesia.905

Penutup

Di bawah bayang-bayang semua masalah politik, sosial, dan eko-
nomi inilah Indonesia merancang, membahas, dan mengesahkan Per-
ubahan Kedua. Jelas, masalah-masalah ini merupakan tantangan ba-
gi agenda reformasi konstitusi. Di sisi lain, seperti sudah dibahas
dalam Bab Dua, krisis-krisis yang terjadi sepanjang masa transisi
dari pemerintahan yang otoriter sebenarnya dapat menjadi peluang
emas untuk mereformasi sebuah konstitusi. Bagian berikut ini akan
berkonsentrasi pada bagaimana MPR menanggapi peluang semacam
itu.

Proses Perubahan Kedua

Bagian ini menjelaskan proses amandemen dalam empat pemi-
lahan: (i) kapan pembuatan konstitusi dilakukan; (ii) bagaimana pem-
buatan konstitusi dilakukan; (iii) siapa yang seharusnya menjadi badan
pembuat konstitusi; dan (iv) bagaimana partisipasi publik diorganisasi-
kan.

Jadwal Pembahasan Tidak Disiplin

Pembahasan Perubahan Kedua oleh MPR dilakukan dengan cara
mengkaji-ulang UUD 1945 bab demi bab. Pembahasan-pembahasan
itu dilakukan dalam empat tahap (Tabel 8):
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 Pertama, MPR membentuk sebuah Badan Pekerja (BP) yang
bertugas mempersiapkan semua materi untuk Sidang Tahunan
MPR 2000; Badan ini kemudian membentuk tiga Panitia Ad Hoc
(PAH).906

 Kedua, salah satu dari PAH itu, yaitu PAH I, diberi tanggung
jawab untuk menyiapkan naskah-naskah bakal amandemen. PAH
I bekerja sejak akhir November 1999 hingga awal Agustus 2000.

 Ketiga, Komisi A dibentuk pada Sidang Tahunan MPR 2000 untuk
membahas lebih jauh rancangan Perubahan Kedua yang diracik
oleh PAH I.

 Keempat, pada tanggal 18 Agustus 2000 dalam Rapat Paripurna
Kesembilan pada Sidang Tahunan itu, MPR meratifikasi Perubahan
Kedua.907

Badan Pekerja, PAH I dan Komisi A pada Sidang Tahunan MPR
2000 masing-masing beranggotakan 90, 44, dan 227 orang. Dalam
setiap badan ini, kesebelas fraksi diwakili secara proporsional sesuai
dengan persentase jumlah kursi mereka di MPR.

Di akhir rangkaian rapat-rapatnya, PAH I menyerahkan sebuah
rancangan Perubahan Kedua yang komprehensif kepada Badan Pe-
kerja.908 Rancangan ini berisikan revisi terhadap enam belas bab
yang ada dalam naskah asli UUD 1945 dan menambahkan lima bab
baru.909 Tabel 10 pada Bagian Hasil Perubahan Kedua akan mema-
parkan kedua puluh satu bab yang dikaji-ulang oleh PAH I. Tetapi,
Sidang Tahunan MPR 2000 gagal membahas dan mengesahkan ran-
cangan yang sudah komprehensif itu. Bagian berikut ini akan mem-
bicarakan kegagalan MPR tersebut.

Jadwal MPR Terus Berubah

Sidang Umum MPR 1999 telah memutuskan bahwa proses aman-
demen harus dilanjutkan pada Sidang Tahunan MPR 2000, dan harus
diselesaikan pada tanggal 18 Agustus 2000. Seperti sudah disebutkan
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Tabel 8.  Tahap-Tahap Pembahasan Perubahan Kedua

Rapat Keempat Badan Pekerja
25 November 1999
Pembentukan PAH I

Rapat Pertama hingga Kedua Puluh Enam PAH I
29 November 1999–3 Maret 2000
Pembahasan Perubahan Kedua

Rapat Kelima Badan Pekerja
6 Maret 2000

Laporan Kemajuan Kerja PAH I

Rapat Kedua Puluh Tujuh hingga Ketiga Puluh Tiga PAH
I7 Maret–22 Mei 2000

Pembahasan Perubahan Kedua (lanjutan)

Rapat Keenam Badan Pekerja
23 Mei 2000

Laporan Kemajuan Kerja PAH I

Rapat Ketiga Puluh Empat hingga Kelima Puluh Satu PAH I
24 Mei–29 Juli 2000

Pembahasan Perubahan Kedua (lanjutan)

Rapat Ketujuh Badan Pekerja
2 Agustus 2000

Laporan Akhir PAH I

Rapat Paripurna Keenam Sidang Tahunan MPR 2000
11 Agustus 2000

Pembentukan Komisi A
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dalam Bab Empat, tanggal ini dipilih karena bertepatan dengan ulang
tahun ke-55 UUD 1945. Tetapi, MPR gagal mewujudkan rencananya
sendiri. PDIP beranggapan bahwa tidak semua usulan yang disiapkan
oleh PAH I harus diratifikasi pada tahun 2000.910 Hobbes Sinaga
(PDIP) berargumen bahwa ratifikasi harus dilakukan atas usulan-
usulan yang sudah disepakati saja, sedangkan ratifikasi terhadap
pasal-pasal lain yang diusulkan harus ditunda.911 TNI-Polri juga ber-
pendapat bahwa usulan-usulan yang belum diputuskan perlu dilimpah-
kan pada Sidang Tahunan MPR 2001, ketimbang diundangkan seluruh-
nya di tahun 2000.912

Sebaliknya, Hamdan Zoelva justru menyatakan:

… buang-buang waktu namanya, kalau kita tidak meratifikasi semua

usulan amandemen pada Sidang Tahunan [2000] ini. Kalau kita

tidak mengamandemen dan mengesahkan Undang-Undang Dasar

[ini] sekarang, tidak akan ada amandemen sama sekali, bahkan

jika kondisinya lebih stabil sekalipun. Pelajaran dari negara-negara

lain menunjukkan bahwa amandemen konstitusi hanya bisa dilaku-

kan selama terjadinya pergolakan politik, seperti yang sedang

berlangsung sekarang.913

Rapat Pertama hingga Keenam Komisi A
11–14 Agustus 2000

Pembahasan Perubahan Kedua

Rapat Paripurna Ketujuh dan Kedelapan Sidang Tahunan MPR 2000
15 Agustus 2000

Laporan Komisi A dan Tanggapan dari Fraksi-Fraksi MPR

Rapat Paripurna Kesembilan Sidang Tahunan MPR 2000
19 Agustus 2000

Ratifikasi Perubahan Kedua

Sumber: Disarikan dari Risalah Rapat Pembahasan Perubahan Kedua.
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Tetapi, ketika masa Sidang Tahunan MPR 2000 semakin mendekati
titik akhir, semua fraksi yang ada akhirnya sepakat untuk meloloskan
Tap MPR No. IX Tahun 2000 yang memberikan perpanjangan terhadap
tenggat waktu yang sudah ditetapkan sebelumnya untuk melakukan
amandemen konstitusi, dari yang semula bulan Agustus 2000 menjadi
tahun 2002. Tap ini menentukan sebuah jadwal baru, yaitu: rancangan
perubahan harus sudah siap untuk dibahas dan disahkan oleh MPR
selambat-lambatnya pada Sidang Tahunan MPR 2002.914

Sikap Masyarakat

The Jakarta Post memberitakan 20 organisasi non-pemerintah
yang menyerukan ditundanya proses amandemen,915 terutama karena
mereka tidak yakin pada proses perubahan yang sedang dilakukan
MPR. Syafi’i Ma’arif, saat itu Ketua Umum Muhammadiyah,916 melihat
bahwa MPR tidak serius menggodok draft amandemen.917 Ma’arif
menunjuk kepada beberapa pasal sensitif, seperti hubungan antara
negara dan Islam, serta menyatakan bahwa “lebih baik kita menun-
da amandemen, karena kita memerlukan lebih banyak waktu lagi
untuk persiapan. Kita tidak boleh main-main dengan nasib bangsa
ini”.918

Menurut Mahfud, draft amandemen yang ada tidak sistematis
dan “sebagian besar tumpang tindih”. Dan karenanya, Mahfud pun
menentang ide untuk meratifikasi seluruh rancangan itu pada Sidang
Tahunan MPR 2000.919 Jimly Asshiddiqie juga berpendapat bahwa
pengesahan pasal-pasal yang berisi alternatif-alternatif harus ditangguh-
kan hingga Sidang Tahunan MPR berikutnya.920 Baginya, penundaan
ini penting dilakukan guna menghindari potensi ketidakselarasan di
antara pasal-pasal yang ada.921

Keputusan MPR untuk menunda proses amandemen ini menam-
bah panjang perdebatan di MPR. Bagian berikut ini akan memerinci
bagaimana draft Perubahan Kedua diperdebatkan sejak November
1999 hingga Agustus 2000.
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Problema Politisasi Konstitusi

Bagian ini mengelaborasi empat isu: (i) kesepakatan untuk mem-
pertahankan Pembukaan, sistem presidensial, dan bentuk negara
kesatuan; (ii) pilihan antara perubahan (amending) dan pembaruan
(renewing) UUD 1945; (iii) konflik antara faksi konservatif dan faksi
progresif di MPR; dan (iv) kontaminasi kepentingan-kepentingan politik
jangka pendek dalam proses perubahan.

Mempertahankan Pembukaan, Negara Kesatuan, dan Sistem
Presidensial

Pada rapat ketiga PAH I, fraksi PDIP mengklaim bahwa pada
Sidang Umum MPR 1999 semua fraksi sudah sepakat untuk mem-
pertahankan tiga aspek fundamental dari sistem yang ada: Pembukaan
UUD 1945, bentuk negara kesatuan, dan sistem presidensial.922 Klaim
ini tidak benar. Meski semua fraksi sepakat untuk mempertahankan
Pembukaan, masih terjadi selisih pendapat dalam soal negara kesatuan
dan sistem presidensial.923

Pada rapat keempat PAH I, A.M. Luthfi (Reformasi) mengusulkan
negara federal sebagai pengganti negara kesatuan.924 Mendukung usul-
an ini, Patrialis Akbar (Reformasi) menyodorkan argumen berikut:

Sistem sentralisasi sudah memicu ketidakadilan. Ancaman disinte-

grasi yang berkembang sekarang ini disebabkan oleh ketidakadilan

semacam itu. Karenanya, sistem desentralisasi perlu segera dikem-

bangkan. Dalam hal ini, Fraksi Reformasi mendukung gagasan

federalisme. Tetapi, kami menolak pemisahan atau gerakan kemer-

dekaan apa pun.925

Selain itu, Zoelva mengisyaratkan bahwa Fraksi PBB mau men-
diskusikan kemungkinan adanya sebuah negara federal.926 Dikata-
kannya bahwa:

… meski secara pribadi saya setuju dengan negara kesatuan,  pem-

bicaraan tentang federalisme tidak boleh ditutup. Kita tidak boleh
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memutuskan permasalahan dalam forum ini tanpa mendengarkan

pandangan daerah-daerah. Mungkin mereka mendukung negara

federal.927

Di luar perbedaan-perbedaan ini, Jakob Tobing (PDIP, Ketua PAH
I) tetap ngotot mengklaim bahwa PAH I sudah menyepakati ketiga
persoalan tersebut. Dalam sebagian besar public hearing yang digelar
oleh PAH I, Jakob Tobing memimpin rapat-rapat ini,928 dan membuka
setiap rapat dengan pernyataan bahwa PAH I sudah sepakat untuk
mempertahankan ketiga hal tersebut.929

Sekalipun klaim Jakob Tobing ini tidak benar, tak satu pun anggota
PAH I terang-terangan menyatakan tidak setuju. Jadi, bisa dikatakan
bahwa, secara implisit, mereka mengamini pernyataan Jakob Tobing.
Lagi pula, dalam rapat-rapat dengar-pendapat itu, baik para pakar
maupun masyarakat umum tidak pernah menolak mentah-mentah
gagasan untuk mempertahankan Pembukaan UUD 1945, bentuk negara
kesatuan, dan sistem presidensial. Bahkan, Bagir Manan mengusulkan
sebuah pasal yang menegaskan bahwa Pembukaan tidak boleh di-
amandemen.930

Tetapi, tak satu fraksi pun mengedepankan alasan-alasan yang
meyakinkan tentang mengapa Pembukaan, negara kesatuan, dan sistem
presidensial tidak perlu diutak-atik. PDIP, yang getol mendukung
gagasan pelestarian tersebut, tidak punya alasan-alasan yang gam-
blang. Dalam soal Pembukaan UUD 1945, fraksi ini mengulang-ulang
argumen bahwa Pembukaan mengandung falsafah negara, Pancasila.931

Argumen demikian menegaskan lagi sikap fraksi nasionalis-sekuler
yang menolak negara Islam. Argumen dasar PDIP dalam mendukung
negara kesatuan semata-mata didasarkan pada sila ketiga Pancasila,
‘Persatuan Indonesia’.932 Sedangkan dalam soal mengapa memperta-
hankan sistem presidensial, PDIP bahkan sama sekali tidak menge-
tengahkan argumen pendukung apa pun. (Bahkan, seperti dikatakan
Andrew Ellis, tidak ada penjelasan tentang apa itu sistem presiden-
sial.)933
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Ada alasan sejarah yang mendasari sikap penentangan untuk
mengubah ketiga aspek kunci UUD 1945 tersebut. Di balik kebijakan
mempertahankan Pembukaan terdapat perdebatan abadi Konstituante
1956-1959 tentang apakah Indonesia harus menjadi negara Pancasila
ataukah negara Islam.934 Tak stabilnya politik sepanjang periode sistem
parlementer di tahun 1950-an membuat sistem presidensial lebih
disukai dan membuat konsep, dan bahkan istilah, ‘sistem parlementer’
tak bisa diterima.935 Begitupun, kenangan akan sistem federal di
bawah UUD 1949 yang tak berumur panjang, ikut mendorong kon-
sensus penolakan terhadap sebuah negara federal.936

Kesepakatan untuk mempertahankan Pembukaan, negara kesatu-
an, dan sistem presidensial ini memperkuat kehendak MPR untuk
hanya mengubah UUD 1945, dan tidak membuat satu konstitusi
yang sama sekali baru.937 Tetapi, belakangan, seperti akan diper-
lihatkan berikut ini, keinginan itu jadi terancam.

Bukan Konstitusi Baru, melainkan Konstitusi Lama yang Ditulis Ulang

Kendati nyatanya Sidang Umum MPR 1999 sudah sepakat untuk
hanya mengamandemen UUD 1945, gerakan mendukung sebuah kon-
stitusi baru menguat selama berlangsungnya pembahasan Perubahan
Kedua.

Sikap Masyarakat

Harun Alrasid berpendapat bahwa ketimbang mengamandemen
sebagian dari UUD 1945, MPR semestinya membentuk sebuah ‘Komisi
Konstitusi’ yang akan merombak total UUD 1945.938 Tetapi, Alrasid
setuju bahwa Pembukaan UUD harus tetap dipertahankan.939 Bambang
Widjojanto, yang kala itu menjabat Ketua YLBHI,940 juga menyerukan
dilakukannya pembaruan, dengan alasan bahwa:

… [kalau] metodenya [hanya] amandemen … tidak apa-apa, asalkan

hasil akhirnya adalah sebuah konstitusi yang baru … [Prosesnya]

bisa saja dengan mengamandemen UUD 1945 secara bertahap,
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berdasarkan kemungkinan dan urgensinya, tetapi secara keseluruh-

an, amandemen-amandemen ini harus sangat signifikan.941

Sikap MPR

Theo L. Sambuaga (Golkar) menyarankan bahwa pendekatan refor-
masi konstitusi harus komprehensif dan bukan sekadar amandemen
pasal-demi-pasal saja.942 Gregorius Seto Haryanto (PDKB) mengatakan
bahwa kendati rakyat tidak menyatakan keberatan terbuka terhadap
keputusan mendukung amandemen, kenyataan menunjukkan bahwa
usulan dari semua lapisan masyarakat meliputi begitu banyak pasal.
Oleh karena itu, disarankan agar hampir semua pasal diubah dan
puluhan pasal baru ditambahkan.943

Seperti disebutkan sebelumnya, usulan amandemen ramuan PAH
I luar biasa komprehensif.944 Usulan itu berisi 21 bab. Semuanya
merevisi keenam belas bab yang ada dalam UUD 1945 asli, dan
menambahkan lima bab baru.945 Usulan-usulan menyeluruh demikian
tentu saja tidak konsisten dengan metode amandemen model Amerika
Serikat, yang sebelumnya sudah disepakati dalam pembahasan Per-
ubahan Pertama. Arief Biki (FUG) berkomentar:

Di Amerika Serikat, tiap-tiap amandemen hanya berhubungan

dengan satu masalah. Sekarang kita sedang membuat rancangan

sebuah amandemen yang akan merevisi 60% dari UUD kita.

Pertanyaan saya adalah, apa alasan di balik amandemen sebesar

60% ini?946

Usulan-usulan yang komprehensif ini juga membuat khawatir
sebagian kelompok konservatif. Budi Harsono dari Fraksi TNI-Polri
berpendapat:

Ada iktikad untuk merevisi total UUD 1945. Ini tecermin dari disiap-

kannya lebih dari 70 pasal. Revisi yang komprehensif ini harus

diwaspadai dan dipertimbangkan masak-masak, khususnya karena
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keinginan ini muncul di tengah-tengah instabilitas sosial dan

krisis.947

Ada beberapa indikasi yang menunjukkan bahwa selama pemba-
hasan-pembahasan Perubahan Kedua berlangsung, pertanyaan tentang
apakah UUD 1945 akan dirombak atau hanya diubah sedikit memang
sengaja dibiarkan tak-berjawab. Meskipun, ketika menanggapi laporan
kemajuan kerja PAH I, Amien Rais, Ketua MPR dan Badan Pekerja
MPR, menyimpulkan bahwa dari begitu komprehensifnya usulan-
usulan yang diracik oleh PAH I, ada iktikad kuat untuk merombak
total UUD 1945.948

Menanggapi situasi tersebut, Jakob Tobing (PDIP) berkilah bahwa
tidak ada niatan untuk merombak total UUD 1945. Tetapi, tambahnya,
amandemen akan menjadi sebuah proses yang berkesinambungan
dan hanya waktulah yang akan menentukan hasil akhirnya nanti.949

Begitu juga, saat Valina Singka Subekti mengatakan bahwa PAH I
harus tegas memutuskan apakah akan membuat konstitusi baru atau
hanya akan mengamandemen sebagian dari dokumen itu, tanggapan
langsung Jakob Tobing tidak jelas. Dia hanya menyebutkan bahwa
PAH I harus tetap pada rencananya semula—tanpa mengklarifikasi
apa ‘rencana’ yang dimaksudnya itu.950

Sikap Jakob Tobing bertalian sangat erat dengan kepentingan
PDIP untuk menghindari negara Islam, di satu sisi, dan untuk meres-
pons tekanan kuat masyarakat untuk mengubah total UUD 1945, di
sisi lain. Dikatakannya bahwa:

Perubahan total terhadap UUD 1945 tidak bisa dihindari; tetapi,

Pembukaan harus tecermin dalam pasal-pasalnya. MPR harus mem-

pertahankan hal-hal yang sudah disepakati oleh para pendiri

[negara], termasuk hal-hal yang menyangkut agama dan negara.951
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Kelompok Konservatif vs Kelompok Progresif

Masalah negara Islam ikut menjadi penyebab tertundanya ratifikasi
beberapa draft Perubahan Kedua. Slamet Effendy Yusuf (Golkar)
mengeluh bahwa kekuatan-kekuatan konservatif menghambat MPR
dalam meratifikasi rancangan amandemen yang komprehensif yang
sudah dipersiapkan PAH I.952 Pada Rapat Paripurna kedelapan Sidang
Umum MPR 1999, Simon Patrice (Golkar) menyatakan:

Partai Golkar menyatakan penyesalan yang sedalam-dalamnya

bahwa … amandemen UUD 1945 tidak optimal … Sayangnya, rati-

fikasi terhadap beberapa pasal yang penting bagi demokratisasi …

terpaksa harus tertunda.953

Senada dengan Patrice, M.S. Kaban (PBB) juga mengatakan:

Sayang sekali, pada Sidang Tahunan Pertama ini, amandemen UUD

1945 belum bisa tercapai sepenuhnya. Pasal-pasal dan paragraf-

paragraf yang semestinya diamandemen belum tersentuh. Ada kesan

bahwa proses amandemen ini sengaja dipersulit.954

Baik Fraksi Golkar maupun Fraksi PBB memang tidak terang-
terangan menunjuk-hidung kelompok yang mereka sebut ‘fraksi-fraksi
konservatif’ itu. Tetapi, National Democratic Institute dan King sama-
sama mengklaim bahwa fraksi-fraksi nasionalis—PDIP dan TNI-Polri—
lah yang mengomandani kubu konservatif.955 Kedua fraksi ini, secara
bersama-sama, menguasai 223 dari total 695 kursi di MPR.956 Dengan
jumlah ini, hanya dibutuhkan tambahan 9 suara untuk memblokir
semua usulan amandemen, karena sesuai dengan Pasal 37 UUD 1945,
dibutuhkan dua pertiga anggota MPR hadir untuk meratifikasi sebuah
usulan amandemen. Maka tak heran kalau sikap konservatif kedua
fraksi ini untuk melakukan debat-debat konstitusi itu dengan cara
“pelan-pelan dan hati-hati”, ikut menyebabkan lambannya proses pem-
buatan Perubahan Kedua.957

PDIP, yang merupakan fraksi terbesar, bersikeras bahwa pemba-
hasan-pembahasan amandemen harus difokuskan pada draft yang
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sudah disepakati dan tidak boleh terkonsentrasi pada pasal-pasal
yang masih menawarkan alternatif-alternatif.958 PDIP mengulang argu-
men lama bahwa otoritarianisme selama Orde Baru lebih disebabkan
oleh penguasanya, bukan karena Konstitusinya, dan karenanya, kepu-
tusan untuk merombak total UUD 1945 adalah satu keputusan yang
tidak bijaksana.959 Fraksi TNI-Polri beranggapan bahwa rancangan
amandemen itu dapat mengubah sistem konstitusi negeri, dan karena
itu, harus dibahas dengan hati-hati.960 Hari Sabarno (TNI-Polri) menga-
takan, “Saya kira kita tidak boleh terburu-buru mengubah UUD 1945
pada tahap ini, karena kita perlu lebih mencermati draft ini. Lagi pula,
kita bersidang setiap tahun”.961 Lebih jauh, fraksi militer ini ber-
argumen bahwa:

Keinginan untuk merevisi total UUD 1945 harus dipertimbangkan

masak-masak oleh Komisi ini. Kita toh tidak ingin menciptakan

sebuah konflik baru di antara rakyat yang mendukung keinginan

itu, dan mereka yang tidak sepakat dengan amandemen sedrastis

itu.962

Hamdan Zoelva (PBB) menanggapi bahwa kekhawatiran fraksi-
fraksi PDIP dan TNI-Polri sehubungan dengan rancangan Perubahan
Kedua itu sebenarnya tidak perlu.963 Sementara menurut Andi Matta-
lata (Golkar):

… [kami] setuju bahwa draft amandemen ini harus dibahas dengan

hati-hati. Tetapi, pembahasan yang hati-hati tidak berarti kita harus

lamban dalam mengantisipasi kemajuan. Pembahasan yang hati-

hati tidak berarti kita mesti terlambat menyelesaikan masalah-

masalah kita.964

Dalam Sidang Tahunan MPR 2000, fraksi-fraksi konservatif sukses
memanfaatkan tidak adanya prosedur yang efektif untuk membahas
usulan amandemen itu.965 Jadinya, tak heran kalau usaha untuk me-
mecahkan masalah ini melalui pembahasan draft baris demi baris
dalam rapat-rapat Komisi A, dengan lebih dari 200 anggota, pun gagal.966



216      Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran

Komisi A hanya punya empat hari untuk menggodok kedua puluh
satu bab komprehensif hasil ramuan PAH I. Hasilnya, upaya kelompok-
kelompok progresif untuk memacu proses itu demi menyelesaikan
amandemen tepat waktu pada Sidang Tahunan MPR 2000 itu, segera
menjadi sebuah ‘mission impossible’.

Kepentingan-Kepentingan Politik Jangka Pendek

Tim Lindsey menggambarkan kepentingan politik di MPR selama
proses pembuatan konstitusi itu sebagai “permainan kekuasaan politik
mendominasi pengambilan kebijakan dan pembuatan hukum, yang
menggusur tujuan aslinya, yaitu kesejahteraan bangsa”.967 Dalam
sebuah proses pembuatan konstitusi, kepentingan-kepentingan politik
adalah sebuah keniscayaan.968 Apalagi kalau badan pembuat konstitusi-
nya adalah sebuah parlemen, yang terdiri dari representasi partai-
partai politik: maka tawar-menawar alias tarik-ulur pun menjadi satu
keniscayaan. Sudah barang tentu, setiap partai punya agenda politik
sendiri. Seperti dipaparkan dalam Bab Dua, Elster memandang bahwa
lembaga atau badan pembuat konstitusi yang juga bekerja sebagai
parlemen akan memiliki kepentingan-kepentingan politik sendiri yang
pasti akan memengaruhi hasil akhir pembuatan konstitusi yang ber-
sangkutan.969

Tetapi, yang terjadi sepanjang proses pembahasan Perubahan
Kedua itu bukan hanya sebuah partai yang sedang memperjuangkan
kepentingan politik jangka-panjang. Sebagian besar pembahasan dice-
mari dengan intrik-intrik politik yang memengaruhi kualitas usulan
amandemen yang diajukan. Harun Kamil (FUG) sudah memperingatkan
bahwa:

Kita harus membahas amandemen ini tanpa mempertimbangkan

kepentingan-kepentingan politik sesaat. Kepentingan-kepentingan

ini akan mencemari usulan-usulan amandemen kita, sehingga kita

tidak akan mampu menghasilkan usulan amandemen terbaik.

Banyak surat yang ditujukan kepada PAH I mempertanyakan ke-

mampuan kita dalam mengamandemen UUD 1945. Mari kita jawab
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keraguan ini dengan bukti bahwa kita bisa mempersiapkan amande-

men ini semata-mata demi [kepentingan] bangsa kita.970

Politisasi Pasal 8

Kendati sudah diwanti-wanti begitu rupa, kepentingan politik jangka-
pendek tetap saja ada. Salah satu yang paling kentara adalah usulan
untuk mengubah Pasal 8 UUD 1945, yang aslinya berbunyi “Jika
Presiden mangkat, berhenti, atau tidak dapat melakukan kewajiban-
nya dalam masa jabatannya, ia diganti oleh Wakil Presiden sampai
habis waktunya”. Golkar dan PAN mengusulkan sebuah amandemen
untuk pasal ini, dengan dalih bahwa Wakil Pesiden tidak bisa otomatis
menggantikan Presiden kalau Presiden berhalangan atau menjadi
tidak mampu.971 Akbar (Reformasi) berkilah bahwa:

Jika Wakil Presiden secara otomatis menggantikan Presiden ketika

Presiden menjadi tidak mampu, hal ini bisa menimbulkan pertanya-

an tentang legitimasi Presiden. Lagi pula, Wakil Presiden mungkin

tidak mampu menjadi Presiden, karena dia toh dipilih sebagai Wakil

Presiden, bukan sebagai Presiden.972

PDIP mengeluh bahwa usulan ini dimotivasi oleh kepentingan
politik jangka-pendek yang ingin agar Megawati tidak menggantikan
Abdurrahman Wahid jika sang presiden berhalangan secara perma-
nen.973 Seraya menunjuk pada usulan itu, Tobing mengakui bahwa
proses amandemen sudah dipolitisasi.974 Tri Agung Kristanto dari
Kompas berpendapat bahwa bagaimanapun isu itu dikemas, rakyat
biasa tetap bisa dengan mudah memahami bahwa sebagian anggota
MPR tidak ingin Megawati menjadi presiden.975

Bagir Manan menentang usulan itu, dan berargumen bahwa tidak
fair kalau sebuah amandemen terhadap suatu pasal dimintakan hanya
karena politisi tertentu yang tidak menyukai Megawati.976 Sejalan de-
ngan pandangan Bagir, Yusril Ihza Mahendra mengatakan bahwa di
semua negara republik, ketika Presiden berhalangan, Wakil Presi-
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den secara otomatis menggantikannya.977 Hanya karena tentangan
yang amat kuat, usulan untuk mengamandemen Pasal 8 akhirnya
ditarik kembali dari rancangan amandemen racikan PAH I itu.978

Kursi ‘Pesanan’ untuk Militer

Contoh lain kepentingan politik sesaat yang menodai proses per-
siapan amandemen ini adalah ‘pemesanan’ kursi untuk militer di
MPR. Usulan amandemen Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945 me-
nyebutkan bahwa:

Anggota-anggota tambahan Majelis Permusyawaratan Rakyat ada-

lah wakil-wakil dari Tentara Nasional Indonesia.979

Koalisi LSM mengecam usulan itu dan mengingatkan bahwa hal
itu hanya akan melanggengkan penerapan doktrin Dwifungsi.980 Mukh-
tie Fajar berpendapat bahwa dengan menyediakan pasal ‘pemesanan
kursi’ dalam UUD ini, usulan tersebut memperkuat otoritarianisme
Dwifungsi, yang sebelumnya hanya didasarkan pada aturan-aturan
yang berada di bawah tingkatan undang-undang dasar.981 Dengan
demikian, usulan ini mengkhianati agenda reformasi, yaitu mengakhiri
peran militer dalam politik.982 Akhirnya, usulan tersebut menjadi
salah satu dari rancangan yang ditunda pembahasannya, dan akan
digodok lebih matang dalam pembahasan Perubahan Ketiga dan Ke-
empat.

Penutup

Bagian yang membicarakan jalannya perdebatan-perdebatan Per-
ubahan Kedua ini menunjukkan bahwa MPR gagal menjalankan proses
pembuatan konstitusi yang demokratis. Fakta bahwa proses itu lam-
ban, dan terkontaminasi oleh kepentingan-kepentingan politik jangka-
pendek, adalah dua faktor yang mengurangi legitimasi MPR sebagai
lembaga pembuat konstitusi, seperti akan tampak dalam paparan be-
rikut ini.
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Mencari Alternatif Selain MPR

Tantangan terhadap peran MPR sebagai lembaga pembuat kon-
stitusi meningkat selama berlangsungnya proses pembahasan Per-
ubahan Kedua. Kekecewaan masyarakat terhadap kinerja MPR dalam
mempersiapkan draft amandemen, plus hasil Perubahan Kedua itu
sendiri, menambah kuatnya penolakan.

Sikap MPR

Dalam rapat kelima puluh PAH I, Ali Masykur Musa (PKB) menya-
rankan agar PAH I bersikap terbuka terhadap segala saran dari masya-
rakat, termasuk gagasan untuk membentuk komite perancang konsti-
tusi.983 Saran ini tidak disambut baik oleh anggota-anggota lain dalam
PAH I. Soedijarto (FUG) beranggapan bahwa karena otoritas legal
MPR sebagai lembaga pembuat konstitusi sudah ditetapkan dalam
UUD 1945, usulan apa pun untuk membuat lembaga pembuat kon-
stitusi lainnya menjadi inkonstitusional.984 Harun Kamil berpandang-
an sama dengan Soedijarto.985 Ia mengingatkan bahwa ide itu sangat
berbahaya, karena seolah-olah merupakan aspirasi rakyat tetapi se-
sungguhnya melenceng dari Konstitusi.986 Dengan demikian, bagi Ha-
run Kamil, MPR harus seia sekata menolak ide itu dan tetap mem-
pertahankan MPR sebagai lembaga pembuat konstitusi.987 Penolakan
MPR ini agak ironis; seandainya MPR siap menerima ide tentang
komite perancang konstitusi, prosedur formal amandemen bisa saja
disesuaikan.

Usulan PDIP

Tetapi, sepanjang Sidang Tahunan MPR 2000, kekompakan fraksi-
fraksi MPR mulai pecah. Pada rapat Paripurna kedua, PDIP mengusul-
kan agar Sidang Tahunan mempertimbangkan pembentukan sebuah
komisi ahli, yang akan melakukan kajian akademik terhadap usulan-
usulan amandemen.988 Pada rapat kedua Komisi A, Fraksi KKI juga
merekomendasikan agar Sidang Tahunan 2000 membentuk komisi
ahli yang akan mengatur keterlibatan publik yang begitu beragam
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dalam mengamandemen UUD 1945.989 Haryanto menyarankan agar
MPR membentuk sebuah komisi negara yang beranggotakan pakar-
pakar dan tokoh-tokoh masyarakat non-partai.990

… sudah selayaknya MPR yang terhormat ini mengabdi kepada

rakyat dan MPR tidak boleh ngotot mempertahankan otoritas kon-

stitusionalnya yang semata-mata hanya [soal] legalistik-formalistik.

Pada akhirnya, toh kedaulatan ada di tangan rakyat.991

Tetapi, Permadi (PDIP) membatasi otoritas komisi ahli itu sebagai
badan pembuat konstitusi.992 Disarankannya agar komisi ahli ini tidak
menjadi sebuah badan yang independen, tetapi hanya membahas
usulan amandemen yang sudah disiapkan oleh PAH I, dan menyerah-
kan rekomendasi-rekomendasinya kepada MPR, satu-satunya peme-
gang kekuasaan untuk meratifikasi amandemen yang diusulkan.993

Usulan yang Sebenarnya

Meski semakin kuat saja argumen yang muncul untuk membentuk
sebuah komisi ahli, fakta bahwa PDIP, KKI, dan PDKB baru meng-
usulkan pembentukan komisi ini dalam Sidang Tahunan 2000—dan
bukan sebelumnya—menjadi pertanda bahwa usulan itu berbau politis.
Ketiga fraksi itu mengkhawatirkan tekanan-tekanan yang lebih kuat
untuk merombak total UUD 1945.994 Karena ketiga partai ini menen-
tang Piagam Jakarta, mereka merasa khawatir dengan meningkatnya
kemungkinan untuk mengubah Pasal 29 UUD 1945.995 Dengan demi-
kian, bagi ketiganya, usulan untuk membentuk sebuah komisi ahli
lebih merupakan sebuah alternatif rencana kalau-kalau amandemen
oleh MPR gagal memuaskan agenda politik mereka. Bagi PDIP, khu-
susnya, usulan ini mungkin hanyalah sebuah taktik untuk memper-
lambat proses amandemen.

Di pengujung Sidang Tahunan 2000, gagasan untuk membentuk
komisi ahli berlalu bersama angin. Tanpa perlawanan dari kubu mana
pun, MPR dengan mulus meloloskan Tap No. IX Tahun 2000 yang
memperpanjang masa berlakunya kewenangan Badan Pekerja MPR
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untuk meramu amandemen. Pasal 1 ketetapan ini memberi wewenang
kepada:

… Badan Pekerja Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik

Indonesia untuk mempersiapkan sebuah rancangan amandemen

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia tahun 1945.996

Sikap Masyarakat

Sekalipun mengakui bahwa MPR memiliki otoritas konstitusional
untuk menjadi sebuah lembaga pembuat konstitusi, beberapa pakar
dan kelompok-kelompok non-pemerintah berpendapat bahwa sebuah
komisi ahli harus diciptakan. Menurut Syafi’i Ma’arif, amandemen
UUD 1945 harus diserahkan ke tangan para ahli yang benar-benar
memahami masalah hukum menyangkut bentuk pemerintahan dan
berbagai soal lain yang bertalian dengan itu.997 Forum Rembuk Nasional
beranggapan akan terlalu riskan bila otoritas penuh diberikan kepada
MPR untuk mengamandemen Konstitusi.998 Forum ini sepakat bahwa
sebuah Komite Perancang Konstitusi Nasional, yang beranggotakan
pakar-pakar dan tokoh-tokoh masyarakat harus dibentuk.999 Selain
itu, forum yang sama juga berpendapat bahwa amandemen yang
sudah diratifikasi oleh Sidang Tahunan MPR 2000, semestinya dinya-
takan sebagai Undang-Undang Dasar Sementara.1000 Kemudian, masih
menurut Forum, dalam satu kurun waktu yang sudah ditetapkan sebe-
lumnya, Komite Nasional akan mempersiapkan sebuah rancangan
amandemen baru, menggalang dan menjaring berbagai macam bentuk
partisipasi masyarakat luas, dan menghasilkan sebuah ‘konstitusi
permanen’.1001 Usulan ini terlihat diilhami oleh pengalaman Afrika
Selatan yang menerapkan sebuah Konstitusi Sementara untuk meng-
awali reformasi konstitusinya.

Kepentingan politik jangka-pendek yang merecoki proses pemba-
hasan Perubahan Kedua adalah salah satu alasan di balik meningkat-
nya tekanan untuk membuat sebuah komisi ahli untuk menggantikan
MPR. Editorial harian The Jakarta Post berargumen:
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… pendekatan sepotong-sepotong dalam melakukan amandemen,

dan kuatnya vested interest yang menyertai pembuatan draft dan

perdebatan-perdebatannya, mensyaratkan dilakukannya kaji-ulang

lengkap tentang bagaimana semestinya bangsa ini mendekati per-

soalan itu. Untuk sebuah dokumen yang memengaruhi kehidupan

210 juta orang lebih, proses amandemen terlalu berharga untuk

diserahkan bulat-bulat ke tangan orang-orang yang kepentingan-

kepentingannya didikte oleh politik sesaat. MPR akan sangat berjasa

kepada bangsa ini kalau ia mau membentuk sebuah komite baru

yang terdiri dari pakar-pakar yang akan mengkaji masalah ini se-

cara menyeluruh.1002

Soewoto Mulyosudarmo percaya bahwa menyusupnya kepentingan-
kepentingan politik jangka-pendek menjadi mungkin karena tidak
adanya konsep yang jelas tentang amandemen itu sendiri.1003 Bagi
Soewoto, beragamnya latar belakang anggota-anggota MPR adalah
satu faktor yang menyebabkan mereka mendekati draft amandemen
itu dari perspektif politik, yang miskin landasan teoretik.1004

Penutup

Bagian tentang “siapa yang harus menjadi badan pembuat kon-
stitusi” ini memperlihatkan bahwa kuatnya legitimasi hulu MPR me-
nurun karena cara lembaga ini melakukan proses amandemen tidak
mampu memuaskan harapan publik. Salah satu kekurangan dalam
kerja-kerja MPR adalah cara lembaga itu menggalang partisipasi masya-
rakat. Hal ini akan dibahas lebih jauh dalam bagian selanjutnya.

Manipulasi Studi Banding

Proses pembahasan Perubahan Kedua melibatkan lebih banyak
orang ketimbang Perubahan Pertama. Salah satu faktor yang memung-
kinkan lebih luasnya partisipasi ini adalah lebih panjangnya waktu
yang dialokasikan untuk membahas usulan-usulan Perubahan Kedua.
Selain itu, PAH I menyadari bahwa keterlibatan publik adalah satu
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hal yang esensial guna mendongkrak legitimasi amandemen yang
bersangkutan. Theo L. Sambuaga (Golkar) berpendapat bahwa:

Kita harus memaksimalkan rapat-rapat dengar-pendapat dengan

masyarakat. Rapat-rapat konsultasi provinsi juga harus dioptimalkan

untuk mendengar apa kehendak rakyat. Kita tidak boleh membatasi

rapat-rapat [kita] hanya pada masalah-masalah prosedural atau

teknis. Setelah mendengar pendapat masyarakat, barulah proses

pembuatan rancangan [amandemen] ini bisa dimulai.1005

Senada dengan Theo Sambuaga, Abdul Khaliq Ahmad (PKB) me-
nyatakan bahwa:

Amandemen UUD 1945 harus menyerap sebanyak mungkin aspirasi

rakyat. Ini penting karena UUD 1945, sebagai Konstitusi bangsa

ini, adalah cerminan kehendak dan perjuangan rakyat Indonesia.1006

Berdasarkan argumen tersebut, sejak Desember 1999 hingga
Mei 2000, PAH I menggelar rapat-rapat konsultasi dengan para pakar,
rapat-rapat konsultasi provinsi, misi-misi studi banding internasional,
dan seminar-seminar.1007
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Kritik Masyarakat

Kendati keterlibatan publik sudah semakin luas, inklusivitas peng-
galangan partisipasi masih dipertanyakan. Bambang Widjojanto, misal-
nya, mengkritik partisipasi ini sebagai eksklusif dan dimonopoli oleh
MPR.1008 Dia mempertanyakan bias partisipasi kota yang digalang
oleh PAH I, dan membandingkan program penggalangan partisipasi
ini dengan program serupa yang lebih inklusif yang dilakukan oleh
Majelis Perancang Konstitusi Thailand, yang berhasil menjangkau
banyak orang di pelosok-pelosok pedesaan.1009

Penulis sependapat dengan Widjojanto. Tabel 9 menunjukkan
bahwa penggalangan partisipasi publik yang dilakukan oleh PAH I
sebenarnya bukanlah program-program penggalangan partisipasi yang
sesungguhnya. Tidak ada program yang efektif yang langsung melibat-
kan rakyat biasa. Bahkan, program-program itu sangat eksklusif,
terbatas pada orang atau lembaga tertentu saja. Rapat dengar-penda-

Tabel 9.  Partisipasi Publik Selama Perubahan Kedua

No. Kegiatan               Jumlah

  1. Rapat dengar-pendapat dengan lembaga-lembaga negara 7
  2. Rapat konsultasi provinsi 27
  3. Rapat dengar-pendapat dengan universitas-universitas 10
  4. Konsultasi dengan kalangan ahli 20
  5. Rapat dengar-pendapat dengan lembaga-lembaga non-pemerintah 25
  6. Rapat dengar-pendapat dengan organisasi-organisasi profesi 4
  7. Rapat dengar-pendapat dengan organisasi-organisasi keagamaan 7
  8. Usulan-usulan perorangan 100
  9. Studi banding internasional 21 negara
10. Seminar 6

Sumber: Disarikan dari Laporan Kemajuan Kerja PAH I pada Rapat Keenam Badan Pekerja
MPR, 23 Mei 2000, dan Laporan Akhir PAH I pada Rapat Ketujuh BP MPR, 2 Agustus 2000.
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pat dengan lembaga-lembaga negara, universitas-universitas, organi-
sasi-organisasi non-pemerintah, kalangan profesional, dan organisasi-
organisasi keagamaan adalah contoh gamblang dari program-program
elitis. Hal yang sama terjadi pada kasus rapat-rapat konsultasi provinsi
dan seminar-seminar yang tidak mengundang dan tidak pula dihadiri
oleh rakyat biasa. Apalagi program studi banding internasional: pro-
gram ini jelas bukan ditujukan untuk menggalang partisipasi masyara-
kat. Program semacam ini hanya memberi sedikit informasi bagi
anggota-anggota PAH I yang mengikutinya, tetapi sama sekali tidak
ada untungnya bagi rakyat. Tambahan lagi, seperti tampak dalam
paparan berikut ini, misi studi banding internasional adalah program
yang buruk.

Jadi, kalau dilihat dari Tabel 9, hanya penerimaan usulan-usulan
individulah yang memberi peluang bagi rakyat untuk terlibat langsung
dalam proses pembuatan konstitusi itu. Tetapi, harus diingat, usulan-
usulan itu semata-mata berasal dari inisiatif rakyat sendiri, bukan
berangkat dari program penjaringan yang dirancang secara efektif
oleh PAH I.

Di luar itu semua, masih ada tiga kekurangan lain dalam metode
penggalangan partisipasi yang dikoordinasi oleh PAH I. Pertama,
programnya tidak dijadwalkan sejak awal sebagaimana mestinya.
Keputusan untuk mengadakan misi studi banding ke negara-negara
lain, misalnya, baru dibuat setelah PAH I sadar bahwa masih ada
sisa dana dari anggaran Sidang Umum MPR 1999. Urgensi sesung-
guhnya misi itu, dengan demikian, jelas dipertanyakan.

Ada beberapa indikasi bahwa tujuan misi itu bukan melulu untuk
mempelajari sistem-sistem konstitusi milik negara-negara yang dikun-
jungi. Frans H. Matrutty (PDIP), misalnya, mengatakan bahwa misi
itu jadi urgen karena sisa anggaran yang ada harus dimanfaatkan.1010

Di samping itu, ada rencana untuk mengikutsertakan istri-istri dari
para anggota PAH I ini dalam misi tersebut—meski akhirnya rencana
itu tak sampai terlaksana.1011
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Keputusan untuk mengunjungi 21 negara itu juga menjadi masalah
lain yang sangat patut dipertanyakan.1012 Keinginan seluruh anggota
PAH I yang berjumlah 44 orang itu untuk ikut dalam misi jalan-jalan
inilah yang menjadi alasan utama mengapa sebegitu banyak negara
dipilih.1013 Valina Singka Subekti mempertanyakan apa perlunya me-
ngunjungi sedemikian banyak negara. Menurutnya, kalau memang
harus dilaksanakan, misi itu harus dibatasi pada sejumlah negara
saja, yaitu negara-negara yang memang relevan dengan isu-isu kon-
stitusi tertentu yang memang perlu dikaji.1014 Andi Mattalata juga
mendesak Panitia ini untuk menentukan secara spesifik isu-isu apa
saja yang akan dikaji-bandingkan sebelum memilih negara yang akan
dikunjungi.1015 Tetapi, pada akhirnya, PAH I memutuskan untuk tak
menggubris semua keprihatinan Valina dan Andi Mattalata, dan tetap
mengunjungi kedua puluh satu negara itu, tanpa merasa perlu menye-
butkan alasan-alasan yang jelas mengapa negara-negara itu dipilih.

Acara yang berlabel ‘misi studi banding’ ini semakin dipertanya-
kan, karena, setelah dilaksanakan, tak pernah ada sedikit pun laporan
yang disampaikan secara komprehensif oleh para pelakunya. Ketika
ditanya oleh Hatta Mustafa (Golkar) tentang apakah mereka harus
melaporkan hasil-hasil misi itu, Jakob Tobing menjawab bahwa laporan
memang harus dibuat, tetapi tidak akan dibahas.1016

Kelemahan kedua pada metode penggalangan urun rembuk publik
ini adalah sangat terbatasnya kampanye media yang digunakan oleh
PAH I untuk menyebarluaskan informasi kepada masyarakat tentang
kemajuan yang sudah dicapai dalam pembahasan Perubahan Kedua.
Tidak ada program televisi atau radio, koran, hotline telepon, atau
peranti lain apa pun yang disediakan dan bisa digunakan oleh masya-
rakat luas untuk mendapatkan informasi terbaru tentang jalannya
proses amandemen. Ini tidak seperti yang terjadi di Thailand dan
Afrika Selatan.1017 Semua berita yang diterima masyarakat tentang
proses itu lebih banyak berasal dari inisiatif media, bukan dari strategi
pelibatan masyarakat yang sengaja direncanakan dengan baik dan
dijalankan oleh PAH I.



Perubahan Kedua     227

Ketiga, akibat tidak memadainya program penggalangan partisipasi
masyarakat ini, terjadi keterputusan antara pembahasan amandemen
yang dilakukan oleh PAH I dan pemahaman masyarakat tentang proses
itu. Salah satu alasannya adalah bahwa PAH I gagal mengatur satu
kurun waktu tertentu untuk menjaring tanggapan publik terhadap
draft amandemen yang sedang digodoknya.1018 Hanya ada satu periode
konsultasi yang digelar sebelum rancangan amandemen konstitusi
itu diserahkan kepada Sidang Tahunan MPR 2000. Hal ini jauh berbeda
dengan Afrika Selatan yang memublikasikan dua draft konstitusi
yang berbeda untuk bisa ditanggapi oleh masyarakat sebelum draft
finalnya dibuat.1019 Proposal-proposal amandemen yang ada justru
baru dipublikasikan pada menit-menit terakhir sebelum Sidang Tahun-
an MPR 2000 dibuka; satu langkah yang jelas-jelas terlambat.1020

Akibatnya, tentu saja proposal itu sudah tak bisa lagi diganggu gugat.
Tak adanya umpan-balik dari masyarakat—sebagai akibat dari keterlam-
batan—melemahkan legitimasi proposal-proposal amandemen. Bagi
Moh. Mahfud, PAH I tidak serius menyerap ide-ide yang dilontarkan
dalam rapat-rapat konsultasi yang diadakannya sendiri.1021 Ini ditandai
dengan adanya fakta bahwa hanya beberapa gelintir orang tertentu
yang tahu tentang rapat-rapat tersebut, dan bahwa PAH I tidak me-
mublikasikan draft final amandemen yang disiapkannya.1022 Bambang
Widjojanto menyatakan:

Saya mempunyai bukti-bukti bahwa pimpinan PAH I tidak mau

menyediakan draft amandemen UUD 1945 [untuk dikomentari oleh

masyarakat]. [Tindakan] ini tidak benar. Rakyat berhak untuk tahu

dan tanggapan mereka harus didengar.1023

Argumen MPR

Valina Singka Subekti mengakui bahwa salah satu alasan atas
santernya kritik-kritik terhadap kinerja PAH I adalah miskinnya infor-
masi yang diterima oleh publik.1024 Alhasil, para pengkritik itu tidak
benar-benar mengetahui apa yang sudah dilakukan oleh PAH I.1025

Valina Singka Subekti menyatakan:



228      Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran

… belakangan ini media massa melaporkan bahwa beberapa ke-

lompok mengkritik proses amandemen yang dilakukan oleh PAH I.

[Kritik-kritik] ini disebabkan oleh informasi yang terputus, antara

apa yang terjadi di dalam PAH I dan apa yang terdengar di luar

gedung MPR ini. Saya sarankan agar pimpinan PAH I menyeleng-

garakan konferensi pers resmi untuk memberi tahu publik tentang

apa yang sudah dilakukan oleh Panitia ini.1026

Tetapi, Valina menolak anggapan-anggapan bahwa PAH I tidak
transparan, dan mengklaim bahwa rapat dengar-pendapat dan konsul-
tasi-konsultasi yang digelar di seantero negeri ini sudah lebih dari
cukup untuk menunjukkan komitmen PAH I untuk melibatkan rakyat
dalam mengamandemen Konstitusi.1027 Slamet Effendy Yusuf bahkan
menuding bahwa kelompok pengkritik itu tidak memahami seluk
beluk kerja-kerja Panitia, dan mengecilkan begitu saja apa-apa yang
sudah dilakukan oleh PAH I.1028

Dalih Valina dan Slamet jelas tidak pada tempatnya. Mereka
tidak bisa mengatakan begitu saja bahwa salah rakyat sendiri kalau
sampai mereka tidak tahu apa-apa tentang perkembangan proses
amandemen, karena pembahasan-pembahasannya terbuka untuk
umum.1029 Untuk topik serumit Konstitusi, mestinya PAH I bersikap
lebih inovatif dalam menggalang urun-peran publik yang komprehensif.
Lagi pula, seperti dikatakan Cheryl Saunders, tindak lanjut sangatlah
penting.1030 Kalau saja PAH I sudah sejak jauh-jauh hari membuat
rencana yang strategis untuk menjaring umpan balik dari masyarakat,
jurang informasi yang ada akan sangat kecil, dan keterlibatan rakyat
tentu lebih riil. National Democratic Institute berpendapat bahwa:

Konstitusi memberi efek kedaulatan rakyat, dan tidak ada alasan

mengapa rakyat tidak bisa secara langsung dan luas terlibat dalam

perdebatan itu. Tingkat keterbukaan MPR untuk mendorong dan

memajukan proses itu akan membantu menentukan apakah akan

terbangun konsensus atas perubahan-perubahan Konstitusi itu

dalam waktu satu atau dua tahun ke depan.1031



Perubahan Kedua     229

Ada usulan dari PDIP bahwa MPR harus menunggu tanggapan
publik sebelum memfinalkan seluruh draft Perubahan Kedua.1032 Tetapi,
maksud sesungguhnya usulan ini layak dipertanyakan, dengan tiga
alasan: Pertama, PDIP membatasi masukan dari rakyat hanya untuk
masalah-masalah yang tidak disepakati oleh MPR.1033 Kedua, usulan
ini baru dilontarkan pada tahap terakhir pembahasan Perubahan
Kedua, dalam Sidang Tahunan MPR 2000. Ketiga, oleh karena itu,
bisa dikatakan bahwa usulan itu bertalian erat dengan taktik PDIP
untuk mengulur-ulur proses pembuatan Perubahan Kedua.

Penutup

Bagian yang mengupas soal partisipasi masyarakat ini memper-
lihatkan bahwa MPR gagal menggalang urun-peran dan urun rembuk
publik secara aktif dan inklusif. Meski waktu yang disediakan lebih
panjang—kalau dibandingkan dengan masa pembahasan Perubahan
Pertama—MPR hanya mampu menyelenggarakan program-program
penggalangan partisipasi yang eksklusif dan terbatas. Partisipasi
yang terbatas ini memengaruhi legitimasi Perubahan Kedua di mata
rakyat. Bagian berikut ini akan memerinci hasil-hasil Perubahan Kedua.

Hasil Perubahan Kedua1034

Pada Sidang Tahunan MPR 2000, Komisi A memprioritaskan
pembahasan terhadap kedua puluh satu bab yang disiapkan oleh
PAH I berdasarkan pada tingkat kesulitannya: mulai dari usulan-
usulan yang sudah disepakati sepenuhnya, kemudian beranjak ke
proposal-proposal yang mengandung alternatif-alternatif atau perbe-
daan-perbedaan besar.1035 Tetapi prioritas demikian terbukti kelewat
ambisius.1036 Dalam waktu empat hari, atau dua puluh satu jam
efektif, yang disediakan untuk Komisi A, hanya dua belas bab yang
bisa terbahas, dan dari dua belas bab ini, hanya tujuh yang akhirnya
berhasil diratifikasi. Bab-bab yang belum diratifikasi akan dibahas
lebih lanjut dalam Bab Enam dan Tujuh, karena pada akhirnya, bebe-
rapa di antaranya disahkan kemudian sebagai bagian dari Perubahaan
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Ketiga dan Keempat UUD 1945. Bagian berikut ini hanya akan berfokus
pada hal-hal yang membentuk bagian dari Perubahan Kedua, khusus-
nya bab-bab yang berhubungan erat dengan pembangunan sebuah
sistem politik yang lebih demokratis. Penulis, meminjam klasifikasi
National Democratic Institute, memilah Perubahan Kedua menjadi
empat tema utama: (1) desentralisasi kekuasaan kepada daerah-dae-
rah; (2) aturan-aturan tentang hak-hak asasi manusia; (3) pemisahan
kekuasan dan sistem check and balance; dan (4) hubungan sipil-
militer.1037

Tabel 10. Status Bab-Bab yang Diusulkan dalam Rapat Komisi A

No. Bab Status
  1. Pemerintah Daerah Diratifikasi sebagai Perubahan Kedua
  2. Wilayah Negara Diratifikasi sebagai Perubahan Kedua
  3. Warga Negara dan Penduduk Diratifikasi sebagai Perubahan Kedua
  4. Hak-Hak Asasi Manusia Diratifikasi sebagai Perubahan Kedua
  5. DPR Diratifikasi sebagai Perubahan Kedua
  6. Pertahanan dan Keamanan Negara Diratifikasi sebagai Perubahan Kedua
  7. Bendera, Bahasa, Lambang dan Lagu Diratifikasi sebagai Perubahan Kedua

Kebangsaan
  8. Kekuasaan Kehakiman Dibahas tetapi belum disepakati
  9. DPD1038 Dibahas tetapi belum disepakati
10. Pemilihan Umum Dibahas tetapi belum disepakati
11. Hal Keuangan Dibahas tetapi belum disepakati
12. BPK Dibahas tetapi belum disepakati
13. Bentuk Negara dan Kedaulatan Belum dibahas
14. MPR Belum dibahas
15. Kekuasaan Pemerintahan Negara Belum dibahas
16. DPA Belum dibahas
17. Kementerian Negara Belum dibahas
18. Perekonomian Nasional dan Belum dibahas

Kesejahteraan Sosial
19. Pendidikan dan Kebudayaan Belum dibahas
20. Agama Belum dibahas
21. Perubahan Undang-Undang Dasar Belum dibahas
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Pemerintah Daerah: No untuk Sentralisasi

Di bawah rezim Orde Baru, Indonesia adalah sebuah sistem eko-
nomi dan politik yang sangat sentralistik. Sistem ini ikut menyebabkan
dikendalikannya kekuatan-kekuatan politik dan sumber-sumber daya
ekonomi oleh elite politik di Jakarta, khususnya oleh keluarga Soe-
harto.1039 Sistem ini menjadi salah satu pilar penyangga korupsi Or-
de Baru yang mewaralaba itu, di mana Soeharto adalah pimpinan
usaha waralaba tersebut.1040 Karenanya, menyusul tumbangnya rezim
Soeharto, desentralisasi kekuasaan ke tangan daerah-daerah pun me-
ngemuka sebagai salah satu tuntutan utama reformasi.1041

Pemerintahan transisi Presiden Habibie meresponsnya dengan
meloloskan UU No. 22 Tahun 1999 tentang Pemerintah Daerah, juga
UU No. 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pe-
merintah Pusat dan Pemerintah Daerah.1042 Kedua undang-undang
ini menerapkan kebijakan otonomi daerah yang luas, dengan aturan-
aturan khusus untuk Aceh, Papua, dan Timor Timur. Bagi Timor
Timur, kebijakan ini menjadi tidak relevan lagi setelah kemerdekaan-
nya, menyusul referendum yang digelar di sana pada tanggal 30 Agus-
tus 1999.1043

Tetapi, kedua undang-undang itu gagal karena dua hal. Pertama,
seperti dikatakan oleh Tim Lindsey, keduanya tidak jelas dalam men-
definisikan konsep otonomi.1044 Kedua, bagi beberapa daerah, desen-
tralisasi yang diberikan oleh undang-undang itu tidak membuatnya
merasa aman: desentralisasi dipandang sebagai sekadar ‘kado’ dari
pemerintah pusat yang bisa ditarik kembali kapan saja.1045 Maka,
untuk mempersulit invalidasi desentralisasi, tekanan untuk memberi-
kan jaminan konstitusional bagi desentralisasi pun menguat.1046

Pembahasan di MPR

Pada rapat ketiga puluh enam PAH I, Ali Hardi Kiai Demak (PPP)
mengatakan bahwa pengalaman-pengalaman di bawah rezim Soeharto
telah menciptakan distribusi ekonomi yang tidak berimbang antara
pusat dan daerah-daerah.1047 Pada rapat ketiga Komisi A, ketika
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amandemen Pasal 18 tentang Pemerintah Daerah sedang dibahas
secara spesifik, kebijakan desentralisasi disepakati dengan suara
bulat.1048 Pasal 18 asli, yang hanya memuat satu paragraf, diubah
menjadi Pasal 18, 18A, dan 18B, dengan total 11 paragraf. Tim
Lindsey berpendapat bahwa pasal-pasal ini mencerminkan semangat
UU No. 22 tentang Pemerintahan Daerah.1049

Hak-Hak Asasi Manusia: No untuk Pelanggaran HAM

Para pendukung hak asasi manusia memandang bahwa perlin-
dungan yang lebih besar terhadap hak-hak asasi manusia sangat
diperlukan untuk mencegah terjadinya berbagai pelanggaran seperti
yang pernah terjadi pada zaman pemerintahan otoriter Soeharto.1050

Menurut Harianto, kendati MPR sudah mengundangkan Tap MPR
No. XXVII Tahun 1998 tentang Hak-Hak Asasi Manusia dan pemerintah
Habibie sudah mengeluarkan UU No. 39 Tahun 1999 juga tentang
Hak-Hak Asasi Manusia, perlindungan oleh Konstitusi masih tetap
diperlukan.1051

Kelompok penentang berpendapat bahwa orang tidak perlu meng-
adopsi aturan tentang hak-hak asasi manusia.1052 Muhammad Ali
(PDIP) beranggapan bahwa undang-undang dan Tap MPR tentang hak
asasi manusia sudah lebih dari cukup.1053 Mengamini Muhammad
Ali, Siti Hartati Murdaya dari FUG mengatakan bahwa usulan kom-
prehensif tentang hak asasi manusia akan menghancurkan karakter
khusus dan semangat 1945, tahun kemerdekaan Indonesia—tanpa
memerinci apa yang dimaksudnya dengan ‘karakter’ dan ‘semangat’
itu.1054 Lebih jauh dikatakannya:

… kita tidak perlu mengikuti negara-negara lain. Bab tentang hak

asasi manusia ini terlalu detail dan tumpang tindih. Banyak aturan

yang bisa dimasukkan ke dalam [satu] Tap MPR, undang-undang,

dan—lebih detail lagi—dalam peraturan-peraturan pemerintah.1055
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Amandemen yang Impresif

Meski terjadi banyak silang pendapat, akhirnya MPR sepakat
untuk memasukkan aturan-aturan baru tentang hak-hak asasi manusia
ke dalam Pasal 28A hingga 28J pada Bab XA. Bab ini, seperti Tap
MPR dan undang-undang tentang Hak Asasi Manusia, pada hakikatnya
diambil dari Universal Declaration of Human Rights (UDHR/Deklarasi
Universal tentang Hak-Hak Asasi Manusia).1056 Bab ini meliputi:

 Hak untuk hidup;

 Hak untuk membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan;

 Hak untuk mengembangkan diri;

 Hak atas kepastian hukum/keadilan;

 Kebebasan beragama, berbicara, mendapatkan pendidikan, peker-
jaan, kewarganegaraan, tempat tinggal, berserikat dan berkumpul,
serta hak untuk mengeluarkan pendapat;

 Kebebasan untuk mendapatkan informasi;

 Hak atas perlindungan pribadi;

 Hak untuk hidup sejahtera, termasuk untuk mendapatkan jaminan
sosial dan pelayanan kesehatan;

 Hak atas milik pribadi;

 Hak untuk mencari suaka politik;

 Kebebasan dari siksaan dan perlakuan sewenang-wenang;

 Perlindungan dan non-diskriminasi, termasuk kebebasan hati
nurani, identitas kultural tradisional, pengakuan di bawah undang-
undang dan hak untuk tidak dituntut oleh hukum yang berlaku
surut;

 Tanggung jawab utama pemerintah untuk melindungi, memajukan,
dan menegakkan hak-hak asasi manusia;

 Kewajiban untuk menegakkan hak-hak asasi orang lain dan tunduk
kepada hukum dalam melaksanakannya; dan
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 Pembatasan terhadap penerapan aturan-aturan hak asasi manusia
atas dasar moral dan nilai-nilai agama, atau atas dasar keamanan
dan ketertiban umum.1057

Kontroversi Seputar Hukum yang Berlaku Surut

Termasuk dalam Bab XA adalah Pasal 28I(1), yang menyebutkan
bahwa:

… hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut

adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam

keadaan apa pun.

Aturan ini sangat mirip dengan Pasal 11(2) UDHR1058 yang menya-
takan:

... orang tidak dapat didakwa bersalah atas pelanggaran hukum

apa pun atas dasar tindakan atau kesalahan apa pun yang tidak

ditetapkan sebagai pelanggaran hukum oleh hukum nasional atau

internasional, pada saat pelanggaran hukum itu dilakukan.

Bagi Ross Clarke, kalimat ‘tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apa pun’ adalah sumber kontroversi seputar Pasal 28I(1). Hal ini
dapat membuat “hak untuk melawan penuntutan atas pelanggaran
hukum yang berlaku surut menjadi absolut”.1059 Amnesty International
menggambarkan betapa pasal ini bisa dimanfaatkan sebagai ‘pintu
belakang’ bagi para pelaku tindak kejahatan di masa lalu.1060 Karena-
nya, bagi para pegiat hak asasi manusia, pasal ini menjadi sebuah
dilema politik.1061 Di satu sisi, pasal ini melindungi sebuah hak asasi
yang penting, sementara di sisi lain, aturan ini bisa menjadi batu
sandungan besar bagi upaya penuntutan hukum atas pelanggaran-
pelanggaran hak asasi manusia yang terjadi di masa lalu.1062

Kepentingan Militer dan Golkar

Salah satu teori yang dipakai orang untuk menjelaskan dimasuk-
kannya Pasal 28I(1) ke dalam Konstitusi adalah peran militer untuk
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mempertahankan kekebalan hukum yang dinikmatinya semasa rezim
Soeharto memerintah.1063 Tim Lindsey menuding bahwa larangan
untuk mengajukan tuntutan atas tindak pelanggaran hukum atas
dasar hukum yang berlaku surut (retrospective prosecution) ini akan
mempersulit upaya untuk menuntut tentara yang bertanggung jawab
atas pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia, khususnya selama
seperempat abad sejarah Timor Timur bersama Indonesia.1064

Mengacu pada laporan yang dibuat oleh Slobodan Lekic, seorang
wartawan Associated Press, Ross Clarke menyatakan bahwa beberapa
anggota MPR mengaku bahwa mereka telah diintimidasi oleh beberapa
orang jenderal garis-keras yang mengancam bahwa, kalau aturan
non-retroaktif itu tidak diloloskan, militer akan memprovokasi keke-
rasan di Aceh, Maluku, atau Papua Barat.1065 Meski demikian, Clarke
mengakui bahwa tidak ada bukti kuat yang bisa mendukung akurasi
laporan itu dan membenarkan teori pengaruh militer ini.1066

Teori lain adalah adanya pengaruh Golkar. Keinginan Slamet Effen-
dy Yusuf (Golkar) untuk mengamandemen bab hak asasi manusia ini
kuat sekali. Dalam salah satu rapat pimpinan Komisi A, Slamet sampai
menggebrak meja dan memaksa untuk meneruskan pembahasan hing-
ga dini hari.1067 Rapat itu menjadi satu-satunya pembahasan Perubahan
Kedua yang berakhir pukul 4 dini hari.1068 Slamet berdalih, salah
satu alasan di balik kengototannya untuk menyelesaikan amandemen
itu adalah agar hasil Perubahan Kedua itu tidak hanya soal bahasa
dan lagu kebangsaan.1069 Ia bersikeras menyatakan bahwa tidak ada
pengaruh dari fraksinya dalam pembuatan draft pasal non-retroaktif
itu.1070 Dia juga menyangkal tudingan sebagian pegiat hak asasi manu-
sia yang mengklaim bahwa pasal itu sengaja disisipkan oleh Golkar
untuk memberi kekebalan hukum bagi pelanggaran-pelanggaran hak
asasi manusia yang pernah dilakukan oleh kebanyakan orang Golkar
pada masa rezim Soeharto dulu.1071 Slamet bahkan berargumen bahwa
respons para aktivis itu ‘aneh’. Ini karena, menurutnya, pasal ini
tidak hanya diambil dari UDHR, tetapi juga sudah dimasukkan sebe-
lumnya ke dalam Pasal 37 tentang Deklarasi Hak-Hak Asasi Manusia
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dalam Tap MPR No. XVII Tahun 1998, dan Pasal 4 UU No. 39 Tahun
1999 juga tentang Hak Asasi Manusia.1072

Terlepas dari tidak adanya bukti kuat soal kepentingan militer
dan argumen Slamet tadi, catatan rapat keempat puluh tiga PAH I
menunjukkan bahwa Fraksi Golkar dan Fraksi TNI-Polri sajalah yang
pertama-tama mengusulkan pasal non-retroaktif.1073 Kendati tidak
ada alasan jelas mengapa kedua fraksi ini mengusulkan pasal itu,
tentu bukanlah satu kebetulan semata kalau kedua fraksi ini bertalian
sangat erat dengan dugaan pelanggaran-pelanggaran hak asasi manusia
sepanjang sejarah rezim otoriter Soeharto.

Kelalaian Fatal

Sekalipun masalah hak asasi manusia sudah diperdebatkan hing-
ga pukul 4 pagi, pembahasan pasal non-retroaktif itu tidak memadai.
Sejak pertama kali diusulkan pada bulan Juni, hingga disepakati pada
bulan Agustus, tak satu pun fraksi lain di MPR menentang draft non-
retroaktif yang diajukan oleh Golkar dan TNI-Polri itu. Dua bulan
tidak cukup bagi para anggota MPR untuk mempertimbangkan se-
buah usulan amandemen yang akan menimbulkan pengaruh yang
sangat signifikan terhadap pengadilan para pelanggar hak asasi manu-
sia.

International Crisis Group (ICG) mengatakan bahwa para anggota
Majelis itu juga sibuk melakukan manuver-manuver politik seputar
upaya untuk meng-impeach Presiden Wahid.1074 Minimnya kesadaran
para anggota DPR tentang betapa krusialnya masalah retroaktif ini
terungkap dalam wawancara antara harian The Jakarta Post dengan
Joko Susilo (Reformasi). Joko mengatakan bahwa usulan non-retroaktif
itu tidak pernah diusulkan dalam rapat PAH I dan mungkin diintrodusir
dalam sebuah rapat informal.1075 Itu tidak benar, karena, seperti ter-
sebut tadi, Golkar dan TNI-Polri mengusulkan amandemen klausul
itu pada rapat keempat puluh tiga PAH I, bulan Juni 2000.1076

Kalau MPR sendiri saja tidak menyadari begitu pentingnya Pasal
28I(1), tak heran kalau tanggapan rakyat terhadap klausul itu datang
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terlambat, yaitu setelah amandemen itu disetujui oleh MPR. Saat di-
tanya tentang masalah ini oleh Munir dari KontraS,1077 Amien Rais
berkilah bahwa dirinya tidak begitu menyadari akan konsekuensi-
konsekuensi hukum Pasal 28I(1) itu.1078 Lebih jauh Amien Rais meng-
akui bahwa aturan itu adalah sebuah kelalaian yang lolos begitu saja
tanpa disadari oleh banyak anggota MPR.1079 Ia juga menambahkan
bahwa orang-orang yang ditugasi membahas amandemen tersebut ti-
dak cukup menguasai masalah-masalah hak asasi manusia, dan, ka-
renanya, gagal memperingatkan anggota-anggota MPR lainnya akan
akibat-akibat dari klausul tersebut.1080

Menanggapi pernyataan Amien Rais ini, KontraS menyatakan
bahwa:

… anggota-anggota MPR tidak boleh mengatakan bahwa mereka

tidak punya pengetahuan tentang hal ihwal hak asasi manusia

atau [bahwa mereka] tidak sadar akan dampak besar klausul itu.

Pasal itu memang sengaja dibuat demikian agar menguntungkan

orang-orang tertentu. Ini hanya soal melindungi posisi politik mi-

liter.1081

Pertahanan dan Keamanan: Sikap Mendua Peran Militer

Di era Orde Baru, militer bermain hingga keluar dari perannya
yang biasa dalam urusan-urusan pertahanan dan keamanan negara
dengan memanfaatkan doktrin Dwifungsi sebagai alasannya. Karena-
nya, tak heran bahwa salah satu pokok kunci dalam agenda reformasi
pasca-Soeharto adalah mengakhiri keterlibatan militer dalam politik
sehari-hari. Tetapi, National Democratic Institute berpendapat bahwa
hasil-hasil Sidang Tahunan MPR 2000 dalam hal ini bersifat campur-
an.1082 Sikap mendua ini terlihat dari hasil Perubahan Kedua dan
Tap MPR No. VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri.
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Yes untuk Militer

Di satu sisi, Sidang Tahunan MPR 2000 menunjukkan bangkitnya
kembali pengaruh politik militer dan kecenderungan politisi sipil
untuk terus mencari dukungan militer.1083 Ada upaya untuk memasuk-
kan landasan konstitusional bagi keberadaan perwakilan militer di
MPR, kendati pada akhirnya usulan itu tidak diloloskan. Draft aman-
demen Pasal 2(1) UUD 1945 menyebutkan bahwa:

Majelis Permusyawaratan Rakyat terdiri atas anggota Dewan Per-

wakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Daerah yang dipilih

melalui pemilihan umum, ditambah dengan wakil dari golongan-

golongan masyarakat tertentu yang, karena peran dan fungsi-fungsi

mereka, tidak dapat menggunakan hak pilih mereka.

 Yang disebut dengan “golongan-golongan masyarakat tertentu”
dalam kutipan tersebut, langsung menunjuk kepada para anggota
TNI dan Polri yang menurut Pasal 5(2) dan 10(2) Tap MPR No. VII
Tahun 2000, “tidak berhak memilih atau dipilih menjadi pejabat
publik”. Menurut Todung Mulya Lubis, upaya untuk menyediakan
tempat buat perwakilan militer sudah berlebihan.1084 Masih menurut
Todung:

… usulan amandemen yang akan memungkinkan [duduknya]

perwakilan TNI dan Polri di MPR di bawah naungan undang-undang

dasar bertentangan dengan aspirasi-aspirasi masyarakat, yang

ingin agar pada tahun 2004 MPR sudah bersih dari wakil-wakil

yang tidak dipilih, baik itu dari TNI, Kepolisian, maupun kelompok-

kelompok sosial [lainnya].1085

Selama berlangsungnya tahap pembahasan usulan-usulan Per-
ubahan Kedua, Fraksi PBB adalah satu-satunya fraksi yang terang-
terangan menyatakan bahwa intervensi militer dalam politik harus
segera diakhiri.1086 Dalam proses persetujuan Tap MPR No. VII Tahun
2000, Hartono Mardjono (PBB) dan Ghazali Abas Adan (PPP) melon-
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tarkan interupsi.1087 Mereka menolak keputusan MPR untuk memper-
tahankan keberadaan fraksi militer di MPR.1088 Mardjono beralasan:

… dalam rangka menjaga martabat MPR sebagai lembaga tertinggi

negara ini dalam melaksanakan amanat bangsa, dan khususnya

mahasiswa dan pejuang-pejuang reformasi, saya menuntut agar

keberadaan TNI-Polri berakhir pada tahun 2004.1089

Tetapi ujung-ujungnya, dari sebelas fraksi yang duduk di MPR,
tak satu pun menolak berlanjutnya keberadaan TNI-Polri di MPR.1090

Pasal 5 dan 10 Tap MPR No. VII Tahun 2000 menentukan bahwa
militer akan tetap memiliki perwakilan di MPR, selambat-lambatnya,
hingga 2009. National Democratic Institute beranggapan bahwa keber-
adaan perwakilan militer di MPR ini adalah “satu langkah mundur
yang signifikan” dari konsensus yang sudah dicapai sebelumnya oleh
semua partai politik besar untuk memungkasi keanggotaan TNI-Polri
di lembaga-lembaga legislatif pada tahun 2004.1091

No untuk Militer

Di sisi lain, Sidang Tahunan MPR 2000 berhasil meletakkan satu
landasan konstitusional di mana anggota-anggota DPR dan DPRD akan
dipilih sepenuhnya, sehingga mengakhiri pengangkatan wakil-wakil
militer untuk mengisi lembaga-lembaga tersebut.1092 Perkembangan
penting lainnya adalah bahwa baik Bab XII UUD 1945 tentang Perta-
hanan dan Keamanan Negara maupun Tap MPR No. VII Tahun 2000,
menetapkan pembedaan yang jelas antara pertahanan eksternal dan
internal. Pertahanan eksternal, yang menjadi tanggung jawab TNI,
didefinisikan sebagai [tugas] “mempertahankan, melindungi, dan me-
melihara keutuhan dan kedaulatan negara”.1093 Sedangkan pertahan-
an internal, yang merupakan tugas Polri, didefinisikan sebagai tugas
“melindungi, mengayomi, [dan] melayani masyarakat, serta menegak-
kan hukum”.1094 Pemilahan yang jelas ini semakin mempertegas pemi-
sahan antara TNI dan Polri.1095 Tap MPR No. VII Tahun 2000 lebih
jauh melucuti doktrin Dwifungsi.1096 Tap ini mengadopsi mekanisme
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baru dalam mengangkat dan memberhentikan Panglima TNI dan Ka-
polri, yang sekarang membutuhkan persetujuan DPR, bukan lagi
semata-mata menjadi hak prerogatif Presiden.1097 Yurisdiksi pengadilan
milter, yang dulu selalu menutup-nutupi kekerasan yang dilakukan
oleh militer, kini dibatasi hanya pada pelanggaran-pelanggaran Kitab
Undang-Undang Hukum Militer, dan tidak lagi berlaku untuk segala
pelanggaran yang melibatkan anggota militer, seperti yang dulu ter-
jadi.1098 Tap ini juga mengatur bahwa terhadap anggota-anggota ang-
katan bersenjata (semua polisi dan sebagian militer) sekarang diber-
lakukan yurisdiksi perdata dan pidana Pengadilan Umum.1099

Amandemen Lanjutan Kekuasaan DPR

Perubahan Kedua semakin menegaskan kekuasaan DPR dan mem-
batasi kekuasaan Presiden. Seperti sudah disebutkan sebelumnya,
amandemen Pasal 19 UUD 1945 menetapkan bahwa DPR akan menjadi
sebuah lembaga yang keanggotaannya dipilih secara penuh. Bagi Natio-
nal Democratic Institute, tamatnya representasi militer dan polisi di
DPR membakukan pemisahan antara cabang eksekutif dan cabang
legislatif.1100

Amandemen Pasal 20(5) semakin memperkuat kekuasaan legis-
latif DPR, yang sudah bertambah dengan adanya Perubahan Perta-
ma.1101 Amandemen baru ini menyebutkan bahwa jika DPR dan Pre-
siden sudah secara bersama-sama menyetujui sebuah rancangan un-
dang-undang, dan ternyata Presiden gagal mengesahkannya dalam
waktu tiga puluh hari, rancangan undang-undang itu secara otomatis
sah menjadi undang-undang. Aturan ini diperlukan agar seorang Pre-
siden tidak sampai berubah pikiran dan kemudian memveto sebuah
rancangan undang-undang setelah sebelumnya menyetujuinya. Tetapi,
ini tidak berarti bahwa Presiden Indonesia tidak punya hak veto
sama sekali. Pasal 22(2) Perubahan Pertama UUD 1945 mensyarat-
kan agar setiap rancangan undang-undang dibahas dan disetujui
bersama oleh DPR dan Presiden. Pada dasarnya, persetujuan Presiden
ini adalah ‘hak veto’ Presiden; tetapi, sekali persetujuan ini diberikan,
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Presiden tidak bisa menariknya kembali dengan cara menolak untuk
mengesahkan rancangan undang-undang itu menjadi sebuah undang-
undang di kemudian hari.

Di samping itu, dimasukkannya Pasal 20A semakin memperluas
kekuasaan DPR hingga mencakup ‘fungsi legislasi, fungsi anggaran,
dan fungsi pengawasan’.1102 Pasal ini juga menyatakan bahwa “DPR
mempunyai hak interpelasi, hak angket, dan hak menyatakan penda-
pat”.1103 Juga, bahwa “anggota-anggota DPR mempunyai hak mengaju-
kan pertanyaan, menyampaikan usul dan pendapat, serta hak imuni-
tas”.1104

Menurut Kawamura, amandemen-amandemen tersebut dimaksud-
kan untuk semakin memperkuat kekuasaan badan pembuat undang-
undang dan mengoreksi bias kekuasaan era Soeharto yang lebih
condong kepada cabang eksekutif.1105 Bagi National Democratic Insti-
tute, penegasan kekuasaan-kekuasaan dan hak-hak DPR ini mem-
bantu memperkuat prinsip-prinsip pemisahan kekuasaan dan checks
and balances.1106

Kesimpulan

Bab ini menegaskan bahwa proses amandemen menghadapi bebe-
rapa masalah yang mendasar. Oleh karena penolakan mereka terhadap
ide negara Islam serta ketakutan-ketakutan mereka bahwa perdebatan
yang sedang berlangsung itu akan mengarah ke sana, kelompok-
kelompok nasionalis sekuler di MPR sengaja mengulur-ulur proses
itu, dan memaksa MPR untuk menunda finalisasi amandemen-aman-
demen tersebut, dari yang seharusnya tahun 2000 menjadi tahun
2002. Proses ini juga direcoki oleh kepentingan-kepentingan politik
jangka-pendek yang mengurangi kualitas amandemen. Tidak efektif
dan sudah tercemarnya proses ini berdampak pada dipertanyakannya
legitimasi MPR sebagai lembaga pembuat konstitusi, dan, karenanya,
tekanan untuk membentuk sebuah komisi ahli pun menguat.

Sekalipun prosesnya problematis, hasil-hasil Perubahan Kedua
meneruskan proses reformasi UUD 1945. Salah satu capaiannya adalah
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perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia yang jauh lebih impresif
ketimbang perlindungan-perlindungan terbatas yang termuat dalam
UUD 1945 yang asli.[]



Bab yang membeberkan proses dan hasil Perubahan Ketiga UUD
1945 ini terbagi dalam tiga bagian: Bagian awal mengulas sekilas
situasi yang melatari Perubahan Ketiga, guna menunjukkan bahwa
pembahasan-pembahasan amandemen yang satu ini padat dengan
konflik antara Presiden Wahid dan Parlemen. Bagian selanjutnya
menggambarkan proses pembuatan konstitusi Perubahan Ketiga dan
membicarakan—antara lain—meningkatnya skeptisisme masyarakat
terhadap MPR sebagai lembaga pembuat konstitusi, di samping masih
tetap terbatasnya partisipasi publik. Meski demikian, bagian terakhir
berpendapat bahwa amandemen-amandemen yang dihasilkan meru-
pakan langkah-langkah penting dalam meneruskan reformasi terhadap
UUD 1945, terutama dengan menguatnya sistem presidensial; di-
adopsinya aturan-aturan tentang Pemilihan Umum; dan dibentuknya
Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Mahkamah Konstitusi, dan Komisi
Yudisial. Bagian ini juga melansir lebih jauh tertunda-tundanya per-
debatan seputar soal pemilihan presiden dan usulan untuk mengin-
trodusir Piagam Jakarta ke dalam hasil perubahan UUD.

Perubahan Ketiga:
Perubahan Penting,

Belum juga Terjaring

66666
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Impeachment terhadap Abdurrahman Wahid

Pembahasan-pembahasan Perubahan Ketiga terpotong oleh konflik
politik antara Presiden Wahid dan DPR (serta MPR). Kompromi yang
sudah disepakati pada Sidang Tahunan MPR 2000 antara Wahid dan
lawan-lawannya—bahwa Wakil Presiden Megawati diberi peran yang
lebih besar dalam pemerintahan sehari-hari1107—segera saja terlupa-
kan. Keretakan itu berawal dari keputusan Wahid untuk menyingkirkan
kabinet pelanginya, dan menggantinya dengan kabinet all-the-Presi-
dent-Men.1108 Kabinet baru ini miskin perwakilan partai. Golkar dan
PPP masing-masing hanya kebagian satu pos, sedangkan PDIP dan
PAN malah sama sekali tidak mendapat jatah.1109 Jelas sudah, Mega-
wati sebagai Ketua Umum PDIP tidak punya banyak pengaruh dalam
pembentukan kabinet itu, dan dia pun terang-terangan sengaja tak
hadir dalam acara pengumuman kabinet.1110

Pada tanggal 28 Agustus 2000, lima hari setelah diumumkannya
kabinet yang baru, DPR melakukan voting—dengan 307 suara setuju,
3 menentang, dan 45 abstain—untuk membentuk sebuah Panitia
Khusus (Pansus) guna menyelidiki dugaan penarikan dana secara tak
sah oleh tukang pijat Wahid sebesar Rp35 miliar dari Bulog, dan
penggelapan dana hibah Sultan Hassanal Bolkiah dari Brunei sebesar
2 juta USD. Kedua skandal keuangan ini masing-masing dikenal dengan
sebutan Buloggate dan Bruneigate.1111 Hasil voting ini menunjukkan
bahwa Presiden Wahid sudah kehilangan dukungan DPR, juga bahwa
kabinet hasil reshuffle-nya mengecewakan partai-partai di DPR. Bah-
kan, sebenarnya, proses impeachment terhadap Wahid diawali dengan
voting ini.

Ketika proses untuk memakzulkan Wahid berlanjut, perdebatan-
perdebatan konstitusional seputar status hukumnya pun muncul.
Bagian berikut ini akan mengelaborasi perdebatan-perdebatan tersebut
secara lebih teperinci.
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Problematika Hukum Pemakzulan Presiden

Kata impeachment (pemakzulan)—atau semacamnya—tidak pernah
ada dalam Batang Tubuh UUD 1945. Karenanya, Harun Alrasid, selaku
penasihat hukum konstitusi Presiden Wahid berpendapat bahwa sis-
tem konstitusi Indonesia tidak mengenal impeachment.1112

Para pendukung impeachment mendasarkan argumen mereka
pada Penjelasan UUD 1945. Penjelasan ini menyatakan bahwa jika
DPR menganggap bahwa Presiden dianggap benar-benar telah me-
langgar haluan negara yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang
Dasar atau oleh MPR, DPR dapat diundang untuk melakukan Sidang
Istimewa, guna meminta pertanggungjawaban Presiden atas tindakan-
tindakannya.1113 Tetapi, tidak ada aturan, di bagian mana pun dalam
UUD 1945, yang secara eksplisit menyebutkan bahwa konsekuensi
dari Sidang Istimewa itu adalah pencopotan terhadap Presiden.

Aturan yang lebih spesifik tentang prosedur impeachment terhadap
seorang Presiden dijabarkan dalam dua Tap MPR. Pasal 4 Tap MPR
No. III Tahun 1978 tentang Kedudukan dan Hubungan Kerja Lembaga-
Lembaga Tinggi Negara, mengatur bahwa MPR memiliki kekuasaan
untuk mencopot Presiden dari jabatannya sebelum habis masa jabatan-
nya, jika yang bersangkutan telah “sungguh-sungguh melanggar haluan
negara”. Pasal 4e Tap MPR No. II Tahun 1999 tentang Susunan dan
Kedudukan, menambahkan pelanggaran terhadap konstitusi sebagai
landasan tambahan untuk melakukan pemecatan.

Prosedur Pemakzulan

Pasal 7 Tap MPR No. III Tahun 1978 mengatur prosedur im-
peachment. Prosedur ini mensyaratkan dikeluarkannya dua kali su-
rat peringatan secara berturut-turut. Memorandum pertama mem-
peringatkan Presiden tentang pelanggaran-pelanggaran yang dituduh-
kan kepadanya. Jika, setelah tiga bulan kemudian Presiden tidak
menanggapi surat peringatan itu secara memuaskan, memorandum
kedua dilayangkan. Dan jika satu bulan kemudian tanggapan Presiden
masih juga tidak memuaskan, MPR akan menggelar sebuah Sidang
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Istimewa untuk membahas kedua memorandum itu berikut tanggapan
dari Presiden. Sidang ini kemudian akan memutuskan apakah Presiden
akan dipecat atau tidak.

Prosedur impeachment Indonesia ini problematik, apalagi kalau
dibandingkan dengan prosedur serupa milik Amerika Serikat. Ada
empat perbedaan di antara prosedur yang dimiliki oleh kedua negara,
seperti tampak dalam Tabel 11.

Tabel 11. Perbandingan Prosedur Impeachment Indonesia
dan Amerika Serikat

No. Kategori Prosedur Impeachment Prosedur Impeachment
Indonesia (Sebelum Amerika Serikat
Perubahan Ketiga)

1. Landasan Hukum Disebutkan secara umum Diatur dalam Konstitusi.
dalam Penjelasan UUD 1945,
dan sebagian besar diatur
dalam Tap MPR.

2. Alasan Lebih bersifat politis ketimbang Lebih banyak alasan kriminal,
legal, yaitu jika Presiden yaitu bila Presiden terbukti
terbukti telah sungguh- melakukan pengkhianatan,
sungguh melanggar haluan penyuapan, atau kejahatan-
negara dan UUD 1945. kejahatan berat dan tindakan-

tindakan tercela lainnya.

3. Cabang Yudikatif Tidak dilibatkan dalam proses. Dilibatkan. Ketua Mahkamah
Agung memimpin pengadilan
impeachment di Senat.

4. Syarat jumlah Lebih mudah. Asalkan mayori- Lebih sulit. Seorang Presiden
suara tas suara menolak pidato hanya bisa dimakzulkan bila

pertanggungjawabannya, tercapai mayoritas suara
maka Presiden pun dapat mutlak di Kongres.
dimakzulkan.
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Alrasid mempertanyakan penjelasan tentang prosedur pencopotan
Presiden Indonesia ini dengan alasan bahwa Tap-Tap MPR melanggar
UUD 1945 dan dengan demikian prosedur impeachment itu pun ile-
gal.1114 Prosedur pemberhentian Presiden, masih menurut Alrasid,
semestinya diatur dalam Kontitusi, dan bukan dalam bentuk Tap
MPR, yang disebutnya sebagai bentuk legislasi yang haram.1115

Penulis kurang sependapat dengan Alrasid. Kendati memang
benar bahwa prosedur impeachment sebaiknya diatur dalam undang-
undang dasar, tidak berarti bahwa prosedur yang ada dalam Tap
MPR inkonstitusional. Bahkan, Adnan Buyung Nasution berpendapat
bahwa prosedur-prosedur MPR adalah satu upaya yang sah untuk
melengkapi Konstitusi.1116

Oleh sebab itu, dalam soal legitimasi Tap MPR, Penulis sepakat
dengan National Democratic Institute yang berargumen bahwa praktik
konstitusi Indonesia mengakui bahwa Tap-Tap MPR bisa mengatur
dan menjelaskan persoalan-persoalan konstitusional, termasuk imp-
eachment terhadap Presiden.1117 Senada dengan National Democratic
Institute, Tim Lindsey berpendapat bahwa:

… karena MPR berdaulat dan kekuasaannya jelas tak terbatas,

lembaga inilah yang berhak menjatuhkan putusan final tentang

bagaimana undang-undang dasar itu ditafsirkan, dan lembaga ini

mengklaim kekuasaan untuk memberhentikan [Presiden] sesuai de-

ngan kekuasaan demikian. Apabila MPR bermaksud menggunakan

kekuasaan tak terbatasnya, akan sulit untuk membayangkan akan

ada yang bisa dilawan melalui mekanisme hukum apa pun.1118

Di samping itu, pada tahun 1967, telah ada preseden di saat MPR
memakzulkan Presiden Soekarno, setelah yang bersangkutan menyam-
paikan pidato pertanggungjawaban, yang oleh MPR saat itu dianggap
gagal memenuhi harapan rakyat.1119 Bagi Lindsey, episode ini jelas men-
demonstrasikan bahwa jabatan Presiden pada dasarnya adalah jabatan
pemberian MPR, dan oleh karena itu, lembaga tersebut bisa memper-
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singkat masa kerja seorang Presiden, sebagai tanggapan atas sebuah
pidato pertanggungjawaban yang tidak memadai.1120

Proses Impeachment terhadap Presiden Wahid

Setelah dibentuk di penghujung Agustus 2000, Panitia Khusus
(Pansus) DPR melakukan rapat untuk menyelidiki keterlibatan Presiden
Wahid dalam Buloggate dan Bruneigate. Di akhir Januari tahun beri-
kutnya, dalam laporannya pada sebuah rapat Paripurna DPR, Pansus
ini berkesimpulan bahwa “terdapat cukup alasan untuk menyangka”
bahwa Presiden telah terlibat dalam kedua skandal korupsi tersebut.1221

Laporan itu disusul dengan dikeluarkannya memorandum pertama pada
tanggal 1 Februari 2001 oleh DPR.

Memorandum DPR

Berkait Memorandum Pertama, DPR melakukan voting dengan
hasil 393 suara mendukung dan 4 suara menolak.1122 Voting dilakukan
menyusul walk-out-nya 48 anggota DPR dari PKB.1123 Memorandum
ini menuduh Presiden telah melanggar; (1) Pasal 9 UUD 1945 tentang
Sumpah Jabatan, dan (2) Tap MPR No. XI Tahun 1998 tentang Pene-
gakan Pemerintahan yang Bersih dan Pemberantasan KKN.1124

Pada tanggal 28 Maret 2001, dalam tanggapan resminya terhadap
Memorandum Pertama, Presiden Wahid terus mempertanyakan proses
impeachment, dengan alasan bahwa Pansus telah bertindak ilegal.1125

Bagi Wahid, Pansus telah melanggar watak kepresidenan UUD 1945,
dengan mengambil beberapa tindakan ala Parlementer yang bisa meng-
arah pada mosi tidak percaya.1126

Pada tanggal 30 April 2001, menanggapi pertanyaan Presiden
Wahid, DPR melakukan voting atas Memorandum Kedua. Dari 457
anggota yang hadir, 363 mendukung, 52 menentang, dan 42 abstain.1127

Dalam tanggapan resminya, Presiden Wahid berargumen bahwa Memo-
randum Kedua gagal menunjukkan dengan jelas sumpah jabatan yang
telah dilanggarnya.1128 Baharuddin Lopa, yang saat itu menjabat Men-
teri Kehakiman pada kabinet Wahid, berpendapat bahwa kedua memo-



Perubahan Ketiga     249

randum DPR itu lebih berfokus pada kebijakan Presiden, dan konse-
kuensinya, tidak bisa dijadikan dasar untuk memberhentikan Presi-
den.1129 Selain itu, pada tanggal 28 Mei 2001, Jaksa Agung secara
resmi memutuskan Presiden Wahid bersih dari segala keterlibatan
apa pun dalam Buloggate maupun Bruneigate.1130

Meski demikian, pada tanggal 30 Mei 2001, Rapat Paripurna
DPR memutuskan bahwa tanggapan Presiden atas Memorandum Ke-
dua itu kembali tidak memuaskan. Tak ayal, lembaga itu pun secara
resmi meminta agar Sidang Istimewa MPR segera digelar.1131 Ke-
putusan itu diambil melalui voting dengan 365 suara mendukung, 4
menolak, dan 39 abstain.1132 Rapat itu menyatakan:

Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menyatakan bahwa

Presiden Abdurrahman Wahid tidak memerhatikan Memorandum

Kedua DPR, dan, oleh karena itu, sesuai dengan Pasal 7 paragraf 4

Tap MPR No. III tahun 1978, DPR meminta MPR untuk menyeleng-

garakan sebuah Sidang Istimewa untuk meminta pertanggungja-

waban Presiden Abdurrahman Wahid.1133

Menurut Pasal 33(3) Tap MPR No. II Tahun 2000 tentang Susunan
dan Kedudukan MPR, sebuah Badan Pekerja MPR harus mempersiap-
kan Sidang Istimewa setidaknya dalam waktu dua bulan setelah surat
peringatan kedua disampaikan kepada Presiden. Maka, Sidang itu
pun dijadwalkan berlangsung pada tanggal 1 Agustus 2001.

Pengangkatan Kapolri

Sebelum tanggal 1 Oktober 2001, muncul sebuah konflik baru
antara Presiden Wahid dan DPR. Kali ini menyangkut masalah peng-
angkatan Kepala Kepolisian Republik Indonesia (Kapolri). Atas peng-
angkatan Jenderal Chaerudin Ismail, yang menggantikan Jenderal
Bimantoro, DPR menyatakan bahwa Wahid sudah melanggar Pasal
7(3) Tap MPR No. VII Tahun 2000, karena tidak mendapat persetujuan
DPR.1134 Pembelaan Wahid atas tudingan ini adalah bahwa Pasal itu
belum berlaku efektif karena harus diatur lebih jauh dalam sebuah
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undang-undang. Dalih Wahid ini jelas keliru. Pasal 12 Tap MPR jelas-
jelas menyebutkan bahwa Tap tersebut berlaku efektif sejak disahkan
pada tanggal 18 Agustus 2000. Konflik baru ini mendorong pimpinan
MPR mempertimbangkan untuk mempercepat dimulainya Sidang Isti-
mewa.1135

Menanggapi itu, Presiden Wahid justru mengancam akan menyata-
kan keadaan darurat. Wahid tidak menggubris protes kalangan DPR,
dan dia pun mengangkat Jenderal Chaeruddin Ismail sebagai Pejabat
Sementara Kapolri.1136 Mudah ditebak, MPR pun secara resmi memper-
cepat pembukaan Sidang Istimewanya.

Jadilah, Sidang Istimewa MPR dibuka pada tanggal 21 Juli 2001.
Menurut Ellis, dimajukannya jadwal Sidang Istimewa ini melanggar
Tap MPR yang mensyaratkan diberikannya jangka waktu dua bulan
sejak peringatan terakhir dilayangkan kepada Presiden.1137 Sebaliknya,
Lindsey justru berpendapat bahwa sebagai sebuah lembaga yang se-
cara konstitusional dinyatakan memiliki kekuasaan yang tak terba-
tas, MPR bisa saja mengubah prosedurnya sendiri.1138 Ini berarti,
kalaupun MPR bersidang lebih awal dari syarat dua bulan itu, tindakan
demikian tetap sah dilakukan.1139

Presiden Menyatakan Keadaan Darurat

Tetapi, bagi Wahid, jadwal baru itu semakin membuktikan bahwa
Sidang itu ilegal, dan dengan alasan itulah, dia menolak memberikan
pidato pertanggungjawabannya sebagaimana diinginkan oleh MPR.1140

Alih-alih menyampaikan pidatonya pada tanggal 23 Juli, Wahid justru
mengumumkan darurat sipil. Dalam bentuk sebuah maklumat, Presi-
den menyatakan:

1. membubarkan MPR dan DPR Republik Indonesia;
2. mengembalikan kedaulatan kepada rakyat dan membentuk Komisi

Pemilihan Umum untuk mempersiapkan Pemilu dalam waktu satu
tahun; dan
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3. menyelamatkan gerakan reformasi total dari fraksi Orde Baru de-
ngan cara membubarkan Partai Golkar sementara menunggu ke-
putusan Mahkamah Agung.

Atas permintaan DPR, Mahkamah Agung mengeluarkan sebuah
fatwa yang menyatakan bahwa maklumat itu inkonstitusional.1141 Me-
nurut fatwa ini, Presiden tidak memiliki kekuasaan untuk membu-
barkan MPR dan DPR; penyelenggaraan Pemilu adalah urusan lembaga
pembuat undang-undang; dan kemungkinan untuk membubarkan
Golkar adalah urusan pengadilan.1142

Merujuk kepada Penjelasan UUD 1945, Lindsey berpendapat
bahwa Konstitusi sudah menegaskan ‘dengan jelas masalah superiori-
tas absolut MPR atas Presiden’.1143 Sedangkan dalam soal DPR, Pen-
jelasan itu sudah mengatur bahwa ‘Kedudukan Dewan Perwakilan
Rakyat adalah kuat. Dewan ini tidak bisa dibubarkan oleh Presiden’
(berbeda dengan sistem parlementer). Maka, Lindsey pun menyimpul-
kan bahwa:

… tidak ada hukum apa pun yang berniat memberi Presiden hak

untuk membubarkan MPR dan tidak ada preseden yang me-

mungkinkan Presiden untuk melakukannya. Jadi, satu-satunya

kesimpulan yang bisa diambil adalah bahwa Presiden tidak memiliki

kekuasaan untuk membubarkan MPR.1144

Maka, pada tanggal 23 Juli 2001, MPR serta-merta melakukan
voting untuk menolak keabsahan maklumat Presiden itu, dengan
hasil 599 suara mendukung, 2 abstain, dan tak satu pun menolak.1145

Di samping itu, MPR menggunakan maklumat itu sebagai landasan
hukum untuk memakzulkan Presiden Wahid. Dengan mulus, MPR
meraih 591 suara mendukung, dan tak satu pun suara menolak, untuk
meloloskan Tap MPR No. II Tahun 2001, tentang Pemberhentian Presiden
Abdurrahman Wahid.1146 Pasal 1 Tap tersebut menyebutkan bahwa:
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Ketidakhadiran Presiden Abdurrahman Wahid dan penolakannya

untuk memberikan pidato pertanggungjawaban di hadapan Sidang

Istimewa MPR 2001, dan pernyataan maklumat yang dikeluarkan-

nya pada tanggal 23 Juli 2001, benar-benar telah melanggar haluan

negara.

Landasan Impeachment terhadap Wahid

Tap itu menunjukkan bahwa MPR pada akhirnya tidak mendasar-
kan pencopotan Wahid pada Buloggate dan Bruneigate. Presiden Wahid
mengeluhkan landasan impeachment yang terus berubah-ubah ini.
Memorandum Pertama DPR didasarkan pada kedua skandal finansial
itu, sedangkan yang kedua disandarkan pada kegagalan-kegagalan
politik pemerintah dan kepemimpinan Wahid yang tidak efektif.1147

Kendati National Democratic Institute berpendapat bahwa aturan-
aturan yang ada tidak menghalangi MPR untuk mengubah landasan
atas tindakannya selagi proses impeachment berlangsung,1148 Penulis
berpendapat bahwa dasar yang terus berubah itu membuka peluang
bagi orang untuk mempertanyakan keabsahan pencopotan Wahid.
Bergonta-ganti alasan hanya menunjukkan bahwa prosedur-prosedur
impeachment bisa dengan mudah dipolitisasi. Di samping itu, prosedur
impeachment yang tak memuaskan itu memperkuat urgensi reformasi
konstitusi, seperti akan dikaji pada bagian berikut ini.

Perlunya Reformasi Konstitusi

Proses impeachment terhadap Wahid menunjukkan bahwa per-
seteruan antara Presiden dan Parlemen berakar pada perbedaan
interpretasi kedua kubu itu terhadap UUD 1945. Konstitusi ini gagal
menetapkan prosedur impeachment yang jelas.1149 Wahid bersikeras
bahwa MPR tidak bisa menggulingkan seorang Presiden. Karena,
menurutnya, Indonesia berdasarkan sistem presidensial. Tetapi, ba-
rangkali Wahid lupa bahwa dia dipilih oleh MPR dan tidak dipilih
langsung oleh rakyat, seperti dalam sistem presidensial murni. Sistem
campuran yang terdapat dalam Konstitusi, berikut banyak lubang
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interpretasi itulah yang ikut menyebabkan konflik yang membingung-
kan dan berkepanjangan antara Wahid dan Parlemen.

Bagi J. Soedjati Djiwandono, pelajaran-pelajaran dari perseteruan
antara lembaga legislatif dan lembaga eksekutif ini menunjukkan
sudah sejauh mana “UUD 1945 bertentangan dengan prinsip-prinsip
demokrasi”.1150 Dia memandang bahwa pembentukan MPR sebagai
lembaga tertinggi negara adalah satu lagi cacat fundamental yang
melekat pada UUD 1945.1151 Begitu terpilih, MPR memiliki kekuasaan
tak terbatas selama lima tahun. Dalam kasus pemberhentian terhadap
Abdurrahman Wahid, MPR secara konstitusional menggunakan kekua-
saannya untuk memutuskan apakah Wahid “sungguh-sungguh telah
melanggar haluan negara”, dan karenanya, perlu dimakzulkan.

Masalahnya jadi semakin parah karena tidak adanya mekanisme
bagi otoritas yudisial untuk menyediakan jalan keluar atas remang-
remangnya aturan dalam Konstitusi.1152 Mahkamah Agung tidak punya
wewenang untuk melakukan kaji-ulang terhadap Konstitusi. Akibatnya,
interpretasi-interpretasi Konstitusi yang berbeda-beda pun bermuncul-
an, membuat masalahnya jadi terkatung-katung tanpa ada pemecahan.
MPR menjadi satu-satunya hakim tunggal yang menilai konstitusio-
nalitas tindakan-tindakannya sendiri.1153

Begitulah, pencopotan terhadap Wahid semakin memperkuat ala-
san perlunya mereformasi Konstitusi,1154 dan memang, belajar dari
kasus ini, Perubahan Ketiga menetapkan prosedur-prosedur impeach-
ment yang lebih baik, membatasi kekuasaan MPR, dan membentuk
sebuah Mahkamah Konstitusi yang berkuasa melakukan constitutional
review.

Proses Perubahan Ketiga

Tidak seperti pada proses Perubahan Pertama dan Kedua, per-
soalan tentang kapan pembuatan konstitusi harus dilakukan tidak
lagi diperdebatkan dalam Perubahan Ketiga. MPR berusaha menye-
lesaikan amandemen itu pada tahun 2002 sebagaimana sudah di-
sepakati pada Sidang Tahunan 2000. Karenanya, Bagian ini hanya
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akan membahas tiga isu: (i) bagaimana pembuatan konstitusi dilaku-
kan; (ii) siapa yang seharusnya menjadi lembaga pembuat konstitusi;
dan (iii) bagaimana partisipasi masyarakat digalang.

Dilema Merombak Konstitusi Otoriter

Seperti terhadap Perubahan Pertama dan Kedua, debat-debat Per-
ubahan Ketiga juga dilakukan dalam empat tahap (Tabel 12).

 Pertama, Badan Pekerja menyiapkan bahan-bahan untuk Sidang
Tahunan MPR 2001, dan selanjutnya badan ini membentuk tiga
Panitia Ad Hoc (PAH).

 Kedua, salah satu dari PAH itu, yaitu PAH I Sidang Tahunan MPR
2001 ditugasi untuk melanjutkan amandemen terhadap UUD
1945.1155

 Ketiga, Komisi A dibentuk untuk Sidang Tahunan MPR 2001,
guna membahas lebih jauh draft Perubahan Ketiga yang disiapkan
oleh PAH I.

 Keempat, pada tanggal 9 November 2001, pada Rapat Paripurna
ketujuh Sidang Tahunan tersebut, MPR meratifikasi Perubahan
Ketiga.

Anggota Badan Pekerja MPR sama dengan tahun sebelumnya,
sedangkan PAH I dan Komisi A masing-masing beranggotakan 47
dan 162 orang. Di tiap-tiap badan tersebut kesebelas fraksi MPR
diwakili sesuai dengan proporsi jumlah kursi mereka masing-masing
di MPR.

Sejak September 2000 hingga November 2001, pembahasan-pem-
bahasan Perubahan Ketiga diwarnai lima masalah, yang sebagian
merupakan lanjutan dari pembahasan-pembahasan amandemen se-
belumnya. Isu-isu tersebut adalah (i) lima kesepakatan dasar dan
Piagam Jakarta; (ii) opsi untuk mengubah (amend) ataukah memper-
barui/mengganti (renew) UUD 1945; (iii) kebijakan menghindari vo-
ting; (iv) kontaminasi kepentingan-kepentingan politik jangka-pendek;
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dan (v) gerakan menolak proses amandemen. Kelimanya akan dibahas
satu per satu di bawah ini.

Tabel 12.  Tahap-Tahap Pembahasan Perubahan Ketiga

Rapat Pertama Badan Pekerja
6 September 2000

Pembentukan PAH I

Rapat Pertama hingga Kedua Belas PAH I
6 September 2000–29 Maret 2001
Pembahasan Perubahan Ketiga

Rapat Kedua Badan Pekerja
29 Maret 2001

Laporan Kemajuan Kerja PAH I

Rapat Ketiga Belas hingga Kedua Puluh Dua PAH I
24 April–17 Juli 2001

Pembahasan Perubahan Ketiga (lanjutan)

Rapat Ketiga Badan Pekerja
29 Agustus 2001

Laporan Kemajuan Kerja PAH I

Rapat Kedua Puluh Tiga hingga Ketiga Puluh Tujuh PAH I
3 September–1 Oktober 2001

Pembahasan Perubahan Ketiga (lanjutan)

Rapat Keempat Badan Pekerja
2 Oktober 2001

Laporan Kemajuan Kerja PAH I
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Rapat Ketiga Puluh Delapan dan Ketiga Puluh Sembilan PAH I
10–22 Oktober 2001

Pembahasan Perubahan Ketiga (lanjutan)

Rapat Kelima Badan Pekerja
23 Oktober 2001

Laporan Akhir PAH I

Rapat Paripurna Kelima Sidang Tahunan MPR 2001
4 November 2001

Pembentukan Komisi A

Rapat Pertama hingga Keenam Komisi A
4–8 November 2001

Pembahasan Perubahan Ketiga

Rapat Paripurna Keenam dan Ketujuh Sidang Tahunan MPR 2001
8 November 2001

Laporan Komisi A dan Tanggapan Fraksi-Fraksi MPR 2001

Rapat Paripurna Ketujuh (lanjutan) Sidang Tahunan MPR 2001
9 November 2001

Ratifikasi Perubahan Ketiga

Sumber: Disarikan dari Risalah Rapat-Rapat Pembahasan Perubahan Ketiga.

Lima Kesepakatan Dasar dan Piagam Jakarta

Kendati muncul tentangan kuat dari masyarakat terhadap Per-
ubahan Pertama dan Kedua, MPR sepakat untuk tidak akan membahas
lagi kedua Amandemen itu.1156 Lebih jauh, lima kesepakatan dasar
di balik Perubahan Pertama dan Kedua ditegaskan lagi oleh PAH I
yang menangani Perubahan Ketiga. Kesepakatan-kesepakatan itu me-
liputi keputusan untuk:
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 Mempertahankan Pembukaan UUD 1945;

 Mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia;

 Mempertahankan sistem pemerintahan presidensial;

 Memasukkan aturan-aturan penting yang ada dalam Penjelasan
ke dalam Batang Tubuh UUD 1945;

 Memproses amandemen-amandemen melalui addendum.1157

Beberapa fraksi nasionalis (PDIP, TNI-Polri, dan PDKB) sangat
berkomitmen untuk mempertahankan kelima kesepakatan ini, khu-
susnya dalam melestarikan Pembukaan dan negara kesatuan. Fraksi
TNI-Polri mengaku pihaknya tidak keberatan dengan rancangan Per-
ubahan Ketiga, asalkan rancangan itu tidak menentang prinsip republik
yang bersatu dan padu, dan tidak pula mengusik keberadaan Panca-
sila.1158 Begitu pun PDIP yang lebih suka mempertahankan nilai-nilai
lama tertentu dalam UUD 1945: konsep Republik Indonesia yang ber-
satu dan Pancasila.1159

Pernyataan-pernyataan untuk mempertahankan Pancasila ini ada-
lah tanggapan terhadap meningkatnya gerakan untuk mengadopsi
Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945, yang berkembang selama proses
pembahasan Perubahan Ketiga berlangsung. Pada bulan November
2001, Endriartono Sutarto, yang saat itu menjabat Kepala Staf Ang-
katan Darat, memperingatkan elemen-elemen tertentu bangsa ini yang
ingin memasukkan Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945.1160 Dia menya-
takan:

… kalau semua elemen bangsa ini memandang Piagam Jakarta

tidak layak dimasukkan ke dalam UUD 1945, mengingat fakta

bahwa bangsa kita terdiri dari bermacam-macam agama dan latar

belakang etnis, maka selama rakyat tetap pada pendiriannya ...

itu, tidak ada kelompok atau elemen yang bisa memaksakan

kehendak mereka untuk memasukkan Piagam itu ke dalam Konsti-

tusi.1161
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Dengan nada serupa, PDKB, sebuah partai Kristen, berargumen
bahwa Pembukaan UUD 1945 tidak boleh diubah, dan harus dijabar-
kan lebih jauh dalam pasal-pasal UUD itu.1162

… Amandemen terhadap Pembukaan, dan amandemen-amandemen

terhadap pasal-pasal [yang menjadikan pasal-pasal itu] tidak

konsisten dengan Pembukaan adalah pelanggaran terhadap kontrak

sosial kelahiran Republik Indonesia, dan akibatnya, akan meng-

akhiri Negara Kesatuan Republik Indonesia.1163

Meski tidak menyebutkannya secara spesifik, bisa dipahami bah-
wa PDKB mengacu pada proposal amandemen yang mengusulkan
untuk memasukkan ‘tujuh kata’ Piagam Jakarta ke dalam Pasal 29(1)
tentang agama.

Baik kelima kesepakatan itu maupun kekhawatiran tentang ke-
mungkinan diadopsinya Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945 mem-
perkuat sikap MPR untuk hanya mengamandemen UUD 1945 dan
tidak membuat Konstitusi baru. Tetapi, sepanjang pembahasan Per-
ubahan Ketiga, tekanan dari masyarakat sipil untuk membuat Kon-
stitusi yang sama sekali baru, meningkat, seperti akan diperlihatkan
pada bagian berikut ini.

Konstitusi Lama yang Dirombak Total?

Sikap MPR

Sama halnya dengan Perubahan Pertama dan Kedua, para anggota
MPR sepakat bulat bahwa MPR hanya akan mengubah UUD 1945.
Tetapi, Tim Ahli PAH I berpendapat bahwa MPR sudah bergerak ke
arah membuat Konstitusi baru. Menurut Suny, dalam kasus Per-
ubahan Pertama dan Kedua, istilah ‘addendum’ (penambahan) sudah
tidak sesuai lagi.1164 Lingkupnya sudah tidak lagi terbatas pada satu
masalah saja, seperti selayaknya sebuah amandemen. Yang justru
terjadi adalah bahwa cakupan Perubahan Pertama dan Kedua—dan
usulan-usulan untuk Perubahan Ketiga—meliputi banyak isu konsti-
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tusi. Karenanya, Suny mengusulkan untuk membuat konstitusi baru.
Maswadi Rauf juga mengatakan:

Saya kira Perubahan Pertama dan Kedua itu bukan addendum.

Keduanya mengadopsi pasal-pasal baru, menambahkan pikiran-

pikiran baru, merevisi struktur bab-bab yang sudah ada, dan

menambahkan bab-bab baru. Jadi, kita sedang menulis-ulang Kon-

stitusi kita.1165

Menanggapi Suny dan Rauf, Tobing menjawab bahwa baginya
istilah ‘addendum’ memang tidak cocok untuk menggambarkan proses
amandemen.1166 Tetapi, tambahnya, karena nyatanya proses ini sudah
dan tengah berjalan, disarankannya untuk meneruskannya tanpa perlu
repot-repot memusingkan perdebatan penggunaan istilah.1167 Mulyosu-
darmo mengusulkan untuk menggunakan istilah ‘pembaruan’ (renewal)
saja ketimbang ‘menulis-ulang’ (rewriting).1168 Alasannya, karena aman-
demen itu mempertahankan beberapa pasal asli, menata-ulang bebe-
rapa pasal lama yang sudah diubah, menambahkan pasal-pasal yang
sama sekali baru, dan terakhir, menyatukan semua pasal yang ada,
maka istilah ‘pembaruan’ lebih pas.1169

Memang, Tim Ahli sebenarnya sudah mengusulkan sebuah konsti-
tusi baru, tetapi dalam format lama. Mengomentari usulan Tim Ahli,
Hamdan Zoelva (PBB) mengatakan:

… mencermati usulan yang disiapkan oleh Tim Ahli, tampak jelas

bahwa seluruh Batang Tubuh UUD 1945 sudah direstrukturisasi.

Ini sudah bukan amandemen lagi, melainkan perombakan total.

Karenanya, ini bisa dianggap sebagai amandemen terhadap seluruh

Batang Tubuh UUD 1945.

Sikap Masyarakat

Tekanan untuk membuat konstitusi baru terus menguat. Koalisi
untuk Konstitusi Baru mengorganisasikan sebuah kampanye untuk
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menekan para legislator. Artikel tentang pentingnya sebuah konstitusi
baru bermunculan di berbagai surat kabar.1170

Pada bulan November 2001, di saat-saat terakhir pembahasan
Perubahan Ketiga, Eddy O.S. Hiariej berpendapat bahwa MPR se-
harusnya mengintrodusir sebuah konstitusi baru.1171 Dia merujuk
pada Pasal 2 paragraf 2 Aturan Tambahan UUD 1945, yang menyatakan
“Dalam enam bulan sesudah Majelis Permusyawaratan Rakyat terben-
tuk, Majelis itu bersidang untuk menetapkan Undang-Undang Da-
sar”.1172 Bagi Hiariej, “untuk menetapkan Undang-Undang Dasar”
berarti membuat konstitusi baru. Begitu juga Todung Mulya Lubis
yang berargumen bahwa, “yang kita butuhkan bukanlah sekadar
amandemen konstitusi, tetapi sebuah reformasi total”.1173 Menurut
Lubis, Indonesia memerlukan sebuah kontrak sosial baru, yang lebih
menjamin pemisahan kekuasaan, checks and balances, perlindungan
terhadap hak-hak asasi manusia, dan supremasi hukum serta keadilan
sosial.1174

Pernyataan MPR

Meski Tim Ahli dan masyarakat sudah banyak menyampaikan
usul dan saran-sarannya, MPR tetap bersikukuh menyatakan bahwa
pihaknya hanya mengamandemen UUD 1945, di sepanjang proses
pembahasan Perubahan Ketiga. Tetapi, J.E. Sahetapy (PDIP) berang-
gapan bahwa tampak jelas MPR sudah mengubah semua pasal asli
yang ada, sehingga tidak mungkin MPR benar-benar bisa mengklaim
bahwa pihaknya tidak membuat konstitusi baru.1175

Kebijakan Menghindari Voting

Ketika pembahasan beranjak menyentuh usulan-usulan amande-
men yang lebih krusial, kesepakatan di antara fraksi-fraksi MPR
jadi semakin sulit dicapai. Tetapi, proses Perubahan Ketiga menun-
jukkan bahwa MPR benar-benar berusaha keras untuk menghindari
voting.
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Amien Rais mengatakan bahwa kalau harus dilakukan voting
untuk setiap pasal yang akan diamandemen, urusannya akan berlarut-
larut dan akan menguras energi setiap orang.1176 Amien Rais juga
memandang bahwa untuk masalah-masalah konstitusi yang funda-
mental, voting bukanlah mekanisme pengambilan keputusan yang
bijaksana.1177 Kendati tidak menyebutkan dengan jelas apa yang dimak-
sudnya dengan masalah-masalah konstitusi yang fundamental, bisa
ditebak bahwa Amien sedang membicarakan hubungan antara negara
dan agama. Dan dengan demikian, diadopsinya Piagam Jakarta ke
dalam UUD 1945. Untuk masalah sensitif yang satu ini, MPR lebih
suka menghindari voting, menangguhkan ratifikasi dan menggodok
lebih matang lagi usulan amandemen itu pada Sidang Tahunan MPR
2002.1178

Tidak Ada Mekanisme Penyelesaian Deadlock

Satu alasan lain di balik kebijakan menghindari voting adalah
kekhawatiran terjadinya deadlock dalam masalah konstitusi, hal serupa
yang dipandang pada akhirnya menghancurkan Konstituante pada
tahun 1959. Seandainya voting dilakukan, tetapi tetap gagal memenuhi
syarat persetujuan yang ditentukan dalam Pasal 37 UUD 1945, selu-
ruh proses reformasi konstitusi akan terancam karena UUD 1945
tidak dilengkapi dengan sebuah mekanisme untuk mengatasi deadlock.
Alternatif berupa referendum, misalnya, seperti yang disediakan oleh
Konstitusi Thailand dan Afrika Selatan, tidak ada di Indonesia. Bahaya
deadlock konstitusi ini lebih kentara lagi sebelum pembahasan Per-
ubahan Keempat. Bab Tujuh akan mengupas masalah ini lebih men-
detail.

Bagi J. Soedjati Djiwandono, ditangguhkannya pembahasan usulan-
usulan krusial tentang agama dan pemilihan Presiden ada hikmahnya.
Menurutnya:

… ada baiknya juga Sidang ini gagal mencapai kesepakatan … Pe-

mimpin-pemimpin dan politisi-politisi generasi sekarang ini tidak

bisa diandalkan untuk melanjutkan proses reformasi yang sesung-
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guhnya. Mereka tidak mau dan tidak mampu mereformasi diri

sendiri, mungkin karena vested interest mereka.1179

Kepentingan-Kepentingan Politik Jangka Pendek

Saat pembahasan amandemen mulai menyinggung usulan-usulan
agenda politik, seperti pemilihan Presiden, kepentingan-kepentingan
politik jangka pendek pun muncul lagi. Pengambilan keputusan tidak
lagi didasarkan pada pertimbangan-pertimbangan konstitusional, tetapi
lebih dipengaruhi oleh keuntungan-keuntungan yang ingin diraih oleh
partai-partai politik—atau bahkan keuntungan pribadi. Tak ayal, jual-
beli dan tukar-tambah usulan-usulan amandemen pun tak terhindar-
kan lagi. Bagian ini akan mengupas secara teperinci kepentingan-
kepentingan politik jangka pendek yang ada selama proses Perubahan
Ketiga ini.

Pemilihan Presiden

Sebagai bagian dari Perubahan Ketiga, MPR mengesahkan sebuah
sistem pemilihan Presiden langsung. Lembaga ini sepakat bahwa
jika seorang calon Presiden mendapat lebih dari 50% suara rakyat,
dan tidak kurang dari 20% suara itu berada di lebih setengah provinsi
yang ada, calon yang bersangkutan akan dilantik menjadi Presiden.1180

Tetapi, dalam soal apa yang harus dilakukan apabila tidak ada kandidat
yang memenuhi syarat, sikap fraksi-fraksi di MPR pun terbelah.
PDIP berpikir bahwa pada putaran kedua pemilihan Presiden, MPR
harus memilih di antara dua calon yang mendapat suara terbanyak.
Tetapi, fraksi-fraksi lain lebih suka kalau putaran kedua diserahkan
kembali ke tangan rakyat untuk menentukan pilihan mereka.

Kepentingan PDIP

Sikap PDIP dipengaruhi oleh semakin dekatnya pemilihan Presiden
2004. Partai ini tidak yakin Megawati bakal menang kalau ronde
kedua diserahkan ke tangan rakyat.1181 Sikap PDIP yang lebih memilih
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MPR untuk menggelar pemilihan putaran kedua ini cukup mengejut-
kan. Partai ini pernah punya pengalaman buruk ketika pada Sidang
Umum MPR 1999 Wahid mengalahkan Megawati. Hemat penulis,
mungkin PDIP masih bimbang. Seandainya rakyatlah yang menentukan
dalam ronde kedua pemilihan Presiden, Mega harus berkampanye
secara aktif dan terlibat dalam debat-debat serius dengan calon-calon
Presiden lainnya. Aktivitas-aktivitas demikian bisa jadi membuat
perolehan suara Mega turun karena dia cenderung diam di forum-
forum publik.

Sikap Golkar

Bagi Golkar, putaran kedua pemilihan Presiden semestinya dise-
rahkan ke tangan rakyat tanpa perlu cawe-cawe MPR. Preferensi ini
juga dipengaruhi oleh pemilihan Presiden 2004 yang sudah di ambang
pintu. Golkar yakin bahwa dengan kuatnya infrastruktur politiknya
di daerah, kandidat presiden yang dijagokannya akan mampu meme-
nangi pemilihan presiden langsung murni.1182

Politik Dagang Sapi Golkar dan PDIP

Slamet Effendy Yusuf (Golkar) membuka adanya praktik dagang
sapi antara partainya dan PDIP dalam hal usulan-usulan amande-
men.1183 Golkar menganjurkan pemilihan Presiden langsung dan bi-
kameralisme yang kuat. Di seberang jalan, PDIP menolak pemilihan
Presiden langsung dan juga bikameralisme yang kuat. Dalam sebuah
pertemuan negosiasi, kedua partai itu sepakat untuk menukar-tam-
bahkan kedua isu tersebut. Golkar sepakat dengan PDIP bahwa ronde
kedua pemilihan Presiden akan diserahkan kepada MPR; sebagai
imbalannya, PDIP mendukung proposal Golkar bahwa Dewan Perwa-
kilan Daerah akan memiliki sejumlah kekuasaan legislatif, khususnya
untuk aturan-aturan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan dae-
rah.1184

Hasil dari dagang sapi ini adalah bahwa proses Perubahan Ketiga
akhirnya menyepakati pembentukan Dewan Perwakilan Daerah dan
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memberinya kekuasaan legislatif terbatas, tetapi gagal bersepakat
dalam soal putaran kedua pemilihan Presiden. Alasan di balik kega-
galan ini adalah keragu-raguan Megawati sendiri. Fuad Bawazier dari
Fraksi Reformasi mengungkapkan bahwa saat dilakukan lobi ter-
akhir, Amien Rais menawarkan bahwa pihaknya siap menerima usulan
PDIP tentang pemilihan Presiden.1185 Tetapi, Mega menjawab bahwa
dirinya lebih suka melimpahkan masalah itu untuk dibahas lebih
jauh dalam Sidang Tahunan MPR 2002.1186

Komposisi MPR

Sudah bisa diduga, Fraksi Utusan Golongan dan Fraksi TNI-Polri
mendukung usulan amandemen bahwa MPR harus terdiri dari DPR,
DPD, dan wakil-wakil dari kelompok-kelompok atau golongan-golongan
yang tidak dipilih (non-elected groups).1187 Dukungan ini didasarkan
pada kepentingan-kepentingan politik mereka bahwa usulan itu akan
memungkinkan FUG dan fraksi militer memiliki kursi di MPR melalui
klausul ‘non-elected groups’ ini.1188

Sutjipto (FUG) dan Affandi (TNI-Polri) berpendapat bahwa MPR
seharusnya tidak hanya berisi wakil-wakil dari partai-partai politik,
tetapi juga dari kelompok-kelompok fungsional atau golongan-go-
longan.1189 Tetapi, baik FUG maupun TNI-Polri tidak mengajukan me-
kanisme yang komprehensif untuk menyeleksi anggota-anggota MPR
di luar mekanisme pemilu. Padahal, mekanisme itu jelas diperlukan,
agar wakil-wakil golongan ini tidak dimanfaatkan oleh Presiden sebagai
perpanjangan tangan kekuasaan politiknya, seperti yang pernah terjadi
semasa pemerintahan Soeharto.

Syarat Suara untuk Impeachment

Satu contoh lain kepentingan politik sesaat adalah sebuah usulan
amandemen tentang syarat suara untuk melakukan impeachment.
Setelah tergulingnya Presiden Wahid, PDIP khawatir bahwa Mega
pun akan mudah dimakzulkan seperti Wahid. Karenanya, partai ini
mengusulkan syarat suara yang lebih sulit sebelum keputusan untuk
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memakzulkan Presiden diambil, yaitu bahwa keputusan untuk itu
harus disetujui oleh DPR dan MPR.

Secara spesifik, PDIP mengusulkan bahwa DPR harus menyerah-
kan usulan impeachment kepada Mahkamah Konstitusi, dan bahwa
usulan itu harus didukung oleh setidaknya dua pertiga anggota DPR
dalam sebuah Rapat Paripurna yang dihadiri oleh sedikitnya dua
pertiga dari total jumlah anggota DPR.1190 Pada tahap final impeach-
ment, keputusan MPR untuk mencopot seorang Presiden ‘harus di-
ambil dalam Rapat Paripurna MPR yang dihadiri oleh sekurang-ku-
rangnya tiga perempat dari jumlah anggota dan disetujui oleh seku-
rang-kurangnya dua pertiga dari jumlah anggota yang hadir’.1191 Syarat
jumlah suara untuk melakukan impeachment ini merupakan batasan
tertinggi dalam prosedur voting MPR. Bahkan, syarat suara untuk
mengamandemen Konstitusi pun tak sedemikian tinggi.

Ramai-Ramai Menolak Amandemen

Sebuah surat yang meminta MPR menunda Perubahan Ketiga
beredar pada Sidang Tahunan MPR 2001. Seorang sumber Kompas
mengatakan bahwa surat itu ditandatangani oleh 220 anggota. Surat
itu berusaha menolak pembentukan DPD, yang, oleh para penandata-
ngannya, diyakini akan merusak konsep negara kesatuan.1192 Sekalipun
tidak memengaruhi ratifikasi Perubahan Ketiga, surat itu menjadi
bukti bahwa sebagian anggota MPR masih menolak gagasan untuk
mengamandemen UUD 1945. Gerakan menolak amandemen ini men-
jadi lebih kuat lagi selama proses pembahasan Perubahan Keempat
berlangsung. Bab Tujuh akan membahasnya panjang lebar.

Terus Turunnya Legitimasi MPR

Tekanan untuk membentuk sebuah lembaga pembuat konstitusi
alternatif semakin besar sepanjang berlangsungnya perdebatan-perde-
batan Perubahan Ketiga. Satu peristiwa yang memperkuat keraguan
publik terhadap MPR sebagai pembuat konstitusi terjadi pada rapat
pertama Sidang Tahunan MPR 2001, ketika terjadi baku-hantam antar-
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anggota dewan. Peristiwa ini sendiri sempat disiarkan secara langsung
oleh beberapa stasiun televisi nasional.

Panitia Penyelidik Konstitusi

Di pengujung Januari 2001, Presiden Wahid mengatakan bahwa
dirinya akan membentuk sebuah panitia khusus untuk menyelidiki
amandemen UUD 1945.1193 Niat Gus Dur di balik pernyataannya ini
patut dipertanyakan, karena beliau menyebutkannya di saat ketegang-
an antara dirinya dan DPR sedang memuncak. Bagi Budyatna, rencana
itu tak lebih dari sekadar tarik-ulur politik Wahid dengan MPR.1194

Yang jelas, MPR menolak proposal Gus Dur. Jakob Tobing (PDIP)
berkomentar bahwa jika panitia khusus itu beranggotakan pakar-
pakar, sebaiknya panitia itu digabungkan saja dengan Tim Ahli.1195

Slamet Effendy Yusuf (Golkar) beranggapan bahwa kata ‘penyelidik’
pada nama panitia itu bisa menyesatkan.1196 Kata itu bisa dipahami
sebagai sebuah panitia yang akan mempertanyakan legalitas Konstitusi,
dan oleh sebab itu, tidak akan bertindak sebagai sebuah badan pembuat
konstitusi. Menurut Yusuf, apa pun arti kata itu, wewenang untuk
mengubah konstitusi tetap ada di tangan MPR.1197

Kendati demikian, Wahid tetap mengeluarkan Keputusan Presiden
(Keppres) No. 47 Tahun 2001 untuk membentuk Panitia Penyelidik
tersebut. Pasal 2 Keputusan tersebut menyatakan bahwa Panitia ini
akan menyelidiki, membahas, dan memaparkan masalah-masalah kon-
stitusi, dan akan memberikan masukan-masukannya kepada MPR.
Tetapi, Panitia ini tidak pernah melakukan kerja apa pun, karena
alasan dana, dan akhirnya segera saja menjadi badan yang kehilangan
urgensinya.1198

Tim Ahli

Pembentukan Tim Ahli adalah tanggapan PAH I terhadap kritik
publik atas kinerja MPR dan proses Perubahan Pertama dan Per-
ubahan Kedua.1199 Tim ini terdiri dari tiga puluh orang pakar dan
dibagi ke dalam lima bidang: politik dan hukum, ekonomi, agama,
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sosial dan kebudayaan, serta pendidikan.1200 Proses seleksi Tim Ahli
dimulai dengan masing-masing fraksi mengajukan nama-nama pakar
kepada PAH I. Di tahap pertama, PAH I mendaftar 90 nama pakar.1201

Bagaimana proses seleksi ini berjalan, tidak begitu jelas. Tobing menga-
takan:

… proses seleksi ini bukan sebuah uji kepatutan dan kelayakan ...

tidak membandingkan satu calon dengan calon-calon lainnya, [me-

lainkan] hanya proses mengurangi jumlah, dari 90 menjadi 30, itu

saja.1202

Makanya tidak heran kalau Koalisi untuk Konstitusi Baru berang-
gapan bahwa PAH I membentuk Tim Ahli hanya untuk menjadi stem-
pel proses amandemen yang dilakoninya.1203 Karena, menurut orga-
nisasi ini, dengan begitu PAH I bisa mengklaim bahwa usulan aman-
demen yang mereka bahas sudah dikaji secara akademis.1204 Ada
sejumlah pertanda bahwa tudingan itu memang benar. Pertama, dalam
rapat-rapat PAH I tentang pembentukan Tim Ahli, banyak anggota
PAH I yang menekankan bahwa Tim ini hanyalah tim pendukung, ad
hoc, pelengkap.1205 Kedua, Sahetapy (PDIP) berpendapat bahwa Tim
ini mestinya dibubarkan saja.1206 Dalam pandangannya, Tim ini kerja-
nya hanya mengutip teori-teori dari buku-buku teks yang juga bisa
dibaca oleh anggota-anggota PAH I.1207 Ketiga, Jakob Tobing menyatakan
bahwa panduan utama amandemen adalah proposal yang sudah
diracik oleh PAH I 2000 dan menjadi bagian dari Tap MPR No. IX
Tahun 2000.1208 Proposal ini berisi beberapa pasal yang sudah dise-
pakati dan beberapa lainnya yang masih dipersengketakan, berikut
beberapa alternatif.

Fuad Bawazier (Reformasi) dan Soewarno (PDIP) menyarankan
agar PAH I 2001 hanya membahas usulan-usulan Sidang Tahunan
2000 yang masih mengandung alternatif-alternatif. Ini berarti masuk-
an-masukan dari Tim Ahli tentang pasal-pasal tahun 2000 yang sudah
disepakati tidak akan dipertimbangkan.1209 Mulyasudarmo menggaris-
bawahi pembatasan tersebut, dan mengatakan bahwa dirinya menang-
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kap kesan bahwa PAH I 2001 membutuhkan Tim Ahli semata-mata
hanya untuk melegitimasi usulan-usulan PAH I 2000.1210

Untungnya, Theo Sambuaga menentang saran Bawazier dan Soe-
warno.1211 Ia berpendapat bahwa PAH I 2001 perlu mempertimbangkan
lagi seluruh usulan PAH I 2000, dengan memerhatikan masukan-
masukan dari masyarakat dan Tim Ahli.1212 Alhasil, sebagian besar
pasal-pasal Perubahan Ketiga adalah kombinasi antara usulan PAH I
2000 dan saran-saran Tim Ahli, plus beberapa pasal yang sama
sekali baru dari PAH I 2001. Berdasarkan pengaruh siapa yang lebih
besar—PAH I atau Tim Ahli—asal usul pasal-pasal yang membentuk
Perubahan Ketiga dapat dipilah ke dalam 7 kategori (Tabel 13).

Tabel 13 mendata usulan-usulan Tim Ahli yang menunjukkan
pengaruh Tim dari yang paling besar, hingga yang sebaliknya. Ini
menunjukkan bahwa hanya 9,8% dari total hasil-hasil Perubahan Ke-
tiga yang murni berasal dari Tim Ahli. Bagi kelompok-kelompok ra-

Table 13.  Asal Usul Proposal Perubahan Ketiga

No.                               Asal  Jumlah Proposal Persentase
Diterima

1. Tim Ahli 5 9,8
2. Tim Ahli dengan perubahan dari PAH I 2001 10 19,6
3. Tim Ahli dan PAH I 2000 1 2
4. Tim Ahli dan PAH I 2000, dengan 19 37,2

perubahan dari PAH I 2001
5. PAH I 2000 dengan perubahan dari 3 5,9

PAH I 2001
6. PAH I 2000 9 17,7
7. PAH I 2001 4 7,8

Sumber:  Disarikan dari usulan PAH I 2000, Usulan Tim Ahli, dan Perubahan Ketiga UUD 1945.



Perubahan Ketiga     269

dikal, yang menentang MPR sebagai pembuat konstitusi, jumlah itu
tidaklah memadai. Oleh sebab itu, Koalisi untuk Konstitusi Baru ber-
pendapat bahwa proses amandemen harus diambil alih oleh Komisi
Konstitusi yang independen.

Komisi Konstitusi

Isu seputar Komisi Konstitusi mendapat momentumnya pada
tanggal 16 Agustus 2001, ketika Presiden Megawati menekankan
pentingnya sebuah komisi khusus untuk menjalankan proses aman-
demen UUD 1945. Megawati menyatakan bahwa reformasi konstitusi
harus dikristalisasikan dan dirancang secara komprehensif, sistematis,
dan profesional oleh sebuah Komisi Konstitusi, untuk kemudian di-
bahas dan disahkan oleh MPR.1213

Saran Mega ini terbilang mengejutkan, karena dia dikenal sangat
konservatif dalam soal amandemen.1214 PDIP belum pernah menyebut-
nyebut tentang Komisi Konstitusi dalam satu pun rapat-rapat aman-
demen sebelumnya di MPR.1215 Sutjipto, yang saat itu adalah Sekretaris
Jenderal PDIP, mengungkapkan bahwa saran itu bukan berasal dari
partai.1216 Tapi, Jakob Tobing (PDIP) justru menyatakan sebaliknya.1217

Komisi Konstitusi PDIP: Riilkah?

Dalam rapat kedua puluh tiga PAH I ketika PDIP resmi menye-
rahkan proposalnya untuk membentuk Komisi Konstitusi, kesepuluh
fraksi lainnya menyerang usulan itu.1218

Bagi Fuad Bawazier (Reformasi), proposal itu hanyalah akal-akalan
PDIP untuk mengulur-ulur waktu proses amandemen.1219 Soedijarto
(FUG) mengatakan:

Usulan PDIP tentang Komisi Konstitusi mengejutkan … Saya sa-

rankan agar PAH I melanjutkan kerja-kerjanya tanpa [perlu

melayani] interupsi-interupsi semacam itu. Tolong, sampaikan

kepada Presiden bahwa pembentukan Komisi Konstitusi sama

artinya dengan tidak mengakui Konstitusi …1220



270      Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran

Soedijarto menambahkan bahwa pembentukan Komisi Konstitusi
berlawanan dengan kesepakatan multipartai untuk hanya mengaman-
demen UUD 1945. Baginya, sebuah negara yang membentuk sebuah
Komisi semacam itu berniat membuat Konstitusi yang sama sekali
baru.1221

Tetapi, setelah PDIP benar-benar menyerahkan sebuah proposal
lengkap, jadi jelas bahwa komisi yang dimaksud oleh PDIP tidak
akan punya otoritas yang kuat (lihat Tabel 14). Otoritas Komisi ini
tidak terlalu berbeda dengan yang dimiliki Tim Ahli.1222 Dengan meng-
usulkan agar Presidenlah yang mengajukan nama calon-calon anggota-
nya, Mega dan PDIP bermaksud mengontrol Komisi Konstitusi.1223

Dengan begitu, Presiden bisa memengaruhi usulan-usulan amande-
men yang krusial yang bakal memengaruhi posisinya, seperti prosedur
impeachment.1224

Usulan-Usulan tentang Komisi Konstitusi dari PPP, PKB, dan Golkar

Ketika Sidang Tahunan 2001 beranjak mendekat, PPP dan PKB
mulai mengusulkan Komisi Konstitusi. Ketika tanpa diduga-duga PPP
menyerahkan proposalnya, Pataniari Siahaan (PDIP) menuding bahwa
PPP hanya ingin mencuri perhatian publik.1225 Tidak jelas ada agenda
apa di balik proposal PPP itu. Tetapi, karena proposal itu diserahkan
pada waktu yang sangat dekat dengan Sidang Tahunan 2001, barangkali
memang itu adalah upaya PPP untuk menarik simpati publik. Usulan
PKB juga diserahkan tak jauh dari waktu pagelaran Sidang Tahunan
yang sama. Tetapi, PKB menyodorkan alasan yang lebih gamblang.
Fraksi ini kecewa atas jalannya proses amandemen. Yusuf Muhammad
berargumen bahwa:

Pembahasan-pembahasan amandemen ini dilakukan dengan sete-

ngah hati ... [dan] digerakkan oleh kepentingan-kepentingan

jangka-pendek. Oleh sebab itu, saya mengusulkan bahwa sebuah

metode baru yang melibatkan partisipasi luas masyarakat harus

kita gunakan … Dengan ini PKB resmi mengusulkan Komisi Kon-

stitusi.1226
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Golkar adalah partai terakhir yang mengusulkan pembentukan
Komisi Konstitusi. Partai ini menyerahkan proposalnya di tengah
berlangsungnya Sidang Tahunan 2001. Golkar menamai komisinya
itu Komite Nasional untuk Amandemen UUD 1945.1227 Karena usulan
itu begitu terlambat dibuat, patut dipertanyakan apakah Golkar benar-
benar bermaksud mengusulkan pembentukan komite itu, ataukah
itu hanya akal-akalannya untuk juga mencari perhatian publik.

Usulan-usulan tentang Komisi Konstitusi dari beberapa fraksi di
MPR dan dari Koalisi untuk Konstitusi Baru sangat berbeda (Tabel
14). National Democratic Institute berpendapat bahwa karena begitu
ekstremnya perbedaan-perbedaan seputar proposal ini, akhirnya Ko-
misi Konstitusi gagal dibentuk.1228

MPR Tetap Menjadi Badan Pembuat Konstitusi

Akhirnya, Sidang Tahunan MPR 2001 menolak pembentukan Ko-
misi Konstitusi. Proposal pembentukan Komisis Konstitusi yang be-
ragam itu pun dikambing-hitamkan sebagai penyebab kegagalan ter-
sebut.1229 Sidang Tahunan 2001 memutuskan bahwa Badan Pekerja
harus tetap menjadi badan yang bertanggung jawab menyiapkan aman-
demen-amandemen selanjutnya.

Terbatasnya Partisipasi Publik

Pada tahap-tahap awal rapat-rapatnya, PAH I mengunjungi bebe-
rapa provinsi. Tetapi, kunjungan-kunjungan ini dilakukan untuk me-
nyebarluaskan kepada masyarakat hasil-hasil amandemen yang sudah
dilakukan, dan bukan untuk meminta masukan-masukan untuk me-
lakukan Perubahan Ketiga. Dalam kunjungan-kunjungan itu, para ang-
gota PAH I sadar bahwa sebagian besar rakyat tidak tahu bahwa
UUD 1945 sudah dua kali diamandemen. Pataniari Siahaan (PDIP)
mengatakan bahwa jangankan rakyat, anggota MPR pun banyak yang
tidak memahami substansi Perubahan Pertama dan Kedua.1230

Sekalipun belakangan disadari bahwa keterlibatan publik yang
lebih luas sangat penting, sungguh mengecewakan bahwa PAH I baru
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1. Nama

2. Peran

3. Keanggotaan

4. Hasil

5. Waktu

Komisi Konstitusi

Membantu MPR
dalam mengaman-
demen Konstitusi

Diusulkan oleh Pre-
siden dan diseleksi
oleh Badan Pekerja
MPR, dari kalang-
an pakar dan wa-
kil-wakil provinsi.

Bukan Konstitusi
baru. Diserahkan
kepada MPR untuk
dipertimbangkan

2001-2002

Komite Nasional
untuk Amandemen
UUD 1945

M e n g a m a n d e -
men Konstitusi
bila MPR gagal

Rekrutmen ter-
buka, diseleksi
oleh Badan Pe-
kerja. MPR: 30
Pakar: 15 LSM
dan Masyarakat:
10 Provinsi: 30
(dipilih oleh DPRD
masing-masing)
TOTAL: 85

MPR hanya me-
nerima atau me-
nolak. Jika MPR
menolak rancang-
an konstitusi yang
dihasilkan, refe-
rendum harus di-
lakukan.

2001-2002

Tabel 14 Proposal Pembentukan Komisi Konstitusi
pada Sidang Tahunan MPR 2001

No. PDIP Golkar PPP PKB Koalisi
untuk

Konstitusi
Baru

Komisi Konstitusi

Mengamandemen
Konstitusi

50 orang, terdiri dari
pakar dan wakil-
wakil provinsi, tan-
pa anggota MPR.

MPR hanya me-
nerima atau me-
nolak. Jika MPR
menolak rancang-
an konstitusi yang
dihasilkan, refe-
rendum harus di-
lakukan.

2001-2002

Komisi Konstitusi

Mengamandemen
Konstitusi

MPR: 25 Pakar: 20
Masyarakat: 20 Pro-
vinsi: 34  TOTAL: 99

Konstitusi baru di-
mungkinkan.

2001-2002

Komisi Konstitusi

Mengamandemen
Konstitusi dan meng-
galang partisipasi
publik yang lebih
luas

Bukan anggota MPR

Konstitusi baru.
MPR hanya bisa
menerima atau me-
nolak. Jika MPR
menolak rancangan
yang dihasilkan, re-
ferendum harus dila-
kukan.

2001-2002

Sumber: Disarikan dari Risalah Rapat-Rapat Sidang Tahunan MPR 2001.
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menjadwalkan penggalangan partisipasi masyarakat di saat-saat akhir
pembahasan Perubahan Ketiga. Lukman Hakim Saifuddin (PPP) mem-
pertanyakan persiapan untuk menggelar rapat-rapat dengar-pendapat
dengan masyarakat:1231

Kita akan menyelenggarakan rapat-rapat dengar-pendapat di

daerah-daerah dari tanggal 3 sampai 9 Oktober, dan itu sudah akan

dimulai lusa. Saya tidak tahu seberapa siap kita [sekarang]. Apa

yang harus kita lakukan? Siapa yang akan kita temui? Apa saja

job deskripsi kita … Ini bukan hanya persoalan teknis … bagi saya,

yang paling substansial adalah mekanisme dengar-pendapat itu.

Saya pikir mekanisme ini akan memengaruhi kualitas rapat-rapat

dengar-pendapat itu.1232

Efektivitas program-program penggalangan partisipasi masyarakat,
dengan demikian, dipertanyakan. Tidak ada laporan lengkap tentang
apa saja masukan-masukan publik, dan selepas rapat dengar pendapat
itu, terbukti bahwa PAH I tidak serius memerhatikan masukan-ma-
sukan yang ada. Hal ini jelas terlihat dari banyaknya anggota PAH I
yang tidak menghadiri rapat-rapat panitia itu.1233 Salah satu anggota
PAH I mengakui bahwa program penjaringan urun-peran itu tidak
serius. Program itu digelar semata-mata hanya untuk menghabiskan
anggaran MPR.1234 Anggota ini membocorkan bahwa:

Sebenarnya ini cuma soal duit. Dengan menggelar program-pro-

gram [penggalangan] partisipasi, ada alasan yang ‘legitimate’ untuk

bagi-bagi uang. Ini lebih adil. Setiap orang bisa dapat bagian.1235

Dalam laporan akhir PAH I, Tobing mendata bahwa Panitia itu
hanya menggelar tiga seminar dan rapat dengar pendapat di sembilan
provinsi.1236 Menurut Saifuddin, rapat-rapat itu tidak diorganisasikan
dengan baik.
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Hasil Perubahan Ketiga1237

Bagi Kawamura, Perubahan Ketiga berhasil memperkuat karakter
demokratis UUD 1945.1238 Senada dengan Kawamura, Ellis juga melihat
Perubahan Ketiga sebagai “sebuah perubahan fundamental dalam lem-
baga-lembaga [negara] Indonesia”.1239 Masih menurut Ellis:

Perubahan Ketiga menandai keputusan mendasar untuk mengubah

Indonesia dari sebuah negara yang memiliki satu-satunya lembaga

tertinggi negara yang serba-kuasa, menjadi negara yang memiliki

checks and balances konstitusional.1240

Bagian berikut ini memaparkan perubahan-perubahan penting
dalam Perubahan Ketiga.

Pasal-Pasal Reformasi yang Penting

Negara Hukum

Pernyataan yang menyebutkan bahwa Indonesia adalah sebuah
negara yang ‘diatur oleh hukum’ (negara hukum atau rechtsstaat)
sudah terdapat sebelumnya dalam Penjelasan UUD 1945. Perubahan
Ketiga memperkuat pernyataan ini dengan mengadopsinya ke dalam
Pasal 1(3).

Pembatasan terhadap Kekuasaan MPR

Perubahan Ketiga menunjukkan bahwa MPR sudi mengurangi ke-
kuasaannya sendiri. Hal ini tidak diduga oleh banyak kalangan, dan
mengejutkan bagi sebagian besar orang, karena umumnya orang men-
duga bahwa lembaga ini akan berusaha mempertahankan posisinya
sebagai parlemen tertinggi dan terkuat, dengan tetap memegang ke-
kuasaan yang pernah dimainkannya saat mencopot Presiden Wahid.
Fakta bahwa MPR membatasi kekuasaannya sendiri, melalui amande-
men yang dibuatnya sendiri, menunjukkan bahwa sebuah badan pem-
buat konstitusi juga bisa mereformasi dirinya sendiri melalui sebuah



Perubahan Ketiga     275

proses pembuatan konstitusi, asalkan ada tekanan yang kuat dari
masyarakat.

Kedaulatan Rakyat

Perubahan Ketiga mengakhiri posisi MPR sebagai Parlemen ter-
tinggi yang memonopoli dan menjalankan kedaulatan rakyat. Aman-
demen ini menandai tamatnya doktrin supremasi MPR. Dalam Pen-
jelasan UUD 1945, doktrin ini menyebutkan bahwa “MPR ialah penye-
lenggara negara yang tertinggi ... [dan] dianggap sebagai penjelmaan
rakyat yang memegang kedaulatan negara” dan bahwa “karena MPR
memegang kedaulatan negara, maka kekuasaannya tidak terbatas”.
Perubahan Ketiga mengubah ini, mengalihkan kedaulatan dari tangan
MPR dan menegaskan bahwa “Kedaulatan berada di tangan rakyat
dan dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar”.1241 Aturan ini per-
tama kali diusulkan oleh Soewoto Mulyasudarmo, seorang anggota
Tim Ahli dan menjadi salah satu contoh langka pengaruh langsung
Tim ini dalam proses amandemen.1242

Wewenang MPR

Perubahan Ketiga mengurangi wewenang MPR. Kekuasaannya
untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden, misalnya, dihapuskan.
Akibatnya, kekuasaan MPR untuk menyusun dan menetapkan GBHN,
yang menjadi tanggung jawab yang wajib dilaksanakan oleh Presiden,
juga hilang. Presiden diberi kekuasaan untuk mengatur agendanya
sendiri. Tetapi, MPR tetap memegang kekuasaan untuk mengamande-
men dan meratifikasi undang-undang dasar.1243

Memperkuat Sistem Presidensial

Pemilihan Presiden secara Langsung

Satu perubahan radikal lainnya adalah diadopsinya mekanisme
pemilihan Presiden langsung.1244 Presiden dan Wakil Presiden “dalam
satu pasangan secara langsung oleh rakyat”.1245 Partai-partai politik
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atau koalisinya, yang berpartisipasi dalam Pemilu, mengusulkan calon-
calon Presiden dan Wakil Presiden.1246 Pasangan calon yang mendapat-
kan suara lebih dari 50% dari jumlah suara dalam Pemilu dengan
sedikitnya 20% suara di lebih dari setengah jumlah provinsi yang ada
di Indonesia, dilantik menjadi Presiden dan Wakil Presiden.1247

Prosedur Impeachment

Prosedur untuk memberhentikan Presiden menjadi jelas. Alasan-
alasan untuk melakukan impeachment meliputi: pengkhianatan terha-
dap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau
perbuatan tercela maupun apabila Presiden dan/atau Wakil Presiden
terbukti tidak lagi memenuhi syarat jabatannya.1248 Kini, proses ini
tidak semata-mata merupakan proses politik, yang melibatkan MPR
dan DPR, tetapi juga proses hukum, yang mengikutsertakan Mahka-
mah Konstitusi yang baru dibentuk.1249 Syarat suara untuk meng-
impeach seorang Presiden dibuat lebih sulit, dari yang sebelumnya
sekadar mayoritas (simple majority) menjadi mayoritas mutlak (abso-
lute majority). Sidang untuk memutuskan apakah seorang Presiden
akan diberhentikan atau tidak harus dihadiri oleh sedikitnya tiga
perempat dari total jumlah anggota MPR, dan dengan persetujuan
dari setidaknya dua pertiga jumlah anggota MPR yang hadir.1250

DPR Tidak Bisa Dibubarkan

Perubahan Ketiga menegaskan bahwa ‘Presiden tidak dapat mem-
bekukan dan/atau membubarkan DPR’.1251 Sebenarnya, aturan yang
sama juga terdapat dalam Penjelasan UUD 1945. Tetapi, baik PAH I
maupun Tim Ahli, tidak mengusulkan agar aturan itu diadopsi ke
dalam Batang Tubuh UUD 1945. Usulan tentang tidak bisa dibubar-
kannya DPR baru diajukan—dan akhirnya disepakati—setelah Gus
Dur berusaha—tapi gagal—memaksakan pembubaran DPR dalam Mak-
lumat-nya.
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Kekosongan Kursi Wakil Presiden

Perubahan Ketiga juga mengadopsi aturan baru dalam kasus
kosongnya kursi Wakil Presiden. Jika hal ini terjadi, ‘selambat-lambat-
nya dalam waktu enam puluh hari, MPR menyelenggarakan sidang
untuk memilih Wakil Presiden dari dua calon yang diusulkan Presi-
den’.1252

Pembentukan DPD

Bab VIIA—bab baru yang ditambahkan ke dalam UUD 1945—
tentang Dewan Perwakilan Daerah (DPD), adalah reformasi lebih jauh
yang dilakukan terhadap lembaga pembuat undang-undang. Para
anggota DPD bertindak sebagai “senator” dan dipilih dari tiap-tiap
provinsi, melalui pemilihan umum.1253 Lebih jauh, DPD ‘dapat meng-
ajukan kepada DPR’ dan

… ikut membahas rancangan undang-undang yang berkaitan de-

ngan otonomi daerah; hubungan pusat dan daerah; pembentukan,

pemekaran, dan penggabungan daerah; pengelolaan sumber daya

alam dan sumber daya ekonomi lainnya; serta perimbangan keuang-

an pusat dan daerah.1254

DPD juga berhak untuk ‘memberikan pertimbangan kepada DPR
atas rancangan undang-undang anggaran pendapatan dan belanja ne-
gara dan rancangan undang-undang yang berkaitan dengan pajak,
pendidikan, dan agama’.1255 Selain itu, DPD juga berwenang melakukan
pengawasan atas pelaksanaan undang-undang di semua bidang terse-
but, dan menyampaikan hasil pengawasannya kepada DPR untuk
dipertimbangkan dan ditindaklanjuti.1256

Mereformasi Proses Pemilihan Umum

Sebuah bab baru, Bab 22E tentang Pemilihan Umum, juga diadopsi.
Pemilu dijadwalkan setiap lima tahun sekali, untuk memilih anggota-
anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD.1257

Peserta Pemilu untuk memilih anggota DPR dan DPRD adalah partai-
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partai politik,1258 sedangkan peserta Pemilu untuk memilih anggota
DPD adalah perorangan.1259 Pemilu diselenggarakan oleh sebuah Komisi
Pemilihan Umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.1260

Mereformasi BPK

Perubahan Ketiga mengatur Badan Pemeriksa Keuangan (BPK)
dalam sebuah pasal baru secara terpisah. BPK diredefinisikan sebagai
sebuah lembaga negara yang bebas dan mandiri.1261 BPK berkedudukan
di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.1262

Hasil pemeriksaan BPK diserahkan kepada DPR, DPD, dan DPRD,
sesuai dengan kewenangannya, dan bukan lagi hanya diserahkan
kepada DPR seperti yang terjadi dulu.1263 Anggota-anggotanya dipilih
oleh DPR dengan memerhatikan pertimbangan dari DPD, dan dilantik
oleh Presiden. Pimpinannya dipilih dari dan oleh anggota.1264

Mereformasi Yudikatif

Independensi Kehakiman

Independensi kekuasaan kehakiman diformalkan dan prinsip dasar-
nya dipindahkan dari tempatnya semula di bagian Penjelasan ke
dalam Batang Tubuh UUD 1945. Kekuasaan kehakiman dilakukan
oleh Mahkamah Agung dan sebuah Mahkamah Konstitusi.1265 Ketua
dan Wakil Ketua Mahkamah Agung dan dipilih oleh dan dari Hakim-
Hakim Agung, sedangkan Ketua dan Wakil Ketua Mahkamah Konsti-
tusi dipilih dari dan oleh Hakim-Hakim Konstitusi.1266

Pembentukan Mahkamah Konstitusi

Sebuah lembaga baru, yaitu Mahkamah Konstitusi, dibentuk, se-
tingkat dengan Mahkamah Agung. Mahkamah Konstitusi memiliki
kewenangan untuk ‘mengadili pada tingkat pertama dan terakhir’ dan

… putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap

Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga
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negara … memutus pembubaran partai politik, dan memutus

perselisihan tentang hasil pemilihan umum.1267

Di samping itu, Mahkamah Konstitusi wajib memberikan pertim-
bangan hukumnya dalam sebuah proses impeachment.1268 Mahkamah
Konstitusi mempunyai sembilan orang anggota Hakim Konstitusi,
yang ditetapkan oleh Presiden, yang pencalonannya diajukan masing-
masing tiga orang oleh Mahkamah Agung, tiga orang oleh DPR, dan
tiga orang oleh Presiden.1269

Pembentukan Komisi Yudisial

Satu lembaga baru lainnya, yaitu Komisi Yudisial, memiliki we-
wenang untuk ‘mengusulkan pengangkatan Hakim Agung’ serta ‘men-
jaga dan menegakkan kehormatan, keluhuran martabat, serta perila-
ku hakim’.1270 Untuk menjalankan peran yang sedemikian penting,
para anggota Komisi tersebut adalah orang-orang yang ‘memiliki inte-
gritas dan kepribadian yang tidak tercela’.1271 Anggota Komisi ini ‘di-
angkat dan diberhentikan oleh Presiden dengan persetujuan DPR’.1272

Tertundanya Usulan-Usulan Amandemen yang Krusial

Selain meratifikasi perubahan konstitusi yang penting melalui Per-
ubahan Ketiga, MPR juga menunda beberapa proposal amandemen
yang krusial, seperti akan dijelaskan berikut ini.

Komposisi MPR

Meskipun semua fraksi sepakat untuk merestrukturisasi MPR,
tidak ada konsensus yang berhasil dicapai dalam soal kelompok-
kelompok fungsional/golongan (Pasal 2(1)). Belum juga jelas apakah
MPR yang akan datang akan terdiri dari anggota-anggota terpilih
(DPR dan DPD) dan anggota-anggota bukan terpilih (FUG dan TNI-
Polri), ataukah MPR hanya akan terdiri dari orang-orang yang dipilih
melalui Pemilu.



280      Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran

Putaran Kedua Pemilihan Presiden

Kendati pada prinsipnya sepakat untuk memilih Presiden secara
langsung, semua fraksi tetap pada pendirian mereka masing-masing
dalam soal perlunya ronde kedua dalam pemilihan itu. Opsinya adalah
MPR atau rakyatkah yang akan berwenang untuk memilih di antara
dua pasangan calon terbaik yang tersisa. Akibat tertundanya Paragraf
(4), Pasal 6A Perubahan Ketiga hanya berisi paragraf (1), (2), (3), dan
(5), dan membuatnya tidak lengkap.

Kekosongan Kursi Presiden dan Wakil Presiden

Dalam situasi di mana jabatan Presiden maupun Wakil Presiden
sama-sama kosong pada waktu yang bersamaan, masih ada dua alter-
natif yang diperdebatkan. Yang satu mengusulkan agar Ketua MPR
dan Ketua DPR masing-masing menjadi Presiden dan Wakil Presiden.
Yang lain mengusulkan agar jabatan Presiden diambil alih oleh sebuah
triumvirat yang terdiri dari Menteri Luar Negeri, Menteri Dalam Ne-
geri dan Menteri Pertahanan. Soal yang satu ini tak terpecahkan da-
lam perdebatan-perdebatan Perubahan Ketiga.

Masalah Piagam Jakarta

Masalah konstitusi yang paling peka—yaitu soal apakah ‘tujuh
kata’ Piagam Jakarta akan dimasukkan ke dalam UUD 1945 atau
tidak—masih juga belum terpecahkan. Bab Tujuh dan Bab Delapan
akan memaparkannya panjang lebar.

Kesimpulan

National Democratic Institute berpendapat bahwa amandemen ada-
lah satu momentum yang kritis dalam reformasi kelembagaan di Indo-
nesia.1273 Lembaga ini memuji reformasi MPR, dan menyatakan bahwa:

Perubahan Ketiga UUD 1945 menandai keputusan untuk mengubah

Indonesia dari sebuah negara yang memiliki sebuah lembaga negara

tertinggi yang serba-kuasa (MPR) menjadi sebuah negara yang

memiliki check and balance konstitusional.
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Di sisi yang lain, karena tertundanya beberapa usulan yang kru-
sial—seperti masalah Piagam Jakarta dan putaran kedua pemilihan
Presiden langsung—Perubahan Ketiga mungkin bisa menjadi sebuah
bom waktu konstitusi. Tidak ada jaminan bahwa isu-isu ini akan ter-
selesaikan dalam Sidang Tahunan 2002. Akibatnya, Indonesia bisa
saja terjebak dalam sebuah krisis konstitusi yang sangat berbahaya.
Misalnya saja, seandainya usulan tentang putaran kedua pemilihan
Presiden menemui jalan buntu, tidak akan ada solusi konstitusinya
bila tidak ada satu pun kandidat yang berhasil menang dalam putaran
pertama pemilihan itu.

Dengan demikian, proses pembahasan Perubahan Keempat dan
Sidang Tahunan MPR 2002 menjadi sangat penting bagi keberlangsung-
an reformasi konstitusi Indonesia. Bab selanjutnya akan membicarakan
apakah MPR berhasil menjinakkan bom waktu konstitusi yang diting-
galkan oleh proses Perubahan Ketiga tersebut.[]



Bab yang terbagi dalam tiga bagian ini menjelaskan tentang proses
dan hasil-hasil Perubahan Keempat UUD 1945, yang sejauh ini meru-
pakan amandemen terakhir. Bagian awal memaparkan latar belakang
Perubahan Keempat, dengan fokus pada kemungkinan terjadinya krisis
konstitusi karena meningkatnya peluang terjadinya deadlock. Bagian
selanjutnya membahas tentang proses pembuatan konstitusi Perubahan
Keempat, yang sekali lagi difokuskan pada isu-isu seputar bagaimana
mestinya pembuatan konstitusi dilalukan dan siapa yang mesti menjadi
badan pembuat konstitusi. Bagian terakhir mengupas amandemen yang
dihasilkan, yang melengkapi reformasi UUD 1945.

Menuju Krisis Konstitusi?

Amandemen yang Krusial

Pada tahun 2002, MPR dijadwalkan meratifikasi Perubahan Ke-
empat. Amandemen ini bertalian dengan usulan-usulan yang krusial,
seperti: Pasal 2(1) tentang komposisi MPR, dan Pasal 6A(4) tentang
putaran kedua pemilihan Presiden. Usulan-usulan ini sangat diperlu-

Perubahan Keempat:
Krisis Konstitusi atau
Reformasi Konstitusi?

77777
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kan guna membentuk landasan konstitusional Pemilu 2004. Nasib
empat rancangan undang-undang pemilu (partai politik, susunan dan
kedudukan parlemen, pemilihan anggota parlemen, dan pemilihan
Presiden) jadi terkatung-katung, menunggu hasil pembahasan Per-
ubahan Keempat.1274 Seandainya MPR tidak bisa mencapai kesepa-
katan, bangsa ini akan terjebak dalam sebuah krisis konstitusi yang
bakal membahayakan peluang terlaksananya Pemilu 2004. Jadi, hasil
proses Perubahan Keempat teramat kritis karena “ia bisa menandai
awal dari akhir proses demokrasi yang dimulai pada tahun 1998, atau
awal dari berakhirnya sistem otoriter yang dimulai pada tahun 1959”.1275

Selain itu, Perubahan Keempat juga akan menjadi penentu nasib
usulan amandemen yang sensitif, yaitu Pasal 29(1), tentang hubungan
antara negara dan Islam. Bersama-sama dengan usulan-usulan aman-
demen Pasal 2(1) tentang komposisi MPR dan 6A(4) tentang pemilihan
presiden putaran kedua, ketiga aturan ini menjadi pasal-pasal yang
paling kontroversial dalam rancangan Perubahan Keempat. Rancangan
pasal-pasal ini masih mengandung sejumlah alternatif. Tabel 15 me-
nunjukkan alternatif-alternatif tersebut.

Sikap fraksi-fraksi terhadap ketiga Pasal tersebut akan meme-
ngaruhi berhasil atau gagalnya Perubahan Keempat. Kalau saja tidak
ada tekanan yang kuat untuk menyelesaikan reformasi konstitusi ini,
kelompok-kelompok konservatif di MPR mungkin sudah bersatu untuk
memblokir ratifikasi Perubahan Keempat. Koalisi antara PDIP, FUG,
dan TNI-Polri, misalnya, akan menguasai 284 kursi Majelis. Jumlah
ini sudah lebih dari sepertiga dari total jumlah kursi di MPR, yang
695. Jadi, menurut syarat persetujuan yang diatur dalam Pasal 37
UUD 1945, gabungan fraksi-fraksi PDIP, FUG, dan TNI-Polri ini sudah
cukup untuk mengaborsi proposal Perubahan Keempat.

Koalisi ini mungkin saja terbentuk, mengingat PDIP adalah satu-
satunya partai yang menentang diserahkannya ronde kedua pemilihan
Presiden ke tangan rakyat. Di sisi yang lain, FUG adalah satu-satunya
fraksi yang menolak usulan bahwa MPR hanya terdiri dari anggota-
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Tabel 15.  Alternatif-Alternatif Pasal (2(1), 6A(4) dan 29(1)

MPR memilih salah satu di memilih calon Presiden
antara kedua pasangan dan Wakil Presiden dari
calon Presiden dan Wakil kedua pasangan calon
Presiden yang memper- Presiden dan Wakil
oleh suara terbanyak. Presiden yang memperoleh

suara terbanyak.

3. 29(1) Negara berdasarkan atas
Ketuhanan Yang Maha Esa
(pasal asli)

Negara berdasarkan atas
Ketuhanan Yang Maha Esa
dengan kewajiban men-
jalankan syariat bagi peme-
luk agama Islam.

Negara berdasar-
kan atas Ketuhan-
an Yang Maha
Esa dengan ke-
wajiban menjalan-
kan agama bagi
pemeluknya ma-
sing-masing.
(Fraksi Reformasi)

No. Pasal Alternatif 1 Alternatif 2     Alternatif 3

1. 2(1) MPR terdiri dari anggota MPR terdiri dari anggota             -
DPR dan DPD yang DPR dan anggota DPD
dipilih melalui Pemilu, yang dipilih melalui Pemilu,
ditambah dengan dan diatur lebih lanjut
golongan-golongan dengan undang-undang.
 yang dipilih oleh DPR,
dan diatur lebih lanjut
dengan undang-undang.

2. 6A(4) Dalam hal tidak ada Dalam hal tidak ada calon  -
pasangan calon Presiden Presiden dan Wakil
dan Wakil Presiden terpilih, Presiden terpilih, rakyat
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anggota DPR dan DPD. Kalau kedua partai ini bersatu, mereka akan
mampu menolak semua usulan Perubahan Keempat.

Suara Mendukung dan Menentang Amandemen

Dengan semakin kuatnya tekanan untuk menyelesaikan Perubahan
Keempat, suara-suara mendukung maupun menentang mulai kencang
terdengar di kalangan masyarakat.1276

Sikap Masyarakat

Gerakan Pro-Amandemen

Penganjur terkuat agenda amandemen adalah kelompok yang
menyebut dirinya ‘Koalisi untuk Konstitusi Baru’. Tetapi, kelompok
ini mengkritik proses dan hasil-hasil amandemen, yang mereka anggap
tak demokratis.1277 Menurut kelompok ini, ketimbang hanya meng-
amandemen UUD 1945, sebuah konstitusi baru harus dirumuskan.1278

Secara spesifik, Koalisi ini mengusulkan dibentuknya sebuah badan
pembuat konstitusi di luar MPR, yaitu Komisi Konstitusi.1279

Gerakan Anti-Amandemen

Di seberang jalan, terdapat sedikitnya tiga kelompok yang me-
nyerukan dihentikannya proses amandemen: (1) Forum Kajian Ilmiah
Konstitusi; (2) Persatuan Pensiunan Angkatan Bersenjata Republik
Indonesia (Pepabri); serta (3) Universitas Bung Karno dan Forum Ke-
bangsaan Indonesia (Indonesian National Forum).

Forum Kajian Ilmiah Konstitusi dan Pepabri menolak reformasi
konstitusi dengan alasan bahwa hal itu sudah menyimpang dari tujuan
aslinya, dan karenanya harus dihentikan.1280 Try Soetrisno, Ketua
Pepabri, menyatakan:

Sebaiknya waktu, dana, dan tenaga kita difokuskan untuk mengkaji

sistem hukum. Undang-Undang Dasar ini sudah cukup fleksibel,

[jadi] tidak perlu diubah-ubah lagi.1281
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Lebih jauh, Pepabri menyatakan bahwa amandemen harus dihenti-
kan dengan alasan bahwa hal itu telah menimbulkan polemik yang
mengancam kesatuan negara.1282 Syaiful Sulun berpendapat bahwa
pembentukan DPD, di samping DPR, berarti bahwa Indonesia menganut
sistem bikameral. Baginya, pembentukan DPD adalah satu hal yang
berbahaya dan menyimpang dari prinsip Negara Kesatuan Republik
Indonesia, karena bisa mengarah kepada federalisme.1283 Tambahan
lagi, ada kecurigaan bahwa amandemen ini adalah satu plot yang diko-
mandoi oleh Amerika Serikat. Sulun mengatakan, “Kita tidak bisa
menerapkan aturan-aturan Amerika di sini”.1284 Dia bersikeras bahwa
amandemen harus didasarkan pada karakter bangsa dan wanti-wanti
kepada MPR untuk tidak membuat undang-undang dasar baru.1285

Senada dengan argumen-argumen Pepabri, Universitas Bung Kar-
no dan Forum Kebangsaan Indonesia, yang sama-sama diketuai oleh
Rachmawati Soekarnoputri, adik Megawati, juga menolak mentah-
mentah amandemen.1286 Tetapi, Rachmawati tidak menyebutkan dengan
jelas alasan-alasan yang mendasari penolakannya. Agaknya sikap
tersebut ada hubungannya dengan fakta bahwa Soekarno, ayahnya
sendiri, adalah salah satu tokoh utama perancang UUD 1945.

Selain itu, ada juga kelompok yang menamakan dirinya Kelompok
Maklumat Bersama untuk Keselamatan Bangsa. Kelompok ini meng-
gandeng sejumlah akademisi (Sri Soemantri, Adnan Buyung Nasution,
Rizal Ramli, Sudjana Syafei), tokoh-tokoh agama (Syafi’i Ma’arif, Mus-
lim Abdurrahman, Solahudin Wahid), termasuk Jenderal Wiranto
dan beberapa pendukung dari kalangan militer. Dalam upayanya mem-
perjuangkan terbentuknya sebuah komisi independen yang akan meng-
ambil tanggung jawab untuk meneruskan proses Perubahan Keempat,
kelompok ini menyerahkan sebuah pernyataan atau maklumat kepada
Ketua MPR. Sayangnya, kelompok ini miskin dukungan MPR, dan
akhirnya usulannya pun tidak diadopsi.
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Pendapat Menteri Pertahanan

Matori Abdul Djalil, yang saat itu menjabat Menteri Pertahanan,
meminta agar MPR menghentikan proses amandemen, hingga situasi-
nya menjadi ‘lebih kondusif’.1287 Dia memandang bahwa perdebatan
antara gerakan yang pro-amandemen dan yang menentang amandemen
dapat melahirkan konflik-konflik politik.1288 Sekalipun mendasarkan
argumennya pada kemungkinan munculnya konflik, sesungguhnya
sang Menteri mengkhawatirkan ke arah mana amandemen-amandemen
itu beranjak.1289 Menurutnya, dari pasal-pasal yang diusulkan, sangat
bisa jadi MPR akan merombak total UUD 1945.1290

Sikap MPR

Anti-Amandemen

Tak hanya dari luar, upaya-upaya untuk menghentikan Perubahan
Keempat juga datang dari dalam MPR sendiri. Setidaknya 199 dari
695 anggota MPR menandatangani sebuah petisi yang mendesak
MPR untuk menghentikan reformasi konstitusi. Sebelumnya, dalam
proses ratifikasi Perubahan Ketiga pada Sidang Tahunan MPR 2001,
sebagian besar anggota ini menolak pembentukan DPD.1291 Selain
mengajukan alasan bahwa perubahan-perubahan yang diusulkan sudah
beranjak ‘terlalu jauh’, mereka juga mengimbau agar UUD 1945 yang
asli tetap dipertahankan.1292 Tetapi, mereka tidak memberikan pen-
jelasan yang gamblang tentang perubahan-perubahan yang mereka
maksud. Secara informal, gerakan ini melabeli dirinya ‘Gerakan Hati
Nurani Parlemen’. Amin Aryoso (PDIP), sebelumnya duduk sebagai
Wakil Ketua PAH III yang mempersiapkan Perubahan Pertama, adalah
salah satu tokoh kunci gerakan ini.

TNI-Polri Gamang Bersikap

Setelah Menteri Pertahanan dan para senior mereka di Pepabri
dengan tegas meminta MPR menghentikan reformasi konstitusi, fraksi
militer di MPR tampak gamang dalam bersikap. I Ketut Astawa (TNI-
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Polri) menyatakan bahwa fraksinya mendukung amandemen dengan
menegakkan nilai-nilai luhur bangsa.1293 Kendati tidak terang-terangan
menyebutkan nilai-nilai luhur apa yang dimaksudnya, bisa ditebak
bahwa Astawa mengacu pada Pancasila dan Pasal 29 tentang hubung-
an antara negara dan Islam.1294 Di sisi lain, sinyal yang lebih konservatif
dikirim oleh markas besar militer menjelang Sidang Tahunan MPR
2002. Panglima TNI Endriartono Soetarto menyatakan bahwa proses
amandemen sudah menyimpang dari tujuan aslinya:

Mengubah UUD 1945 tidak boleh dipandang sebagai sebuah upaya

untuk membuat sebuah Konstitusi baru, karena ada beberapa

prinsip yang tidak bisa diubah secara radikal, termasuk konsep

Negara Kesatuan Republik Indonesia dan kewajiban negara untuk

menghormati pluralitas di antara para pemeluk agama.1295

 Orang bisa menafsirkan banyak hal dari sikap TNI ini, membuat
masyarakat berada di senjakalanya Sidang Tahunan 2002. Mulya
Lubis memperingatkan kemungkinan terjadinya kekosongan konstitusi
seandainya partai-partai di MPR tidak bisa bersepakat untuk melanjut-
kan proses Perubahan Keempat. Kekosongan ini akan memungkinkan
militer untuk memaksa Presiden memberlakukan kembali UUD 1945
yang asli.1296 Sementara itu, Alrasid berpendapat bahwa militer tidak
berhak merecoki proses politik yang sedang berjalan di MPR. Baginya,
fraksi TNI-Polri harus tetap membatasi-diri pada peran-peran keaman-
an dan pertahanannya saja.1297 Masih menurut Alrasid:

Sebagai bagian dari kekuasaan eksekutif, militer dan polisi tunduk

kepada Presiden. Mereka harus patuh semata-mata pada perintah-

perintah yang dikeluarkan oleh Presiden, dan tidak boleh mendikte

kinerja MPR … Mereka juga tidak boleh memengaruhi Presiden

untuk mengeluarkan dekrit seandainya proses amandemen menemui

jalan buntu karena perbedaan-perbedaan di antara partai-partai

politik.1298
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Politik Dua-Muka PDIP

Satu hal yang sangat mengganggu adalah gerakan anti-amandemen
di MPR dimobilisasi oleh banyak anggota PDIP. Itu mengindikasikan
bahwa secara internal partai ini terbelah dalam menyikapi agenda
reformasi konstitusi: selagi Aryoso dan beberapa pemimpin senior
partai itu berkampanye untuk mengaborsi proses amandemen, legis-
lator lainnya dari partai yang sama justru mempersiapkan usulan-
usulan Perubahan Keempat, termasuk Jakob Tobing, yang mengetuai
PAH I.1299 Perpecahan di tubuh PDIP ini menjadi satu indikator bahwa
partai itu tidak benar-benar mendukung reformasi konstitusi. Dalam
salah satu rapat partainya, Megawati pernah mengatakan:

Seandainya saya ini hanya seorang Ketua PDIP, saya akan me-

merintahkan untuk menolak amandemen. Tetapi, karena saya juga

Presiden, saya juga harus melindungi semua kekuatan politik.1300

Sutjipto mengamininya dan menyatakan:

Sejak awal kami sudah mengatakan bahwa jika mungkin kita tidak

usah mengubah UUD 1945, tetapi Partai [kami] memutuskan untuk

mengikuti proses demokrasi dan mendukung amandemen.1301

Pernyataan-pernyataan dari kedua pemimpin partai ini menunjuk-
kan bahwa PDIP masih bersikap konservatif menyangkut amandemen-
amandemen konstitusi. Sikap ini mendorong kubu yang anti-amande-
men di tubuh PDIP. Mereka merasa memegang ‘kartu truf’: restu
Megawati. Maka, tak heran kalau Aryoso dan anggota-anggota PDIP
lainnya aktif menginterupsi diskusi-diskusi Perubahan Keempat dalam
Sidang Tahunan MPR 2002. Pada rapat pertama Komisi A, yang
membahas amandemen, konflik antar-anggota PDIP pun jadi terbu-
ka.1302 Sekalipun Tobing sudah resmi diusulkan oleh Fraksi PDIP
untuk menjadi Ketua Komisi ini, Marah Simon Muhammad Syah
(PDIP) justru menolaknya.1303 Bahkan, seperti ditengarai oleh Ellis
dan Yudhini, dalam diskusi-diskusi Komisi A, sesungguhnya terjadi
penentangan antara 14 orang anggota Komisi dari Fraksi PDIP atas
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pencalonan Tobing itu—meski akhirnya Tobing terpilih juga sebagai
Ketua Komisi A.1304

MPR Mengambil Jalan Tengah?

Pimpinan MPR menyadari bahwa di satu sisi terdapat beberapa
kelompok yang menginginkan agar proses reformasi konstitusi di-
hentikan sama sekali; sementara di sisi lain, ada kelompok-kelompok
di kalangan masyarakat yang menuntut dibuatnya rancangan sebuah
undang-undang dasar yang sama sekali baru.1305 Amien Rais, Ketua
MPR, mengklaim bahwa:

… yang sedang dilakukan oleh para anggota [MPR] saat ini adalah

perwujudan dari harapan semua orang. MPR berada di tengah-

tengah pendapat-pendapat yang ekstrem.1306

Amien Rais menolak segala upaya untuk menghentikan amande-
men. Menurutnya, jika perubahan konstitusi ini gagal terwujud, hal
itu akan menjadi langkah mundur bagi gerakan reformasi dan akan
mengarah kepada krisis konstitusi.1307 Lebih jauh Amien Rais menga-
takan:

Saya harap partai-partai yang ingin menghentikan amandemen

mau mengkaji kembali sikap mereka dan mulai berpikir lebih jernih.

Kepentingan bangsa tidak boleh dikorbankan demi hasrat-hasrat

politik jangka-pendek.1308

Di samping itu, Amien Rais menduga bahwa gerakan anti-aman-
demen mungkin dipicu oleh ketakutan bahwa amandemen akan meng-
arah kepada pembentukan negara Islam.1309 Bagi Amien Rais, ketakut-
an tersebut tidak berdasar karena MPR sudah sepakat untuk memper-
tahankan Pembukaan UUD 1945, dan karenanya, memilih Pancasila,
bukan Islam, sebagai ideologi negara.1310

Walaupun Amien Rais tidak menyebut kelompok tertentu, nyata-
nya TNI-Polri dan PDIP adalah dua fraksi yang paling mengkhawatir-
kan isu negara Islam, betapapun jauhnya kemungkinan itu. Panglima
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TNI Jenderal Endriartono Soetarto mengatakan bahwa negara harus
“menghormati pluralitas di antara pemeluk-pemeluk agama”.1311 PDIP
pun berpandangan sama: Roy B.B. Janis menyatakan bahwa sekalipun
partainya tidak keberatan dengan diamandemennya UUD 1945, tiga
aturan harus dipertahankan: Pembukaan, ideologi negara Pancasila,
dan Pasal 29.1312 Megawati sendiri mempertegas hal itu dengan me-
ngatakan bahwa proses amandemen harus berlanjut, tetapi Pembu-
kaan, yang mengandung Pancasila, harus dipertahankan.1313

Dekrit Presiden

Gerakan pro dan kontra amandemen, berikut sikap TNI-Polri
dan PDIP yang tidak jelas terhadap reformasi konstitusi itu, menimbul-
kan kekhawatiran akan kemungkinan terjadinya deadlock adalah pro-
ses ratifikasi Perubahan Keempat.

Seperti sudah disebutkan sebelumnya, bila Perubahan Keempat
menuju jalan buntu, Indonesia akan terjerumus ke dalam sebuah
krisis konstitusi, dan tidak akan ada Pemilu di tahun 2004.1314 Tentu
saja hal ini bisa menjadi masalah karena masa jabatan Megawati
sebagai Presiden akan berakhir pada bulan Oktober 2004. Dalam
situasi kritis semacam itu, sangat mungkin bahwa Presiden Megawati
akan mengeluarkan sebuah Dekrit untuk memberlakukan kembali
UUD 1945 yang asli. Dekrit serupa pernah dikeluarkan oleh Presiden
Soekarno ketika pada tahun 1959 Konstituante menghadapi kemung-
kinan deadlock.

Kalau sampai dikeluarkan, dekrit semacam itu menjadi pukulan
mematikan bagi reformasi konstitusi, karena tidak hanya akan meng-
hentikan ratifikasi Perubahan Keempat, tetapi juga akan menganulir
ketiga amandemen sebelumnya. Karena itulah, Anhar Gonggong me-
nentang keras ide ini. Baginya, kalau sampai keluar sebuah dekrit,
hal itu akan menjadi pelajaran politik yang tidak baik,1315 dan akan
menjadi preseden buruk: setiap kali negara gagal menyelesaikan sebuah
persoalan politik, Presiden akan mengeluarkan dekrit.1316



292      Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran

Kemungkinan terjadinya deadlock ini membayangi persiapan
Perubahan Keempat, sejak akhir 2001 hingga Agustus 2002. Bagian
berikut membahas bagaimana draft Perubahan Keempat dikembang-
kan, disusun, dan akhirnya diratifikasi.

Proses Perubahan Keempat

Pada tahun 2000, MPR memutuskan untuk menyelesaikan seluruh
proses amandemen selambat-lambatnya pada tahun 2002.1317 Dengan
memuncaknya ketidakpastian seputar Perubahan Keempat, ada dis-
kusi-diskusi untuk mengubah tenggat waktu tahun 2002. Rambe
Kamarulzaman (Golkar), misalnya, berpendapat bahwa kalau amande-
men itu tidak bisa selesai pada tahun 2002, harus dilanjutkan pada
Sidang Tahunan MPR 2003.1318

Kendati pada akhirnya Perubahan Keempat berhasil diratifikasi
pada tahun 2002, tak ayal keinginan untuk mengubah tenggat waktu
itu menjadi satu bukti lagi bahwa MPR sangat longgar menyikapi
tenggat waktu penyelesaian proses amandemen. Semula mereka se-
pakat untuk menyelesaikannya pada 18 Agustus 2000, lalu diundur
hingga tahun 2002, yang merupakan tenggat waktu kedua—yang
jauh lebih panjang.

Sikap Masyarakat

Koalisi untuk Konstitusi Baru menentang rencana MPR untuk
menunda ratifikasi Perubahan Keempat, dari tahun 2002 menjadi
2003.1319 Koalisi ini mendesak MPR untuk menyelesaikan amandemen
sesuai dengan tenggat waktu yang sudah ditetapkannya sendiri, yaitu
tahun 2002.1320 Tetapi, kelompok ini juga mengusulkan agar, ketika
selesai nantinya, Perubahan Keempat itu, plus ketiga Amandemen
sebelumnya, harus direformasi lebih jauh oleh sebuah Komisi Kon-
stitusi yang independen.1321

Mengikuti alur yang sama, Asosiasi Ilmu Politik Indonesia, ber-
pendapat bahwa walaupun Perubahan Keempat sudah berhasil diratifi-
kasi, semua Amandemen UUD 1945 harus menjadi undang-undang
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dasar transisional. Selain itu, kelompok ini beranggapan bahwa aman-
demen-amandemen yang dihasilkan tidak konsisten, dan ternoda oleh
vested interests partai-partai politik.1322 Mereka menunjukkan tanda-
tanda bahwa amandemen itu “dikembangkan tanpa arah yang jelas,
sewenang-wenang, dan bahkan parsial”.1323 Dengan mengusung hal-
hal tersebut sebagai alasan, kelompok ini pun mendesak agar amande-
men-amandemen itu direformasi lebih lanjut oleh sebuah Komisi Kon-
stitusi yang independen.1324

Tahap-Tahap Pembahasan

Seperti halnya dengan tiga amandemen sebelumnya, pembahasan-
pembahasan Perubahan Keempat dilakukan dalam empat tahap (Tabel
16), yang meliputi:

 Pertama, Badan Pekerja MPR menyiapkan semua bahan untuk
Sidang Tahunan MPR 2002. Badan ini membentuk tiga Panitia Ad
Hoc (PAH);

 Kedua, salah satu dari PAH itu, yaitu PAH I, ditugasi untuk mene-
ruskan amandemen Konstitusi;1325

 Ketiga, Komisi A dibentuk di tengah masa Sidang Tahunan MPR
2002 untuk membahas lebih dalam rancangan Perubahan Keempat
hasil ramuan PAH I;

 Keempat, pada tanggal 10 Agustus 2002, dalam Rapat Paripurna
Keenam (lanjutan) Sidang Tahunan MPR 2002, MPR meratifikasi
Perubahan Keempat.

Total jumlah anggota Badan Pekerja ada 90 orang, sedangkan
PAH I dan Komisi A masing-masing beranggotakan 48 dan 243 orang.
Kedua belas fraksi yang ada diwakili sesuai dengan proporsi jumlah
kursi mereka masing-masing di MPR. Jumlah fraksi memang bertam-
bah, dari sebelas menjadi dua belas, karena, pada akhir Sidang Ta-
hunan MPR 2001, Fraksi Utusan Golongan (FUG) dibentuk.
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Tabel  16.  Tahap-Tahap Pembahasan Perubahan Keempat

Rapat Pertama Badan Pekerja MPR
10 Januari 2002

Pembentukan PAH I

Rapat Pertama hingga Rapat Kesebelas PAH I
10 Januari–11 Maret 2002

Pembahasan-Pembahasan Perubahan Keempat

Rapat Kedua Badan Pekerja
12 Maret 2002

Laporan Kemajuan Kerja PAH I

Rapat Kedua Belas hingga Kedua Puluh Dua PAH I
12 Maret–4 Juni 2002

Pembahasan Perubahan Keempat (lanjutan)

Rapat Kedua Badan Pekerja
4 Juni 2002

Laporan Kemajuan Kerja PAH I

Rapat Kedua Puluh Tiga hingga Ketiga Puluh Delapan PAH I
5 Juni–25 Juli 2002

Pembahasan Perubahan Keempat  (lanjutan)

Rapat Keempat Badan Pekerja
25 Juli 2002

Laporan Kemajuan  Kerja PAH I

Rapat Paripurna Ketiga Sidang Tahunan MPR 2002
3 Agustus 2002

Pembentukan Komisi A
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Pembahasan Perubahan Keempat diwarnai tiga isu, yang sebagian
di antaranya adalah warisan dari proses pembahasan amandemen
sebelumnya: (i) pilihan antara mengubah atau memperbarui UUD
1945; (ii) apakah rapat-rapat MPR akan dilakukan secara terbuka
atau tertutup; dan (iii) terkontaminasinya proses pembahasan aman-
demen oleh kepentingan-kepentingan politik jangka-pendek.

Empat Amandemen, atau Satu Konstitusi Baru?

Sikap Masyarakat

Sekalipun proses amandemen sudah berlangsung selama lebih
dari tiga tahun sejak 1999, pada tahun 2002, gagasan untuk menulis
sebuah konstitusi yang sama sekali baru muncul lagi dalam pemba-
hasan Perubahan Keempat. Koalisi untuk Konstitusi Baru mendukung
gerakan untuk menulis konstitusi baru ini. Kelompok ini sudah mulai
berkampanye pada tahun 2000, dan hingga tahun 2002, mereka tetap
bersikukuh dengan argumen bahwa UUD 1945 tidak hanya cukup
diamandemen. Kelompok ini juga tidak puas dengan amandemen-

Rapat Pertama hingga Kelima Komisi A
4– 8 Agustus 2002

Pembahasan Perubahan Keempat

Rapat Paripurna Keempat dan Kelima Sidang Tahunan MPR 2002
8 Agustus 2002

Laporan Komisi A dan Tanggapan Fraksi-Fraksi MPR

Rapat Paripurna Keenam (lanjutan) Sidang Tahunan MPR 2002
10 Agustus 2002

Ratifikasi Perubahan Keempat

Sumber: Disarikan dari Risalah Rapat Pembahasan Perubahan Keempat.
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amandemen yang dibuat oleh MPR, dan beranggapan bahwa baik
proses maupun hasil amandemen itu tidak demokratis.1326

Tetapi, masyarakat umum terbelah dalam mendukung gagasan
untuk membuat konstitusi baru. Sabam Siagian, misalnya, memper-
tanyakan apakah transisi dari rezim Soeharto merupakan waktu yang
kondusif untuk menulis sebuah konstitusi baru.1327 Dia mengenang
kondisi-kondisi sulit yang mengepung Konstituante pada tahun 1956-
1959. Majelis yang bertanggung jawab menulis sebuah konstitusi ba-
ru ini tidak mampu mencapai satu kesepakatan, karena adanya perbe-
daan-perbedaan di antara para anggotanya dalam soal dasar negara.1328

Saat itu, negeri ini dilemahkan oleh sebuah pemberontakan daerah
yang serius. Dengan mengacu pada situasi yang relatif mirip (mengingat
Indonesia baru saja kehilangan Timor Timur dan harus menghadapi
pemberontakan Aceh dan Papua), Siagian tidak yakin apakah Indonesia
pasca-Soeharto, “dengan kemajuan ekonominya yang begitu lamban
dan meningkatnya kemiskinan”, cukup kuat untuk menjalani pengalaman
berat berupa merancang sebuah konstitusi baru.1329

Sikap MPR

Selama proses Perubahan Keempat berlangsung, fraksi-fraksi
PAH I terus menyatakan kesepakatan mereka untuk hanya meng-
amandemen UUD 1945. Tetapi, nyatanya, MPR tidak bisa menyem-
bunyikan fakta bahwa mereka sudah lama meninggalkan konsep ‘hanya
dengan amandemen’. Selagi membahas usulan aturan peralihan baru
untuk mengantisipasi transisi ditimbulkan oleh perubahan konstitusi,
agar tidak menciptakan kekosongan-kekosongan hukum, Jimly As-
shiddiqie berpendapat bahwa kebutuhan akan aturan peralihan itu
menunjukkan bahwa MPR sudah membuat sebuah konstitusi baru.1330

Bukti lain yang menunjukkan bahwa MPR tidak konsisten adalah
pendekatannya terhadap konsep amandemen. Faktanya terdapat kaitan
yang erat antara amandemen-amandemen sebelumnya dengan Per-
ubahan Keempat. Mestinya, setiap amandemen konstitusi bersifat
independen; tetapi nyatanya, keempat amandemen itu justru interde-
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penden alias saling tergantung. Fakta ini sudah beberapa kali disentil
oleh pimpinan MPR. Amien Rais, sang Ketua, misalnya, menyatakan:

Dalam hubungannya dengan keberlangsungan reformasi konstitusi

satu paket, kita harus menyelesaikan amandemen terakhir, yaitu

Perubahan Keempat. Amandemen ini memiliki peran yang sangat

strategis untuk melengkapi amandemen-amandemen konstitusi dan

memfinalkan reformasi konstitusi.1331 [Garis bawah oleh penulis].

Jakob Tobing, Ketua PAH I saat itu, menyatakan bahwa Panitia
Ad Hoc ini:

… dalam menyelesaikan rancangan amandemen UUD 1945, meng-

gunakan pendekatan komprehensif. Dengan demikian, rancangan

Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan sekarang Keempat ini di-

anggap sebagai satu kesatuan amandemen yang sistematis, saling

berkaitan dan komprehensif, [yang digunakan] untuk mengatur

kehidupan negara.1332 [Garis bawah oleh penulis].

Senada dengan keduanya, Yusuf, Wakil Ketua PAH I mengatakan:

Kita sedang berada dalam tahap-tahap final. Kita sudah mengesah-

kan Perubahan Pertama pada tahun 1999, Perubahan Kedua pada

tahun 2000, dan yang Ketiga tahun lalu. Sekarang, kita berada

pada tahap keempat. Amandemen terakhir ini adalah satu dari

serangkaian [amandemen].1333 [Garis bawah oleh penulis].

Tim CSIS, yang mengevaluasi ketiga Amandemen UUD 1945
sebelumnya, menyimpulkan bahwa apa yang sudah terjadi, bukanlah
amandemen. Meski masih disebut UUD 1945, substansi dokumen
itu sudah berubah total.1334

Transparansi Rapat-Rapat MPR

Dalam seluruh proses amandemen yang dilakukannya, MPR me-
miliki dua tipe rapat: pembahasan terbuka dan pembahasan tertu-
tup. Sepanjang proses persiapan Perubahan Keempat, rapat-rapat
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formal dan informal yang dilakukan secara tertutup lebih banyak
digelar dibandingkan dengan yang terjadi pada proses amandemen-
amandemen sebelumnya. Kesepakatan di antara para anggota Majelis
untuk menghindari voting adalah salah satu faktor yang menjelaskan
mengapa rapat-rapat tertutup lebih dipilih. Alasannya, seandainya
tidak ada kesepakatan yang berhasil dicapai dalam rapat-rapat itu,
tidak akan ada alternatif lain kecuali melakukan voting dalam sidang
MPR, dan, akibatnya, peluang terjadinya deadlock pun akan jadi
lebih besar.

Kendati merupakan satu strategi yang masuk akal untuk menghin-
dari deadlock, pilihan untuk menggelar rapat-rapat tertutup itu menuai
kritik luas dari masyarakat. Koalisi untuk Konstitusi Baru mengeluh
bahwa dengan adanya kesepakatan-kesepakatan ‘pintu tertutup’ itu,
mayoritas anggota MPR tidak terlibat dalam proses pengambilan ke-
putusan.1335 John Robert menulis bahwa MPR tidak melakukan voting
dalam rapat paripurna karena pasal-pasal yang peka sudah diputuskan
dengan ‘konsensus’: yaitu melalui deal-deal yang dibuat di balik
layar.1336 Jadi, bagi Robert, kualitas amandemen-amandemen UUD
1945 itu terancam oleh fakta bahwa kebanyakan dari pembahasan
MPR dilakukan jauh dari mata publik.1337

Sekalipun panen kritikan, rapat tertutup itu ikut menentukan
keberhasilan MPR dalam meratifikasi Perubahan Keempat, karena
memungkinkan fraksi-fraksi MPR bersikap lebih terbuka terhadap
alternatif-alternatif yang ada dalam draft Amandemen yang bersang-
kutan. Bagi Slamet Effendy Yusuf (Golkar), misalnya, rapat negosiasi
jadi lebih efektif untuk meraih kesepakatan. Dikatakannya bahwa:

Tampaknya ada keinginan yang kuat di antara fraksi-fraksi [un-

tuk mencapai kesepakatan]. Meskipun pembahasan di PAH I sangat

lamban, rapat-rapat negosiasi menunjukkan bahwa setiap fraksi

lebih terbuka [untuk memberi dan menerima]. Jadi, [kesepakatan]

lebih mudah [dicapai].1338
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PDIP dan Golkar

Satu contoh rapat tertutup yang berhasil adalah negosiasi antara
PDIP dan Golkar, menjelang Sidang Tahunan MPR 2002. Kedua fraksi
terbesar ini bersepakat dalam sebuah backroom deal bahwa deadlock
harus dihindari.1339 Selain itu, Golkar berhasil membujuk PDIP untuk
menyerahkan ronde kedua pemilihan Presiden langsung kepada rakyat,
dan bukan kepada MPR.1340 Kedua partai itu juga berhasil mencapai
kesepakatan dalam dua isu krusial lainnya; mereka seiya untuk mem-
bubarkan Dewan Pertimbangan Agung, dan dalam masalah komposisi
MPR, mereka pun sekata untuk meniadakan anggota-anggota MPR
yang bukan melalui proses pemilu.1341

Partai-Partai Berbasis Islam

Rapat antara kedua fraksi nasionalis itu memicu rapat tandingan
antara partai-partai berbasis Islam: PBB, PPP, PAN, PKB, dan PK.1342

Mereka bersepakat untuk mendukung alternatif revisi 3 Pasal 31,
yang menyatakan:

… sistem pendidikan nasional, yang meningkatkan keimanan dan

ketakwaan serta akhlak mulia dalam rangka mencerdaskan kehi-

dupan bangsa ….

Tetapi, partai-partai itu sendiri terbelah dalam menyikapi alter-
natif-alternatif dalam Pasal 29(1). PKB, PAN, dan PK mendukung al-
ternatif ketiga yang menyatakan bahwa:

Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, dengan kewa-

jiban menjalankan agamanya masing-masing bagi para pemeluknya.

Di seberang jalan, PPP dan PBB terus mendukung alternatif ke-
dua, yaitu memasukkan ‘tujuh kata’ dalam Piagam Jakarta—tentang
penerapan hukum Islam—ke dalam Pasal 29(1).1343
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‘Tukar-tambah’ Pasal 29(1) dan Pasal 31

Rapat partai-partai berbasis Islam itu adalah cikal-bakal kesepa-
katan untuk mempertahankan Pasal 29(1), tanpa menyisipkan ‘tujuh
kata’ dari Piagam Jakarta. Belakangan, dalam sebuah rapat negosiasi
Komisi A, sebagai imbalan atas diratifikasinya alternatif amandemen
Pasal 31 tersebut, PPP, PBB, dan PDU setuju untuk menarik proposal
mereka untuk menyisipkan Piagam Jakarta ke dalam Pasal 29(1).1344

Tetapi, ketiga partai itu meminta agar penarikan usulan itu tidak dipa-
parkan dalam rapat terbuka Komisi A. Ali Hardi Kiai Demak (PPP)
menyatakan bahwa penarikan resminya akan ditunda hingga detik-
detik terakhir Rapat Paripurna MPR,1345 karena partai-partai Islam
ini merasa perlu menunjukkan kepada konstituen mereka bahwa
mereka sudah berjuang untuk membela syariat Islam sepanjang proses
amandemen itu.

Riswandha Imawan mengecam barter pasal tersebut. Dia menuduh
beberapa partai telah menyandera pasal-pasal tertentu dalam Kon-
stitusi semata-mata demi kepentingan mereka sendiri.1346 Menurutnya,
FUG telah menyandera draft Pasal 31 dan 16 (tentang DPA) dalam
sebuah transaksi barter demi menjaga citra eksistensi mereka di
MPR.1347 Dia juga menuding bahwa partai-partai Islam telah menyandera
Pasal 29 dalam sebuah taruhan agar partai-partai nasionalis menurun-
kan posisi tawar mereka dalam beberapa proposal Perubahan Ke-
empat.1348

Pembahasan Tertutup dan Politik Dagang Sapi

Tercapainya konsensus melalui rapat-rapat tertutup di antara par-
tai-partai itu tidak selamanya menuai pujian. Banyak orang mengkha-
watirkan adanya kemungkinan praktik ‘dagang-sapi’ tersembunyi di
balik konsensus itu, seperti yang jamak terjadi di bawah pemerin-
tahan Soeharto dulu.1349 Mengomentari konsensus yang dicapai oleh
PDIP dan Golkar dalam debat-debat di tahun 2002, editorial The
Jakarta Post menyatakan keprihatinannya bahwa:
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… apa pun konsesi-konsesi yang dibuat … masyarakat tidak dirang-

kul dalam prosesnya … para pemimpin mendorong dilakukannya

proses pembodohan melalui kesepakatan-kesepakatan pintu tertutup

dan praktik-praktik dagang sapi mereka.1350

Sayangnya, tidak ada notulensi rapat yang merekam tawar-mena-
war di antara kedua partai itu. Rapat ini dilakukan secara informal di
luar agenda MPR. Karenanya, sulit untuk membuktikan bahwa ada
‘dagang-sapi’ di antara kedua partai tersebut. Meskipun demikian,
dalam satu editorial lainnya, The Jakarta Post mengklaim bahwa:

… tak diragukan lagi, ada praktik dagang sapi di antara fraksi-

fraksi politik itu, terutama fraksi yang paling berpengaruh dalam

mencapai sebuah kompromi. Mungkin tidak lama lagi kita akan

mendengar tentang apa yang sesungguhnya ditukar-tambahkan

oleh fraksi-fraksi ini.1351

Bicara soal praktik dagang-sapi ini, bagian berikut akan menge-
laborasi tentang bagaimana kepentingan-kepentingan politik jangka
pendek mewarnai pembahasan-pembahasan Perubahan Keempat.

Kepentingan-Kepentingan Politik Jangka Pendek

Kendati tidak pernah diadopsi, usulan-usulan amandemen berikut
ini menunjukkan bagaimana, dalam merancang amandemen tersebut,
beberapa fraksi di MPR sangat termotivasi oleh kepentingan-kepen-
tingan politik sesaat.

Pemilihan Presiden Langsung

Dalam hal perlu dilakukannya putaran kedua dalam pemilihan
Presiden, fraksi-fraksi MPR terbelah dalam memilih apakah ronde
kedua itu akan diserahkan kepada MPR ataukah dikembalikan ke
tangan rakyat. PDIP dan TNI-Polri mendukung pemilihan oleh MPR.
Alternatif ini dipertanyakan, dengan alasan bahwa keputusan finalnya
akan diambil oleh sekelompok kecil anggota MPR, dan masalah legi-



302      Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran

timasi akan muncul jika keputusan MPR justru menganulir hasil
putaran pertama pemilihan Presiden.1352 Di sisi yang lain, Golkar,
PPP, PKB, dan PAN mendukung opsi diserahkannya putaran kedua
pemilihan itu kepada rakyat. Alternatif ini juga dipertanyakan, meng-
ingat masalah biaya dan implikasi-implikasi keamanan yang mungkin
ditimbulkannya.1353

Kepentingan PDIP

Pada awal proses pembahasan Perubahan Keempat, PDIP kelihat-
annya yakin bahwa Megawati akan punya peluang yang lebih bagus
dengan anggota-anggota MPR dalam pemilihan Presiden 2004, ketim-
bang kalau ia harus menghadapi pilihan rakyat.1354 Tetapi, akhirnya
PDIP setuju untuk mendukung usulan lainnya, yaitu bahwa putaran
kedua pemilihan itu akan diserahkan ke tangan rakyat. Ellis dan
Yudhini menengarai bahwa perubahan sikap PDIP ini memancing
pertanyaan publik tentang apa yang telah diterimanya sebagai imbalan
atas perubahan sikapnya itu.1355 Bagi Meilono Soewondo (PDIP), alasan
di balik perubahan sikap partainya itu semata-mata hanyalah bahwa,
pada akhirnya, PDIP menjadi satu-satunya partai yang mendukung
opsi bahwa MPR tetap memegang peran dalam memilih seorang
Presiden. Jadi, partai itu berada di bawah tekanan yang cukup besar,
baik dari fraksi-fraksi lain maupun dari masyarakat, untuk mengubah
pendiriannya.1356

Dari dalam MPR, Golkar memainkan peran utama dalam mengubah
sikap PDIP. Tetapi pendirian Golkar dalam mendukung opsi untuk
ronde kedua pemilihan langsung itu muncul terutama karena kalkulasi-
nya bahwa kandidatnya sendiri bakal punya peluang lebih bagus
untuk bisa memenangi pertarungan.1357 Sementara dari luar MPR,
Cetro menggalang sebuah kampanye yang sistematis untuk mendu-
kung pemilihan langsung. Lukman Hakim Saifuddin (PPP) dari PAH I
mengakui bahwa kampanye Cetro berpengaruh besar terhadap di-
adopsinya opsi pemilihan langsung itu.1358
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Proposal Golkar untuk Pemilihan Presiden

Dalam pembahasan-pembahasan Perubahan Keempat, Golkar me-
nawarkan sebuah aturan baru dalam soal pemilihan Presiden langsung.
Andi Mattalata (Golkar) mengusulkan agar hanya partai politik terbesar
pertama dan kedua, atau koalisi partai-partai politik, yang boleh
mengajukan calon Presiden.1359 Golkar berdalih bahwa proposal itu
hanya sebuah alternatif untuk menghindari deadlock pada putaran
kedua pemilihan Presiden langsung. Karena Golkar berada di tempat
kedua pemenang Pemilu 1999, orang boleh curiga bahwa usulan
Golkar ini hanya akal-akalan untuk membatasi jumlah pesaing, dan
untuk memenangi pemilihan Presiden 2004. Bisa ditebak, usulan ini
disambut dengan kecurigaan oleh fraksi-fraksi lain. Patrialis Akbar
(Reformasi), misalnya, menganggap proposal itu diskriminatif terhadap
partai-partai yang lebih kecil, dan bertentangan dengan prinsip pe-
milihan Presiden secara langsung.1360

Komposisi MPR

Dalam isu komposisi MPR, sebagian besar fraksi setuju dengan
usulan bahwa, mulai tahun 2004, semua wakil politik harus dipilih,
entah mereka itu akan duduk di DPR ataukah di DPD. Ini berarti
bahwa, setelah Pemilu 2004, tidak akan ada lagi kursi ‘otomatis’
dijatahkan untuk wakil-wakil yang tidak dipilih melalui pemilu. Pro-
posal ini ditolak mentah-mentah oleh FUG, karena takut bahwa mereka
akan kehilangan kursi di MPR. Pada pembahasan-pembahasan aman-
demen sebelumnya, TNI-Polri sudah menolak usulan itu, karena hal
itu akan menggusur mereka dari MPR.1361

Sikap FUG

Dalam masalah komposisi MPR, FUG adalah satu-satunya fraksi
yang berjuang mempertahankan keberadaannya sendiri, di tengah
tentangan dari fraksi-fraksi lainnya.1362 Secara konsisten FUG meng-
usulkan apa yang disebutnya sistem ‘bikameral plus’, yaitu DPR,
DPD, plus utusan-utusan golongan (FUG). Siswono Yudo Husodo,
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misalnya, berpendapat bahwa komposisi MPR masih membutuhkan
wakil-wakil dari FUG. Anggota-anggota FUG harus dipilih dari ke-
lompok-kelompok masyarakat yang sulit diperwakilkan di MPR melalui
proses Pemilu.1363

Harun Kamil, seorang anggota PAH I dari FUG, menyatakan:

Kami yakin bahwa sistem konstitusi Indonesia harus merangkul

perwakilan dari seluruh rakyat. [Oleh karena itu] kami tidak akan

mundur, kami akan berjuang dan [mengusahakan] voting pada

rapat paripurna.1364

FUG memegang teguh janjinya. Fraksi ini memaksa MPR untuk
melakukan voting untuk memilih di antara kedua alternatif bagi kom-
posisi MPR (Pasal 2(1)). Dari 600 orang anggota yang hadir pada
rapat paripurna, 475 mendukung penghapusan anggota bukan terpilih
dari MPR, 122 menentangnya, dan 3 suara abstain.1365 PDIP sendiri
pecah, dengan 80 suara mendukung, dan 64 suara menentang. Ini
adalah satu-satunya voting yang terjadi selama proses ratifikasi aman-
demen, sejak Perubahan Pertama hingga Perubahan Keempat.

Sikap TNI-Polri

Berdasarkan Tap MPR No. VII Tahun 2000 tentang peran TNI-
Polri, fraksi militer harus meninggalkan kursinya di DPR pada tahun
2004, tetapi masih boleh bertahan di MPR hingga, selambat-lambatnya,
2009. Tetapi, di tahun 2002, situasinya sudah berbeda: sekarang
segalanya bergantung kepada hasil Perubahan Keempat. Seandainya
MPR hanya akan berisikan anggota-anggota terpilih dari DPR dan
DPD, tidak akan ada lagi ‘kursi gratis’ untuk TNI-Polri di MPR (dan
DPR). Ini berarti bahwa Tap No. VII Tahun 2000 itu sudah ditinggalkan
dan militer pun tersingkir dari lembaga legislatif, yang berlaku efektif
sejak terbentuknya MPR yang baru, hasil Pemilu 2004.

Pada Sidang Tahunan MPR 2002, fraksi militer mengubah sikap-
nya, yang semula sama dengan sikap FUG. Pendirian barunya meng-
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ikuti mayoritas fraksi yang mendukung eliminasi terhadap anggota-
anggota bukan-terpilih.1366 Agus Widjojo (TNI-Polri) melihat ini sebagai:

... sebuah konsekuensi logis dari paradigma baru TNI, termasuk

meninggalkan arena politik dengan sukarela … Militer dan polisi

harus dikembalikan ke tugas-tugas dasar mereka … keberadaan

kami di MPR sudah tidak relevan lagi.1367

Satu momen istimewa terjadi di salah satu rapat Komisi A. Slamet
Supriyadi, juru bicara Fraksi TNI-Polri, mengundang tepuk tangan
saat dia menyatakan:

TNI dan Polri … telah memutuskan untuk kembali kepada peran-

peran profesional kami, sebagai alat pertahanan dan keamanan

negara. Kami tidak akan terlibat lagi dalam politik. Untuk itu,

kami tidak meminta kompensasi apa pun untuk duduk di MPR …

Dengan segala ketulusan dan kesadaran, kami memutuskan untuk

meninggalkan MPR.1368

Tapi tidak semua orang melihat keluarnya TNI-Polri dari politik ini
sebagai satu pertanda positif. Ada saja sejumlah pertanyaan. Editorial
The Jakarta Post menulis

… mungkin, akan sia-sia saja bagi TNI kalau harus memulai sebuah

pertarungan di saat sudah jelas bahwa kebanyakan orang berpen-

dapat bahwa militer harus mengakhiri keistimewaan politiknya.

Mungkin [juga], ini pertanda kehendak tulus TNI untuk mereformasi

dirinya sendiri.1369

Pertanyaan orang tentang ketulusan keputusan TNI itu memang
bisa dimengerti. Pada awalnya, pernah ada rancangan untuk menyisip-
kan sebuah aturan peralihan untuk bisa melanggengkan keberadaan
TNI-Polri di MPR hingga tahun 2009, sesuai dengan Tap MPR No. VII
Tahun 2000. Rencana ini ditinggalkan dalam salah satu rapat terakhir
PAH I 2002. I Ketut Astawa (TNI-Polri) menyatakan bahwa fraksi
militer menarik aturan peralihan untuk militer itu dengan alasan
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bahwa sebuah konstitusi tidak boleh mengatur sesuatu yang hanya
berlaku sesaat.1370 Ellis dan Yudhini berpendapat bahwa alasan sebe-
narnya adalah bahwa TNI-Polri menyadari bahwa kekuasaan MPR
setelah amandemen nanti akan terbatas. Jadi, kecilnya jumlah wakil
militer di MPR diyakini lebih sebagai tanda ketidakpopuleran.1371

Komisi Konstitusi Akal-akalan MPR

Perdebatan seputar perlu atau tidaknya pembentukan Komisi
Konstitusi kembali muncul ke permukaan selama pembahasan Per-
ubahan Keempat. Bahkan, kalau dibandingkan dengan pembahasan
amandemen sebelumnya, perdebatan-perdebatan ini lebih ekstensif.
Koalisi untuk Konstitusi Baru (penganjur utama Komisi Konstitusi)
bekerja sama dengan media untuk kesekian kalinya, menganjurkan
pembentukan Komisi Konstitusi.

Gerakan Pro Komisi

Gerakan mendukung pembentukan Komisi Konstitusi dapat dipi-
lah menjadi dua pengelompokan dengan watak yang sangat berbeda.
Pengelompokan pertama terdiri dari orang-orang yang memang sudah
mendukung ide itu sejak amandemen-amandemen sebelumnya, yang
di antaranya meliputi Koalisi untuk Konstitusi Baru dan beberapa
pakar politik dan hukum konstitusi. Barisan kedua beranggotakan
orang-orang yang baru mengusulkan pembentukan Komisi Konstitusi
pada tahap akhir pembahasan-pembahasan Perubahan Keempat. Me-
reka, yaitu kelompok-kelompok yang dikoordinasikan oleh Amin Aryo-
so (PDIP) dan Pepabri yang diketuai oleh Try Soetrisno, sebelumnya
meminta agar usulan amandemen dihentikan.

Bambang Widjojanto dari Koalisi berpendapat bahwa Komisi Kon-
stitusi harus dibentuk, karena MPR telah gagal menjalankan refor-
masi konstitusi secara demokratis. Sebab, menurutnya, MPR itu
sendiri merupakan bagian dari masalah. Itulah alasan mengapa, ka-
tanya, “[karena] orang-orang yang melakukan reformasi tidak bisa
mereformasi dirinya sendiri, [maka] para pelaku reformasi harus
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berasal dari kalangan luar”.1372 Koalisi ini menyerukan dibentuknya
sebuah komisi independen yang memiliki otoritas penuh untuk mem-
buat sebuah konstitusi baru; dan dengan demikian, pengesahan oleh
MPR hanya akan menjadi formalitas. Lebih jauh Koalisi ini menyatakan
bahwa:

… proses dan hasil-hasil amandemen Konstitusi yang sedang

berjalan sekarang melanggar semangat reformasi. Komisi Kon-

stitusi adalah sebuah keharusan dan MPR harus mengesahkannya

pada Sidang Tahunan 2002.1373

Sikap Koalisi ini sejalan dengan sikap Keluarga Alumni Univer-
sitas Gadjah Mada (Kagama), dan Asosiasi Ilmu Politik Indonesia
(AIPI).1374 Kagama mengusulkan agar pembentukan Komisi Konstitusi
harus dimasukkan ke dalam Pasal 37 UUD 1945 tentang Prosedur
Amandemen.1375

Sikap Fraksi TNI-Polri

Pada tahap terakhir pembahasan Perubahan Keempat, fraksi
militer tiba-tiba saja mengusulkan pembentukan sebuah Komisi Kon-
stitusi. Fraksi ini menyatakan bahwa amandemen konstitusi tidak
boleh diteruskan lagi oleh MPR. Amandemen-amandemen itu memerlu-
kan harmonisasi substansi lebih jauh, dan untuk itu diperlukan sebuah
Komisi Konstitusi.1376 Bagi Ellis dan Yudhini, sikap militer ini adalah
tanggapan terhadap kuatnya tekanan yang dilakukan oleh para pen-
siunan jenderal untuk menghentikan proses amandemen. Ini bisa
dicapai dengan cara membentuk Komisi Konstitusi yang nantinya
akan menerapkan kembali UUD 1945.1377

Sikap MPR

Dalam proses pembahasan Perubahan Keempat, muncul usulan-
usulan dari TNI-Polri, PKB, FUG, Golkar, PDIP, dan PPP untuk mem-
bentuk Komisi Konstitusi. Fraksi-fraksi ini menyodorkan beragam
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jadwal bagi pembentukan Komisi tersebut, dan saling berbeda penda-
pat tentang bentuk dan kekuasaannya (lihat Tabel 17).1378

Tetapi, MPR sepakat untuk menolak proposal yang mengusulkan
pembentukan sebuah Komisi Konstitusi independen untuk membuat
undang-undang dasar baru. MPR membatasi wewenang Komisi itu
hanya pada menyelaraskan amandemen-amandemen yang dibuat oleh
MPR. Majelis ini juga menolak tuntutan kelompok-kelompok reformasi,
untuk memberikan satu kadar independensi tertentu dengan mem-
formalkan peran komisi itu di dalam undang-undang dasar.

Di akhir Sidang Tahunan 2002, MPR mengeluarkan Tap No.1
Tahun 2002 tentang Pembentukan Komisi Konstitusi. Badan Pekerja
diberi waktu satu tahun untuk menyelesaikan pekerjaan rumahnya
itu. Badan Pekerja itu pulalah yang akan memutuskan bentuk Komisi
Konstitusi, dan menyerahkan hasil-hasilnya kepada Sidang Tahunan
MPR 2003. Sesuai dengan Tap MPR tersebut, Komisi ini hanya ber-
wenang melakukan pengkajian yang komprehensif terhadap amande-
men-amandemen Konstitusi.1379
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‘komisi konstitusi’, bukan ‘Komisi Konstitusi’

Tap MPR tahun 2002 tentang pembentukan Komisi Konstitusi
itu tidak dikeluarkan dengan legowo oleh MPR; Ketetapan itu adalah
tanggapan setengah-hati MPR terhadap kuatnya tekanan publik. Ma-
kanya, tak heran kalau MPR pun membatasi kekuasaan Komisi ini.
Dalam sebuah wawancara dengan Van Zorge Report, Tobing mengata-
kan bahwa:

Kalau Anda mengamati Tap MPR tentang Komisi Konstitusi dengan

cermat, akan Anda lihat bahwa komisi ini tidak disebutkan sebagai

sebuah [sic] nama, tidak juga diberi karakteristik-karakteristik yang

spesifik. Kata-kata yang digunakan untuk mendeskripsikannya sebe-

narnya ditulis dengan huruf kecil; jadi, komisi ini dibentuk sebagai

sebuah komite negara, sebuah komisi penyelaras, atau sebuah panel

pakar. Komisi Konstitusi ini dirancang untuk berada di bawah proses

MPR.1380

Badjeber (PPP) mengungkapkan bahwa Tap MPR ini adalah satu
upaya untuk sekadar mengakomodasi kelompok yang menentang pem-
bentukan Komisi Konstitusi dan orang-orang yang menuntut adanya
sebuah Komisi Konstitusi yang independen, tanpa memberikan kekua-
saan yang sesungguhnya.1381 Lukman Hakim Saifuddin (PPP) menga-
takan bahwa Komisi ini tidak boleh diberi otoritas yang lebih kuat,
karena dapat dimanfaatkan oleh faksi yang anti-amandemen untuk
menjegal agenda reformasi konstitusi.1382 Happy Bone Zulkarnaen
(Golkar) menyatakan bahwa Tap MPR 2002 itu adalah satu kompromi
antar-fraksi-fraksi di MPR. Seandainya Komisi itu harus diadopsi ke
dalam UUD 1945, tidak akan ada Komisi Konstitusi sama sekali.1383

Koalisi: Akal-akalan MPR

Menanggapi Tap MPR 2002 tentang Komisi Konstitusi itu, Koalisi
untuk Konstitusi Baru menuding MPR telah menipu rakyat. Bambang
Widjojanto merobek-robek berkas rancangan Tap MPR tentang pem-
bentukan komisi itu, dan berteriak:



312      Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran

Proposal semacam ini menjijikkan. Ini sama sekali tidak benar.

Tak disangka mereka sampai hati membodohi publik dengan

menawarkan komisi semacam ini. Mereka telah menipu.1384

Rizal Mallarangeng mengkritik tindakan Widjojanto. Meski sepakat
bahwa amandemen-amandemen itu masih problematik, dia berpenda-
pat bahwa usaha MPR mestinya dihargai. Lebih jauh dikatakannya
bahwa MPR sudah membuat sebuah Konstitusi yang bisa digunakan
sebagai tulang punggung kelembagaan bagi sebuah transisi demokrasi
yang lebih baik.1385

Agenda Tersembunyi TNI-Polri?

Bagi TNI-Polri, draft Tap MPR tentang Komisi Konstitusi adalah
sebuah dokumen yang penuh dengan ketidakpastian. Karenanya, di
saat-saat paling akhir proses ratifikasi Perubahan Keempat, fraksi
ini mengusulkan untuk mempertegas landasan hukum Komisi ini,
yaitu dalam Aturan Tambahan UUD 1945. Pasal yang diusulkan ber-
bunyi:

Perubahan Pertama, Kedua, Ketiga, dan Keempat UUD 1945 berlaku

efektif sejak ditetapkan hingga tahun 2004, sebagai landasan [hu-

kum] bagi Pemilihan Umum; dan akan dikaji kembali oleh sebuah

komisi yang dibentuk MPR pada tahun 2002. Komisi ini akan me-

laporkan hasil kerjanya kepada MPR yang terbentuk sebagai hasil

dari Pemilihan Umum 2004.1386

Proses pengesahan Perubahan Keempat menjadi panas karena
adanya usulan militer ini. Ada kemungkinan bahwa proposal tersebut
akan memblokir ratifikasi Perubahan Keempat, dan menyeret proses
itu ke dalam deadlock konstitusi. Situasi menjadi sangat kritis. A.M.
Fatwa (Reformasi) menuduh TNI-Polri memiliki agenda tersembu-
nyi.1387 Dia menantang fraksi militer untuk membeberkan agenda
itu. Senada dengan A.M. Fatwa, Husni Thamrin, salah seorang Wakil
Ketua MPR, dengan nada emosional mengatakan:
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Maaf, saya terpaksa mengatakan ini. Mungkin ini agak emosional,

tetapi pasti ada sesuatu di balik ini. TNI-Polri harus membeberkan

apa yang tersembunyi di balik usulannya ini. Apa yang akan terjadi

setelah 2004? Kita harus jujur dan blak-blakan. Kita semua

pemimpin. Jika kita harus dijebloskan ke dalam penjara karena

ini, kita semua siap. Jadi, tidak ada yang perlu ditakutkan. Bahkan

kalau kita harus mati sekalipun, sekaranglah saatnya.1388

Tetapi, Slamet Supriyadi, juru bicara TNI-Polri, lebih suka tutup
mulut, tak menanggapi tuduhan-tuduhan tersebut. Menimbang kritis-
nya situasi saat itu, Arifin Panigoro (PDIP) mengusulkan:

Karena masalah ini sangat serius, kita harus meneruskan negosiasi

ini sampai jam 4, atau jam 5 [pagi]. Kita harus menghentikan Rapat

Paripurna yang sedang berjalan. Lalu, kita harus menjadwalkan

lagi satu atau dua hari perpanjangan [Sidang Tahunan]. Kalau kita

mau benar-benar serius, mari kita membahasnya selama 24 jam

tanpa tidur. Pokoknya kita harus di sini. Kita semua harus duduk

di sini. Tidak ada yang boleh keluar sampai masalah ini selesai.1389

Rapat negosiasi tertutup itu berakhir tanpa satu pun kesepakatan.
Untungnya, Rapat Paripurna tengah malam tersebut berujung mele-
gakan, setelah akhirnya TNI-Polri menarik usulannya, tanpa membe-
ri alasan yang jelas. Agus Widjojo (TNI-Polri) menyatakan bahwa ada
instruksi dari Panglima TNI, tetapi dia tidak menjelaskan alasan
yang melatari instruksi itu. Dia hanya menyebutkan bahwa TNI-Polri
menyadari bahwa usulannya ditolak oleh sebagian besar fraksi di
MPR, dan karenanya, akan lebih bijaksana kalau pihaknya menarik-
nya kembali.1390 Apa pun alasannya, keputusan itu melicinkan jalan
menuju ratifikasi Perubahan Keempat. Sidang itu ditutup dengan
kumandang Indonesia Raya oleh seluruh anggota MPR, dan mereka
pun berdoa untuk keberhasilan proses pengesahan Perubahan Ke-
empat.1391
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Perbaikan Partisipasi Publik

Kalau dibandingkan dengan amandemen-amandemen sebelumnya,
partisipasi publik dalam proses Perubahan Keempat lebih baik. Da-
lam persiapan Perubahan Keempat ini barulah masyarakat luas diberi
peluang yang lebih besar untuk menyumbangkan tanggapannya terha-
dap draft amandemen.1392 Hal ini dimungkinkan karena program-
program penggalangan partisipasi publik dilaksanakan sebelum dan
sesudah rapat-rapat PAH I. Jadwal kerja PAH I menunjukkan bahwa
public hearing digelar sejak tanggal 29 Januari sampai dengan 6
Maret 2002.1393 Semua public hearing itu kemudian diikuti dengan
sebuah proses pembahasan, mulai 13 Maret sampai 23 Mei 2002.1394

Lalu, sebelum draft final Perubahan Keempat digodok, pada tanggal
5 Juni hingga 24 Juli 2002, serentetan rapat dengar-pendapat lainnya
digelar di beberapa provinsi.

Tabel 18 menunjukkan secara ringkas siapa saja yang menjadi
peserta dalam rapat-rapat partisipasi masyarakat. Selain rapat-rapat
tersebut, PAH I juga menerima 127 pucuk surat dari berbagai organi-
sasi dan perorangan.1395

Tabel 18.  Partisipasi Publik dalam Perubahan Keempat1396

No. Partisipan Jumlah

1. Lembaga-Lembaga Pemerintah 17
2. Universitas 33
3. Pusat-Pusat Pengkajian dan Penelitian 11
4. Kalangan Pakar 12
5. Lembaga Swadaya Masyarakat 32
6. Lembaga-Lembaga Keagamaan 10
7. Organisasi-Organisasi Profesi 10

TOTAL 125
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Pengaturan yang lebih baik atas program penggalangan partisipasi
publik ini merupakan tanggapan PAH I atas kritik-kritik dari masya-
rakat luas terhadap miskinnya keterlibatan publik dalam proses aman-
demen-amandemen sebelumnya. Agun Gunandjar Sudarsa (Golkar)
menyarankan:

Pembahasan-pembahasan Perubahan Keempat harus lebih terbuka,

sehingga memungkinkan keterlibatan masyarakat yang lebih luas.

Kita harus lebih proaktif mengunjungi dan mengundang berbagai

elemen masyarakat untuk terlibat dalam pembahasan-pembahasan

ini … [untuk itu], program untuk menyerap aspirasi publik harus

lebih sistematis ... dengan demikian, Perubahan Keempat akan

benar-benar melibatkan rakyat.1397

Slamet Effendy Yusuf (Golkar) mengingatkan para anggota PAH I
bahwa partisipasi masyarakat bukan hanya sebuah formalitas. Yusuf
mendesak para anggota itu untuk serius memerhatikan masukan-
masukan dari rakyat.1398 Ditekankannya bahwa laporan program peng-
galangan partisipasi masyarakat harus dibuat dengan serius, sehingga
dapat dijadikan bukti bahwa program itu benar-benar riil.1399

Kritik dari Publik

Sekalipun lingkup program penggalangan partisipasi publik PAH
I sudah diperluas, kritik tetap saja bermunculan. Bagi sementara
kalangan, cakupan partisipasi itu masih tetap terbatas. Sebuah edito-
rial di harian The Jakarta Post menyatakan:

… bahwa amandemen-amandemen itu dilakukan hanya dengan

sedikit melibatkan partisipasi masyarakat, dan dengan demikian

lebih mencerminkan kepentingan-kepentingan fraksi-fraksi politik

besar dalam mengamankan tempat mereka setelah 2004 nanti.1400

Tim CSIS memandang bahwa penggalangan partisipasi publik
itu masih tetap elitis.1401 Dengan mengacu pada jadwal kerja PAH I,
Tim ini beranggapan bahwa waktu yang dialokasikan untuk rapat-
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rapat dengar pendapat masih sangat terbatas, terutama kalau diban-
dingkan dengan rapat-rapat negosiasi tertutup yang waktunya justru
dijatah lebih panjang.1402 Mengamini CSIS, Koalisi untuk Konstitusi
Baru berpendapat bahwa:

Selama ini partisipasi publik hanya bersifat simbolik, karena se-

bagian besar masukan masyarakat tidak diperhatikan atau

diakomodasi dalam diskusi-diskusi sepanjang proses amandemen.

Semua keputusan final tetap berada di tangan segelintir anggota

[MPR] … Begitu juga, public hearing yang dilakukan … di daerah-

daerah hanya berisi komunikasi satu-arah dan kebanyakan hanya

melibatkan [sangat sedikit] masyarakat.1403

Guna memastikan terjaringnya urun-peran dan urun rembuk
publik yang lebih luas, Koalisi ini mengusulkan pembentukan sebuah
Komisi Konstitusi yang independen. Alasannya, komisi-komisi serupa
di Thailand, Afrika Selatan, dan Filipina sudah berhasil menggalang
dan menjaring partisipasi publik yang efektif.1404 Tetapi, harus diingat
bahwa dalam kasus Afrika Selatan, tidak ada Komisi Konstitusi.
Parlemen negara itu, yaitu Majelis Nasional dan Senat yang dipilih
secara demokratis, yang menjadi Majelis Konstitusi.1405 Majelis inilah
yang sukses mengaransemen partisipasi masyarakatnya.

Hasil Perubahan Keempat1406

Pasal-Pasal yang Diamandemen

Susunan dan Kedudukan MPR

Pasal 2(1) UUD 1945 setelah amandemen menyebutkan bahwa
MPR terdiri dari dua kamar, yaitu anggota DPR dan anggota DPD.
Amandemen ini melengkapi pembentukan DPD yang sebelumnya
sudah diadopsi dalam Perubahan Ketiga. Hal ini mengubah komposisi
MPR yang sebelumnya terdiri dari DPR hasil Pemilu, plus anggota-
anggota yang diangkat dari berbagai golongan, termasuk fraksi militer.
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Anggota-anggota yang diangkat tersebut akan ditiadakan dari MPR
setelah Pemilu 2004.

Lindsey memuji langkah ini sebagai ‘reformasi yang sangat sig-
nifikan’.1407 Tetapi, di matanya, masih ada beberapa persoalan men-
dasar, yaitu masalah-masalah yang menyangkut terbatasnya kekuasaan
DPD, khususnya kalau dibandingkan dengan kekuasaan DPR. Hubung-
an keanggotaan antara DPD, DPR, dan MPR juga remang-remang.1408

Bab Delapan akan mengelaborasi masalah ini.

Putaran Kedua Pemilihan Presiden

Setelah ditunda dan diperdebatkan selama lebih dari satu tahun,
rancangan aturan tentang putaran kedua pemilihan Presiden akhirnya
disepakati dengan suara bulat. Pasal 6A(4) mengatur bahwa jika
tidak ada pasangan calon yang mendapat 50 persen + 1 perolehan
suara, dan/atau sedikitnya 20 persen suara di setengah dari seluruh
provinsi yang ada di Indonesia, putaran kedua pemilihan langsung
akan dilakukan di antara dua pasangan calon yang memperoleh suara
terbanyak.

Lindsey memuji perubahan tersebut, menurutnya amandemen
demikian mencegah terjadinya politik dagang sapi yang menjadi ciri
khas pemilihan-pemilihan presiden di bawah sistem lama, ketika
Presiden masih dipilih oleh MPR.1409 Dalam pandangannya, pemilihan
presiden secara langsung, baik dalam putaran pertama maupun putar-
an keduanya, adalah bukti lain bahwa MPR secara sukarela merefor-
masi kekuasaannya sendiri.1410

Terkait dengan isu kepresidenan, Pasal 8(3) menegaskan bahwa
jika jabatan Presiden dan Wakil Presiden kosong dalam waktu yang
bersamaan, negara akan diperintah oleh tiga serangkai Menteri Luar
Negeri, Menteri Dalam Negeri, dan Menteri Pertahanan. Triumvirat
ini akan menjadi pemerintah sementara hingga MPR bisa berkumpul
untuk memilih pemimpin baru untuk mengisi perimbangan jabatan
dari calon-calon ‘yang diusulkan oleh partai-partai politik atau gabungan
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partai politik yang paket calon Presiden dan Wakil Presidennya meraih
suara terbanyak pertama dan kedua dalam Pemilu sebelumnya’.

Pembubaran DPA

Melalui perdebatan-perdebatan intensif sepanjang proses aman-
demen, MPR akhirnya sepakat untuk mengakhiri keberadaan Dewan
Pertimbangan Agung (DPA). Bab asli dalam UUD 1945 tentang DPA
dihapus. Kendati fungsi memberikan pertimbangan-pertimbangan ke-
pada Presiden tetap ada, dewan pertimbangan ini tidak akan berdiri
setara dengan lembaga kepresidenan maupun legislatif. Bahkan, ia
hanya akan menjadi bagian dari eksekutif. Bagi Lindsey, turunnya
posisi DPA ini memang perlu, sebab Dewan ini ‘tidak pernah memenuhi
perannya yang semestinya’, karena ‘ajalnya sudah dekat’.1411 Menurut
Lindsey, di masa lalu, DPA dimanfaatkan untuk mengakomodasi per-
wira atau jenderal senior yang sudah terlalu tua untuk tetap aktif
dalam pemerintahan, tetapi dianggap sebagai orang-orang yang loyal
terhadap Soeharto.1412

Mata Uang dan Bank Sentral

Setelah melalui perdebatan teknis yang panjang, akhirnya MPR
sepakat untuk tidak menyebut kata ‘Rupiah’ dalam UUD 1945. Pasal
23B menyebutkan, ‘macam dan harga mata uang ditetapkan dengan
undang-undang’. Aturan yang fleksibel ini diadopsi demi mengantisi-
pasi skenario-skenario di masa yang akan datang yang melibatkan
negara-negara Asia yang memiliki kebijakan yang sama untuk mem-
bentuk mata uang regional, seperti mata uang ‘Euro’ di Eropa. Selain
itu, MPR juga menghindari penggunaan kata ‘Bank Indonesia’ untuk
menyebut bank sentral. Tetapi, bank sentral yang dimaksud menikmati
perlindungan konstitusional yang lebih besar, karena Pasal 23D secara
eksplisit menyebutkan bahwa Bank ini harus bersifat independen.
Tetapi, aturan ini juga tidak menjelaskan arti ‘independen’, dan hanya
menyebutkan bahwa hal itu akan diatur lebih jauh dengan undang-
undang.
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Pendidikan dan Kebudayaan

Sebagian besar ayat pada Pasal 31 tentang pendidikan bersifat
simbolik. Pasal 31(4), misalnya, mengatur bahwa 20 persen dari
anggaran pendapatan dan belanja negara maupun daerah harus di-
alokasikan untuk pendidikan. Bagi Ellis, aturan ini tampak seperti
basa-basi, karena tidak ada sanksi yang bisa diterapkan kepada pe-
merintah, otoritas daerah dan/atau DPR kalau anggaran-anggaran
pendapatan dan belanja mereka tidak memenuhi aturan ini.1413 Boe-
diono, Menteri Keuangan saat itu, berargumen:

Dua puluh persen yang disebutkan dalam UUD 1945 itu terlalu

mengikat, khususnya dalam situasi krisis finansial yang sedang

kita hadapi. Saya kira, kita semua sepakat bahwa pendidikan ha-

rus menjadi prioritas kita. Tetapi, menurut saya, memasukkan satu

jumlah tertentu ke dalam Konstitusi bukanlah ide yang baik.1414

Di samping itu, Pasal 31(2) menyatakan bahwa ‘Pemerintah meng-
usahakan dan menyelenggarakan satu sistem pendidikan nasional, yang
meningkatkan keimanan dan ketakwaan serta akhlak mulia dalam
rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, yang diatur dalam undang-
undang’. Di saat terakhir pembahasan-pembahasan Perubahan Keem-
pat, ayat ini ditukar-tambahkan oleh PPP, PBB, dan PDU sebagai im-
balan atas ditariknya ‘tujuh kata’ Piagam Jakarta dari rancangan aman-
demen Pasal 29(1).

Pasal 32 menyebutkan bahwa negara harus memajukan kebudaya-
an nasional Indonesia dan menghormati bahasa-bahasa daerah sebagai
kekayaan budaya nasional.

Aturan Ekonomi yang Dikompromikan

Salah satu di antara debat-debat fundamental terpanas adalah
yang berkaitan dengan sistem ekonomi. Dalam pembahasan Perubahan
Ketiga, perdebatan ini menemui jalan buntu. Hal ini menyebabkan
Mubyarto, salah satu anggota Tim Ahli, mengundurkan diri.1415 Pasal
33 setelah amandemen mempertahankan tiga ayat asli termasuk yang
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menyebutkan bahwa perekonomian adalah ‘usaha bersama berdasar
atas asas kekeluargaan’. Pasal yang sama menambahkan ayat-ayat
lainnya menyangkut sumber-sumber daya alam dan demokrasi eko-
nomi.

Bagi Bivitri Susanti, debat-debat seputar Pasal 33 digerakkan
oleh ide-ide neo-liberalisme dan sosialisme yang saling bersaing. Bivitri
menyimpulkan bahwa kubu neo-liberalisme sudah kalah perang, paling
tidak secara simbolis. Kendati jumlah pendukung neo-liberalisme di
lingkaran Tim Ahli lebih banyak dari para pendukung sosialisme,
MPR menolak draft hasil racikan Tim Ahli yang menghapuskan kontrol
negara atas sektor-sektor penting dan mengintrodusir ekonomi pa-
sar.1416 Bivitri setuju bahwa ayat 4 dan 5 yang ditambahkan pada
pasal itu mempertegaskan keadilan sosial dan menyiapkan ekonomi
Indonesia untuk menghadapi globalisasi.1417 Tetapi, Ellis dan Yudhini
berpendapat bahwa rumusan tentang ekonomi yang dihasilkan oleh
kompromi itu telah mengubah “teks finalnya menjadi tidak jelas ke-
tika dihadapkan dengan persoalan globalisasi permodalan”.1418

Prosedur Perubahan Undang-Undang Dasar

Pasal 37 ayat (1) sampai (4) menyebutkan bahwa untuk meng-
amandemen Konstitusi dibutuhkan sebuah pernyataan atau petisi
dari sepertiga anggota MPR, dan membutuhkan dukungan lebih dari
setengah jumlah total anggota, dengan dua pertiga jumlah anggota
hadir. Prosedur ini lebih mudah daripada prosedur aslinya yang me-
nuntut dukungan dua pertiga dari jumlah total anggota, dari dua
pertiga jumlah anggota yang hadir.

Aturan yang Dibakukan

Di sisi lain, hasil-hasil dari sebuah negosiasi yang dilakukan oleh
Komisi A berisi satu kejutan berkait dengan Pasal 37(5).1419 Aturan
ini, setelah amandemen, selengkapnya berbunyi “Khusus tentang
bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan
perubahan”. Rumusan ini adalah hasil perubahan dari teks rancangan-
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nya yang mengatur bahwa bentuk negara kesatuan dapat diubah
melalui referendum. Nurdiati Akma (Reformasi) berpendapat bahwa
aturan yang dibakukan (non-amendable article) ini jelas bertentangan
dengan prinsip-prinsip demokrasi karena mendikte generasi yang
akan datang.1420 Dalam pandangan Lukman Hakim Saifuddin (PPP),
MPR akan menghadapi oposisi kuat dari masyarakat dalam hal aturan
baku ini. Rakyat akan bertanya mengapa MPR berusaha membelenggu
aspirasi generasi yang akan datang.1421

Mestinya Justru Pembukaan

Menurut Moh. Asikin (Reformasi), mestinya Pembukaanlah yang
dibakukan, karena mengandung pernyataan kemerdekaan.1422 Mengo-
mentari pernyataan ini, Jakob Tobing menjelaskan bahwa Pembukaan
memang tidak termasuk yang direncanakan untuk diubah. Amande-
men hanya akan dilakukan terhadap teks Batang Tubuh UUD 1945.1423

Aturan Perubahan dan Aturan Tambahan

Pasal I dan II Aturan Peralihan menyebutkan bahwa segala per-
aturan perundang-undangan dan lembaga-lembaga negara yang ada
masih tetap berlaku dan berfungsi hingga berlaku aturan-aturan dan
lembaga-lembaga yang baru. Pasal III menetapkan pembentukan Mah-
kamah Konstitusi selambat-lambatnya pada tanggal 17 Agustus 2003.

Dalam Aturan Tambahan, Pasal I memberi kekuasaan kepada
MPR untuk melakukan peninjauan terhadap materi dan status hukum
semua Ketetapannya sendiri. Sedangkan Pasal II menyatakan bahwa
Penjelasan UUD 1945 sudah tidak berlaku lagi; meskipun tekstualnya
sama sekali tidak menyebut kata ‘Penjelasan’. Aturan tersebut berbu-
nyi: “Dengan ditetapkannya perubahan Undang-Undang Dasar ini,
Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 terdiri
atas Pembukaan dan pasal-pasal”. Kalimat ini diusulkan oleh Jimly
Asshiddiqie, demi menghindari kontroversi dalam soal status Penjelas-
an.1424 Ketimbang menyebutkan secara eksplisit bahwa Penjelasan
dihapuskan, menurut Asshiddiqie, lebih baik menyatakan bahwa UUD
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1945 hanya terdiri dari Pembukaan dan Batang Tubuh yang berisi
pasal-pasal. Dengan begini, pihak yang mempertanyakan legalitas
Penjelasan, dan dengan demikian mungkin juga berargumen bahwa
bagian itu tidak bisa dihapus karena tidak pernah dicakup sebagai
bagian resmi UUD 1945, tidak akan punya alasan untuk memper-
sengketakan aturan baru itu.1425

Proposal Penting yang Ditolak: Pasal 29

Lindsey benar dengan mengatakan bahwa,

… yang sama pentingnya dengan amandemen-amandemen yang

disahkan, adalah amandemen yang tidak lolos. Dengan mayoritas

mutlak, MPR menolak usulan bahwa Pasal 29 harus diubah untuk

mengukuhkan praktik hukum Islam atau syariah ....1426

Usulan untuk memasukkan kembali ‘tujuh kata’ Piagam Jakarta
sudah diajukan sejak dini hari proses amandemen tahun 1999. Usulan
itu menguat dan memuncak dalam pembahasan-pembahasan Perubah-
an Keempat. Tetapi, hanya tiga fraksi Islam—PPP, PBB, dan PDU—
yang mendukung usulan ini, sehingga Piagam Jakarta menjadi sulit
menjadi aturan konstitusi.

Sikap Masyarakat

Masyarakat umum juga tidak mendukung proposal ini. Departemen
Agama berpendapat bahwa Pasal 29 asli harus dipertahankan karena
tiga alasan: pertama, karena pasal itu adalah hasil konsensus nasional
di antara para pendiri negara; kedua, karena pasal ini berfungsi
sebagai faktor pemersatu bangsa. Dan seandainya diubah, negara
dan bangsa ini akan tercerai-berai; ketiga karena pasal ini berfungsi
sebagai satu kompromi di antara semua agama di negeri ini.1427 Bah-
kan, di awal pembahasan-pembahasan yang dilakukan oleh PAH I
2002, Hatta Mustafa (FUD) memperingatkan bahwa Pasal 29 asli
adalah pilar utama kesatuan dan persatuan negara. Jadi, demi ke-
utuhan negara, pasal itu harus dipertahankan.1428 Mustafa menyatakan
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bahwa dia pernah mendengar bahwa Sulawesi Utara, Kalimantan
Tengah, Nusa Tenggara Timur, Bali, dan Papua—daerah-daerah dengan
jumlah populasi Kristen yang relatif tinggi, kecuali Bali yang dominan
Hindu—akan memerdekakan diri seandainya pasal itu diubah.1429

Tidak heran kalau Persatuan Gereja Indonesia (PGI) menyatakan
akan menolak usulan untuk memasukkan Piagam Jakarta ke dalam
UUD 1945.1430 Tetapi, yang justru lebih menarik mungkin adalah
sikap NU1431 dan Muhammadiyah, dua organisasi Islam terbesar negeri
ini, yang juga menolak proposal itu. Hasyim Muzadi, Ketua PB NU,
berpendapat bahwa hasil amandemen harus menghindari kemungkin-
an terjadinya disintegrasi.1432 Muzadi lebih jauh mengatakan:

Saya menaati nilai-nilai bangsa … yang tidak boleh diubah, ter-

masuk landasan negara … Kita tidak akan mampu menghentikan

perpecahan yang pasti akan muncul seandainya [Pasal 29] ini

diubah. Hampir bisa dipastikan bahwa hal ini akan memicu ben-

trokan antara kanan ekstrem dan kiri ekstrem.1433

Abdurrahman Wahid, seorang pemimpin keagamaan yang berpe-
ngaruh, yang juga mantan presiden, berpendapat bahwa memasukkan
‘tujuh kata’ Piagam Jakarta ke dalam Konstitusi:

… bertentangan dengan Pembukaan UUD 1945. Pembukaan dan

Pasal 29 asli meletakkan rakyat pada pijakan yang sama, bagi

semua warga negara. Tetapi mengadopsi Piagam ini akan memberi

umat Islam kelebihan dibandingkan dengan umat dari agama-

agama lainnya, sehingga yang lain akan menjadi warga negara

kelas dua. Karenanya, kita harus menghindari hal itu.1434

J. Soedjati Djiwandono pun berpendapat:

Dengan memerhatikan keberagaman kita, kita bisa terus menjadi

satu bangsa yang bersatu hanya kalau kita terikat oleh nilai-nilai

kemanusiaan universal yang sama … lembaga negara ini tidak

pernah bertekad untuk menerapkan hukum-hukum dari agama
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tertentu. Jika [MPR sepakat untuk menyisipkan Piagam Jakarta],

itu akan menjadi awal disintegrasi negeri ini.1435

Sikap MPR

Karena luasnya penolakan baik di luar maupun di dalam MPR,
seperti sudah disebutkan sebelumnya, proposal Piagam Jakarta akhir-
nya ditarik. Penarikan usulan ini dilakukan dalam sebuah rapat ter-
tutup Komisi A.1436 Tetapi, penarikan ini tetap dirahasiakan hingga
detik-detik terakhir proses ratifikasi Perubahan Keempat. Beberapa
anggota faksi Islam di MPR terang-terangan menyatakan ketidakse-
pakatan mereka atas pencabutan usulan itu. Hartono Mardjono me-
nyatakan dirinya tidak ikut berpartisipasi dalam pengambilan kepu-
tusan untuk mempertahankan Pasal 29.1437 Mutaminul’ula (Reformasi)
dari Partai Keadilan juga menegaskan bahwa tujuh anggota partainya
juga mengundurkan diri dari proses pengambilan keputusan Pasal
29.1438 Najib Ahjad (PBB) mengatakan:

Saat ini kami sedang berada di depan sebuah tembok besar yang

tak bisa ditembus, tetapi kami tidak akan menyerah … Kami

bersumpah di hadapan Allah dan umat Islam bahwa kami akan

terus berjuang.1439

Syafriansyah (PPP) juga menyatakan:

… sebagai sebuah partai Islam, PPP akan terus memperjuangkan

syariah dengan cara yang demokratis, yaitu melalui MPR sebagai

badan pembuat konstitusi. PPP akan terus berusaha meyakinkan

fraksi-fraksi lain untuk mengikuti syariah ....1440

Sebelumnya, Hamzah Haz, Ketua PPP, pernah mengatakan bahwa
partainya akan berjuang untuk memasukkan hukum Islam ke dalam
Konstitusi. Katanya, “Bagi PPP, syariah akan selalu menjadi sebuah
tuntutan”.1441 Yusril Ihza Mahendra Ketua Umum PBB juga mengata-
kan bahwa partainya akan “terus berjuang meskipun kami akan men-
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jadi satu-satunya partai yang tetap mempertahankan pendirian [untuk
memasukkan ‘tujuh kata’ Piagam Jakarta]”.1442

Kesimpulan

Amien Rais mengklaim bahwa ratifikasi Perubahan Keempat UUD
1945 seperti sebuah lompatan raksasa bagi masa depan bangsa Indo-
nesia.1443 Dinyatakannya:

Dengan mengesahkan amandemen-amandemen konstitusi, MPR

telah mereformasi UUD 1945 … dengan Konstitusi yang sudah di-

ubah, sekarang kita menghadapi Indonesia baru … yang lebih

demokratis dan lebih maju.1444

The Observer memuji langkah amandemen ini.

Indonesia telah mengambil langkah terbesarnya selama hampir 30

tahun ... di jalan yang sering kali bergelombang menuju demokrasi.

MPR telah menggusur militer, yang dulu tampak maha-kuasa itu,

keluar dari, majelis-majelis nasional dan menyerahkan haknya ke-

pada rakyat untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden.1445

Memang, ratifikasi Perubahan Keempat ini telah menyelamatkan
Indonesia dari potensi krisis konstitusi dan memperkuat reformasi
konstitusi. Dalam amandemennya yang terakhir, MPR akhirnya ber-
hasil menyelesaikan beberapa isu konstitusi yang krusial dan sensitif
dengan menyepakati masalah putaran kedua pemilihan Presiden dan
menolak masuknya ‘tujuh kata’ Piagam Jakarta ke dalam UUD 1945.

Tetapi, klaim ‘langkah raksasa’ itu masih harus diuji lagi. Bab
Delapan akan mengevaluasi seluruh proses dan hasil-hasil keempat
perubahan tersebut, dan menyimpulkan apakah klaim demikian benar
ataukah tidak.[]
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Hasil amandemen konstitusi pasti dapat diakui dunia sebagai kon-

stitusi yang demokratis. Meskipun, barangkali antara substansi

dan prosesnya tidak selalu bergerak ke arah yang sama, dan adalah

sah kalau ada perdebatan tentang keseimbangan di antara kedua-

nya.1446

Bab ini mengevaluasi proses dan hasil dari keempat perubahan
UUD 1945 dan terbagi dalam empat bagian. Bagian awal membahas
tentang proses amandemen dan berargumen bahwa proses itu tidak
memiliki apa yang biasanya dianggap sebagai segi-segi kunci dalam
sebuah proses pembuatan konstitusi yang demokratis. Bagian selanjut-
nya berargumen bahwa dengan mempertimbangkan fakta bahwa UUD
1945 adalah sebuah dokumen yang sangat simbolik bagi negara ini—
terutama karena ia berisi ideologi negara bangsa ini, yaitu Pancasila—
tak heran kalau prosesnya morat-marit. Bagian berikutnya membicara-
kan hasil-hasil dari keempat amandemen tersebut, dan berpandangan
bahwa amandemen-amandemen yang dihasilkan telah sukses men-
transformasikan UUD 1945 menjadi sebuah teks yang lebih demokra-
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tis, kendati masih jauh dari sempurna. Bagian terakhir ini juga berisi
kesimpulan dan sejumlah rekomendasi untuk lebih memperkuat sistem
checks and balances yang perlu dikembangkan dalam amandemen
Konstitusi di masa depan.

Keempat Amandemen: Prosesnya

Pada bagian ini, penulis berpendapat bahwa MPR telah gagal
melaksanakan sebuah proses pembuatan konstitusi yang benar-benar
demokratis dalam mengamandemen UUD 1945. Bagian ini dibagi lagi
menjadi empat bagian: (i) kapan proses pembuatan konstitusi harus
dilakukan; (ii) bagaimana pembuatan konstitusi dilakukan; (iii) siapa
yang harus menjadi badan pembuat konstitusi; dan (iv) bagaimana
partisipasi masyarakat digalang.

Kapan Pembuatan Konstitusi Harus Dilakukan

Periode Pra-Amandemen

Resminya, MPR mengawali proses amandemen pada tahun 1999
dan mengakhirinya pada tahun 2002. Tetapi, embrio amandemen
sudah lahir lebih dulu, yaitu dalam kurun waktu antara lengsernya
Soeharto pada bulan Mei 1998, dan disahkannya Perubahan Pertama
pada tahun 1999,1447 tepatnya pada masa kepresidenan Habibie. Hal
ini sesuai dengan konsep ‘periode pra-konstitusi’-nya Bonime Blanc,
yaitu periode setelah tercapainya titik-balik dari rezim yang otoriter
ke sebuah pemerintahan transisi dan sebelum proses pembuatan kon-
stitusi dilakukan.1448

Selama berlangsungnya proses ini, pemerintah Habibie telah meng-
ambil sejumlah inisiatif populer seperti memberi perlindungan yang
lebih baik terhadap hak-hak asasi manusia, membebaskan tahanan
politik, dan mereformasi undang-undang yang mengatur tentang pe-
milu. Inisiatif demikian ikut membantu membentuk periode pra-aman-
demen yang efektif. Ini konsisten dengan pandangan Bonime-Blanc,
yang menyatakan bahwa sebuah periode pra-amandemen terbatas akan
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terjadi bila: (i) pembatasan terhadap kebebasan-kebebasan dasar tidak
dihapuskan; (ii) proses ilegalisasi terhadap instrumen-instrumen otori-
terisme yang paling sewenang-wenang tidak terjadi; dan (iii) demo-
kratisasi proses pemilu tidak berjalan.1449

Salah satu contoh inisiatif Habibie dalam melindungi hak-hak
asasi manusia adalah pencabutan yang dilakukannya terhadap Per-
aturan Menteri (Permen) No. 01 Tahun 1984 tentang Surat Izin Usaha
Penerbitan Pers (SIUPP). Peraturan ini digunakan oleh pemerintah
Soeharto untuk mencegah agar media tidak mengkritiknya, dengan
cara membatasi pembicaraan tentang isu-isu politik yang sensitif,
termasuk reformasi konstitusi. Dicabutnya peraturan ini memberikan
kebebasan yang lebih besar kepada pers. Liputan media yang luas
itulah yang mendukung distribusi informasi tentang proses amande-
men. Bambang Widjojanto, misalnya, mengakui bahwa dukungan media
membantu Koalisi untuk Konstitusi Baru untuk lebih kuat meng-
advokasikan gagasan tentang Komisi Konstitusi yang independen.1450

Kebijakan Habibie membebaskan para tahanan politik juga mendu-
kung berkembangnya sebuah iklim politik yang lebih kondusif bagi
berlangsungnya berbagai diskusi seputar soal konstitusi antara fraksi
di MPR dan elemen masyarakat. Para anggota MPR bebas memper-
debatkan isu-isu konstitusi tanpa perlu merasa takut akan dijebloskan
ke penjara, seperti yang dulu terjadi pada masa pemerintahan Soeharto.
Kebebasan ini merangsang maraknya diskusi yang dinamis di MPR
sepanjang berlangsungnya proses pembahasan keempat amandemen
tersebut.

Inisiatif Habibie untuk mempercepat pelaksanaan Pemilu, dari
yang seharusnya tahun 2002 menjadi tahun 1999, menjadi satu lagi
keputusan pra-amandemen yang penting. Seperti kata Cheryl Saun-
ders, sebuah Pemilu di awal sebuah masa transisi mungkin diperlukan
untuk menyegarkan kepercayaan rakyat seandainya mereka telah
kehilangan kepercayaan mereka terhadap lembaga negara di bawah
rezim otoriter sebelumnya.1451 Dalam konteks Indonesia, Pemilu 1999
sangat krusial, sebagai bagian dari syarat awal untuk membentuk
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sebuah MPR yang legitimate yang selanjutnya dapat mengubah UUD
1945.

Untuk mempersiapkan Pemilu 1999 yang memilih anggota badan
legislatif, reformasi pemilu dilakukan guna menciptakan sebuah sistem
multipartai. Empat puluh delapan partai ikut serta dalam Pemilu
yang pada umumnya dianggap jujur dan adil.1452 Sistem multipartai
ini memberikan kontribusi yang signifikan terhadap keberagaman
dan komprehensivitas gagasan yang muncul selama berlangsungnya
penggodokan terhadap keempat amandemen UUD 1945 itu. Di samping
itu, luasnya cakupan perwakilan di MPR mendongkrak peluang terjadi-
nya sebuah proses yang konsensual. Bonime-Blanc mendefinisikan
sebuah proses konsensual sebagai sebuah proses pembuatan kon-
stitusi yang lebih inklusif ketimbang sebuah proses yang disensual.1453

Sebuah proses konsensual mensyaratkan partisipasi dari semua—atau
setidaknya sebagian besar—kelompok politik yang ada.1454 Di Indonesia,
di akhir proses, amandemen adalah hasil dari proses konsensual di
antara semua fraksi yang ada di MPR. Konfigurasi politik MPR ini
jelas sangat memengaruhi bagaimana reformasi konstitusi dijalankan.
Ini konsisten dengan argumen Wheare bahwa reformasi konstitusi
tidak hanya bergantung kepada aturan-aturan hukum, tetapi juga
pada konfigurasi kelompok politik.1455

Sekalipun prosesnya jujur dan adil, keluarnya tiga partai lama
Orde Baru—PDIP, Golkar, dan PPP—sebagai pemenang Pemilu 1999
bukan satu pertanda yang positif bagi agenda reformasi konstitusi.
PDIP adalah salah satu fraksi paling konservatif dalam menyikapi
amandemen. Oleh karena itu, menurut Ellis, keberhasilan ketiga partai
ini untuk sementara waktu membuat perdebatan tentang reformasi
konstitusi menjadi “mati suri”.1456 Tetapi, fakta bahwa 77% anggota
MPR periode 1999-2002 adalah muka-muka baru,1457 kembali men-
dongkrak harapan orang bahwa reformasi itu masih punya peluang
yang baik untuk tetap hidup.



Kacau Prosesnya, Lebih Demokratis Hasilnya      333

Periode Transisi Tahun 1999-2002: Momentum Keemasan

Amandemen-amandemen konstitusi 1999-2002 dilakukan setelah
rezim otoriter Soeharto tumbang pada bulan Mei 1998 dihempas ba-
dai krisis dan amukan kerusuhan di mana-mana.1458 Pada tahun 1999,
Soesilo Bambang Yudhoyono mencoba menentang proses amande-
men dengan alasan bahwa amandemen konstitusi di tengah situasi
yang penuh gejolak hanya akan menciptakan masalah.1459 Tetapi, ten-
tangan semacam ini tidak cukup untuk menghentikan MPR, dan, mes-
kipun menghadapi begitu banyak kesulitan, lembaga ini pantang mun-
dur dalam melakukan reformasi konstitusi.

Keputusan MPR itu benar. Kendati melahirkan situasi yang serba-
sulit, masa transisi adalah kesempatan emas untuk mereformasi
konstitusi; apalagi karena selama masa transisi ini euforia politik
massa bisa memfasilitasi diskusi-diskusi yang efektif seputar isu
konstitusi. Meminjam kata-kata Elster dan McWhinney, sebuah pe-
riode transisi adalah sebuah momentum keemasan untuk melakukan
reformasi konstitusi.1460

Periode Amandemen Tahun 1999-2002: Jadwal yang Terus Berubah

Sayangnya, MPR tidak melengkapi keputusannya untuk melakukan
amandemen konstitusi itu dengan jadwal kerja yang jelas. Bahkan,
jadwal amandemen yang ditetapkan oleh lembaga ini berubah hampir
setiap tahun dalam kurun 1999 hingga 2002. Hal ini sangat berbeda
dengan pengalaman Afrika Selatan dan Thailand. Majelis Afrika Sela-
tan memiliki waktu dua tahun untuk mempersiapkan draft amandemen-
nya, sedangkan Majelis Perancang Konstitusi Thailand diberi waktu
240 hari untuk merancang sebuah Konstitusi baru.1461 Kedua lembaga
pembuat konstitusi ini jauh lebih disiplin dalam menaati jadwal ker-
ja mereka ketimbang MPR-nya Indonesia.

Pada awalnya, MPR, melalui Tap No. IX Tahun 1999 tentang
Pemberian Wewenang kepada Badan Pekerja MPR untuk Menyiapkan
Rancangan Amandemen UUD 1945, menetapkan bahwa amandemen
harus sudah selesai, selambat-lambatnya, pada tanggal 18 Agustus
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2000.1462 Ini berarti Badan Pekerja MPR punya sepuluh bulan untuk
meracik draft amandemen. Tetapi, pada Sidang Tahunan MPR 2000,
tenggat waktu ini tidak terpenuhi. MPR tidak berhasil menyelesaikan
proses amandemen, tetapi justru mengeluarkan Tap MPR No. IX
Tahun 2000 tentang Pemberian Wewenang kepada Badan Pekerja
MPR untuk Melanjutkan Amandemen UUD 1945. Ketetapan tahun
2000 ini mengatur bahwa rancangan amandemen UUD 1945 itu harus
sudah siap, selambat-lambatnya pada Sidang Tahunan MPR 2002.1463

Dengan begitu, aturan ini memberi tambahan dua tahun lagi bagi
Badan Pekerja MPR untuk menggodok rancangan amandemen.

Pada Sidang Tahunan 2002, lembaga ini menghadapi potensi
deadlock seputar isu tentang bagaimana putaran kedua pemilihan
Presiden dilaksanakan dan masalah pengadopsian ‘tujuh kata’ Piagam
Jakarta ke dalam UUD 1945. Sebagian anggota mengusulkan untuk
kembali menunda amandemen ini dari tenggat waktu semestinya,
yaitu tahun 2002, menjadi tahun 2003.1464 Tetapi, akhirnya, meski
tiga tahun lebih lambat dari yang dijadwalkan semula, Perubahan
Keempat (dan sejauh ini merupakan amandemen terakhir) berhasil
diratifikasi.

Kecenderungan MPR untuk kerap mengubah jadwal amandemen-
nya sendiri dimanfaatkan oleh beberapa fraksi MPR sebagai dalih
untuk memperlamban proses reformasi konstitusi. Ini jelas kentara
selama berlangsungnya diskusi-diskusi Perubahan Kedua. Sikap kon-
servatif fraksi PDIP dan fraksi TNI-Polri ikut menjadi penyebab lamban-
nya gerak maju pembahasan-pembahasan Perubahan Kedua.1465 Fakta
ini mendukung pendapat Arato bahwa disiplin terhadap satu kurun
waktu yang sudah ditentukan sangat diperlukan demi menghindari
taktik mengulur-ulur waktu yang mungkin digunakan oleh kelompok-
kelompok konservatif.1466

Yang lebih signifikan, jadwal amandemen yang terus berubah itu
memengaruhi seluruh proses amandemen, termasuk cara pembuatan
konstitusi itu dilakukan. Bagian berikut ini akan mengkaji masalah
ini secara lebih teperinci.
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Bagaimana Pembuatan Konstitusi Dilakukan

UUD 1945 sebagai Konstitusi Transisi

Untuk mengawali proses reformasi konstitusi, salah satu kese-
pakatan awal di antara fraksi-fraksi di MPR adalah mempertahankan
UUD 1945 sebagai ‘undang-undang dasar transisi’. Pada tahun 1999,
dengan memilih untuk hanya mengubah (to amend), dan bukan memper-
barui (to renew) UUD 1945, MPR secara efektif menyepakati bahwa
UUD 1945 adalah “kerangka kerja institusional dan prosedural yang
mewadahi transisi yang sedang berlangsung”.1467 Ini berbeda dengan
kasus Afrika Selatan, yang memutuskan untuk memberlakukan Kon-
stitusi Sementara tahun 1994 sebagai UUD transisi sebelum dan
selama MPR negara itu bekerja membuat rancangan Konstitusi yang
baru.1468 Ini juga berbeda dengan Thailand, yang mengamandemen
Pasal 211 Konstitusi Thailand tahun 1991 tentang prosedur aman-
demen sebelum negara itu mulai menyusun rancangan Konstitusinya
yang baru. Pendekatan yang digunakan oleh Afrika Selatan dan Thai-
land memberikan panduan yang lebih jelas bagi proses pembuatan
konstitusi yang lebih demokratis dalam hal bagaimana proses pembuat-
an konstitusi itu harus dilakukan—dan akhirnya menghasilkan konsti-
tusi rakyat yang lebih demokratis.

Tak Ada Pilihan Lain

Di satu sisi, keputusan Indonesia untuk menggunakan konstitusi
yang akan diubah, karena UUD 1945 yang otoriter itu mestinya men-
jadi sasaran utama dan pertama reformasi. Liddle memandang:

Peran yang dimainkan oleh UUD 1945 dalam transisi demokrasi
Indonesia adalah sebuah ironi sejarah yang luar biasa, satu contoh
menonjol tentang bagaimana ideologi dan lembaga yang otoriter bisa
diputarbalikkan untuk menentang para politisi yang sudah mengha-
biskan waktu puluhan tahun untuk mengubahnya menjadi instrumen-
instrumen kekuasaan yang otoriter.1469
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Dalam pandangan penulis, Indonesia hanya memiliki

… prosedur-prosedur untuk mengubah sebuah Konstitusi berdasar-

kan pada aturan-aturan yang ada dalam UUD 1945, yang padahal

merupakan target amandemen itu sendiri, … memperlihatkan

betapa absurdnya reformasi konstitusi transisi di Indonesia.1470

Di sisi lain, Liddle berpendapat bahwa diterapkannya UUD 1945
sebagai landasan hukum sepanjang berlangsungnya transisi dari rezim
otoriter Soeharto tidaklah mengejutkan,1471 dan bahkan terbukti men-
jadi satu cara yang ampuh untuk mengatasi ketidakpastian yang luar
biasa yang menjadi ciri khas sebuah masa transisi.1472 Bagi Liddle,
UUD 1945 menjadi jaminan bagi pemerintah maupun kekuatan-kekuat-
an oposisi:

Dengan mempertahankan seperangkat aturan yang sudah dikenal

[oleh semua pihak] dalam satu rentang waktu yang penuh gejolak,

pihak-pihak yang bersaing memperebutkan kekuasaan dapat lebih

mudah memperkirakan, dan dengan demikian bisa saling meres-

pons, perilaku masing-masing selama berlangsungnya berbagai

krisis yang muncul bergantian. Mereka juga merasa lebih yakin

bahwa mereka tidak akan ditangkap atau dibunuh.1473

Keputusan untuk memilih UUD 1945 sebagai Undang-Undang
Dasar transisi diambil karena Indonesia tidak punya banyak pilihan.
Ada kelompok-kelompok nasionalis—termasuk kalangan militer—yang
khawatir bahwa reformasi konstitusi yang radikal merupakan tahap
awal pembentukan negara Islam. Bagi kelompok-kelompok ini, memo-
sisikan UUD 1945 sebagai ‘Konstitusi transisi’ menjadi semacam
jaminan bahwa perubahan yang radikal tidak akan terjadi.

Karena ketakutan di kalangan nasionalis yang dominan akan
kemungkinan terbentuknya negara Islam itulah, kesepakatan-ke-
sepakatan dasar yang dicapai oleh para anggota MPR berfokus pada
mempertahankan simbol-simbol nasionalis di dalam UUD 1945.
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Lima Kesepakatan Dasar

Tak seperti Afrika Selatan yang menyepakati tiga puluh empat
prinsip dasar konstitusi sebelum mengawali reformasi konstitusi-
nya,1474 Indonesia tidak punya arah yang jelas dalam hal amandemen
apa saja yang akan dilakukan. Satu-satunya arah yang menjadi pan-
duan MPR tentu saja adalah kebutuhan untuk mengubah Konstitusi
dan lima prinsip yang sudah disepakati oleh para anggotanya, yaitu:

 Mempertahankan Pembukaan UUD 1945;

 Mempertahankan bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia;

 Mempertahankan sistem pemerintahan Presidensial;

 Memasukkan materi muatan konstitusi yang semula ada dalam
Penjelasan ke dalam Batang Tubuh UUD 1945; dan

 Melakukan amandemen UUD 1945 melalui bentuk ‘addendum’,
tanpa menghapus teks aslinya.

Tidak semua kesepakatan ini dibuat sebelum Perubahan Pertama.
Kesepakatan tentang negara kesatuan, sistem Presidensial dan memin-
dahkan aturan-aturan dari Penjelasan, belum tercapai hingga pemba-
hasan Perubahan Kedua berlangsung. Konsensus tentang pendekatan
‘addendum’ adalah konsekuensi dari pilihan untuk hanya mengubah
UUD 1945. Kesepakatan dalam soal negara kesatuan dan sistem
Presidensial lebih merupakan hasil dari kentalnya nilai simbolik UUD
1945—sebenarnya tidak pernah ada perdebatan intens apa pun di
MPR menyangkut dua isu ini. Istilah ‘negara federal’ dan ‘sistem
parlementer’ ditolak begitu saja, lebih pada karena alasan-alasan
romantisme sejarah.1475

Tetapi, dengan kelima kesepakatan tersebut, apa pun asal usulnya
dan kapan pun tercapainya, berarti bahwa membuat sebuah Konstitusi
yang sama sekali baru adalah mustahil, terutama karena MPR tidak
mau mengubah Pembukaan. Pembukaan, berikut Pancasila yang ter-
surat di dalamnya, adalah sebuah jaminan konstitusional yang esensial
bagi kelompok-kelompok nasionalis. Jika Pembukaan diutak-atik, ke-
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lompok ini tidak akan puas, dan mungkin akan menolak sistem yang
dibentuk berdasarkan pada amandemen demikian. Tetapi, kesepakat-
an untuk hanya mengubah, bukan memperbarui, Konstitusi itu juga
tidak konsisten.

Empat Amandemen, Satu Konstitusi Baru

Segera menjadi jelas bahwa klaim MPR untuk hanya mengubah,
tetapi tidak memperbarui, UUD 1945 tidak mencerminkan kenyata-
an. Anton Djawamaku menyimpulkan bahwa keempat amandemen
yang pada akhirnya diloloskan oleh MPR itu sesungguhnya tidak
konsisten dengan konsep ‘hanya mengubah’ itu sendiri.1476 Seperti
dikatakan Wheeler, salah satu karakteristik khas sebuah amandemen
konstitusi adalah bahwa amandemen itu hanya dilakukan terhadap
sejumlah isu konstitusi yang lingkupnya terbatas.1477 Di pihak lain,
perubahan konstitusi yang mencakup sebagian besar konstitusi adalah
sesuatu yang lebih dari amandemen.1478 Di Indonesia, keempat perubah-
an UUD 1945 akhirnya merambah ke sejumlah besar persoalan, dan
mengubah hampir seluruh naskah asli Undang-Undang Dasar itu.

Tabel 19 menunjukkan struktur UUD 1945 sebelum dan sesudah
dilakukannya keempat amandemen itu. Tabel tersebut memperlihatkan
bahwa sebagian besar aturan UUD 1945 sudah diubah atau dihapus.
Jadi, yang disebut dengan ‘amandemen-amandemen’ itu sesungguhnya
adalah revisi total terhadap UUD 1945. Dengan kata lain, amandemen-
amandemen itu adalah satu upaya untuk membuat Konstitusi baru
dengan menggunakan proses perubahan secara bertahap.
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Tabel tersebut menunjukkan bahwa 96% dari bab-bab, 89% dari
pasal-pasal, dan 85% dari ayat-ayat yang ada setelah amandemen
adalah barang baru atau hasil perubahan dari teks aslinya. Bab XI,
tentang Agama, adalah satu-satunya bab yang tidak diubah. Lagi-lagi
ini menjadi pertanda bahwa hubungan antara Islam dan negara adalah
salah satu isu paling sensitif yang dibahas dalam proses amandemen
itu.

Bagi Djawamaku, karena hasil amandemen itu secara kuantitatif
maupun kualitatif sudah mengganti UUD 1945, perubahan konstitusi
tahun 1999-2002 itu benar-benar telah melahirkan sebuah Konstitusi
baru.1479 Lagi pula, katanya, tidak ada perbedaan yang signifikan
antara aspirasi publik dalam hal pembuatan konstitusi baru, dan
hasil dari amandemen-amandemen itu.1480 Di mata Kawamura, “hampir-
hampir tidak ada lagi jejak bentuk asli UUD 1945”.1481

Fakta bahwa, apa pun retorikanya, pada kenyataannya MPR sudah
membuat sebuah Konstitusi baru juga tecermin di media pasca-ratifi-
kasi Perubahan Keempat.1482 Tempo Interaktif menulis bahwa di peng-
ujung Sidang Tahunan MPR 2002, Indonesia menghadapi sebuah era
konstitusi baru.1483 Goenawan Mohamad melabeli UUD 1945 setelah
amandemen itu dengan sebutan ‘Konstitusi 2002’1484 dan Denny J.A.
menulis sebuah artikel menyambut undang-undang dasar baru ini
dengan mengklaim bahwa:

Sekalipun Konstitusi setelah amandemen ini masih memiliki nama

yang sama, UUD 1945, sesungguhnya kita memiliki sebuah Konsti-

tusi baru.1485

Oleh sebab itu, penelitian ini berargumen bahwa keempat aman-
demen itu adalah satu proses yang dilakukan tahap-demi-tahap untuk
menulis sebuah konstitusi baru, tetapi tanpa membuka lagi masalah
simbolisme bangsa yang ada pada UUD 1945 asli, yaitu penolakan
terhadap negara Islam dan masalah dasar ideologi negara nasionalis,
yaitu Pancasila. Proses ini adalah sebuah pembaruan konstitusi yang
evolusioner. Seperti dikatakan oleh Hans Kelsen, betapa pun funda-
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mentalnya perubahan-perubahan dalam substansi sebuah konstitusi,
sepanjang kontinuitas sistem hukumnya tidak terputus, maka sebuah
pembaruan konstitusi harus diklasifikasikan sebagai sebuah proses
yang evolusioner.1486

Tetapi, proses evolusi ini terjadi secara kebetulan, bukan karena
direncanakan dengan baik, seperti akan dijelaskan pada bagian berikut
ini.

Proses: By Accident, Bukan By Design

Seperti Cheryl Saunders katakan, sebuah tahap penetapan agenda
perubahan UUD 1945 semestinya menjawab pertanyaan tentang apa
sajakah yang sebenarnya menjadi kesepakatan-kesepakatan dasar
tentang reformasi konstitusi.1487 Sayangnya, penetapan agenda dalam
proses amandemen di Indonesia amat terbatas. MPR gagal menetapkan
arahan teperinci tentang apa yang harus direformasi. Bahkan, sekali-
pun ada lima kesepakatan dasar, kesepakatan itu tidak dibuat jauh
hari sebelum Perubahan Pertama, sebagaimana seharusnya, tetapi
justru dibuat belakangan, yaitu selama proses pembahasan keempat
perubahan.

Karenanya, Jimly Asshiddiqie mengkritik proses amandemen yang
tidak dilengkapi dengan draft akademik untuk memandu proses per-
ubahan.1488 Baginya, paradigma amandemen baru ditemukan jauh
kemudian, ketika MPR menjadi terlibat dalam pembahasan amande-
men yang serius.1489 Todung Mulya Lubis setuju bahwa proses per-
ubahan dilakukan tanpa adanya paradigma yang jelas, “tanpa konsep
yang jelas, dan ad hoc serta parsial sifatnya”.1490

Jauh di pengujung proses amandemen, di tahun 2002, dalam
pembahasan-pembahasan Perubahan Keempat, Happy Bone Zulkar-
naen (Golkar) mengakui masalah ini. Katanya:

Saya kira kita benar-benar membutuhkan sebuah rancangan aka-

demik [untuk memandu proses amandemen ini] ... rancangan ini

berisi konsep-konsep konstitusi, ... juga memberikan argumen-
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argumen tentang mengapa sebuah amandemen diperlukan, dan

apa alasan di balik sebuah usulan amandemen.1491

Frans H. Matrutty (PDIP) juga mengatakan:

Seandainya kita punya terms of reference tentang apa yang se-

harusnya diubah, kita tidak akan mengalami kesulitan-kesulitan

ini ... Sayangnya, kita tidak memiliki panduan ini. Kita tidak tahu

batasan-batasan kita … atau bagian-bagian mana saja yang harus

kita ubah. Kita sudah melakukan kesalahan fatal.1492

Jakob Tobing, Ketua PAH I Sidang Tahunan 2000-2002, mengakui
bahwa penetapan agenda untuk amandemen itu sebenarnya terjadi
....

… secara kebetulan. Masing-masing anggota PAH I punya tujuan

yang berbeda-beda. Tetapi setelah tiga tahun melakukan negosiasi

yang intens dan bekerja sama ... akhirnya kita sampai pada tujuan

yang sama yang selama ini kita perjuangkan.1493

Kepentingan-Kepentingan Politik

Banyak kritikus mengklaim bahwa keempat amandemen itu diha-
silkan dengan cara yang sangat tak beraturan, dan banyak di antaranya
merupakan produk dari kepentingan-kepentingan politik jangka-pen-
dek. Bahkan, Lukman Hakim Saifuddin (PPP) mengakui bahwa sema-
kin krusial pasal-pasal yang dibahas, semakin kuat vested interest
yang bermain.1494 Todung Mulya Lubis menyatakan:

… dalam banyak hal, amandemen-amandemen itu merupakan upaya

untuk memberikan akomodasi politik bagi berbagai tekanan sosial

dan politik yang datang dari kelompok politik tertentu. Dengan

kata lain, yang sesungguhnya terjadi dalam proses amandemen

itu adalah politik dagang-sapi.1495
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Tabel 20.  Amandemen dan Kepentingan-Kepentingan Politik

No. Proposal  Amandemen Kepentingan Politik Status

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Wakil Presiden tidak bisa secara
otomatis menggantikan Presiden
bila Presiden berhalangan se-
cara tetap (Pasal 8).

Klausul non-retrospektivitas.

Komposisi MPR akan terdiri dari
anggota terpilih dan anggota
bukan-terpilih. Anggota bukan-
terpilih adalah wakil-wakil dari
militer (Pasal 2(1) dan Pasal II
Aturan Peralihan).

Syarat-syarat jumlah suara yang
lebih sulit untuk melakukan im-
peachment (Pasal 7B).

Putaran kedua pemilihan Pre-
siden dilakukan oleh MPR (Pasal
6A).

Hanya dua partai terbesar yang
boleh mengajukan calon Pre-
siden.

Untuk mencegah kemungkinan
Wakil Presiden  Megawati meng-
gantikan Presiden Abdurrahman
Wahid.

Ada indikasi—meski tidak terbukti
—bahwa klausul ini diadopsi untuk
melindungi militer dan Golkar dari
tuduhan dan tuntutan atas pe-
langgaran-pelanggaran hak-hak
asasi manusia  di masa lalu.

Untuk memungkinkan militer (dan
kelompok-kelompok fungsional
lainnya) melanggengkan keber-
adaannya di MPR/DPR.

Agar Presiden Megawati tidak
mudah di-impeach, seperti yang
terjadi pada Presiden Wahid.

Untuk memberi Megawati peluang
yang lebih besar untuk menang.

Untuk memberi Golkar keuntungan
dalam pemilihan presiden. Golkar
menduduki urutan kedua dalam
Pemilu 1999.

Ditolak.

Diterima (Per-
ubahan Kedua).

Ditolak.

Diterima (Per-
ubahan Ketiga).

Ditolak.

Ditolak.
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Tetapi, seperti tampak dalam Tabel 20, empat dari enam usulan
amandemen tersebut dipandang telah terkontaminasi oleh kepentingan-
kepentingan politik sesaat dan, oleh sebab itu, ditolak. Di sisi lain,
kepentingan-kepentingan politik yang berbeda-beda di antara fraksi
di MPR justru menjadi sistem kendali mutu yang cukup efektif, ka-
rena tidak ada satu pun fraksi politik yang memegang posisi mayori-
tas mutlak di MPR.

Selain itu, kritik-kritik dari luar MPR juga efektif membantu
memblokir kepentingan politik jangka pendek. Komentar publik me-
maksa beberapa partai untuk menimbang-nimbang lagi sikap mereka.
Tanpa pantauan kelompok masyarakat sipil, bisa jadi partai politik
di MPR akan ngotot mengusulkan kepentingan politik jangka pendek
mereka. Dengan demikian, pengawasan publik berperan sebagai pe-
nyangga eksternal yang mencegah agar amandemen konstitusi tidak
habis dipolitisisasi.

Tetapi, harus dicatat, kalau dibandingkan dengan pengalaman
Afrika Selatan, proses amandemen Indonesia jauh lebih rentan terha-
dap manipulasi oleh kepentingan politik. Prosedur ratifikasi Afrika
Selatan mencakup kaji-ulang terhadap rancangan amandemen di hadap-
an Mahkamah Konstitusi. Mahkamah ini menimbang apakah draft
konstitusi sudah konsisten atau belum dengan ketiga puluh empat
prinsip konstitusi yang sudah disepakati sebelumnya. Proses pengkaji-
an ini berikut prinsip-prinsip konstitusi yang sudah disepakati, menjadi
metode yang efektif untuk mencegah agar deal-deal politik jangka
pendek tidak mengontaminasi Konstitusi Afrika Selatan.1496

Masalah Transparansi

Masalah lain yang mengundang banyak kritik adalah transparansi
proses amandemen. Kritik tidak bersangkut-paut dengan rapat-rapat
MPR, yang kebanyakan terbuka untuk umum, melainkan dengan
rapat-rapat negosiasi, yang dilakukan secara tertutup, dan yang di
dalamnya banyak usulan amandemen krusial disepakati. Hadar Gumay
beranggapan bahwa rapat tertutup semacam itu berdampak negatif
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terhadap amandemen itu sendiri.1497 Bambang Widjojanto juga menu-
ding bahwa rapat-rapat itu telah menjadi tempat terjadinya ‘jual-beli’
proposal amandemen.1498

Argumen demikian ada benarnya, tetapi masih membutuhkan
elaborasi yang lebih kuat. Memang benar bahwa sebuah proses aman-
demen harus transparan. Juga benar bahwa masyarakat harus punya
akses ke dalam proses itu.1499 Tetapi, juga tidak benar bahwa rapat-
rapat negosiasi semacam itu tidak diperlukan, apalagi harus dilarang
sama sekali. Rapat negosiasi tidak jarang diperlukan untuk menghin-
dari deadlock di saat pembahasan proposal amandemen yang sulit.
Bahkan, selama berlangsungnya pembahasan Perubahan Ketiga dan
Keempat, rapat-rapat tertutup lebih efektif ketimbang rapat-rapat
terbuka dalam mengatasi usulan-usulan sulit. Isu putaran kedua pemi-
lihan Presiden langsung, dan amandemen Pasal 29 tentang negara
dan Islam, adalah dua masalah yang sangat kontroversial yang secara
efektif dan hati-hati berhasil diselesaikan di balik pintu-pintu tertutup
itu. Dalam hal ini, penulis sependapat dengan Elster bahwa debat-
debat amandemen harus berimbang antara publisitas dan kerahasiaan-
nya.1500 Elster berpendapat bahwa rapat tertutup mungkin saja men-
dongkrak kualitas pembahasan, karena mempermudah suatu pihak
mengubah sikap dan pendiriannya saat terpengaruh oleh kebenaran
pandangan pihak lainnya.1501 Sebaliknya, meskipun mampu mengusir
segala tarik ulur, pembahasan yang sama sekali terbuka mendorong
munculnya sikap keras kepala, pertaruhan debat secara berlebihan,
dan sikap pamer dengan cara-cara yang tidak sejalan dengan pemba-
hasan-pembahasan aslinya.1502

Tetapi, perlu dicatat bahwa di Indonesia, ‘rapat tertutup’ tidak
berarti bahwa isi dari pembahasan-pembahasan di antara partai-
partai itu tidak diketahui publik. Di sini, istilah ‘rapat tertutup’ bersifat
teknis, yaitu bahwa baik media maupun masyarakat umum tidak
diperbolehkan hadir dalam rapat-rapat semacam itu, tetapi pembahas-
an-pembahasan yang terjadi di dalamnya tetap direkam dan notulensi-
notulensinya tetap bisa diakses oleh publik. Catatan dan rekaman ini



346      Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran

penting bagi masyarakat untuk memahami alasan-alasan di balik
kesepakatan yang dicapai atas suatu usulan amandemen, khususnya
dalam perdebatan tentang masalah-masalah yang sama di kemudian
hari.

Penutup

Proses pembuatan konstitusi Indonesia pasca-Soeharto dilakukan
secara ad hoc, lamban, dan tak beraturan. MPR memakan waktu
empat tahun untuk menyelesaikan amandemen konstitusi tersebut.
Meski demikian, pada akhirnya Indonesia memiliki sebuah Konstitusi
baru yang relatif lebih demokratis, kendati tetap mempertahankan
aturan tentang hubungan antara Islam dan negara, serta teks Pembuka-
an, dan dengan demikian melanggengkan ideologi bangsa negara ini,
Pancasila.

Siapa Lembaga Pembuat Konstitusi

Pertanyaan ini membayangi proses keempat amandemen UUD 1945.
Peran MPR terus-menerus ditantang oleh kemungkinan membentuk
sebuah Komisi Konstitusi. Dalam pembahasan-pembahasan Perubahan
Pertama, tantangan ini tidak terasa terlalu kuat.1503 Tetapi, tekanan ini
terus tumbuh semakin kuat sepanjang proses Perubahan Kedua hing-
ga Keempat.

Akhirnya, MPR tidak lagi mampu menolak tekanan publik untuk
membentuk sebuah Komisi. Tetapi, Komisi ini (sengaja) baru dibentuk
pada tahun 2003, setelah keempat amandemen itu selesai, dan hanya
diberi sedikit otoritas untuk ‘meninjau’ keempat amandemen yang
sudah dihasilkan oleh MPR itu untuk kemudian menyerahkan hasil-
hasil temuannya kepada MPR. Bagian berikut ini akan menelaah
alasan di balik gagalnya MPR merebut kepercayaan rakyat terhadap
kapasitasnya sebagai lembaga pembuat konstitusi. Bagian ini juga
akan mencari jawaban atas pertanyaan mengapa Komisi Konstitusi
gagal dibentuk selama proses pembuatan konstitusi tahun 1999-
2002 itu berlangsung, serta mengapa Komisi Konstitusi yang dibentuk
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oleh MPR pada tahun 2003 itu bukan Komisi Konstitusi yang ‘sesung-
guhnya’.

MPR

Seperti tersebut dalam Bab Dua, Elster menyatakan bahwa sebuah
konstitusi akan memiliki legitimasi yang kuat kalau lembaga pembuat-
nya dipilih secara demokratis.1504 Di awal proses-proses amandemen,
legitimasi MPR 1999-2004 kuat. Hal ini adalah konsekuensi dari Pe-
milu 1999 yang pada umumnya dianggap sebagai pemilihan umum
yang jujur dan adil.1505 Sebagian besar anggota MPR dipilih—kecuali
38 orang anggota dari TNI-Polri yang diangkat. Tim Lindsey menyebut
MPR ini sebagai “parlemen terpilih pertama yang benar-benar inde-
penden dalam sejarah Indonesia”.1506 Citra positif Pemilu ini juga ikut
berperan membentuk kepercayaan yang kuat terhadap MPR untuk
melaksanakan reformasi konstitusi.1507

Karena itu, pada tahun 1999, misalnya, Hadar N. Gumay—yang
belakangan justru menjadi salah satu di antara orang-orang yang
paling tajam mengkritisi kinerja MPR dalam mengamandemen UUD
1945—menegaskan dukungannya untuk MPR. Dia menyatakan bahwa:

Pada tahap-tahap awal, kami benar-benar percaya pada proses

[yang dilakukan oleh] MPR, yang memang sesuai dengan Konstitusi

kita, memiliki kewenangan untuk mengubah [Konstitusi].1508

Tetapi, legitimasi MPR ini dengan cepat melemah seiring berjalan-
nya pembahasan-pembahasan keempat amandemen itu. Ada dua alas-
an di balik ini: pertama, cara MPR menjalankan seluruh proses aman-
demen, yang di mata para pengkritiknya, dibayangi-bayangi oleh kepen-
tingan-kepentingan politik jangka pendek; dan kedua, kekecewaan
masyarakat atas kinerja anggota DPR, yang tidak lain adalah juga
anggota MPR. Faktor kedua ini akan dibahas lebih jauh berikut ini.
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Citra Negatif DPR

Kinerja DPR berpengaruh langsung terhadap citra MPR. Publik
tidak dapat memisahkan kedua lembaga ini, karena semua anggota
DPR secara otomatis adalah juga anggota MPR. Tak ayal, masalah-
masalah di DPR pun ikut mendiskreditkan MPR. Salah satu masalah
terbesar adalah mangkirnya banyak anggota DPR selama berlangsung-
nya sidang-sidang penting lembaga tersebut. Dalam sebuah rapat
pembahasan Rancangan Undang-Undang tentang Pencucian Uang (Mo-
ney Laundering), misalnya, kendati 309 anggota menandatangani daftar
hadir, hanya 49 orang yang benar-benar hadir dalam rapat tersebut.1509

Bisa ditebak, sebuah polling yang digelar oleh Kompas mencatat bah-
wa 85% dari 845 responden berpendapat bahwa kinerja anggota-
anggota DPR, dalam membahas persoalan-persoalan bangsa, tak bisa
diandalkan.1510 Selain itu, 64% responden menyatakan bahwa sikap
para anggota DPR tidak memperlihatkan teladan yang baik dalam
praktik berdemokrasi.1511 Dalam sebuah polling lainnya di harian
yang sama, 85% dari total 830 orang responden mengklaim bahwa
DPR tidak mewakili kepentingan mereka.1512

Citra negatif DPR ini sejajar dengan melemahnya legitimasi partai-
partai politik. Dalam tiga polling yang dilakukan oleh Kompas pada
tahun 2000, 2001, dan 2002, citra partai-partai secara progresif men-
jadi lebih negatif di mata publik. Polling tahun 2000 menunjukkan
bahwa 14% responden puas dengan kinerja DPR. Tetapi, angka ini
anjlok menjadi 19% pada tahun 2001 dan melorot lagi hingga tinggal
12% saja pada tahun 2002.1513 Lenyapnya kepercayaan masyarakat
ini juga tecermin dari merosotnya jumlah surat yang dikirimkan ke-
pada DPR. Pada tahun 2000, DPR menerima 1.878 pucuk surat peng-
aduan; jumlah itu menjadi 1.048 di tahun 2001, dan hanya 725 pada
bulan November 2002.1514

Ada persepsi bahwa anggota DPR lebih suka mewakili kepentingan
partai mereka masing-masing ketimbang berjuang untuk rakyat. Tam-
bahan lagi, asumsi bahwa banyak anggota DPR terlibat dalam ‘money
politics’ ikut menyebabkan hilangnya kepercayaan rakyat.1515 Fakta
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bahwa 155 anggota DPR gagal melaporkan kekayaan mereka kepada
KPKPN1516 semakin memperparah hal ini.1517 Benny K. Harman ber-
pendapat bahwa kegagalan ini membuktikan lemahnya komitmen
para anggota dewan berikut partai politik mereka dalam memerangi
korupsi.1518 Syamsuddin Harris pun melihat bahwa kegagalan itu

… merupakan bukti dekadensi moral elite-elite politik. Bahkan,

mereka tidak punya moralitas sama sekali. Jadi, mereka tidak

berhak memegang jabatan publik apa pun.1519

Miskinnya kepercayaan masyarakat ini menjadi semakin parah
lagi karena hubungan antara anggota Dewan dan konstituennya sangat
jauh. Dalam sebuah polling berskala nasional yang digelar oleh Taylor
Nelson Sofres Indonesia, hanya 4% dari total 3.580 responden bisa
menyebutkan nama wakil-wakil mereka di parlemen.1520 Sembilan
persen lainnya bisa menyebutkan nama seorang wakil tanpa tahu
asal konstituensinya. Yang mencengangkan adalah bahwa 86% dari
total itu hanya bisa menyebutkan satu nama legislator!1521

Alienasi ini sebagian bisa dijelaskan oleh gagalnya para anggota
DPR dalam membangun komunikasi yang efektif dengan para konsti-
tuen mereka. Polling terakhir itu mengklaim bahwa mayoritas respon-
den menyatakan bahwa mereka tidak pernah dihubungi oleh anggota-
anggota DPR yang sudah mereka pilih untuk mewakili mereka.1522

Bahkan, orang-orang yang pernah berhubungan dengan para anggota
itu menyatakan bahwa inisiatifnya datang dari mereka, bukan dari
para anggota dewan yang bersangkutan.1523 Hanya 4% yang mengatakan
bahwa mereka pernah dihubungi oleh anggota DPR, sedangkan 87%
lainnya mengatakan bahwa mereka tidak pernah dihubungi.1524 Chozin
Chumaidy (PPP) mengakui bahwa sebagian besar anggota DPR meng-
abaikan konstituen mereka, tetapi dia menyalahkan sistem pemilihan
proporsial atas hal demikian.1525 Tetapi, Smita Notosusanto membantah
hal ini, dengan alasan bahwa ketidak-pedulian itu semata-mata dise-
babkan oleh kurangnya tanggung jawab anggota DPR sendiri.1526
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Semua masalah tersebut pada akhirnya ikut menyumbangkan
penilaian negatif masyarakat terhadap kinerja DPR. Polling yang sama
memperlihatkan bahwa hanya 32% responden yang merasa puas
dengan kerja-kerja MPR. Tetapi, 52% mengatakan bahwa mereka
tidak puas.1527 Sekalipun kepuasan rakyat terhadap kinerja MPR le-
bih besar (45% puas dan 39% tidak puas), penilaian negatif terhadap
DPR mau tidak mau memengaruhi penilaian buruk terhadap MPR,
sebagai lembaga pembuat konstitusi. Sebuah polling yang diselenggara-
kan oleh Kompas pada tahun 2002, misalnya, menunjukkan bahwa
68% dari total 815 orang responden lebih memilih sebuah Komisi
Konstitusi untuk menjalankan proses amandemen. Hanya 21% yang
masih percaya pada MPR untuk mereformasi UUD 1945.1528

Prestasi MPR

Harus dicatat bahwa sekalipun begitu deras kritikan dihujankan
kepada MPR, orang tidak bisa memungkiri prestasi lembaga itu dalam
mengesahkan keempat amandemen UUD 1945. Hanya sedikit orang
yang memprediksikan bahwa MPR, sebuah lembaga “yang kondang
dengan baku-hantam partai politik dan politik dagang-sapinya”1529

akan berhasil mencapai mufakat mayoritas untuk mengesahkan ran-
cangan-rancangan amandemen konstitusi.

Salah satu alasan di balik keberhasilan MPR itu adalah kemauan-
nya untuk mengurangi kekuasaannya sendiri. Bagi Ellis, MPR telah
menciptakan sebuah preseden internasional yang luar biasa dengan
bersepakat untuk meninggalkan statusnya semula sebagai lembaga
yang serba-kuasa.1530 Pasal 1(2) UUD 1945 asli menyatakan bahwa
MPR adalah satu-satunya penguasa kedaulatan rakyat. Monopoli ke-
daulatan ini telah menjadi landasan hukum bagi MPR untuk menjadi
sebuah parlemen tertinggi. Aturan ini juga menjadi landasan bagi
semua kekuasaan MPR lainnya, termasuk mengangkat dan mencopot
Presiden. Yang luar biasa, kekuasaan tersebut ditanggalkan oleh MPR
melalui Perubahan Ketiga atas Pasal 1 ayat (2), yang kini menyatakan
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bahwa ‘kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut
Undang-Undang Dasar”.

Luasnya Perdebatan Konstitusi

Menurut Andrew Ellis, dengan prestasinya dalam mereformasi
UUD 1945, MPR telah mengubah dirinya sendiri, dari parlemen
‘tukang stempel’ pada zaman Orde Baru yang otoriter, menjadi sebuah
lembaga yang memperdebatkan secara teperinci hampir semua usulan
amandemen konstitusi.1531 Di mata Ellis, perdebatan yang dinamis di
MPR melibatkan sebuah ketegangan kreatif antara euforia politik, se-
lepas periode transisi dari sebuah rezim yang otoriter, dan hak para
anggotanya untuk menyatakan pendapat yang berbeda-beda.1532 Ellis
memuji proses ini dengan mengatakan bahwa “keempat sidang MPR
yang menangani peninjauan konstitusi menunjukkan adanya perkem-
bangan menuju perdebatan pluralis yang efektif di lembaga yang ada
dalam sebuah masyarakat yang demokratis”.1533 Luasnya perdebatan
konstitusi itu jelas menambah kualitas amandemen UUD yang diha-
silkan MPR.

Komisi Konstitusi

Sudah disebutkan sebelumnya, tekanan untuk membentuk sebuah
Komisi Konstitusi menguat selama berlangsungnya tahap-tahap pem-
bahasan keempat amandemen UUD oleh MPR. Koalisi untuk Konsti-
tusi Baru adalah pelopor pembentukan Komisi Konstitusi. Pada tahun
2000, Koalisi ini hanya berisi beberapa organisasi non-pemerintah
(LSM). Pada tahun 2001-2002, agar keterwakilannya lebih luas, kelom-
pok ini merangkul sederetan pakar politik dan ahli hukum konstitusi,
dan bekerja bahu-membahu dengan media untuk menyebarluaskan
usulan tentang pembentukan Komisi tersebut.1534

Tetapi, ada tiga faktor yang mempersulit pembentukan Komisi
ini pada tahun 1999-2002. Pertama, proposal untuk membentuk se-
buah Komisi Konstitusi gagal karena sikap resmi MPR yang tidak
mau membuat sebuah undang-undang dasar baru. Bagi MPR, mem-
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buang dan mengganti seluruh UUD 1945 adalah mustahil. Ketakutan
akan terjadinya perubahan total terhadap UUD 1945; perubahan ter-
hadap Pembukaan; penggantian ideologi negara; dan, dengan demikian,
kemungkinan dibentuknya sebuah negara Islam, membuat bahkan
sekadar pandangan tentang sebuah Konstitusi baru sekalipun menjadi
mimpi buruk bagi mayoritas anggota MPR. Mengingat akan hal ini,
Ellis pun berpendapat bahwa Koalisi telah melakukan kesalahan besar
dengan memadukan tuntutan akan sebuah Komisi Konstitusi dengan
tuntutan untuk membuat sebuah Konstitusi baru.1535 Seandainya saja
Koalisi itu tidak menuntut dibuatnya sebuah undang-undang dasar
baru, sangat bisa jadi bahwa proposalnya untuk membentuk Komisi
Konstitusi benar-benar dibahas dengan serius oleh MPR.

Kedua, pembentukan Komisi Konstitusi sudah kehilangan mo-
mentumnya. Di negara-negara lain, komisi semacam itu biasanya di-
bentuk pada awal proses reformasi konstitusi. Di Thailand, misalnya
Majelis Perancang Konstitusi dibentuk untuk konstitusi.1536 Di Indone-
sia, kuatnya legitimasi MPR membuat gagasan untuk membentuk
sebuah Komisi Konstitusi tidak bisa berjalan dalam pembahasan-
pembahasan Perubahan Pertama. Bagi Harun Alrasid, terlambat nama-
nya kalau orang baru membentuk sebuah Komisi Konstitusi setelah
proses amandemen berjalan.1537 Meminjam Kawamura, jelas bahwa
Komisi itu sudah “kehilangan momentum”.1538

Terlambatnya ide untuk membentuk Komisi menjadikannya se-
buah objek tawar-menawar politik, khususnya selama proses pemba-
hasan Perubahan Keempat. Beberapa kelompok, baik di dalam mau-
pun di luar MPR, mendukung pembentukan Komisi, meski untuk
alasan yang sangat berbeda: yaitu untuk menolak amandemen kon-
stitusi. Permadi (PDIP) menyatakan bahwa dia mendukung pembentuk-
an Komisi Konstitusi, tetapi sebagai alat untuk menerapkan kembali
UUD 1945 yang “asli”.1539 Hal ini jelas membahayakan konsep original
Komisi Konstitusi itu sendiri yang bertujuan mereformasi Konstitusi.
Maka, tak heran kalau sepanjang Sidang Tahunan MPR 2002 ada
enam fraksi di MPR yang mati-matian menolak pembentukan Komisi
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Konstitusi.1540 Lukman Hakim Saifuddin (PPP), misalnya, yang pada
Sidang Tahunan MPR 2001 mendukung pembentukan Komisi Konsti-
tusi, pada Sidang Tahunan 2002 merasa khawatir bahwa Komisi ter-
sebut nantinya justru akan menganulir keempat amandemen yang
sudah dihasilkan oleh MPR.1541

Alasan ketiga mengapa begitu sulit membentuk Komisi Konstitusi
adalah karena meskipun tekanan untuk membentuk Komisi itu terus
meningkat sejak pembahasan Perubahan Kedua hingga Keempat,
penolakan dari MPR sendiri juga konsisten. Proposal dari Koalisi
untuk Konstitusi Baru guna membentuk Komisi Konstitusi, tanpa
satu pun anggota MPR dilibatkan di dalamnya, tidak bisa diterima
oleh kebanyakan anggota MPR. Seperti dikatakan Ellis, “Tidak mung-
kin MPR mau menerima usulan untuk melepaskan proses itu nyaris
sama sekali dari tangan mereka”.1542

Bagi Ellis, tidak melibatkan satu pun anggota MPR dalam keang-
gotaan Komisi Konstitusi dengan alasan untuk menghindari masuknya
pengaruh politik, adalah sesuatu yang tidak realistis. Menurutnya,
setiap Konstitusi mencerminkan pilihan-pilihan politik.1543 Lebih jauh
Ellis mengatakan:

Keliru kalau orang percaya bahwa ‘Konstitusi bisa dilepaskan dari

politik’ dan diserahkan sepenuhnya kepada pakar-pakar yang ‘inde-

penden’: penilaian-penilaian dan pilihan-pilihan politik bukan hanya

tak terhindarkan, tetapi merupakan bagian esensial dari pembuatan

konstitusi.1544

Komisi Konstitusi Palsu

Meski pada akhirnya MPR mengeluarkan sebuah Ketetapan untuk
membentuk sebuah Komisi Konstitusi, di akhir Sidang Tahunan MPR
2002, Komisi ini jauh dari apa yang diharapkan. Jakob Tobing meng-
akui bahwa pembentukan Komisi itu semata-mata hanyalah sebuah
kompromi politik untuk merespons kuatnya tekanan masyarakat. Di-
katakannya MPR hanya membentuk sebuah ‘komisi konstitusi’ (dengan
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huruf ‘k’ kecil) dan bukan sebuah ‘Komisi Konstitusi’ (dengan huruf
‘K’ besar).1545 Otoritas ‘komisi konstitusi’, yang efektif dibentuk pada
tahun 2003, ini sengaja dibuat sangat terbatas. Menurut penulis:

… seorang anggota MPR … menyatakan bahwa penting untuk

menganalisis semua titik dan koma dalam Konstitusi, dan apakah

semua titik dan koma itu sudah berada di tempat yang semestinya.

Kewenangan yang demikian terbatas jelas akan mendistorsi makna

sebuah Komisi Konstitusi yang sesungguhnya. Jadi, komisi yang

ada sekarang itu tidak layak menyandang nama itu; ia hanya sedikit

berbeda dari sekadar sebuah kelompok studi yang mengkaji Kon-

stitusi.1546

Selain begitu terbatas kewenangannya, posisi Komisi Konstitusi
juga sangat lemah. Ia berada tidak hanya di bawah MPR, tetapi
bahkan di bawah Badan Pekerja MPR.1547 Ini berarti bahwa Komisi
itu hanya akan menjadi alat bantu MPR yang tidak punya kuasa apa
pun. Dalam bentuk demikian, Komisi tidak akan memiliki kekuasaan
untuk merancang struktur sebuah amandemen baru.1548 Dengan posisi
yang sedemikian rendah, tidak sulit bagi MPR untuk menolak laporan
Komisi, yang dengan demikian akan menjadi tumpukan kertas tak
berguna.1549

Penutup

Dalam proses pembuatan konstitusi tahun 1999-2002, MPR gagal
mempertahankan legitimasinya yang semula kuat sebagai sebuah
lembaga pembuat konstitusi. Proses yang penuh dengan manipulasi
telah menghancurkan reputasi MPR. Di sisi lain, Komisi Konstitusi
yang diusulkan publik tidak memiliki dukungan politik yang cukup
untuk bisa dibentuk. Meski, pada akhirnya, kritik-kritik yang terus
menghujani MPR berikut tekanan-tekanan untuk membentuk Komisi
Konstitusi menciptakan sebentuk checks and balances publik yang
efektif terhadap MPR sehingga lembaga itu pun meneruskan langkah-
nya mereformasi UUD 1945.



Kacau Prosesnya, Lebih Demokratis Hasilnya      355

Partisipasi Masyarakat: Terbatas

Partisipasi publik dalam keempat amandemen UUD 1945 dapat
dipilah ke dalam dua kategori: partisipasi yang digalang oleh MPR
dan partisipasi masyarakat sipil sendiri (media dan LSM). MPR gagal
menggalang partisipasi publik yang komprehensif dan partisipasi
yang dirancangnya kerap kali bersifat parsial dan ad hoc. Untungnya,
masyarakat sipil menutup kekurangan-kekurangan tersebut melalui
advokasi yang aktif.

Inisiatif MPR

Dalam Perubahan Pertama, partisipasi publik yang digalang oleh
MPR hampir-hampir tidak ada. Terbatasnya waktu yang dialokasikan
untuk pembahasan Perubahan Pertama berarti bahwa partisipasi
tidak bisa digalang sebagaimana mestinya. Selama masa pembahasan
Perubahan Kedua, MPR memiliki waktu yang lebih panjang untuk
mengubah Konstitusi dan sebagian dari waktu itu digunakan untuk
melibatkan masyarakat dalam proses amandemen, dan seminar-semi-
nar serta rapat-rapat dengar-pendapat pun digelar.1550 Para anggota
PAH I tahun 2000 mengunjungi 21 negara sebagai bagian dari sebuah
program yang disebut “studi banding internasional”. Tetapi, nyatanya,
kunjungan itu lebih merupakan sebuah acara ‘melancong’, karena,
herannya, tidak ada kewajiban bagi para pesertanya untuk membuat
dan menyerahkan laporan yang komprehensif setelah selesai melaku-
kan kunjungan-kunjungan tersebut.1551 Dalam proses pembahasan
Perubahan Ketiga, sebagai tanggapan atas kritik-kritik dari masyarakat
sipil, MPR membentuk sebuah ‘Tim Ahli’ guna membantu proses
amandemen. Tetapi, sebagian besar rekomendasi Tim ini tidak diadop-
si oleh MPR.1552 Terakhir, dalam proses penggodokan Perubahan Keem-
pat, program penggalangan partisipasi masyarakat berfungsi lebih
baik ketimbang pada proses amandemen-amandemen sebelumnya.
Dalam proses penggodokan amandemen terakhir ini barulah masyara-
kat diberi kesempatan yang luas untuk memberikan komentar-komen-
tarnya tentang usulan-usulan amandemen yang tengah dibahas MPR.1553
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Singkatnya, cara MPR menata program penggalangan partisipasi
terus diperbaiki tetapi tetap tidak memberi waktu yang memadai
bagi masyarakat untuk membahas draft-draft amandemen yang ada.
Seminar-seminar MPR kebanyakan diselenggarakan di hotel-hotel
besar di kota-kota metropolitan, dan rakyat di daerah-daerah pedesa-
an—tempat sebagian besar orang Indonesia bertempat tinggal—tidak
punya kesempatan untuk mengikuti seminar-seminar tersebut. Bila
dibandingkan dengan keterlibatan publik di Afrika Selatan dan Thai-
land, di mana public hearing dilakukan di daerah-daerah pedesaan,
program-program MPR gagal menjangkau banyak orang.

Selain itu, media yang digunakan oleh MPR untuk menyebarkan
informasi kepada masyarakat tentang hal ihwal amandemen juga
terbatas. Tidak ada newsletter, program televisi maupun radio apalagi
hotline yang berisi tentang segala pernak-pernik amandemen konsti-
tusi; seperti yang ada di Afrika Selatan.1554 Komunikasi kreatif seputar
draft-draft amandemen juga tidak ada. Ini berbeda dengan pengalaman
Afrika Selatan, yang misalnya, memublikasikan aturan tentang hak-
hak asasi manusia dalam bentuk buku komik.1555 Satu-satunya bentuk
media yang dikembangkan oleh MPR untuk memberikan informasi
kepada masyarakat adalah website MPR. Tetapi, situs maya ini baru
diluncurkan pada tahun 2001—sangat terlambat, mengingat proses
amandemen sudah dimulai sejak 1999. Lagi pula, sebuah situs maya
bukanlah bentuk media yang efektif bagi masyarakat Indonesia, yang
kebanyakan tidak punya akses ke Internet.

Dengan program-program penggalangan partisipasi yang tidak
beraturan ini, dan mengingat begitu terbatasnya informasi yang diberi-
kan kepada masyarakat, keterlibatan publik dalam seluruh proses
penggodokan keempat amandemen itu pun menjadi tak memadai.
Rakyat diperlakukan lebih sebagai objek amandemen, ketimbang se-
bagai subjek, padahal rakyatlah pemilik Konstitusi. Dengan demi-
kian, konsep Cheryl Saunders bahwa penggalangan partisipasi seha-
rusnya bersifat inklusif dan aktif1556 tidak tercapai dalam proses peng-
olahan keempat amandemen UUD 1945. Tidak ada aktivitas-aktivi-
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tas konsultatif yang diupayakan lebih jauh dari hanya sekadar untuk
mendidik publik yang pasif.1557 Indonesia gagal berkaca pada peng-
alaman-pengalaman Thailand dan Afrika Selatan dalam mengelola
partisipasi publik dalam proses reformasi konstitusi.

Inisiatif Masyarakat Sipil

Untungnya, periode transisi membawa serta kondisi politik yang
lebih terbuka. Hal demikian memungkinkan lebih banyak keterlibatan
dari masyarakat sipil untuk ikut aktif memantau proses keempat aman-
demen. Media sangat layak mendapat penghargaan karena telah aktif
melaporkan perdebatan amandemen yang sedang berjalan. Dalam
sidang MPR yang membahas amandemen-amandemen, siaran langsung
oleh media elektronik dan kolom khusus yang sengaja dialokasikan
oleh media cetak memungkinkan para pemirsa dan pembaca memahami
usulan-usulan amandemen. Keterlibatan media ini menyebarluaskan
pembahasan amandemen dari ruang elite di dalam gedung parlemen
hingga menjangkau kawula alit di jalanan.

Di kalangan LSM, Koalisi untuk Konstitusi Baru adalah kampiun
‘lawan tanding’ bagi MPR. Pegiat LSM dan pakar politik dan hukum
konstitusi yang tergabung dalam koalisi itu memainkan peran yang
penting dalam mewarnai proses amandemen beserta hasil-hasilnya.
Goenawan Mohamad berkomentar:

Untuk menghasilkan sebuah konstitusi … kita membutuhkan

gerakan ekstra-parlementer yang melahirkan dan mengedepankan

gagasan-gagasan segar yang patut dipuji, sesuatu yang baru, yang

biasanya kontroversial, dan memberi inspirasi.1558

Ali Masykur Musa mengakui bahwa dalam hal proposal pemilihan
Presiden langsung, kampanye yang dilakukan Cetro memengaruhi
keputusan MPR.1559 Kuatnya tekanan Koalisi untuk membentuk sebuah
Komisi Konstitusi independen juga berada di balik intensnya perde-
batan-perdebatan tentang Komisi itu dalam Sidang Tahunan MPR 2001
dan 2002. Tekanan itu pula yang menjadi alasan mengapa di peng-
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ujung tahun 2002, MPR pada akhirnya mau mengeluarkan sebuah
ketetapan tentang pembentukan Komisi Konstitusi, sekalipun ke-
tetapan itu hanya memberi kewenangan yang sangat terbatas kepada
Komisi.1560

Singkat kata, tanpa dukungan media dan masyarakat sipil, partisi-
pasi publik dalam keempat amandemen itu tentu akan amat terbatas.
Kegagalan MPR untuk merancang program penggalangan partisipasi
yang komprehensif mengakibatkan terbatasnya penerimaan masyara-
kat terhadap hasil keempat perubahan UUD 1945. Akibatnya, rakyat
kehilangan kesempatan untuk mendapatkan rasa memiliki yang lebih
besar terhadap perubahan Konstitusi1561 terutama melalui konsultasi-
konsultasi publik yang lebih luas.

Kesimpulan

Proses pembuatan konstitusi Indonesia tahun 1999-2002 bukanlah
proses yang benar-benar demokratis. Beberapa indikasi memperlihat-
kan sejumlah kekurangan dalam proses itu, seperti berubah-ubahnya
jadwal amandemen; terkontaminasinya proses pembahasan amande-
men oleh kepentingan-kepentingan politik jangka pendek; ketidakmam-
puan MPR untuk meraih kepercayaan masyarakat terhadap kapasitas-
nya sebagai lembaga pembuat konstitusi; dan partisipasi publik yang
terbatas dan tidak ditangani dengan baik.

Proses Amburadul Tak Terhindarkan

Bagian berikut berpendapat bahwa salah satu alasan utama am-
buradulnya proses amandemen UUD 1945 adalah prinsip-prinsip men-
dasar yang terdapat dalam UUD 1945 itu sendiri. Meskipun sudah
secara luas dikritik sebagai teks yang tidak demokratis, UUD 1945,
bahkan sampai sekarang, oleh fraksi-fraksi nasionalis—termasuk mili-
ter—masih dianggap sebagai sebuah dokumen penting yang mengan-
dung dua aspek yang krusial bagi keberlangsungan hidup negeri ini,
yaitu penolakan terhadap negara Islam; dan penetapan ideologi negara
nasionalis, Pancasila, yang terkandung dalam Pembukaan UUD 1945.
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Mempertahankan Pembukaan

Kesepakatan untuk mempertahankan Pembukaan, dengan demi-
kian, adalah inti dari semua amandemen UUD 1945. Andrew Ellis
dari National Democratic Institute berpendapat bahwa Pembukaan me-
mang harus dipertahankan, karena di dalamnya terdapat “pernyataan
tentang prinsip-prinsip bangsa dan warisan dari para pendiri negara”.1562

Bagi Jakob Tobing:

… sebuah konstitusi harus didasarkan pada ide-ide, dan memiliki

sebuah struktur organisasi. Dalam hal ini, idenya adalah Pem-

bukaan UUD 1945, dan strukturnya adalah negara. Jadi, perubahan

apa pun harus didasarkan pada Pembukaan, yang merupakan

perwujudan dari tujuan demi kedaulatan dan kesejahteraan

rakyat.1563

Sebagai pemimpin kubu nasionalis, Presiden Megawati dari PDIP
sangat bersemangat dalam keinginannya untuk mempertahankan
Pembukaan dalam bentuk aslinya.1564 Dia menegaskan bahwa:

Pendirian [kami] untuk mempertahankan Pembukaan sudah tidak

bisa ditawar-tawar lagi. Pembukaan ini tidak hanya berisi kata-

kata, tetapi juga mencerminkan semangat, jiwa dan perasaan-pe-

rasaan para pendiri negara dan pejuang-pejuang kemerdekaan.1565

Jadi, Pembukaan lebih dari sekadar sebuah teks simbolik: ia ada-
lah sebuah prinsip yang fundamental. Tanpa kesepakatan untuk mem-
pertahankannya, amandemen pasti sulit, atau bahkan tidak mungkin,
dilakukan. Para anggota MPR, terutama dari faksi nasionalis, meno-
lak keinginan untuk mengubah Pembukaan, dengan alasan bahwa
Pembukaan mencakup apa yang mereka yakini sebagai prinsip-prinsip
sakral negara ini: Pancasila sebagai ideologi negara, dan Negara
Kesatuan Republik Indonesia.1566 Bagi mereka, Pembukaan tidak boleh
pernah diubah, karena berisi pengakuan dan penegasan atas eksistensi
damai bermacam-macam kelompok etnis, budaya, dan agama di negeri
ini.1567
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Aliran Politik Islam dan Aliran Politik Nasionalis

Perdebatan tentang mempertahankan Pembukaan lagi-lagi me-
nyingkap adanya dua kelompok ideologi yang fundamental tetapi ber-
beda satu sama lain dalam politik di Indonesia: kelompok nasionalis
dan kelompok Islam.1568 Di MPR periode 1999-2004, kelompok na-
sionalis terdiri dari PDIP, TNI-Polri, Golkar, dan PDKB (fraksi Kristen).
Kelompok Islam meliputi PPP, PBB, dan PDU, yang kesemuanya
adalah penganjur kuat dimasukkannya ‘tujuh kata’ Piagam Jakarta
ke dalam UUD 1945. Empat fraksi lainnya, yaitu PKB, Reformasi,
FUG, dan KKI, secara politik mendukung posisi kelompok nasionalis,
yang menolak Piagam Jakarta.

Bahkan, Irman G. Lanti berpendapat bahwa kendati sudah ada
sejumlah perubahan dalam konfigurasi politik selepas Pemilu 1999,
pada dasarnya aliran-aliran politik Indonesia tidak berubah.1569 Tim
Lindsey pun berpandangan serupa bahwa walaupun sudah merdeka
selama lebih dari lima puluh tahun, dan pernah menikmati pertumbuh-
an ekonomi yang spektakuler sebelum terperosok ke dalam krisis
ekonomi tahun 1997,

… loyalitas-loyalitas politik dasar Indonesia tetap tak berubah.

Loyalitas itu masih terstruktur secara ketat di sekitar karakteristik

yang merupakan kombinasi antara loyalitas etnis, agama, dan

politik, yang secara historis hanya sedikit terpengaruh oleh detail-

detail politik atau peristiwa-peristiwa politik tertentu.1570

Pergesekan di antara kedua aliran politik tersebut, khususnya
dalam soal hubungan negara dan Islam, begitu kental dalam proses
pembuatan konstitusi tahun 1945 dan dalam sidang-sidang Konsti-
tuante tahun 1956-1959. Maka tak heran bahwa, dalam proses aman-
demen 1999-2002, faksi nasionalis lagi-lagi takut kalau-kalau partai-
partai Islam akan memanfaatkan momentum reformasi konstitusi
untuk meletakkan sebuah landasan konstitusional yang akan meng-
hantarkan berdirinya sebuah negara Islam. Ketakutan ini memengaruhi
hampir semua pengambilan-keputusan selama dalam proses keempat
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amandemen tersebut, tak terkecuali keputusan untuk hanya mengubah
UUD 1945, dan tidak membuat konstitusi baru—meski nyatanya ke-
putusan itu tidak konsisten. Meskipun demikian, paparan berikut
ini beranggapan bahwa inkonsistensi itu bisa dipahami, dan bahkan
diperlukan.

Inkonsistensi yang Memang Perlu

Seperti sudah disebutkan pada Bagian A, keempat amandemen
tersebut secara efektif telah menghasilkan sebuah Konstitusi baru,
meski dengan tetap mempertahankan aturan-aturan tentang agama
dan simbolisme UUD 1945 yang asli. Di satu sisi, hasil akhir aman-
demen—yang berupa Konstitusi baru—tidak konsisten dengan metode
amandemen yang dinyatakan oleh MPR untuk mereformasi UUD 1945;
di sisi lain, dalam pandangan penulis, amandemen yang dilakukan
secara bertahap itu adalah sebuah cara yang lebih aman untuk mem-
perbarui UUD 1945 yang sarat dengan simbol kenegaraan tersebut.
Seandainya keinginan untuk membuat sebuah konstitusi baru dinya-
takan secara eksplisit sejak awal proses, reformasi konstitusi ke-
mungkinan besar akan gagal, karena begitu kuatnya reaksi dari fraksi-
fraksi nasionalis di MPR.

Sekalipun mengakui bahwa UUD 1945 memiliki banyak kekurang-
an, para anggota fraksi nasionalis tidak siap untuk membuangnya
sama sekali, terutama karena alasan-alasan emosional, ketimbang
sebab-sebab lain.1571 Bagi mereka, mengganti UUD 1945 sama artinya
dengan ‘matinya negara’.1572 Menguatnya penolakan terhadap amande-
men UUD 1945 selama proses Perubahan Keempat berlangsung—
yang begitu kuatnya hingga nyaris mengarah kepada deadlock kon-
stitusi—menjadi bukti bahwa fraksi nasionalis memiliki kekuatan
yang riil, yang untungnya, terlambat mereka sadari sehingga praktis
proses konstitusi itu sudah menghasilkan sebuah Konstitusi baru.
Jakob Tobing mengatakan:

Sejujurnya, kebanyakan anggota MPR tidak memahami hasil [aman-

demen-amandemen]. Itulah mengapa banyak di antara mereka yang
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terkejut ketika perubahan-perubahan itu disahkan ... Dalam rapat-

rapat paripurna, jarang ada yang mengajukan keberatan-keberatan

yang sesungguhnya … Banyak yang tidak menyadarinya.1573

Menurut Andrew Ellis, seandainya kelompok-kelompok konservatif
menyadari apa yang terjadi sepanjang proses itu, amandemen konsti-
tusi yang fundamental sangat bisa jadi sudah membentur tembok
deadlock sejak awal-awal proses perubahan.1574 Sebab, banyak anggota
PDIP (fraksi terbesar di MPR) yang menjadi pendukung kelompok-
kelompok konservatif ini. Dengan menunjuk kepada kelompok-ke-
lompok demikian, Jakob Tobing mengatakan bahwa resistensi se-
bagian anggota PDIP terhadap amandemen-amandemen itu didasarkan
pada alasan-alasan ideologis. Katanya:

… bagi sebagian anggota [PDIP], struktur UUD 1945 yang asli,

yang melambangkan perjuangan kemerdekaan kita, adalah bagian

dari ideologi. Mengingat akan hal ini, kami harus [bertindak dan

bersikap] sangat hati-hati … resistensi terkuat akan datang dari

dalam partai saya (PDIP) sendiri.1575

Karenanya, Tobing berpendapat bahwa pernyataan untuk hanya
mengubah, bukan mengganti, UUD 1945 sebenarnya merupakan stra-
tegi untuk mengamankan reformasi konstitusi itu sendiri.1576

… gagasan untuk [hanya] mengubah Konstitusi itu tidak muncul

tiba-tiba—arah dan tujuan dari perubahan-perubahan itu sudah

ditetapkan sejak sangat awal. Kami melakukannya secara bertahap,

karena kami tahu bahwa kalau kami mencoba memaksakan per-

ubahan-perubahan ini, perlawanannya akan jauh lebih sengit.1577

Dalam hal ini, situasi Indonesia sangat berbeda dari situasi Afrika
Selatan, Thailand, dan Filipina. Negara-negara ini mampu membuat
konstitusi-konstitusi yang sama sekali baru. Menurut National Demo-
cratic Institute, hal itu bisa terjadi karena di ketiga negara tersebut
konstitusi-konstitusi yang ada sebelumnya hanya memiliki sedikit
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kredibilitas, atau bahkan tidak sama sekali.1578 Konstitusi Afrika
Selatan sebelumnya diterapkan oleh rezim apartheid; Konstitusi Thai-
land oleh militer; dan Konstitusi Filipina oleh mantan Presiden Marcos.
Sedangkan di Indonesia, banyak orang yang sangat menghormati
UUD 1945 sebagai simbol kemerdekaan Indonesia.1579 Bagi Goenawan
Mohamad,

Apa pun alasannya, kita tidak mungkin membuat sebuah Konstitusi

yang sama sekali baru tanpa membubarkan parlemen yang ada

sekarang. Kita tidak sedang berada dalam fase revolusi. Indonesia

tidak seperti Thailand dan Afrika Selatan di tahun-tahun awal se-

lepas pemerintahan diktator [mereka masing-masing]. Konstitusi

20021580 [dirancang] menyusul sebuah Pemilu di mana, dengan segala

kekurangannya, kita ikut berpartisipasi, dan [hasil-hasilnya] kita

terima.1581

Jadi, barangkali Tobing memang benar ketika dia mengatakan
bahwa:

… yang bisa dan harus kita lakukan adalah memaksimalkan

kesempatan yang dibawa oleh amandemen. [Lebih baik kita] me-

manfaatkan kesempatan yang sekarang dimiliki oleh negara ini,

ketimbang mengharapkan sesuatu yang lain, seperti membuat

sebuah Konstitusi yang sama sekali baru [misalnya], yang [untuk

itu kita] tidak memiliki konsensus politik apa pun untuk memulainya.

Yang paling penting adalah proses dan substansinya, dan bukan

formalitas-formalitas proses dan hasil-hasilnya.1582

Kompromi Kepentingan Politik Memang Tak Terhindarkan

Karena fraksi-fraksi nasionalis takut bahwa perubahan yang radi-
kal akan membahayakan eksistensi Pembukaan dan membuka peluang
berdirinya sebuah negara Islam, proses yang lamban, tak beraturan
dan tentatif yang ditandai dengan negosiasi-negosiasi yang seperti tak
ada habis-habisnya pun jadi tak terhindarkan selama proses aman-
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demen tahun 1999-2002 itu dijalankan oleh MPR. Seperti dikatakan
Tim Lindsey:

Kompromi, deal-making, dan pendekatan tambal-sulam yang tak

beraturan pun jadi tak terhindarkan, karena demokrasi dinegosia-

sikan pasal demi pasal.1583

Penulis sepakat dengan pendapat Lindsey, dan bagi penulis kom-
promi politik memiliki dua sisi: positif dan negatif. Ia bisa negatif
jika digunakan untuk mengakomodasikan kepentingan-kepentingan
politik jangka-pendek dari sebuah partai yang kuat di dalam sebuah
lembaga pembuat konstitusi. Di sisi lain, ia bisa menjadi positif karena
mempercepat tercapainya kesepakatan atas proposal-proposal aman-
demen yang sulit di antara partai-partai yang berbeda. Senada dengan
ini, Goenawan Mohamad menyatakan:

Ide-ide yang diproses oleh rakyat sebagai sebuah kelompok tidak

bisa dijaga agar tetap ‘rapi dan bulat’, tetapi ‘kelonjongan’ bisa

dianggap sebagai produk dari sebuah kelompok, sesuatu yang dimiliki

oleh kelompok, dan dengan demikian layak ditegakkan oleh kelompok

itu … [M]elalui kompromi yang diciptakan oleh kalimat yang “dilon-

jongkan” itu, Konstitusi itu pun bisa diterima dan dipertahankan

oleh semua dan, bersama dengan kompromi-kompromi yang lain—

khususnya masalah Piagam Jakarta—Republik ini bisa berdiri.1584

Lebih jauh Goenawan berpendapat bahwa MPR bukan hanya
sekadar sebuah ‘tempat diskusi’. MPR lebih mirip dengan sebuah
pasar di mana ide-ide “ditawarkan dan dibeli”.1585 Dalam proses ini,
sebuah kompromi antar-partai-partai jadi tak terhindarkan. Andrew
Ellis juga mengatakan bahwa negosiasi-negosiasi konstitusi di Indo-
nesia:

… mirip dengan kebanyakan negosiasi lainnya. Ancaman-ancaman

untuk tidak mau bersepakat diperjual-belikan sebelum rapat-rapat

pengambilan keputusan final [dilakukan] … Konsesi-konsesi terbe-
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sar mungkin dibuat pada menit-menit terakhir dalam rapat-rapat

lobi dan penyusunan draft yang dilakukan secara maraton.1586

Negosiasi-negosiasi di menit terakhir semacam itu jelas terjadi
selama proses pembahasan Perubahan Ketiga dan Keempat. Kompromi
yang dibuat dalam rapat-rapat negosiasi semacam itu telah menye-
lamatkan agenda reformasi konstitusi. Andai saja rapat-rapat negosiasi
itu gagal mencapai kompromi, deadlock pasti sudah mengancam selu-
ruh proses amandemen. Memuji kompromi yang dicapai di akhir
pembahasan-pembahasan Perubahan Keempat, terutama dalam kaitan-
nya dengan penolakan terhadap ‘tujuh kata’ Piagam Jakarta (penerapan
syariah secara luas), Business Times menulis:

Melalui konsensus dan praktik dagang-sapi, dan bukan dengan

voting secara terang-terangan, perubahan-perubahan itu melicin-

kan jalan menuju pemilihan Presiden langsung tahun 2004;

memaksa militer yang [dulu pernah] berkuasa itu keluar dari Par-

lemen, dan, dengan demikian, dari garis-depan politik, juga pada

tahun 2004; dan memperkukuh tiang-tiang penyangga bangunan

sosial bangsa yang sekuler dan beragam etnis itu. Yang patut dipuji

… MPR menolak seruan untuk memasukkan hukum syariah Islam

ke dalam Konstitusi ....1587

Urgensi kompromi itu menjadi lebih signifikan, dalam kaitannya
dengan tahap terakhir proses pembuatan konstitusi: pengesahan.
Kesulitan-kesulitan dalam proses pengesahan terhadap keempat aman-
demen itu meningkat secara progresif ketika substansi amandemen
menyentuh aturan-aturan konstitusi yang lebih krusial. Proses penge-
sahan Perubahan Pertama adalah yang paling mudah, sedangkan
ratifikasi Perubahan Keempat adalah yang paling sulit dilakukan.
Dalam proses pengesahan yang paling sulit tersebut, rapat-rapat nego-
siasi tertutup, dan kompromi di antara fraksi-fraksi di MPR, mau
tidak mau harus dilakukan, kalau ingin Perubahan Keempat itu disah-
kan.
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Penutup

Proses reformasi konstitusi yang diadopsi di Afrika Selatan dan
Thailand tentu saja merupakan model yang lebih baik ketimbang
metode yang diterapkan di Indonesia, jika dipandang dari satu sisi
teori pembuatan konstitusi. Tetapi, kedua negara itu tidak pernah
menghadapi isu-isu politik yang kompleks dan mudah meledak seperti
keinginan lama untuk mendirikan sebuah negara Islam dan sebuah
sejarah konflik sepanjang setengah abad antara para pendukung negara
Islam dan pendukung ideologi yang dominan yang lebih menyukai
sebuah negara berdasarkan prinsip-prinsip nasionalis non-Muslim,
seperti yang dihadapi Indonesia. Dalam situasi dan kondisi semacam
itu, proses yang kerapkali tak beraturan, tak pasti, lamban, dan
dilakukan selangkah-demi-selangkah, yang diadopsi di Indonesia,
merupakan satu kompromi politik yang masuk akal dan mungkin
juga merupakan satu-satunya cara untuk melakukan perubahan yang
sesungguhnya terhadap tatanan konstitusional Indonesia, tanpa harus
menimbulkan krisis besar; seperti menangkap ikan tanpa mengeruh-
kan airnya.

Keempat Amandemen: Hasil-hasilnya1588

Bagian ini akan mengevaluasi hasil-hasil dari keempat amandemen
itu. UUD 1945 setelah amandemen, jelas merupakan teks yang lebih
demokratis ketimbang naskah sebelum amandemen. Aturan-aturan
tentang lembaga legislatif, eksekutif, dan yudikatif serta aturan-aturan
tentang hak-hak asasi manusia akan menjadi fokus evaluasi ini, guna
menunjukkan bahwa Konstitusi yang sudah diubah itu membakukan
pemisahan kekuasaan yang lebih jelas dan memberikan perlindungan
yang lebih baik terhadap hak-hak asasi manusia, bila dibandingkan
dengan teks aslinya. Seperti sudah dibahas dalam Bab Dua, hal ini
konsisten dengan pandangan bahwa sebuah Konstitusi yang demo-
kratis harus, secara khusus, mendefinisikan bagaimana kekuasaan
politik dikontrol secara efisien dan bagaimana hak-hak individu dan
masyarakat dilindungi.
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Bagian ini juga memperbandingkan aturan-aturan konstitusi yang
relevan sebelum dan setelah amandemen, dan mengkritisi beberapa
kekurangan yang ada pada hasil-hasil amandemen itu demi menunjuk-
kan bahwa reformasi lebih jauh masih dibutuhkan. Secara spesifik,
bagian ini akan memaparkan sejumlah rekomendasi untuk melakukan
reformasi lebih lanjut terhadap sistem checks and balances.

Reformasi Legislatif

Reformasi Struktural

Keempat amandemen itu telah mengubah struktur parlemen.
MPR, yang semula berisi anggota-anggota DPR dan kelompok-kelom-
pok fungsional tambahan—termasuk militer—sudah diubah, dan seka-
rang hanya terdiri dari anggota-anggota DPR dan DPD.1589 Anggota-
anggota DPR mewakili kepentingan-kepentingan partai-partai politik,
sedangkan anggota DPD mewakili kepentingan-kepentingan daerah yang
diwakilinya.1590 Yang penting, semua anggota dari kedua kamar ini
kini dipilih oleh rakyat. Ini berarti sistem ‘kursi pesanan’ untuk militer
dan golongan-golongan lain, sudah tak berlaku lagi.

Reformasi Fungsional

MPR dan Kedaulatan

Sebuah perubahan yang fundamental terjadi ketika Perubahan
Ketiga mengatur bahwa ‘kedaulatan berada di tangan rakyat dan
dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar’.1591 Ini berarti bahwa
MPR tidak lagi menjadi satu-satunya pemegang kedaulatan, tidak lagi
merupakan lembaga tertinggi di republik ini, dan tidak lagi memiliki
kekuasaan-kekuasaan yang tak terbatas.1592

Amandemen tentang kedaulatan ini disusul dengan reformasi
fungsional lainnya terhadap MPR. Tabel 21 memperlihatkan kekuasaan-
kekuasaan MPR sebelum dan sesudah amandemen. Tabel ini menun-
jukkan bahwa MPR kini memiliki kekuasaan-kekuasaan yang lebih
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terbatas ketimbang yang dimilikinya sebelum amandemen. Hal ini
memperjelas fakta bahwa MPR, sebagai lembaga pembuat konstitusi,
sudah mampu mereformasi diri dan membatasi kekuasaannya sendiri.

Tabel 21.  MPR:  Sebelum dan Sesudah Amandemen

Aturan-Aturan Sebelum Amandemen Sesudah Amandemen
Kedaulatan Rakyat Dimonopoli oleh MPR.1593 MPR tidak memonopoli Kedaulat-

an dilaksanakan menurut Undang-
Undang Dasar.1594

Kedudukan Lembaga tertinggi negara MPR hanya salah satu dari bebe-
dengan kekuasaan yang rapa lembaga negara, dengan
tak terbatas. kekuasaan yang terbatas.

Pemilihan Presiden Dipilih oleh MPR.1595 MPR melantik Presiden dan
Wakil Presiden, yang langsung
dipilih oleh rakyat.1596

GBHN Disusun oleh MPR, Presi- MPR tidak lagi memiliki kewenangan
den melaksanakannya dan ini.
mempertanggungjawab-
kan pelaksanaannya ke-
pada MPR.1597

Perubahan Diubah dan ditentukan MPR masih tetap memiliki wewenang-
Konstitusi oleh MPR.1598 wewenang ini1599 (meskipun prose-

dur-prosedur amandemennya sudah
diubah).

Pemberhentian Diberhentikan oleh MPR. MPR memiliki kekuasaan untuk men-
Presiden Prosedur ini tidak diatur copot Presiden. Kekuasaan ini diatur

secara eksplisit dalam secara eksplisit dan teperinci dalam
Undang-Undang Dasar. Undang-Undang Dasar.1600

Kekosongan Kursi Konstitusi tidak memiliki MPR memiliki kekuasaan untuk me-
Presiden aturan tentang hal ini. milih Presiden dan/atau Wakil Presiden,

dalam hal bahwa salah satu atau kedua
jabatan itu lowong.1601
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Reformasi DPR

Sejak amandemen, DPR menjadi sebuah lembaga legislatif yang
digdaya. Menurut Saldi Isra, amandemen-amandemen itu bahkan telah
melahirkan DPR yang unggul1602 dan dengan begitu, Konstitusi sudah
berubah, dari sebuah Konstitusi yang sarat-eksekutif menjadi Konsti-
tusi yang sarat-DPR.1603 Penulis sependapat dengan Saldi Isra, dan
karenanya akan mempertanyakan argumen Tim CSIS yang mengata-
kan bahwa amandemen-amandemen itu telah menghasilkan Konstitusi
yang sarat-legislatif.1604 Frasa ‘sarat-legislatif’ berasumsi bahwa kedua
lembaga legislatif, DPR dan DPD, mempunyai kekuasaan yang lebih
kuat daripada cabang-cabang lainnya. Padahal, faktanya DPD memiliki
lebih sedikit kekuasaan legislatif ketimbang DPR.

Jimly Asshiddiqie merujuk kepada keterlibatan DPR dalam mene-
rima duta besar negara-negara asing,1605 sebagai satu contoh betapa
lebih kuat dan berkuasanya DPR sejak amandemen. Di matanya,
Pasal ini tidak praktis dan melanggar kelaziman dalam diplomasi
internasional.1606 Seperti rekannya, Fajrul Falaakh menyatakan bahwa
syarat pertimbangan DPR dalam pengangkatan duta besar merupakan
intervensi berlebihan lembaga legislatif dalam urusan eksekutif.1607

Lebih jauh, dalam kaitannya dengan penerimaan duta besar negara-
negara asing, Falaakh melihat keterlibatan DPR ini sebagai sebuah
campur tangan dalam urusan-urusan yang bertalian dengan negara-
negara lain.1608 Jimly Asshiddiqie menyatakan bahwa ini adalah sebuah
reaksi yang berlebihan terhadap kepresidenan yang luar biasa kuat
di bawah Soeharto. Hal ini berbahaya karena dapat melahirkan sebuah
sistem diplomasi yang kurang efisien.1609 Bahkan, seperti sudah diba-
has dalam Bab Empat, alasan di balik peran DPR dalam penerimaan
duta besar negara asing ini lebih merupakan sebuah tanggapan reaktif
terhadap insiden tertentu antara Indonesia dan pemerintah Australia
ketimbang sebuah perubahan politik yang sudah dipertimbangkan
masak-masak.1610

Tabel 22 menunjukkan bagaimana DPR sudah berubah dari ‘tukang
stempel’ menjadi sebuah organ negara yang super.
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Tabel 22.  DPR: Sebelum dan Sesudah Amandemen

No. Sebelum Sesudah

1. UUD 1945  tidak menyebutkan dengan Disebutkan  dengan jelas.1611

jelas bahwa DPR memiliki fungsi legislasi,
fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

2. UUD 1945 tidak menyebutkan bahwa Disebutkan.1612

DPR memiliki hak interpelasi, hak angket,
dan hak menyatakan pendapat.

3. UUD 1945 tidak menyebutkan bahwa Disebutkan.1613

setiap anggota DPR mempunyai hak
mengajukan pertanyaan, menyampaikan
usul dan pendapat, serta hak imunitas.

4. UUD 1945 mengatur bahwa persetujuan Memiliki kekuasaan-kekuasaan DPR
diperlukan untuk menyatakan perang, serupa.1614

membuat perdamaian dan perjanjian
dengan  negara lain; dan menetapkan
peraturan pemerintah pengganti
undang-undang.

5. UUD 1945 tidak mengatur bahwa Diatur.1615

persetujuan DPR diperlukan: untuk
membuat perjanjian internasional;
menyetujui dan menetapkan hakim agung;
mengangkat dan memberhentikan anggota-
anggota Komisi Yudisial.

6. UUD 1945 tidak mengatur bahwa Diatur.1616

pertimbangan DPR diperlukan: untuk
mengangkat duta besar dan menerima
duta besar negara-negara lain; dan untuk
memberikan amnesti dan abolisi.
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Satu prestasi monumental lainnya dari proses amandemen terjadi
ketika Perubahan Pertama mencabut kekuasaan untuk membuat un-
dang-undang dari tangan Presiden, dan memberikannya kepada DPR.
Bagir Manan berpendapat bahwa amandemen ini mengukuhkan checks
and balances yang lebih jelas antara Presiden selaku lembaga ekse-
kutif dan DPR sebagai lembaga legislatif.1621 Amandemen ini juga
mengatasi situasi yang tidak memuaskan yang ada sebelumnya, di
mana Presiden memiliki kewenangan lebih kuat untuk membuat un-
dang-undang. Konsep ini muncul sebagai akibat dari maraknya penya-
lahgunaan kekuasaan di bawah rezim otoriter Soeharto.1622 Walaupun
demikian, peran legislatif DPR masih tetap rentan. Semua rancangan
undang-undang harus disetujui secara bersama-sama oleh Presiden
dan DPR melalui pembahasan untuk bisa menjadi sebuah undang-
undang1623 dan Presiden masih memegang hak veto absolut untuk
menolak segala rancangan undang-undang pada tahap pembahasan
demikian.1624 Kendati, seperti dijelaskan kemudian, sekali Presiden
setuju, dia tidak akan bisa menggunakan hak vetonya untuk tidak
menandatangani rancangan undang-undang itu di kemudian hari: dalam
waktu tiga puluh hari, rancangan undang-undang itu tetap akan menjadi
undang-undang, sekalipun ditolak oleh Presiden (Pasal 20(5)).

7. UUD 1945 tidak menyebutkan bahwa DPR Diatur.1617

memilih anggota-anggota BPK, dan tiga
hakim pada Mahkamah Konstitusi.

8. UUD 1945 mengatur bahwa DPR Memiliki kekuasaan-kekuasaan
menerima laporan dari BPK. serupa.1618

9. UUD 1945 tidak menyebutkan dengan jelas Diatur dengan jelas.1619

peran DPR dalam proses pemberhentian
Presiden.

10. Penjelasan UUD 1945 menyebutkan bahwa Disebutkan dengan jelas dalam
Presiden tidak bisa membubarkan DPR. Batang Tubuh UUD 1945.1620
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Pembentukan DPD

Satu langkah reformasi legislatif lainnya adalah pembentukan
Dewan Perwakilan Daerah (DPD). Lembaga baru ini dimaksudkan
untuk memberi kesempatan kepada masyarakat daerah untuk ber-
peran lebih aktif di dalam pemerintahan, sejalan dengan ide untuk
menerapkan otonomi daerah.1625 Tetapi DPD hanya diberi otoritas
yang sangat terbatas, apalagi kalau dibandingkan dengan kekuasaan
DPR. Tetapi, bagaimanapun, ini adalah satu contoh lain kompromi
yang dicapai dalam proses amandemen.

Kekurangan-Kekurangan

Di sepanjang proses amandemen tersebut, ide untuk membentuk
sebuah parlemen bikameral yang kuat bergema luas. Maksudnya
adalah untuk membangun sebuah sistem checks and balances yang
lebih jelas dalam parlemen tersebut. Hal ini konsisten dengan argumen
Giovanni Sartori, bahwa:

Bikameralisme berseberangan dengan unikameralisme, dengan

alasan bahwa dua kamar adalah satu perangkat kontrol yang

aman, dan bahwa konsentrasi semua kekuasaan legislatif di satu

lembaga saja tidak hanya berbahaya, tetapi juga tidak bijaksana:

karena dua mata lebih baik daripada satu mata saja.1626

Tetapi, pada akhirnya parlemen bikameral yang kuat ini tidak
tercapai karena bagi para penentangnya, itu berarti bahwa Indonesia
akan secara efektif menjadi sebuah negara federal, sebuah opsi yang
mereka tentang kuat karena alasan-alasan ideologis yang tak bisa
ditawar-tawar lagi.1627 Slamet Effendy Yusuf (Golkar) mengatakan
bahwa semula partainya mendukung usulan tentang parlemen bika-
meral yang kuat ini. Tetapi, sebagai bagian dari komprominya dengan
PDIP (yang anggotanya banyak menentang proposal itu), Golkar sepakat
untuk mengadopsi sistem bikameral yang ‘lunak’.1628

Akibatnya, sekarang DPD tidak mempunyai kekuasaan legislatif
yang memadai.1629 DPD hanya bisa menyerahkan rancangan undang-
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undang kepada DPR dan selanjutnya berpartisipasi dalam pembahasan
rancangan-rancangan undang-undang yang menyangkut masalah oto-
nomi daerah, hubungan-hubungan pusat-daerah, pembentukan, per-
luasan dan penggabungan daerah-daerah, pengelolaan sumber-sumber
daya alam dan sumber-sumber daya ekonomi lainnya; serta perim-
bangan keuangan antara pusat dan daerah-daerah.1630 DPD juga hanya
dapat mengajukan pertimbangan dan saran kepada DPR tentang ran-
cangan undang-undang tentang anggaran dan belanja negara, pajak,
pendidikan dan agama.1631 Tetapi, lembaga ini tidak terlibat dalam
proses ratifikasi semua rancangan undang-undang tersebut. Ini sema-
ta-mata menjadi urusan DPR dan Presiden.1632 Selain itu, DPD berwe-
nang mengawasi penerapan undang-undang dalam urusan-urusan
tersebut, tetapi tidak memiliki otoritas untuk bertindak lebih jauh.
Tindakan ini menjadi urusan DPR, yang kepadanya DPD menyerahkan
hasil-hasil pengawasannya.1633 Akibatnya, masih menurut Bagir Manan,
DPD hanya menjadi lembaga komplementer terhadap DPR.1634

Masalah potensial lainnya menyangkut DPD adalah bahwa di
dalam UUD 1945 tidak ada aturan-aturan teperinci apa pun seputar
hak-hak DPD dan, terutama, hak-hak para anggotanya. Hal ini terlihat,
misalnya, dalam tidak adanya pasal-pasal yang menjamin imunitas
para anggota DPD; ini berbeda sekali dengan hak yang dinikmati oleh
para anggota DPR.

Bukan Parlemen Bikameral, melainkan Trikameral

Dengan demikian, Saldi Isra berpendapat bahwa amandemen-
amandemen tersebut tidak menghasilkan sebuah parlemen bikame-
ral,1635 tetapi justru menciptakan sebuah parlemen trikameral yang
aneh, dengan MPR, DPR, dan DPD sebagai ketiga kamar itu.1636 Sejalan
dengan Saldi Isra, Bagir Manan juga menyatakan bahwa MPR bukanlah
sidang bersama antara DPR dan DPD,1637 karena MPR bukanlah kom-
binasi antara DPR dan DPD sebagai lembaga-lembaga, melainkan
semata-mata merupakan kombinasi antara anggota-anggota kedua
lembaga itu dalam sebuah lembaga lain,1638 karena MPR masih tetap



374      Amandemen UUD 1945: Antara Mitos dan Pembongkaran

memiliki kekuasaan-kekuasaannya sendiri, terlepas dari kekuasaan-
kekuasaan DPR maupun DPD.1639 Akibatnya, di dataran realitas, Indo-
nesia sekarang mempunyai tiga kamar—DPR, DPD, dan MPR—dengan
ketegangan dalam hal distribusi kekuasaan riil di antara ketiganya,
dengan DPR yang paling dominan.

Rekomendasi

Untuk mengatasi kekurangan-kekurangan tersebut, penting untuk
terus mereformasi struktur dan kekuasaan MPR, DPR, dan DPD.
DPD harus diberi kekuasaan-kekuasaan yang lebih besar ketimbang
apa yang dimilikinya di bawah hasil amandemen yang berlaku seka-
rang. Seperti halnya DPR kini, DPD harus diberi beberapa hak untuk
menjalankan kekuasaan legislatif, di samping juga hak imunitas bagi
para anggotanya. Selanjutnya, MPR harus menjadi sekadar sidang
bersama antara kedua kamar itu, dan bukan lagi sebuah lembaga
terpisah. Hanya dengan begitulah ide tentang sebuah sistem bikameral
yang efektif bagi bangsa Indonesia dapat tercapai. Cara ini akan
memperkuat DPD sekaligus memperkuat sistem checks and balances
karena mampu mencegah DPR agar tidak menjadi sebuah lembaga
legislatif yang sama sekali tak terkendali.

Reformasi Eksekutif

Menuju Sebuah Sistem Presidensial Konvensional

Dalam pandangan Ellis, yang disebut dengan sistem presidensial
di Indonesia bukanlah ‘presidensial’ dalam pengertian yang dipahami
di Amerika Serikat dan Filipina, karena presiden-presiden Indonesia
tidak dipilih secara langsung dan dapat diberhentikan kapan saja
melalui pemungutan suara di MPR.1640 Tetapi, sejak amandemen,
Indonesia sudah mengadopsi model ‘sistem presidensial yang lebih
konvensional’ tersebut.1641 Ini sesuai dengan karakteristik yang diso-
dorkan oleh Arendt Lijphart dan Giovanni Sartori. Lijphart berpendapat
bahwa sebuah sistem presidensial memiliki tiga karakteristik yang
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spesifik: (i) eksekutif yang dijalankan oleh satu orang, bukan gabung-
an; (ii) eksekutif yang dipilih langsung oleh rakyat; dan (iii) masa
jabatan tertentu yang tidak bisa dicabut oleh sebuah pemungutan
suara di parlemen.1642 Menurut Sartori, sebuah sistem politik disebut
presidensial jika Presidennya: (i) dipilih oleh Pemilu rakyat; (ii) tidak
bisa dicabut atau dihapuskan oleh pemungutan suara di parlemen,
selama dalam masa jabatannya; dan (iii) memimpin pemerintah yang
dipilih dan diangkatnya sendiri.1643

Aturan-Aturan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

Satu Orang atau Gabungan Satu orang. Satu orang.1644

Status Kepala Eksekutif. Sama.1645

Proses Pemilihan Tidak langsung, dipilih oleh Dipilih langsung oleh
MPR. rakyat.1646

Masa Jabatan • Tidak terbatas, dapat dipilih • Terbatas selama dua kali
   lagi setiap lima tahun.1647    lima tahun.1648

• Tidak pasti, mudah diber- • Pasti, tidak mudah diber-
   hentikan.    hentikan.1649

Kekuasaan Legislatif Lebih dominan daripada DPR. Berbagi kekuasaan dengan
DPR dan DPD.

Kekuasaan untuk Mengang- Tidak disebutkan dengan jelas, Terbatas.
kat dan Memberhentikan sehingga pada praktiknya,
Pejabat-Pejabat Tinggi kekuasaan ini menjadi tidak
Negara terbatas.

Tabel 23.  Sistem Presidensial Sebelum dan Sesudah Amandemen
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Aturan-Aturan Sebelum Perubahan Sesudah Perubahan

Prosedur  Impeachment:·
• Landasan Hukum Disebutkan secara umum dalam Diatur dalam Konstitusi.1650

Penjelasan UUD 1945, dan
kebanyakan diatur dalam Tap
MPR.

• Alasan Lebih bersifat politis ketimbang Lebih bersifat kriminal, yaitu
legal, yaitu bila Presiden ‘sung- ‘bila Presiden terbukti
guh-sungguh telah melanggar melakukan pengkhianatan,
haluan negara dan undang- korupsi, tindak pidana berat
undang dasar’. dan perbuatan tercela lain

nya, atau terbukti tidak lagi
memenuhi syarat sebagai
Presiden.1651

• Cabang Yudisial Tidak dilibatkan dalam proses. Terlibat.
Mahkamah Konstitusi
menyelidiki, mengadili, dan
memutuskan atas saran-
saran DPR bahwa Pre-
siden harus diberhentikan.1652

• Syarat Suara Lebih mudah. Lebih sulit.
Asalkan tercapai mayoritas
suara yang menolak pidato per-
tanggungjawaban Presiden,
maka Presiden dapat di-im-
peach.

Mensyaratkan pengam-
bilan keputusan di DPR,
Mahkamah Konstitusi, dan
MPR. Hanya suara mayo-
ritas mutlak di DPR, vonis
bersalah di Mahkamah
Konstitusi dan suara mayo-
ritas lainnya di MPR-lah
yang bisa meng-impeach
seorang Presiden.1653
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Kekuasaan Eksekutif

Tabel 23 menunjukkan bahwa sekarang Indonesia memiliki sebuah
sistem checks and balances yang lebih baik terhadap kekuasaan-
kekuasaan presiden. Kendati pemilihan Presiden langsung memper-
kuat legitimasi Presiden, ini tidak berarti bahwa kekuasaan Presiden
akan tak terbatas. Kekuasaan Presiden untuk mengangkat dan mem-
berhentikan pejabat-pejabat tinggi negara sudah diatur dengan lebih
baik. Misalnya, di bawah UUD 1945 yang asli, tidak ada aturan-
aturan tentang bagaimana anggota-anggota MPR, DPR, BPK dan Hakim
Agung harus dipilih atau diangkat. Akibatnya, Presiden Soeharto
aman-aman saja memilih loyalis-loyalis sebagai anggota lembaga-lem-
baga ini. Semua ‘orang-orang Presiden’ ini ikut menyebabkan absennya
kontrol lembaga apa pun terhadap tindakan-tindakan Presiden sepan-
jang hampir seluruh periode Orde Baru. Amandemen UUD 1945 men-
coba langsung mengatasi masalah-masalah tersebut. Sekarang, misal-
nya:

 Anggota-anggota MPR, DPR, dan DPD dipilih oleh rakyat;1654

 Para anggota BPK dipilih oleh DPR, dengan memerhatikan pertim-
bangan dan saran-saran DPD, untuk kemudian disahkan oleh
Presiden;1655 dan

 Nama-nama calon untuk diangkat menjadi Hakim Agung diserahkan
oleh Komisi Yudisial kepada DPR dan selanjutnya disahkan oleh
Presiden.1656

Kekuasaan Legislatif

Kekuasaan legislatif, yang semula terutama didominasi oleh Presi-
den, sekarang sudah beralih ke tangan DPR,1657 dengan sedikit partisi-
pasi dari DPD (seperti sudah disebutkan sebelumnya). Tetapi, Presiden
masih tetap memiliki kekuasaan legislatif yang signifikan. Rancangan-
rancangan undang-undang dibahas dan harus disetujui oleh DPR maupun
Presiden.1658 Syarat persetujuan Presiden ini pada dasarnya merupakan
‘hak veto’ bagi Presiden. Hak ini lebih kuat ketimbang hak veto Presi-
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den Amerika Serikat sekalipun. Di Indonesia, jika Presiden menolak
sebuah rancangan undang-undang, tidak ada mekanisme yang dapat
digunakan oleh DPR dan/atau DPD untuk mengalahkan penolakan
semacam itu. Tetapi, jika Presiden sudah memberikan persetujuannya
pada tahap ini, di belakang hari nanti, dia tidak akan bisa mencabut
persetujuannya itu lalu menolak menandatangani sebuah rancangan
undang-undang agar sah menjadi sebuah undang-undang. Pasal 20(5)
mengatur bahwa dalam situasi di mana Presiden menolak menanda-
tangani sebuah rancangan undang-undang yang sudah disepakati oleh
Presiden dan DPR, rancangan undang-undang itu akan menjadi undang-
undang secara otomatis dalam waktu tiga puluh hari. Tetapi, demi
memperkuat sistem checks and balances, kekuasaan-kekuasaan legis-
latif Presiden harus direformasi lebih lanjut dengan cara mengurangi
atau membatasinya, yaitu dengan memberi DPR dan DPD sebuah hak
veto tandingan ala Amerika, yang bisa dipakainya pada tahap pembahas-
an apabila Presiden menolak. Bagian yang berisi sejumlah rekomendasi
berikut ini akan membahas reformasi legislasi tersebut.

Kekuasaan Yudisial

Pada cabang yudikatif, potensi intervensi oleh Presiden sudah
dikurangi oleh amandemen konstitusi. Misalnya saja, kekuasaan Pre-
siden untuk memberikan grasi dan rehabilitasi sekarang dibatasi
oleh saran-saran Mahkamah Agung; kekuasaan Presiden untuk
memberi amnesti dan abolisi dibatasi oleh pertimbangan-pertimbangan
DPR;1659 Presiden hanya diberi kekuasaan untuk mengangkat dan mem-
berhentikan anggota-anggota Komisi Yudisial, dengan persetujuan
DPR;1660 Presiden hanya memiliki kekuasaan terbatas dalam mengesah-
kan Hakim Agung, karena nama-nama calonnya harus terlebih dahulu
diserahkan oleh Komisi Yudisial kepada DPR untuk mendapat perse-
tujuan; dan Presiden harus berbagi kekuasaan dengan DPR dan Mah-
kamah Agung dalam mengangkat kesembilan hakim pada Mahkamah
Konstitusi; masing-masing lembaga berwenang mengangkat tiga Hakim
Konstitusi.1661
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Impeachment

Proses impeachment atau pencopotan Presiden yang diciptakan
oleh amandemen UUD 1945 jauh lebih teperinci ketimbang sebelumnya.
Prosedur yang berlaku di Indonesia sekarang agak mirip dengan
prosedur milik Amerika Serikat. Tabel 23 dan 11, tentang impeach-
ment, memperlihatkan kemiripan tersebut. Dalam hal alasan untuk
melakukan impeachment, Indonesia sudah mengadopsi kriteria yang
hampir seluruhnya sama dengan Amerika, dengan hanya menambah-
kan ‘korupsi’ sebagai landasan tambahan.

Kekurangan-Kekurangan

Ada dua kompromi politik yang belakangan menghasilkan keku-
rangan-kekurangan dalam kaitannya dengan cabang eksekutif, dan
keduanya menyangkut masalah pemilihan Presiden. Kekurangan yang
pertama bertalian dengan syarat-syarat untuk menjadi seorang calon
Presiden. UUD 1945 mengatur bahwa seorang calon Presiden ‘harus
mampu secara ruhani dan jasmani untuk melaksanakan tugas dan
kewajiban sebagai Presiden dan Wakil Presiden’.1662 Persyaratan ini
terkait sangat erat dengan tunanetranya Abdurrahman Wahid. Dalam
perdebatan-perdebatan amandemen, usulan aslinya mensyaratkan ‘se-
hat’ ruhani dan jasmani. Akhirnya, fraksi-fraksi di MPR bersepakat
untuk mengubah kata ‘sehat’ menjadi ‘mampu’, tetapi syarat ‘mampu’
ini ambigu, dan cenderung mendiskriminasikan para penyandang cacat.
Didiskualifikasikannya Abdurrahman Wahid, sebagai kandidat dalam
pemilihan Presiden tahun 2004 oleh Komisi Pemilihan Umum, adalah
satu contoh gamblang diskriminasi demikian.

Kekurangan kedua adalah monopoli yang dipegang oleh partai-
partai politik dalam mengusulkan kandidat-kandidat Presiden.1663 Atur-
an ini menutup kemungkinan calon Presiden independen, dan mele-
mahkan ide pemilihan Presiden ‘langsung’, karena calon-calonnya
harus disetujui terlebih dahulu oleh partai politik. Selain itu, aturan
ini menjadi satu contoh lain bias politik lembaga pembuat konstitusi
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(MPR), yang sebagian besar anggota-anggotanya berasal dari partai-
partai politik itu sendiri.

Rekomendasi

Pembatasan Lebih Jauh terhadap Kekuasaan Legislatif Presiden

Seperti sudah dibahas sebelumnya, aturan-aturan konstitusi yang
ada sekarang memungkinkan Presiden untuk menjegal rancangan-
rancangan undang-undang yang tidak didukungnya. DPR dan DPD,
sebagai lembaga-lembaga legislatif, tidak memiliki mekanisme untuk
mengalahkan ‘hak veto’ Presiden ini. Karenanya, demi memperkuat
sistem checks and balances, sangat penting untuk memberi DPR dan
DPD sebuah hak ala Amerika untuk memveto balik penolakan Presiden
pada tahap pembahasan.

Syarat-Syarat Pencalonan Presiden

Untuk menghindari diskriminasi, syarat-syarat berkenaan dengan
kemampuan mental dan fisik harus dihapuskan. Indonesia harus mem-
pertimbangkan untuk hanya menyebutkan syarat-syarat yang umum,
seperti kewarganegaraan dan usia minimum, seperti diatur dalam kon-
stitusi-konstitusi Amerika Serikat dan Filipina.1664

Calon Presiden Independen

Calon-calon Presiden independen harus diberi kesempatan untuk
mencalonkan diri sebagai Presiden. Monopoli oleh partai-partai politik
atas pengajuan seorang calon Presiden harus diakhiri. Ini esensial
demi memperkuat demokrasi yang partisipatif.1665
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Reformasi Yudisial

Reformasi Struktural

Ada dua reformasi yudisial yang utama: pertama, mendampingi
Pasal 1(3) Perubahan Ketiga, yang terang-terangan menyebutkan
bahwa Indonesia adalah negara berdasarkan hukum.1666 Perubahan
Ketiga juga semakin memperkuat reformasi yudisial dengan memasuk-
kan secara eksplisit prinsip ‘independensi kehakiman’ ke dalam UUD
1945.1667 Prinsip ini sebelumnya hanya diatur dalam Penjelasan UUD
1945 dan tidak pada Batang Tubuhnya.

Kedua, dibandingkan dengan lembaga legislatif maupun eksekutif,
reformasi-reformasi struktural yang dilakukan terhadap lembaga yudi-
katif lebih komprehensif. Perubahan Ketiga membakukan dua lembaga
baru: Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Posisi Mahkamah
Konstitusi setara dengan Mahkamah Agung, tetapi dengan yurisdiksi
yang berbeda. Keputusan untuk membentuk sebuah mahkamah baru
adalah satu solusi yang lebih baik ketimbang memberi kekuasaan-
kekuasaan yudisial baru kepada Mahkamah Agung, mengingat begitu
akutnya masalah korupsi di tubuh Mahkamah Agung dan di tingkat-
tingkat peradilan yang berada di bawahnya. Bahkan, seperti dikatakan
oleh Tim Lindsey, keprihatinan menyangkut integritas badan-badan
peradilan yang ada merupakan salah satu alasan kunci di balik pem-
bentukan Mahkamah Konstitusi.1668
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Tabel 24.  Yudikatif: Sebelum dan Setelah Amandemen

           Sebelum               Setelah

Independensi Diatur dalam Penjelasan UUD 1945. Diatur dalam Batang Tubuh
UUD 1945.1669

Lembaga-lembaga Mahkamah Agung dan badan- Mahkamah Agung, badan-
badan peradilan di bawahnya. badan peradilan di bawah

Mahkamah Agung, Mah-
kamah Konstitusi, dan
Komisi Yudisial.1670

Judicial Review ter- Tidak ada. Dilakukan oleh Mahkamah
hadap produk per- Konstitusi.1671

undang-undangan

Penyelesaian seng- Tidak ada. Dilakukan oleh Mahkamah
keta antar-lembaga- Konstitusi.1672

lembaga negara

Prosedur pembu- Tidak ada. Dilakukan oleh Mahkamah
baran partai politik. Konstitusi.1673

Penyelesaian seng- Tidak ada. Dilakukan oleh Mahkamah
keta tentang hasil- Konstitusi.1674

hasil Pemilu.

Keterlibatan dalam Tidak ada. Dilakukan oleh Mahkamah
impeachment. Konstitusi.1675 Konstitusi.

Pengangkatan dan Tidak jelas, sehingga pada praktik- Untuk Hakim-Hakim Agung,
Pemberhentian nya dimonopoli oleh Presiden. hal ini menjadi urusan
hakim. Komisi Yudisial, DPR, dan

Presiden.1676 Untuk Mah-
kamah Konstitusi, hal ini
menjadi urusan Presiden,
DPR, dan  Mahkamah
Agung.1677
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Judicial Review

Kekuasaan-kekuasaan konstitusional yang diberikan kepada Mah-
kamah Konstitusi menyumbang banyak bagi terbentuknya sistem
checks and balances yang lebih baik. Tim Lindsey berpendapat bahwa:

Mahkamah Konstitusi yang baru berpotensi mengubah secara

radikal hubungan antara lembaga yudikatif dan lembaga legislatif,

serta menciptakan sebuah [sistem] kontrol baru terhadap tindak-

tanduk para pembuat hukum dan lembaga kepresidenan.1678

Salah satu kekuasaan krusial yang baru diberikan adalah kewe-
nangan untuk melakukan peninjauan atau judicial review terhadap
produk-produk perundang-undangan, sesuatu yang tidak ada sebelum
Perubahan Ketiga. Bahkan, hanya dalam waktu satu tahun sejak
didirikan pada tahun 2003, Mahkamah Konstitusi sudah berhasil
“meraih reputasi atas kompetensi dan independensinya” melalui peng-
gunaan kekuasaan barunya tersebut.1679

Keputusan untuk para Komunis

Salah satu keputusan yang paling signifikan dari mahkamah baru
ini bertalian dengan masalah status para mantan anggota partai komu-
nis. Mahkamah ini memutuskan bahwa Pasal 60g Undang-Undang
No. 12 Tahun 2003 tentang Pemilu Legislatif, bertentangan dengan
UUD 1945, yang menjamin kesetaraan di hadapan hukum dan kesa-
maan hak bagi semua warga negara.1680 Pasal itu menyebutkan bahwa
“anggota-anggota Partai Komunis Indonesia yang terlarang, termasuk
organisasi-organisasi massanya, atau orang-perorangan yang terlibat
baik secara langsung maupun secara tidak langsung dengan G30S/
PKI1681 atau organisasi terlarang lainnya” dilarang menjadi pejabat di
semua tingkat pemerintahan negara. The Jakarta Post memuji penca-
butan aturan ini, dengan menyatakan bahwa “dalam sejarah Indonesia
kontemporer telah diletakkan sebuah tonggak baru yang bisa jadi
akan memiliki implikasi-implikasi yang luas bagi masa depan demokra-
si di negeri ini”.1682
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Keputusan Prospektif

Tetapi, penting dicatat bahwa para pemohon dalam kasus larangan
bagi kaum partai komunis tersebut masih belum bisa dipilih pada
Pemilu 2004, meski sudah ada keputusan Mahkamah Konstitusi de-
mikian, karena Mahkamah yang sama juga memutuskan bahwa kepu-
tusan itu hanya berlaku secara prospektif, dan karenanya belum dapat
berlaku efektif bagi para pemohon yang sebenarnya sudah meme-
nangkan perkara tersebut. Mahkamah berpegang pada Pasal 58 Un-
dang-Undang No. 24 Tahun 2003, tentang Mahkamah Konstitusi,
yang menyebutkan bahwa “… undang-undang yang sedang ditinjau
oleh Mahkamah Konstitusi masih tetap berlaku, sebelum ada kepu-
tusan yang menyatakan bahwa undang-undang itu bertentangan de-
ngan Konstitusi”.

Prospektivitas keputusan ini berlaku terhadap semua putusan
Mahkamah Konstitusi, termasuk sebuah keputusan penting yang
keluar belakangan berkaitan dengan kasus bom Bali tahun 2002.
Dalam kasus Masykur Abdul Kadir, salah seorang tersangka penge-
boman itu, Mahkamah Konstitusi memutuskan bahwa Undang-Undang
No. 16 Tahun 2002, yang berlaku surut terhadap Undang-Undang No.
15 tentang Terorisme dalam kasus bom Bali, tidak konstitusional.
Mahkamah ini memutuskan bahwa UU No. 16 itu bertentangan dengan
Pasal 28I Perubahan Kedua, yang jelas-jelas menyebutkan bahwa
‘hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut
adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan
apa pun”.

Mengomentari kasus Masykur Abdul Kadir ini, Tim Lindsey dan
Simon Butt mempertanyakan kebijakan untuk mengimplementasikan
putusan-putusan prospektif secara eksklusif.1683 Mereka setuju dengan
putusan mahkamah tentang Pasal 28(1), dengan menyebutnya “sebuah
temuan yang masuk akal”.1684 Hanya saja, bagi mereka, memberlaku-
kan putusan itu secara prospektif (seperti yang masih terjadi di
beberapa negara hukum) menciptakan situasi yang absurd. Ini berarti
bahwa seorang pemohon tidak akan bisa mendapatkan keuntungan
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dari kemenangan kasusnya, dan dengan demikian, tidak ada gunanya
dia memerkarakan kasus tersebut. Jadi, keputusan prospektif demi-
kian hanya akan membuat sebagian besar judicial review itu sia-
sia.1685

Rekomendasi

Keputusan Judicial Review

Hak judicial review terhadap undang-undang memberi Mahkamah
Konstitusi kekuasaan untuk mengontrol kekuasaan-kekuasaan legis-
latif MPR, Presiden, dan DPD. Tetapi, pada praktiknya, keputusan
Mahkamah Konstitusi untuk hanya memberlakukan putusan ini secara
prospektif akan banyak mengurangi efektivitas kekuasaan mahkamah.
Karenanya, kebijakan putusan prospektif ini harus diubah. Putusan
Mahkamah Konstitusi harus menganulir undang-undang yang dianggap
tidak konstitusional, sejak saat putusan itu ditetapkan. Hal ini harus
ditegaskan jelas-jelas dalam undang-undang tentang Mahkamah Kon-
stitusi atau bahkan dalam Konstitusi itu sendiri.

Reformasi di Bidang Hak-Hak Asasi Manusia (HAM)

Reformasi yang Mengesankan

UUD 1945 yang asli tidak memiliki aturan-aturan tentang hak-
hak asasi manusia yang memadai.1686 Inilah salah satu kekurangan
terbesar yang diatasi melalui amandemen. Kawamura, misalnya, ber-
pendapat bahwa:

Kalau Indonesia memang ingin menjadi negara yang demokratis,

pembakuan jaminan konstitusi atas hak-hak asasi manusia dan

kebebasan sebagai hak-hak asasi umat manusia yang tak bisa

diganggu gugat jelas merupakan salah satu tugas yang sangat

mendesak.1687
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Memang, setelah Perubahan Kedua, perlindungan terhadap hak-
hak asasi manusia menjadi lebih impresif, setidaknya di atas kertas.
Ross Clarke berpendapat bahwa amandemen tentang hak-hak asasi
manusia adalah “perlindungan HAM pertama yang signifikan dalam
UUD 1945 Indonesia’.1688 Baginya, amandemen itu mewakili “sebuah
perubahan radikal dalam falsafah konstitusional Indonesia dari model
yang sangat otoriter ke yang lebih demokratis”.1689 Tim Lindsey juga
berpendapat bahwa Bab XA yang panjang dan impresif tentang Hak-
Hak Asasi Manusia itu sudah mengubah UUD 1945 asli dari sebuah
dokumen yang hanya memberi sedikit jaminan atas hak-hak asasi
manusia, ke sebuah dokumen yang, setidaknya dalam pengertian for-
mal, memberikan perlindungan hak-hak asasi manusia yang lebih luas
ketimbang yang diberikan oleh banyak negara maju.1690

Kekurangan-Kekurangan

Tetapi, masih ada dua kekurangan dalam aturan-aturan tentang
hak-hak asasi manusia dalam UUD 1945 itu. Kekurangan pertama
relatif kecil, yaitu menyangkut duplikasi aturan-aturan. Misalnya,
Pasal 27(1) dan 28D(1) mengatur tentang kesetaraan di hadapan
hukum.1691 Tetapi, kekurangan yang kedua cukup mengganjal, karena
berkaitan dengan Pasal 28I(1), tentang aturan non-retroaktif, yang
sudah dibahas sebelumnya.1692

Non-retroaktif

Masalahnya bukan pada aturan non-retroaktif itu sendiri. Meski-
pun banyak diperdebatkan, pandangan tentang sebuah hukum atau
undang-undang yang diberlakukan secara retroaktif (berlaku surut)
sudah diadopsi di banyak negara, dan menjadi sebuah norma hukum
internasional, meski dengan sejumlah kualifikasi.1693 Misalkan saja,
di tingkat Konstitusi, Pasal I Bagian 8 Konstitusi Amerika Serikat
mengatur bahwa, “No Bill of Attainder or ex post facto Law shall be
passed”. Di Indonesia, masalahnya adalah bahwa Perubahan Kedua
mengatur bahwa aturan non-retroaktif “tidak dapat dikurangi dalam
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keadaan apa pun”.1694 Ini bertentangan dengan norma-norma interna-
sional, yang biasanya dipahami oleh mahkamah peradilan sebagai
pelaksana larangan retroaktif. Clarke, misalnya, berargumen bahwa
“perkecualian yang paling konvensional terhadap prinsip non-retroaktif
adalah kejahatan-kejahatan terhadap hak-hak asasi manusia”.1695 Per-
kecualian ini tidak dapat diterapkan di Indonesia karena UUD 1945
dalam formatnya sekarang melarang retroaktif, dan ini menimbulkan
implikasi serius terhadap penuntutan kasus-kasus pelanggaran hak-
hak asasi manusia yang terjadi, misalnya, di bawah rezim militer Orde
Baru.

Rekomendasi

Karena adanya dua kekurangan tersebut, aturan-aturan tentang
Hak-Hak Asasi Manusia perlu direformasi lebih jauh. Pertama, du-
plikasi aturan-aturan tentang hak-hak asasi manusia harus dibenahi;
kedua, frasa dalam aturan non-retroaktif (“tidak boleh dikurangi dalam
keadaan apa pun”) harus dihapus. Penghapusan ini tidak berarti bah-
wa prinsip non-retroaktif tidak diakui di bawah UUD 1945. Ini hanya
dimaksudkan sebagai celah yang memungkinkan dituntutnya kasus-
kasus khusus, seperti kejahatan-kejahatan terhadap hak-hak asasi
manusia (crimes against humanity)

Masalah Nasionalisme vs Negara Islam

Bab XI, Pasal 29 UUD 1945, tentang Agama, adalah satu-satunya
bab yang tidak diubah dalam reformasi konstitusi tahun 1999-2002.
Penolakan terhadap usulan untuk memasukkan ‘tujuh kata’ Piagam
Jakarta ke dalam Pasal 29(1) lebih menegaskan bahwa perdebatan
tentang nasionalisme dan negara Islam adalah satu masalah yang
sangat sensitif dan krusial dalam sejarah konstitusi Indonesia. Perde-
batan-perdebatan konstitusi tahun 1999-2002 tentang dimasukkannya
Piagam Jakarta, sesungguhnya mengulangi debat-debat yang sama
yang pernah terjadi pada tahun 1945 dan 1956-1959. Dari tiga periode
perdebatan ini, hasilnya selalu saja: mempertahankan Pembukaan
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(dan Pancasila) dan menolak dimasukkannya syariah ke dalam Undang-
Undang Dasar. Hasil yang sama ini menjadi bukti kuat bahwa tuntutan
untuk mempertahankan ideologi negara nasionalis Pancasila dan Pasal
29 sebagaimana adanya sekarang adalah opsi yang lebih disukai oleh
mayoritas kelompok sosial di Indonesia.

Oleh sebab itu, kemungkinan bahwa Pembukaan (Pancasila) dan
Pasal 29 harus dibakukan dalam bentuknya sekarang demi mengatasi
sulitnya hubungan antara Islam dan negara di kemudian hari, harus
dipertimbangkan masak-masak. Ini akan berarti bahwa Pembukaan
dan Pasal 29 UUD 1945 harus secara eksplisit diidentifikasi sebagai
aturan-aturan yang tidak dapat diubah (non-amendable provisions).
Aturan semacam ini sah-sah saja dari perspektif hukum konstitusi.
Di Prancis, misalnya, bentuk Republik “tidak boleh dijadikan objek
amandemen”.1696 Di Indonesia Perubahan Keempat mengatur bahwa
bentuk negara kesatuan tidak boleh diubah.1697

Kesimpulan

Yang jelas, masih banyak yang harus dilakukan. Tetapi, sudah
ada kondisi-kondisi dasar bagi berfungsinya sistem konstitusi Indo-
nesia.1698 The Jakarta Post telah menyatakan bahwa apa pun keku-
rangan yang mungkin orang temukan di dalamnya, “keempat aman-
demen itu masih tetap memberi peluang yang lebih baik ketimbang
teks asli dalam menghindarkan Indonesia dari terjerumus sekali lagi
ke dalam kegelapan”.1699 Ellis dan Yudhini memandang bahwa “paket
lengkap amandemen itu konsisten dan cukup baik”.1700 Mengomentari
proses dan hasil-hasilnya, Tim Lindsey mengatakan:

Di luar semua kesulitan itu, kemajuan sedang berjalan: UUD 1945

setelah Perubahan Keempat masih memiliki banyak kekurangan,

tetapi UUD 1945 sekarang adalah sebuah dokumen yang lebih baik,

tiada bandingannya .… Secara historis, hanya sedikit negara yang

berhasil mengadopsi reformasi-reformasi konstitusi seefektif Indo-

nesia, murni melalui perdebatan-perdebatan di parlemen.
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Bagi Lindsey, di sebuah negara yang sudah empat dasawarsa
menolak perdebatan konstitusional apa pun, barangkali proses yang
carut-marut sekalipun diperlukan untuk membangun sebuah pema-
haman nasional.1701 Semoga ‘pergulatan’1702 yang dilakukan Indonesia
dalam mencari sebuah Konstitusi yang lebih efektif ini akan memandu
transisi Indonesia untuk menjadi sebuah negara yang jauh lebih demo-
kratis lagi.

Keempat amandemen undang-undang dasar yang disahkan dalam
rentang waktu 1999-2002 adalah reformasi-reformasi yang dilakukan
pada masa transisi yang sulit dari kekuasaan rezim otoriter Soeharto.
Seperti halnya proses-proses transisi konstitusi di negara-negara lain,
iklim politik yang penuh gejolak mewarnai proses amandemen di
Indonesia. Di saat yang sama, transisi itu adalah peluang emas bagi
Indonesia untuk mendesakralisasi teks UUD 1945 yang penuh dengan
simbolisme dan romantisme kenegaraan. Perubahan Pertama pada
tahun 1999 menjadi sukses awal yang ‘membuka’ sakralitas dokumen
yang otoriter itu, dan memungkinkan dilakukan ketiga-serangkai aman-
demen selanjutnya.

Dibandingkan dengan proses-proses pembuatan konstitusi lain
(khususnya di Afrika Selatan dan Thailand), reformasi konstitusi
tahun 1999-2002 di Indonesia tidak memiliki beberapa aspek kunci
yang biasa ada dalam sebuah proses pembuatan konstitusi yang
demokratis: jadwal amandemen yang terus berubah; tidak ada rencana
atau tujuan yang jelas; kepentingan-kepentingan politik sesaat men-
cemari usulan-usulan amandemen; MPR gagal merebut kepercayaan
rakyat dalam kapasitasnya sebagai sebuah lembaga pembuat kon-
stitusi; dan partisipasi publik yang dirancang oleh MPR sangat terbatas
dan tak beraturan.

Tetapi, setelah berpuluh-puluh tahun tanpa ada perdebatan apa
pun tentang amandemen konstitusi, kekurangan-kekurangan dalam
proses ini menjadi sesuatu yang tak terhindarkan. Terutama karena,
meskipun dipahami sebagai sebuah dokumen yang otoriter, UUD
1945 masih tetap dianggap sebagai sumber jaminan bagi eksistensi
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dua elemen fundamental negara Indonesia: (i) penolakan terhadap negara
Islam; dan (ii) sebagai gantinya, ditetapkannya Pancasila, sebagai ideologi
negara nasionalis, yang terkandung dalam Pembukaan Konstitusi. Jadi,
kesepakatan MPR untuk mempertahankan Pembukaan adalah konsensus
kunci yang memungkinkan proses amandemen ini berjalan sebagaimana
mestinya.

Tanpa menggubris kesepakatan untuk mempertahankan Pembukaan
sebagaimana adanya, fraksi-fraksi Islam terus berjuang untuk mema-
sukkan ‘tujuh kata’ Piagam Jakarta ke dalam Pasal 29 UUD 1945,
yaitu agar syariah diterapkan secara luas. Hal ini dipahami oleh ke-
lompok-kelompok nasionalis sebagai langkah awal menuju pemben-
tukan sebuah negara Islam, menggantikan Negara Kesatuan Republik
Indonesia, yang oleh kelompok-kelompok nasionalis (termasuk militer),
dan hingga sekarang pun masih, dipandang sebagai sesuatu yang tidak
bisa ditawar-tawar lagi. Akibatnya, ketegangan antara kelompok Islam
dan kelompok nasionalis ini membuat proses amandemen berjalan
tertatih-tatih, tak beraturan, dan tentatif, ditandai dengan terus-menerus
dilakukannya berbagai negosiasi dan deal-making.

Akhirnya, usulan untuk memasukkan ‘tujuh kata’ Piagam Jakarta
ditolak, persis seperti yang terjadi dalam perdebatan-perdebatan kon-
stitusi tahun 1945 dan 1956-1959. Tetapi, ada satu perbedaan kunci
di sini: penolakan tahun 1945 merupakan hasil intervensi Mohammad
Hatta, sedangkan pada tahun 1956-1959, adalah hasil campur tangan
Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang dibuat oleh Soekarno. Pada tahun
1999-2002, penolakan terhadap ‘tujuh kata’ Piagam Jakarta itu dise-
pakati pada menit-menit terakhir Sidang Tahunan MPR 2002, tanpa
cawe-cawe dari luar Parlemen. Jadi, ini adalah pengalaman Indonesia
dalam mengatasi masalah lamanya yang sangat sensitif itu dengan
cara yang lebih demokratis.

Selain itu, sekalipun proses amandemennya carut-marut, secara
efektif Indonesia sudah berhasil melahirkan sebuah Konstitusi baru.
Amandemen selangkah-demi-selangkah yang evolusioner itu pada
akhirnya telah mengakhiri karakter temporer konstitusi-konstitusi
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Indonesia sebelumnya. UUD 1945 pasca-amandemen adalah Konstitusi
Indonesia pertama yang tidak secara eksplisit menyebutkan bahwa
dirinya adalah sebuah Konstitusi sementara. Di samping itu, di peng-
ujung proses, keempat amandemen itu telah menciptakan sebuah Kon-
stitusi yang jauh lebih demokratis. Secara khusus, amandemen-aman-
demen itu telah membakukan pemisahan kekuasaan yang lebih jelas
antara lembaga eksekutif, legislatif, dan yudikatif; juga perlindungan
hak-hak asasi manusia yang lebih mengesankan.

Satu alasan mengapa Konstitusi baru ini lebih baik adalah karena
euforia periode transisi dari kekuasaan Soeharto itu menjadi sebuah
setting yang mendorong digelarnya debat-debat konstitusi yang terbuka
di MPR dan memungkinkan partisipasi publik dalam perdebatan-
perdebatan itu, walaupun terdapat sejumlah kekurangan serius dalam
sistem yang digunakan MPR untuk menggalang keterlibatan publik.
Liputan luas media dan advokasi aktif oleh organisasi-organisasi non-
pemerintah menjadi semacam sistem kontrol publik yang efektif guna
mencegah dipolitisasinya hasil-hasil amandemen secara berlebihan oleh
para politisi di MPR.

Tetapi, tentu saja sebagai sebuah lembaga politik, MPR tidak mung-
kin kebal dari kepentingan-kepentingan politik. Di satu sisi ini, kom-
promi antar-fraksi-fraksi di MPR menyelamatkan proses amandemen
dari kemungkinan deadlock; sementara di sisi yang lain, kompromi
semacam itu justru menciptakan kekurangan-kekurangan di tubuh
UUD 1945 pasca-amandemen. Oleh karena itulah, tulisan ini menge-
mukakan sejumlah rekomendasi untuk memperkuat sistem checks
and balances, seperti: pemberdayaan DPD. Penelitian ini juga meng-
usulkan bahwa untuk mengatasi sulitnya hubungan antara Islam dan
negara—setidaknya dalam waktu dekat ini—Pembukaan dan Pasal 29
UUD 1945 harus dijadikan aturan-aturan yang tak bisa diubah.

Akhirnya, dari pengalaman Indonesia, selain mengamati karak-
teristik-karakteristik proses pembuatan konstitusi di masa transisi,
para ilmuwan harus mencatat bagaimana nilai simbolik UUD 1945
dengan kuat terus membayang-bayangi berlangsungnya reformasi kon-
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stitusi di negeri ini. Sekalipun prosesnya berbeda dari proses-proses
demokrasi di negara-negara lainnya, proses yang lamban, setengah-
setengah, dan tentatif yang terjadi di Indonesia berhasil membawa
negara ini ke sebuah Konstitusi yang lebih demokratis, dan memberi-
kan kontribusinya yang signifikan kepada proses transisi Indonesia
dari sebuah otoritarianisme yang terang-terangan. Seperti ditulis oleh
The Asia Times selepas pengesahan Perubahan Keempat di tahun
2002:

… prosesnya boleh saja carut-marut dan berbelit-belit, tetapi tindak-

an Indonesia mengadopsi amandemen-amandemen konstitusi itu

menegaskan betapa, pada akhirnya, negeri itu masih tetap berada

di jalan peralihan, penuh gelombang, menuju demokrasi.1703[]
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Di Kotabaru, Pulau Laut, sebuah pulau
kecil sebelah tenggara Kalimantan Selatan,
Senin 11 Desember 1972, saat Apollo 17
mendarat di bulan, lahirlah Denny Indra-
yana. Masa kecilnya dihabiskan di Kota
Banjarbaru, Kalimantan Selatan sampai me-
namatkan sekolah menengah atas. Tahun
1991 masuk Fakultas Hukum UGM, dan
meraih gelar sarjananya pada tahun 1995.
Empat tahun itu bukanlah waktu sekadar

tercatat sebagai mahasiswa, rajin kuliah, dan berindeks prestasi bagus,
melainkan juga ruang aktivitas yang padat. Terbukti Denny menjabat
Ketua Bidang Penalaran Badan Eksekutif Mahasiswa tingkat fakultas
dan beberapa kegiatan tingkat universitas. Di tahun terakhir kelulus-
annya, ketika sibuk menulis skripsi, Denny menyumbangkan pemikiran
dan tenaganya menjadi Ketua Panitia sebuah seminar nasional yang
sangat berani waktu itu, karena mengumpulkan para kritikus berat
Orde baru untuk bicara tentang suksesi & lembaga kepresidenan.

Tentang
Denny Indrayana



Pada 1995, ketika ayahnya menawari sebuah rumah, Denny lebih
memilih membelanjakan uangnya demi menempuh master hukum di
School of Law, University of Minnesota, Amerika Serikat dan lulus
pada tahun 1997. Tiga tahun sampai tahun 2000 setelah mendapat-
kan gelar LL.M. (Master Degree in Law), Denny menjadi Konsultan
Hukum di Jakarta. Namun, dalam praktik hukum di ibukota, dia
menemukan berbagai kegelisahan, yang menyeretnya kemudian ke
kota yang sangat dicintainya: Yogyakarta. Lagi-lagi dia tidak menjadi
penyepi, tetapi menggalang kekuatan menjadi advokat yang ‘lain’.
Pernah menjebak indikasi KKN penegak hukum di sana, aktif mengajar
di Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, dan membentuk LSM, yakni
Lembaga Bina Kesadaran Hukum Indonesia, serta Indonesian Court
Monitoring (ICM) yang bergerak sebagai pemantau peradilan dan upaya
perang terhadap praktik mafia peradilan. Serta, akhirnya menjadi
dosen Hukum Tata Negara di Fakultas Hukum UGM pada 2001.

Gelar Ph.D. dari Faculty of Law, University of Melbourne diraihnya
pada tahun 2005 dengan disertasi “Indonesian Constitutional Reform
1999-2002: An Evaluation of Constitution-Making in Transition”. Inilah
indikasi bahwa Denny seorang tersangka Oedipus Complex, orang
muda yang mencintai hal-hal ‘tua’. Betapa tidak, selain memilih perem-
puan luar biasa Ida Rosyidah menjadi istrinya, dia menggemari hal-
hal yang bagi sebagian orang adalah contoh ‘ketuaan’: isu korupsi,
konstitusi, peradilan dan mafianya, serta menjadi doktor kinyis-kinyis.
Paling ringan, dia pun mengidap penyakit orang tua: pelupa dan
pengantuk. Maka Tuhan menurunkan bakat menulis sangat produktif
(300-an lebih opini), agar Denny tidak total pelupa di tengah Indonesia,
negara yang juga sangat pelupa itu. Tuhan tidak jarang memberi rasa
kantuk ketika dia menonton di bioskop, agar Denny tidak total tegang
dengan kritiknya, dan asyik tertidur saat sebuah film mendekati
adegan paling menegangkan. Akhirnya, yang paling serius dari ketua-
annya, tampak ketika dia ‘menjewer’ gagasan, perilaku, corps de ethic
buruk dari jajaran negara dan pemerintahan melalui tulisan serta
aktivismenya.



Namun, itu semua tak seromantik karakter lainnya dari pemikir-
aktivis atau aktivis-pemikir yang bernama Denny Indrayana. Perpa-
duan inilah yang bahkan mungkin dia sendiri pun tak tahu, menjadi
rahasia integritasnya: tetap belajar, jujur, berani, dan murah hati.
Dan bila menengok kartu nama yang sudah dikoleksinya sejak maha-
siswa, Denny tak lain adalah orang yang sangat luas pergaulannya.
Akhirnya, tidak mengherankan kalau dirinya seperti dipersiapkan
sebagai pintu gerbang khazanah antikorupsi dan pencerahan konstitusi
yang segar, namun kerap mengagetkan. Dia bibliografi yang selalu
merasa setengah kosong, namun Indonesia yang optimis bisa menda-
patkannya sebagai si setengah penuh.

Kini agenda hariannya yang paling rutin adalah mengajar Hukum
Tata Negara, tetap menulis dan menjadi narasumber berbagai media,
berbicara di berbagai forum lokal, nasional dan internasional, serta masih
memimpin Pusat Kajian Anti (PuKAT) Korupsi Fakultas Hukum UGM.

Jakarta, 28 November 2007

Peri Umar Farouk
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